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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  ber- 
bagai  masalah  nasional  dan  international.  ANALISIS  CSIS  adalah  suatu 
forum  terutama  untuk  para  staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan 
tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbangkan  untuk  dimuat  sesuai  dengan 
kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam  ANALISIS  CSIS  sepenuh- 
nya  menjadi  tanggung  jawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung 
berukiran  bola  dunia  yang  mciatarbelakangi  gambaran 
orang  tanpa  busana  duduk  memangku  buku  terbuka  ber- 
aiaskan  kain  lampin.  Tangan  kiri  menunjuk  ke  buku  dan 
tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  menggambarkan  orang 
yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang  ditimba  dari  buku.  Ketelan- 
jangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan  keterbukaan  budi 
—  tiadanya  sikap  a  priori  ~  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan 
belajar  dan  mengajar  atau  menguraikan -pikiran,  sebagaimana  para  analis 
CSIS  melakukan  studi  dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja 
yang  membutuhkannya.  Sedangkan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad 
raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup  CSIS  berada  dan  berkar/a.  Ka- 
limat  Nalar  A  Jar  Terusan  Bud/\ang  tertera  pada  lingkaran  piringan  adalah 
surya  sen g k ala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  untuk  menandaj 
suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai 
itu.  Nalar  menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan 
berwatak  9,  dan  Budi  berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca 
dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun  CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi 
juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat  kegiatan  CSIS.  CSIS  se- 
bagai lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas  individu, 
pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban 
sosialnya.  Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  ber- 
nalar,  belajar  serta  menguraikan  pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi 
yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  dalam  wujud  piringan  perunggu  o1eh  G. 
Sidharta. 
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PENCANTAR  REDAKSI 


KEMELUT  politik  dan  ekonomi  di  dalam  negeri  tampaknya  belum  akan  berakhir 
dalam  jangka  dekat.  Selain  itu  penentuan  priorita;5  terhadap' masalah-masalah 
nasional  yang  akan  diselesaikan  juga  sulit  dilakukan  mengingat  perhatian  dan 
kemampuan  pemerintah  maupun  aktor-aktor  lain  yang  terlibat  termasuk  sumber 
daya  yang  diperlukan  sedang  terperangkap  ke  dalam  suatu  pertarungan  kepentingan 
yang  sengit.  Beberapa  Isu  strategis  internasional  dan  domestik  yang  sebenarnya  per- 
lu  mendapat  perhatian  dan  pemikiran  secara  niemadai  diangkat  dalam  penerbitan 
Analisis  CSIS  kali  ini.  isu-isu  tersebut  yang  pertama  berkaitan  dengan  pandangan  dan 
sikap  Indonesia  di  dalam  menghadapi  intervensi  internasional.  Di  dalam  artikel  yang 
berjudul  "Indonesia  dan  Kecenderungan  Intervensi  Internasional"  penulisnya  berpe- 
dapat  bahwa  pemerintahan  baru.  di  Indonesia  memang  belum  banyak  terlibat 
dalam  isu-isu  politik  luar  negeri  secara  luas  karena  yang  dipentingkan  baru  sekitar 
membangun  citra  positif.  Akan  tetapi  dalam  hal  non-intervensi,  di  masa  depan 
perlu  ditangani  secara  serius.  Pada  saat  ini  sikap  yang  diambil  oleh  pemerintah  da- 
lam masalah  tersebut  banyak  dipengaruhi  oleh  tekanan-tekanan  yang  berasal  dari 
perkembangan  dalam  negeri.  Isu  strategis  kedua  berkaitan  dengan  keterlibatan 
Indonesia  dalam  Traktat  Pelarangan  Menyeluruh  Uji  Coba  Nuklir.  Meskipun  selama 
ini  Indonesia  bersikap  menentang  terhadap  penggunaan-senjata  nuklir  tetapi 
belum  meratifikasi  perjanjian  internasional  tersebut.  Ratifikasi  Indonesia  terhadap 
traktat  ini  diperlukan  untuk  menunjukkan  konsistensi  sikap  Indonesia  yang  me- 
nentang keberadaan  senjata  nuklir. 

Pendirian  negara  Timor  Lorosa'e  merupakan  contoh  pembentukan  negara- 
bangsa  melalui  perang  internal.  Dalam  proses  selanjutnya  negara  baru  ini  bukan  sa- 
ja  akan  menghadapi  berbagai  persoalan  tetapi  dalam  kaitannya  dengan  Indonesia, 
hubungan  kedua  negara  akan  diwarnai  dengan  konflik,  terlebih  jika  Indonesia  di- 
minta  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  disebut  sebagai  pelanggaran  HAM  di  TLS. 
Isu  internasional  selanjutnya  adalah  tentang  strategi  pertahanan  Australia  seperti 
yang  dimuat  di  dalam  Buku  Putih  Pertahanan  Australia  2000.  Isi  dari  buku  putih  ini 
yang  menunjukkan  kebijakan  dan  posisi  pertahanan  Australia  di  kawasan  Pasifik 
akan  membentuk  pola  hubungan  Australia-Indonesia  terlebih  setelah  Australia  me- 
nyatakan  bersedia  menjadi  pendamping  Amerika  Serikat  di  kawasan  Asia  Pasifik. 

"Amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945  Ditinjau  dari  Segi  Kekuasaan  Legislatif 
dan  "Pemilihan  Presiden  Secara  Langsung"  merupakan  dua  tema  domestik  yang  tidak 
hanya  penting  bagi  wacana  publik  tetapi  yang  realisasinya  juga  akan  membawa  kon- 
sekuensi  signifikan  bagi  perjalanan  bangsa  di  masa  depan.  Amandemen  UUD  1945 
mempunyai  aspek  strategis  karena  merupakan  upaya  mengelaborasi  dan  menata 
distribusi  kekuasaan  agar  terdapat  mekanisme  check  and  balance  di  antara  poros- 
poros  kekuasaan.  Sementara  itu,  pemilihan  Presiden  secara  langsung  dipandang  le- 
bih  balk  daripada  pemilihan  Presiden  secara  akiamasi  seperti  yang  telah  dilaksana- 
kan  selama  ini.  Sebabnya  adalah  karena  Presiden  akan  mempunyai  legitimasi  yang 
lebih  kuat  dan  tidak  terikat  pada  konsesi  partai.  Tulisan  terakhir  dalam  terbitan 
kali  ini  membahas  tentang  perlunya  penataan  secara  baik  bagi  pola  hubungan  an- 
tara Presiden  dan  DPR  dalam  menjalanka'n  kewenangan  masing-masing.  Masalah 
tersebut  dirangkum  dalam  tulisan  "Refleksi  Hukum  Terhadap  Putusan  Sidang 
Umum  MPR  1999  dan  Sidang  Tahunan  MPR  2000". 
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TINJAUAN  PERKEMBANGAN  EKONOMI 

Skenario  Pertumbuhan  2001: 
Creative  Destruction,  Muddling-Tlirough, 

atau  Sl<y-divel 


Tim  Departemen  Ekonomi  CSIS 


PENDAHULUAN 

MEMASUKI  bulan  Maret  2001,  ma- 
salah  ekonomi  yang  paling  serius 
adalah  keberiangsungan  pertum- 
buhan ekonomi.  Pertumbuhan  yang  relatif 
baik  pada  tahun  2000  pada  dasarnya  me- 
rupakan  rebound  effect,  yang  dipacu  oleh 
ekspor  dan  konsumsi  masyarakat.  Namun 
pada  tahun  inl,  untuk  mencapai  laju  per- 
tumbuhan yang  tinggi  tidak  mungkin  lagi 
mengandaikan  konsumsi  masyarakat.  Agar 
momentum  pertumbuhan  yang  relatif  baik 
tersebut  dapat  berkelanjutan,  sumber  per- 
tumbuhan selain  konsumsi  harus  dikem- 
bangkan. 

Jika  pada  tahun  2000,  yang  terjadi 
adalah  kelebihan  permintaan  pada  kondisi 
perekonomian  dengan  kapasitas  produksi 
yang  terbatas,  maka  pada  beberapa  bulan 
ke  depan  yang  akan  dihadapi  adalah  me- 
lemahnya  permintaan  agregat.  Beberapa 
survei  ekonomi  menunjukkan  bahwa  con- 
sumer confidence  maupun  business  con- 
fidence melemah.  Sementara  itu,  ekspor 


diperkirakan  juga  akan  melemah  karena 
lesunya  pasar  dunia.  Neraca  modal  ma- 
sih  akan  mengalami  defisit,  yang  berarti 
masih  rendahnya  modal  masuk.  Investasi 
asing  diperkirakan  masih  belum  masuk 
akibat  ketidakstabilan  kondisi  politik,  se- 
hingga  investasi  baru  hanya  dapat  dito- 
pang  oleh  sumber  dalam  negeri  yang  sa- 
ngat  terbatas.  Dengan  demikian,  perkiraan 
yang  paling  optimis  adalah  economic  re- 
form dan  laju  pertumbuhan  sama  dengan 
tahun  lalu,  yaitu  4-5  persen. 


PERTUMBUHAN  EKONOMI 

Angka  pertumbuhan  PDB  tahun  2000 
yang  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statis- 
tik  (BPS)  menunjukkan  adanya  peningkat- 
an  pertumbuhan  kuartalan,  dari  4,2  per- 
sen pada  kuartal  1  menjadi  5,2  persen 
pada  kuartal  kedua,  sedikit  menurun  pa- 
da kuartal  ketiga  menjadi  4,4  persen 
dan  menjadi  5,2  persen  pada  kuartal  ke- 
empat.  Melihat  kecenderungan  pertum- 
buhan tahun  2000,  banyak  yang  yakin 
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Tabel  1 

PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  SEKTOR 


Pertumbuhan  PDB  2000  fTahunan)  Kontribusi 


Kuartal  1 

Kuartal  2 

Kuartal  3 

Kuartal  4 

Rata- rata 

terhadap 
Pertumbuhan 

%dari 
Total 

PDB  Berdasarkan  Sektor 

Pertanian 

-5.5 

1.0 

3,4 

9.9 

/,/ 

0.3 

6,1 

Pertambangan 

1.4 

2.1 

1,3 

4.4 

2,3 

0.2 

4.6 

Industri  Pengolahan 

8.1 

7.3 

5,1 

4.5 

6.2 

1.6 

33,9 

Listrik,  Gas  dan  Air 

12.1 

7.9 

7,6 

8.1 

8.8 

0.1 

3,0 

Bangunan 

12.1 

9,2 

5.1 

1.4 

6.8 

0.4 

8.3 

Perdagangan,  Hotel  & 

Restoran 

5,7 

6.4 

5,0 

5.7 

5,7 

0,9 

1 8,9 

Transportasi  &  Komunlkasi 

11, 2 

10.1 

8,7 

7,8 

9.4 

0,7 

13.9 

Keuangan 

5.6 

5.4 

5,0 

3.0 

4,7 

0,3 

6,8 

Jasa 

2.7 

1.8 

2.0 

2.4 

2,2 

0,2 

4.6 

PDB 

4.? 

5,2 

4,4 

5.2 

4,8 

4.8 

1 00,0 

PDB  tanpa  Pertanian 

6.5 

6,1 

4.6 

4.4 

5.4 

4.5 

93,8 

Industri  Pengolahan, 

Perdagangan  & 

Transportasi  (IPT) 

7.fi 

7,4 

5.6 

5,4 

6,5 

3,2 

66,7 

PDB  tanpa  IPT 

1,0 

3.1 

3.3 

5.1 

3.1 

1.6 

33,3 

Sumber.  BPS. 


bahwa  Indonesia  telah  siap  untuk  mema- 
suki  milenium  baru  dengan  economic  re- 
covery yang  kuat. 

Namun  skenario  tersebut  tampaknya 
akan  sangat  kecil  kemungkinannya  untuk 
dapat  terealisasi.  Perseteruan  yang  terus 
berlangsung  antarelite  politik  telah  meng- 
akibatkan  melemahnya  consumer  confid- 
ence dan  business  confidence.  Di  samping 
itu,  dua  kendala  lain  juga  tidak  dapat  di- 
abaikan:  lesunya  pasar  dunia  dan  keter- 
batasan  kapasitas  produksi.  Modal  masuk 
pada  tahun  ini,  swasta  maupun  utang  pe- 
merintah,  baik  jangka  pendek  maupun 
panjang,  belum  dapat  diharapkan  akibat 
ketidakstabilan  politik,  memburuknya  ke- 
amanan  dan  tertundanya  reformasi  eko- 
nomi. 

Pertumbuhan  ekonomi  menurut  sektor 
memperlihatkan  bahwa  selain  sektor  per- 
tanian, sektor-sektor  lain  mengalami  ke- 
merosotan.  Pertumbuhan  PDB  di  luar  sek- 
tor pertanian  menurun  dari  6,5  persen 


pada  kuartal  pertama,  menjadi  6,1  per- 
sen pada  kuartal  kedua,  4,6  persen  pa- 
da kuartal  ketiga,  dan  4,4  persen  pada 
kuartal  keempat  tahun  2000.  Pertumbuh- 
an ekonomi  tahun  lalu  dipicu  oleh  tiga 
sektor  utama:  industri  pengolahan,  perda- 
gangan, hotel  dan  restoran,  dan  transpor- 
tasi dan  komunlkasi,  yang  menyumbang 
67  persen  dari  pertumbuhan  PDB  tahun 
2000.  Namun,  pertumbuhan  ketiga  sektor 
ini  merosot  pada  kuartal  keempat. 

Mengapa  sektor  riil  merosot?  Krisis 
ekonomi  telah  mengakibatkan  terbentuk- 
nya  struktur  perekonomian  yang  dualistik: 
sektor  "sehat"  dan  sektor  "sakit".  Sektor 
yang  sehat,  yaitu  sektor-sektor  yang  tidak 
terlalu  bergantung  pada  pemerintah  tum- 
buh  dengan  pesat  (6-7  persen),  sedang- 
kan  sektor  yang  sakit,  yaitu  yang  terbiasa 
dengan  bantuan  pemerintah,  hanya  tum- 
buh  2-3  persen  dan  keberlangsungannya 
sangat  tergantung  pada  bantuan  peme- 
rintah. 


ANALISIS  PERISTIWA 


Tabel  2 


PERTUMBUHAN  EKONOMI  MENURUT  PENCELUARAN 


Pertumbuhan  PDB 

Pertumbuhan  PDB* 

Kontribus! 

%  dari  Pertumbuhan 

terhadap 

PDB 

% 

Pertumbuhan 

Rata- rata  2000 

Rata-rata  2000 

% 

Konsumsi  Swasta 

3,0 

1  7 

0  7 

1  5  ^ 

Pengeluaran  Pemerintah 

6,5 

5.7 

0.4 

7.7 

InvestasI 

17.9 

17.7 

2.3 

^7,7 

Pertambahan  Modal 

-0,9 

-87.21 

-2,0 

-42,1 

Ekspor  Barang  &  Jasa 

.16.1 

16.7 

3.4 

71,1 

Impor  Barang  &  Jasa 

18,2 

PDB 

4.8 

4,8 

100,0 

PDB  tanpa  Pertambahan 

Modal 

6,8 

6,8 

142.0 

*Komponen  impor  senigaja  dikurangkan  dari 

masing-masing  jenis 

pengeluaran  untuk 

mendapatkan  ukuran 

yang  lebih  baik  alas  sumber-sumber  pertumbuhan. 
Sumber.  BPS. 

Diengan  demikian,  prospek  pertumbuh- 
an ekonomi  akan  sangat  tergantung  pa- 
da  pulihnya  sektor  "sakit"  dan  keberlang- 
sungan  sektor  yang  "sehat".  Pemulihan 
sektor  yang  "sakit"  ini  tidak  mudah  kare- 
na  restrukturisasi  perbankan  dan  korpo- 
rasi  terhambat  masalah  politik,  seperti  ke- 
terlibatan  partai  politik  dalam  berbagai 
penyelesaian  masalah  ekonomi  belakang- 
an  ini.  Lagi  pula,  kemampuan  pemerintah 
untuk  membantu  sektor  yang  "sakit"  juga 
tidak  terlalu  baik  karena  adanya  kenda- 
la  anggaran  pemerintah.  Penjualan  aset, 
yang  merupakan  sumber  utama  penda- 
patan  pemerintah  sangat  lamban  karena 
sedikitnya  peminat  sedangkan  pemerin- 
tah ingin  menjual  aset  tersebut  dengan 
harga  tinggi. 

Apabila  sektor  yang  "sakit"  tidak  dapat 
diharapkan,  lalu  bagaimana  prospek  sek- 
tor yang  "sehat"?  Mengingat  kendala  ang- 
garan, tampaknya  pengeluaran  pemerin- 
tah tidak  akan  menjadi  sumber  pertum- 
buhan tahun  ini.  Konsumsi  masyarakat 
yang  pada  tahun  lalu  menyumbang  16 
persen  terhadap  pertumbuhan,  tampak- 
nya tidak  akan  menyumbang  besar  pada 


pertumbuhan  tahun  ini  karena  turunnya 
kepercayaan  konsumen  seperti  yang  di- 
indikasikan  oleh  penelitian  Danareksa 
Institute  dan  Bank  Indonesia.  Sedangkan 
ekspor,  yang  menyumbang  71  persen  ter- 
hadap pertumbuhan  PDB  tahun  2000,  ju- 
ga akan  mengalami  penurunan  karena 
melemahnya  pertumbuhan  di  negara-ne- 
gara  tujuan  ekspor  utama  Indonesia  se- 
perti Jepang  dan  Amerika  Serikat. 

SKENARIO  PERTUMBUHAN  2001: 
CREATIVE  DESTRUCTION,  MUDDLING 
THROUGH,  ATAU  SKY-DIVE? 

Skenario  optimis  untuk  pertumbuhan 
2001  adalah  terjadinya  proses  destruksi 
kreatif  di  mana  sumber  daya  dapat  dire- 
lokasi  dari  sektor-sektor  yang  "sakit"  ke 
sektor  yang  "sehat".  Proses  destruksi  ini 
sendiri  membutuhkan  institusi  yang  cang- 
gih  yang  dapat  memfasilitasi  relokasi 
sumber  daya  yang  efisien.  Proses  restruk- 
turisasi yang  berjalan  lambat  selama  ini 
memperlihatkan  bahwa  Indonesia  belum 
memiliki  institusi  yang  dapat  memfasili- 
tasi relokasi  sumber  daya  dengan  efisien. 
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Skenario  yang  paling  pesimistis  atau 
yang  dinamakan  sky-dive  adalah  kondisi 
yang  ditandai  dengan  terjadinya  krisis 
ekonomi  kedua.  Dari  sisi  sektor  riil,  kon- 
disi ini  dapat  terjadi  karena  melemahnya 
pasar  internasional  dan  tingginya  tingkat 
suku  bunqa  akan  mematikan  sektor  ber- 
orientasi  ekspor  yang  selama  ini  menjadi 
sumber  utama  pertumbuhan  ekonomi.  Da- 
ri sisi  fiskal,  hubungan  yang  buruk  dengan 
IMF  dapat  mengarah  pada  putusnya  atiran 
modal  dari  luar  negeri,  yang  akan  meng- 
akibatkan  kesulitan  pada  sisi  penerima- 
an  anggaran  pemerintah.  Sedangkan  dari 
sisi  keuangan  dan  moneter,  kondisi  yang 
pesimistis  tersebut  dapat  dimungkinkan 
karena  ketidaksinambungan  pajak  dan 
gagalnya  program  rekapitalisasi  perbank- 
an  yang  akan  memicu  bank-run  yang  pa- 
da akhirnya  akan  mengakibatkan  ekspan- 
si  moneter. 

Skenario  menengah,  yang  sangat  mung- 
kin  terjadi  aaaiah  muddling-through  {kou- 
disi  bertahan).  Kondisi  ini  ditandai  dengan 


reformasi  ekonomi  yang  berlangsung  lam- 
bat  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang 
dapat  dicapai  paling  tinggi  akan  sama  de- 
ngan tahun  lalu.  Realisasi  dari  skenario  ini 
memerlukan  keberlanjut&n  reformasi  eko- 
nomi, walaupun  lambat,  tetapl  tetap  pa- 
da jalur  yang  tepat. 


PERKEMBANGAN  MONETER 

Uang  Beredar  dan  Inflasi 

Kebijakan  moneter  pada  tahun  2000 
terkesan  longgar  dan  kurang  efisien.  Hal 
ini  tercermin  dari  naiknya  angka  pertum- 
buhan base  money  (MO).  Pertumbuhan  MO 
tertinggi  terjadi  pada  bulan  November 
dan  Desember  (24  persen).  Jumlah  uang 
beredar  (MO)  pada  Desember  2000  men- 
capai  Rp.  125  trilyun  (atau  naik  25  persen 
dibandingkan  dengan  bulan  Novembel" 
tahun  yang  sama).  Perekonomian  masih 
cash-based,  dan  permintaan  terhadap 
uang  yang  meningkat  pesat  selama  bulan 
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Desember  telah  mengakibatkan  pening- 
katan  drastis  pada  base  money.  Inflasi  ta- 
hunan  mencapai  9,3  persen,  jauh  mele- 
wati  target  Bank  Indonesia  yang  berkisar 
antara  5-7  persen.  Dibandingkan  dengan 
inflasi  yang  hanya  2  persen  pada  tahun 
1999,  Bank  Indonesia  telah  gagal  me- 
ngontrol  inflasi  padatahun  lalu. 

Selain  tingginya pertumbuhan  uang  ber- 
edar,  beberapa  faktor  non-moneter  juga 
mempengaruhi  inflasi  2000,  yaitu  naiknya 
harga  bahan  bakar  minyak  (BBM),  mele- 
mahnya  ruplah  dan  meningkatnya  permin- 
taan  terhadap  barang  selama  bulan  Ra- 
madhan  dan  Natal. 

Dilema  Kebijakan  Moneter 

Tak  terkendalinya  inflasi  pada  tahun 
2000  dapat  diakibatkan  oleh  terbatasnya 
pilihan  kebijakan  moneter  yang  dapat  di- 
gunakan  Bank  Indonesia  karena  dilema 
yang  dihadapi  bila  tingkat  suku  bungi  di- 
naikkan.  Kenaikan  tingkat  suku  bunga 
pada  satu  sisi  akan  menurunkan  jumlah 
uang  beredar,  di  sisi  lain  hal  tersehut 
akan  meningkatkan  beban  pembayaran 
bunga  bagi  pemerintah.  Di  samping  itu, 
kenaikan  tingkat  suku  bunga  berarti  naik- 
nya tingkat  suku  bunga  yang  harus  dija- 
min  oleh  pemerintah,  yang  berarti  pula 
meningkatkan  biaya  penjaminan  yang  di- 
tanggung  pemerintah. 

Bank  Indonesia  juga  dihadapkan  pa- 
da dua  pilihan  kebijakan:  stabilitas  harga 
atau  menjaga  kondisi  keuangan  pemerin- 
tah. Selama  ini.  Bank  Indonesia  cende- 
rung  memilih  opsi  yang  pertama.  Bebera- 
pa indikator  mengarah  pada  kesimpulan 
tersebut.  Pertama,  suku  bunga  SBI  terus- 
menerus  naik  sejak  Agustus  2000  dan 


mencapai  14,8  persen  pada  pertengahan 
Februari  2001.  Kedua,  sepanjang  tahun 
2000,  kenaikan  tingkat  suku  bunga  de- 
posito  lebih  rendah  dibandingkan  dengan 
kenaikan  tingkat  suku  bunga  SBI  sehingga 
memperlambat  dampak  peningkatan  SBI. 
Namun,  perbedaan  keduanya  semakin 
kecil  dan  berada  pada  kisaran  1  persen. 
Ketiga,  faktor  eksternal  ikut  membantu 
Bank  Indonesia  untuk  menggunakan  ting- 
kat bunga  sebagai  alat  stabilisasi  inflasi, 
yaitu  rendahnya  tingkat  suku  bunga  di 
Amerika  Serikat  dan  tekanan  depresiasi 
dolar  di  Amerika  Serikat.  Faktor  eksternal 
ini  dapat  menahan  rupiah  dari  depresiasi 
sehingga  tekanan  terhadap  kenaikan  ting- 
kat suku  bunga  berkurang. 

Namun,  otoritas  moneter  akan  tetap 
menghadapi  tantangan  di  masa  datang 
karena  ketidakstabilan  politik  dan  country 
risk  yang  tinggi  akan  mengakibatkan  te- 
kanan terhadap  kenaikan  tingkat  suku 
bunga.  Perkiraan  kami  adalah  bahwa  oto- 
ritas moneter  akan  tetap  menghadapi 
glass  ceiling  untuk  tingkat  suku  bunga,  di 
mana  base  money  (MO)  akan  terus  tum- 
buh  lebih  besar  daripada  yang  ditarget- 
kan,  yang  pada  akhirnya  akan  mengaki- 
batkan inflasi  dan  depresiasi  rupiah. 

Pertumbuhan  Kredit 

Total  kredit  perbankan  naik  sebesar 
19,5  persen  (tahunan)  pada  bulan  De- 
sember yang  lalu,  di  mana  kredit  terbe- 
sar  masuk  ke  sektor  industri  pengolahan 
(26  persen)  dan  pertambangan  (26,7  per- 
sen). Walaupun  hal  ini  menunjukkan  ada- 
nya  pemulihan  investasi,  peningkatan  ter- 
sebut juga  diakibatkan  oleh  keberhasilan 
restrukturisasi  utang  yang  dilakukan  BPPN 
(sebesar  US$120  juta)  pada  paruh  kedua 
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tahun  2000.  Utang  yang  telah  direstruktur- 
isasi  tersebut  dikembalikan  pada  bank 
asal  untuk  dikelola  oleh  bank  yang  ber- 
sangkutan  sehingga  total  kredit  sektor 
perbankan  meningkat.  Beberapa  laporan 
menunjukkan  bahwa  perbankan  memang 
telah  mulal  memberikan  kredit  pada  sek- 
tor-sektor  yang  sehat,  walaupun  masih 
dalam  jumlah  yang  sangat  terbatas. 

Apakah  pertumbuhan  kredrt  perbank- 
an yang  positif  ini  akan  terus  berlanjut? 
Walaupun,  terdapat  indikasi  bahwa  per- 
bankan telah  mulai  menyalurkan  kredit, 
keberlanjutan  pertumbuhannya  sangat  ter- 
gantung  pada  peningkatan  Iklim  investasi 
secara  keseluruhan. 

Nilai  Tukar  Rupiah  dan  Pasar  Modal 

Kebljakan  moneter  yang  terbatas  dan 
pertumbuhan  uang  beredar  yang  tinggi  te- 

Crafik 


lah  menyebabkan  rupiah  kembali  terde- 
presiasi.  Selama  tiga  bulan  terakhir  ini,  ru- 
piah berfluktuasi  pada  kisaran  Rp.  9.200,- 
/US$  hingga  Rp.  9.600,-/US$.  Hingga  ki- 
ni,  belum  ada  tanda-tanda  bahwa  rupiah 
akan  menguat.  Melemahnya  rupiah  meru- 
pakan  dampak  dari  lemahnya  fundamen- 
tal moneter  dan  beberapa  faktor  non- 
ekonomi  yang  tidak  kondusif:  ketidakpas- 
tian  situasi  politik  dan  memburuknya  si- 
tuasi  keamanan.  Faktor-faktor  tersebut 
telah  mengakibatkan  terjadinya  serangan 
spekulasi  terhadap  rupiah  dan  mengham- 
bat  masuknya  aliran  modal  yang  diperlu- 
kan  untuk  memperkuat  rupiah. 

Sebagai  respons  terhadap  meningkat- 
nya  serangan  spekulasi  terhadap  rupiah 
di  pasar  luar  negeri.  Bank  Indonesia  me- 
ngeluarkan  peraturan  baru  pada  12  Ja- 
nuari  2001  yang  bertujuan  untuk  memba- 
tasi  transaksi  rupiah  di  pasar  internasio- 
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nal;  Peraturan  ini  meliputi  dua  aspek.  Per- 
tama,  melarang  transaksi  perbankan  ter- 
tentu  untuk  orang  asing  {non-resident).  Ke- 
dua,  mengurangi  besarnya  transaksi  pro- 
duk  derivatif  yang  dapat  dilakukan  oleh 
orang  asing  dari  US$5  juta  menjadi  ha- 
nya  US$3  juta.  Dalam  jangka  pendek,  ke- 
bijakan  ini  memang  berdampak  positif 
terhadap  rupiah.  Rupiah  menguat  pada 
pertengahan  Januari  lalu.  Namun  ketidak- 
pastlan  politik  dan  keamanan  yang  terus 
berlangsung  kembali  membuat  rupiah 
kembali  melemah. 

Pembatasan  transaksi  rupiah  di  pasar 
internasional  ini  juga  berdampak  positif 
terhadap  pasar  modal.  Awai  Februari  2001 , 
modal  asing  yang  masuk  ke  pasar  modal 
meningkat.  Hal  ini  antara  lain  karena  in- 
vestor asing  mengkonversikan  rupiah  men- 
jadi saham.  Akibatnya,  indeks  saham  me- 
ningkat menjadi  460  poin  selama  bebe- 
rapa  hari  sebelum  kembali  melemah  pa- 
da  424  poin.  Dalam  tiga  bulan  terakhir  ini, 
Ihdeks  tidak  beranjak  banyak  dari  titik 
terendah  404  bulan  Oktober  2000.  Secara 
garis  besar,  pasar  saham  masih  akan  lesu 
sciring  dengan  lesunya  iklim  investasi. 

Di  bidang  kebijakan,  masih  terlihat  bah- 
wa  kebijakan  moneter  dan  kebijakan  fiskal 
yang  diambil  pemerintah  tidak  sejalan.  Di 
saat  otoritas  moneter  berusaha  menaikkan 
tingkat  suku  bunga  untuk  memangkas  per- 
tumbuhan  uang  beredar,  pemerintah  me- 
naikkan pajak  penghasilan  (dari  15  persen 
menjadi  20  persen).  Naiknya  pajak  peng- 
hasilan mengakibatkan  turunnya  tingkat 
suku  bunga  riil  dan  memicu  pelarian  mo- 
dal, Secara  garis  besar,  naiknya  pajak  dan 
kemungkinan  pelarian  modal  akan  meng- 
akibatkan semakin  melemahnya  rupiah. 
Apakah  pemerintah  akan  memberlakukan 
capital  <:o/7fro/.?  Sepertinya  tidak.  Di  sam- 


ping  tidak  sesuai  dengan  kesepakatan  Rl- 
liVIF,  pemberlakuan  kontrol  modal  bukan 
merupakan  penyelesaian  masalah  yang 
tepat.  Kontrol  modal  memang  akan  mere- 
dam  serangan  spekulan  tetapi  tidak  meng- 
atasi  masalah  yang  mendasar,  yaitu  fun- 
damental ekonomi  yang  melemah  dan  ke- 
tidakpastian  politik. 

Prospek  Moneter 

Masalah  pokok  moneter  tahun  ini  ada- 
lah  pengendalian  jumlah  uang  beredar  dan 
laju  inflasi.  Walaupun  melemahnya  rupiah 
sangatdipengaruhi  oleh  situasi  politik,  fak- 
tor  ekonomi  (inflasi  dan  uang  beredar)  ju- 
ga perlu  dibenahi.  Mengingat  sangat  be- 
ratnya  masalah  fundamental  moneter  saat 
ini,  Bank  Indonesia  perlu  lebih  menitik- 
beratkan  kebijakannya  pada  stabilitas 
harga.  Pada  kuartal  pertama  tahun  2001, 
tingkat  suku  bunga  memang  telah  berha- 
sil  menekan  laju  pertumbuhan  uang  ber- 
edar. Untuk  tahun  2001,  target  laju  per- 
tumbuhan uang  beredar  yang  ditetapkan 
Bank  Indonesia  adalah  sebesar  11-12 
persen,  namun  belum  dapat  dipastikan 
apakah  target  ini  dapat  dicapai  tanpa 
menaikkan  tingkat  suku  bunga. 

Inflasi  untuk  tahun  ini  tampaknya  akan 
mencapai  8-10  persen,  lebih  tinggi  dari- 
pada  target  Bank  Indonesia  yang  sebesar 
4-6  persen.  Ada  dua  hal  utama  yang  akan 
mengakibatkan  tingginya  inflasi  tahun  ini, 
yaitu  rencana  naiknya  harga  BBM  pada 
bulan  April  ini  dan  kondisi  politik  yang 
masih  tidak  pasti. 

Apakah  nilai  tukar  akan  kuat  dan  stabil 
di  masa  datang?  Walaupun  Bank  Indonesia 
telah  membatasi  serangan  spekulan  ter- 
hadap rupiah  dari  pasar  internasional,  spe- 
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kulan  di  pasar  domestik  masih  akan  sangat 
mempengaruhi  stabilitas  rupiah.  Di  sam- 
ping  itu,  masalah  fundamental  ekonomi 
dan  politik  masih  belum  diselesaikan.  De- 
ngan  demikian,  penguatan  dan  stabilitas 
rupiah  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  ma- 
suknya  modal  asing  dalam  jangka  mene- 
ngah  dan  panjang.  Tampaknya  rupiah  da- 
lam beberapa  bulan  ke  depan  masih  akan 
diperdagangkan  pada  kisaran  Rp.  9.000,- 
hlngga  Rp.  9.500,-,  jika  tidak  makin  me- 
lemah. 

KEBIJAKAN  FISKAL 

APBN  2001 

Akhirnya  pemerintah  dan  DPR  menye- 
tujui  APBN  2001  dengan  beberapa  revisi 
terhadap  asumsi  yang  dipakai.  Pertama, 
pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi  diubah 
dari  4,5  persen  dan  7  persen  menjadi  5 
persen  dan  7,2  persen.  Kedua,  harga  mi- 
nyak  dan  nilai  tukar  rupiah  diubah  dari 
US$22/barrel  dan  Rp.  7.300,-  menjadi 
US$24/barrel  dan  Rp.  7.800,-/US$.  Ke- 
tiga,  tingkat  suku  bunga  SBI  3  bulanan,  di- 
ubah dari  11  persen  menjadi  11,5  persen. 
Perubahan  asumsi-asumsi  ini  mengakibat- 
kan  perubahan  pada  sisi  penerimaan  mau- 
pun  sisi  pengeluaran  pemerintah.  Akibat 
perubahan  asumsi  tersebut,  penerimaan 
pemerintah  meningkat  dari  Rp.  243  trilyun 
menjadi  Rp.  263.2  trilyiyi  sedangkan  pe- 
ngeluaran meningkat  dari  Rp.  295,1  tril- 
yun menjadi  Rp.  31  5,7  trilyun.  Pada  dasar- 
nya,  defisit  anggaran  tetap  pada  Rp.  52,5 
trilyun  atau  3,7  persen  dari  PDB.  Dalam 
kerangka  pembiayaan  defisit,  terjadi  sedi- 
kit  perubahan,  yaitu  dengan  meningkatkan 
target  pendapatan  dari  privatisasi,  yaitu 
dari  Rp.  5  trilyun  menjadi  Rp.  6,5  trilyun. 


Target  Pendapatan   BPPN  Tahun 

2000  dan  2001 

BPPN  berhasil  mencapai  target  pen- 
dapatan sebesar  Rp.  20,7  trilyun  untuk  ta- 
hun 2000.  Dalam  RAPN  2001,  BPPN  di- 
harapkan  dapat  menyumbang  Rp.  27  tril- 
yun dalam  bentuk  uang  tunai  dan  Rp.  10 
trilyun  dalam  bentuk  obligasi  bagi  peneri- 
maan pemerintah.  Untuk  mengejar  target 

2001  ini.  Asset  Management  Credit  {kMC) 
BPPN  diharapkan  menyumbang  Rp.  12,2 
trilyun,  Asset  Management  Investment 
(AMI)  BPPN  diharapkan  menyumbang 
Rp.  9,9  trilyun.  Bank  Restructuring  Unit 
(BRU)  diharapkan  menyumbang  Rp.  3,6 
trilyun  dan  di  samping  itu  Rp.  1,3  trilyun 
diharapkan  diperoleh  dari  premi  pro- 
gram penjaminan  pemerintah. 

Penjualan  Utang  BPPN 

Sepanjang  tahun  2000,  BPPN  telah  ber- 
hasil menjual  utang  korporasi  yang  ber- 
ada  di  bawah  kendali  BPPN  dengan  total 
penawaran  sebesar  Rp.  1,3  trilyun.  Tahun 
ini,  BPPN  akan  melakukan  restrukturisasi 
utang  dari  50  kelompok  obligor  terbesar- 
nya  dengan  nilai  Rp.  1  30,05  trilyun,  di 
mana  67  persen  di  antaranya  telah  berha- 
sil direstrukturisasi  pada  17  januari  2001 
yang  lalu. 

Dalam  jangka  pendek  kondisi  APBN  ti- 
dak terlalu  merisaukan  karena  harga  mi- 
nyak  yang  tinggi.  Namun  dalam  jangka 
panjang,  beberapa  perkembangan  terba- 
ru  dalam  ekonomi  dan  politik  membuat 
keberlangsungan  APBN  agak  mengkhawa- 
tirkan.  Pertama,  hubungan  yang  tidak  har- 
monis  dengan  IMF  dapat  mengakibatkan 
melemahnya  kredibilitas  pemerintah  Indo- 
nesia di  mata  pemberi  donor  dan  investor 
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asing.  Kedua,  Bank  Dunia  baru-baru  ini 
memutuskan  untuk  mengurangi  pemberian 
utang  kepada  Indonesia  untuk  beberapa 
tahun  ke  depan. 

RI-IMF 

Pertemuan  Menko  Ekonomi  Rizal  Ramli 
dengan  IMF  di  Washington  tanggal  22  Feb- 
ruari  2001  tidak  membuahkan  kemajuan 
atas  kebuntuan  negosiasi  utang  Indonesia 
dengan  IMF.  Pada  Desember  2000,  IMF  me- 
nunda  pencairan  utang  sebesar  US$400 
juta  yang  merupakan  bagian  dari  total 
pinjaman  sebesar  US$5  milyar.  Penunda- 
an  pembahasan  amandemen  undang-un- 
dang  Bank  Indonesia  akan  membuka  pe- 
luang  bagi  penundaan  lebih  lanjut.  Kebe- 
kuan  hubungan  RI-IMF  juga  akan  menga- 
kibatkan  penundaan  review  terhadap  im- 
plementasi  Lol  yang  semula  dijadwalkan 
pada  awal  Februari  laiu. 


NERACA  PEMBAYARAN 
Neraca  Berjalan 
Ekspor 

Sepanjang  tahun  2000  kinerja  ekspor 
Indonesia  sangat  balk.  Ekspor  mengalami 
peningkatan  sejak  kuartal  I,  mencapai 
US$62  milyar  lebih  pada  akhir  tahun  2000. 
Dibandingkan  dengan  tahun  1999,  ekspor 
meningkat  sebesar  27,4  persen,  yang  ter- 
diri  dari  45,39  persen  peningkatan  eks- 
por migas  dan  22,9  persen  peningkatan 
ekspor  non-migas.  Peningkatan  ekspor  mi- 
gas  disebabkan  oleh  tingginya  harga  mi- 
nyak.  Sedangkan  peningkatan  ekspor  non- 
migas  akibat  dari  penggunaan  kapasitas 
produksi.  (yang  tidak  terpakai  selama  kri- 
sis),  tingginya  permintaan  luar  negeri  dan 
nilai  tukar  rupiah  yang  kompetitif. 

Gambaran  sektoral  memperlihatkan 
bahwa  sektor  industri  pengolahan  me- 
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nyumbarig  sekitar  90  persisn  dari  total 
ekspor  non-migas  pada  tahun  2000.  Ko- 
rrioditas  ekspor  utama  dari  sektor  ini  an- 
tara  lain  peralatan  mesin  (termasuk  me- 
sin  dan  elektronika),  kayu  dan  produk  ka- 
yu,  pakaian  jadi,  alas  kaki  dan  peralatan 
rumah  tangga.  Sementara  itu,  komoditas 
pertanian  mengalami  kemunduran  karena 
melemahnya  harga  produk  pertanian  di 
pasar  dunia. 

Prospek  ekspor  tahun  ini  tidak  begitu 
baik  seperti  telah  disinggung  di  baglan 
terdahulu.  Beberapa  masalah  yang  dikha- 
watirkan  akan  mengakibatkan  lemahnya 
ekspor  tahun  ini  antara  lain  menurunnya 
pertumbuhan  komoditas  utama  ekspor 
non-migas  Indonesia.  Hal  ini  antara  lain 
karena  produksi  telah  mencapai  tingkat 
kapasitas  maksimal  sedangkan  investasi 
baru  belum  dapat  diharapkan  mengingat 
kondisi  politik  yang  masih  tidak  stabil. 
Faktor  lain  yang  juga  menyumbang  pa- 
da  melemahnya  ekspor  adalah  mem- 
buruknya  perekonomian  beberapa  ne- 
gara  pasar  utama  ekspor  Indonesia  se- 
perti Amerika  Serikat  dan  Jepang. 


Impor 

Sepanjang  tahun  2000,  total  impor 
mengalami  kenaikan  dan  mencapai  US$33 
milyar  atau  39,7  persen  lebih  tinggi  diban- 
dingkan  dengan  total  impor  tahun  1999. 
Impor  meningkat  secara  terus-menerus 
pada  tiga  kuartal  pertama  tahun  2000, 
namun  melambat  pada  kuartal  keempat. 

Impor  barang  antara  dan  barang  mo- 
dal, yang  merupakan  masukan  untuk  sek- 
tor ekspor,  mengalami  penurunan  pada 
kuartal  keempat  tahun  2000,  setelah  me- 
ngalami peningkatan  yang  pesat  pada 
periode  Juni  dan  Agustus.  Kecenderungan 
ini  memberikan  indikasi  bahwa  sejak  akhir 
tahun  lalu  memang  ada  kendala  kapasi- 
tas produksi  di  sektor  riil.  Sementara  itu, 
impor  barang  konsumsi  juga  masih  tingfT 
sepanjang  tahun  lalu,  bahkan  hingga  akhir 
tahun  karena  tingginya  permintaan  selama 
Ramadhan  dan  Natal. 

Neraca  Modal 

Data  bulan  November  2000  memper- 
lihatkan  defisit  neraca  modal  sejak  kuar- 
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Tabel3 

ALIRAN  MODAL  SWASTA 

Uralan                 '  2000 

Kuartal  1  Kuartal  2    Kuartal  3* 

Modal  Pemerintah 

(berslh)                   1.284  814  660 
Modal  Swasta 

(berslh)                 -1,951  -2.812  -2,193 

Total  -667       -i;998  -1,533 

Sumber.  International  Monetary  Fund's  Dissemina- 
tion Standards  Bulletin  Board  (DS^^). 

tal  I  hingga  kuartai  III  2000,  yang  berarti 
pelarian  modal  masih  terus  berlangsung. 
Bank  Indonesia  belakangan  ini  sangat  ter- 
lambat  dalam  menerbltkan  publikasi  yang 
berhubungan  dengan  neraca:  modal; 

Salah  satu  indikator  irivestasi  adalah 
persetujuan  PMA.  Sepanjang  tahun  2000, 
terjadi  kenaikan  persetujuan  PMA,  sebe- 
sar  123  perseri  dibandingkan  dengan  ta- 
hun 1999.  Namun,  peningkatan  terbesar 
terjadi  pada  kuartal  pertama  tahun  2000. 
Pada  kuartal  keempat,  persetujuan  PMA 
sangat  kecil  karena  ikiim  investasi  yang 
masih  buruk.  Iklim  investasi  yang  buruk 
masih  akan  berlangsung  hingga  2001 .  Ada 
beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab- 
nya:  (1)  ketidakstabilan  politik  dan  masa- 
lah  keamanan;  (2)  fluktuasi  rupiah;  (3)  in- 
frastruktur  yang  tidak  memadai  termasuk 
pasokan  listrik;  (4)  implementasi  otonomi 
daerah  yang  masih  belum  jelas;  (5)  pera- 
turan  ketenagakerjaan  yang  masih  belum 
jelas;  (6)  sentimen  dan  peraturan  yang 
anti-PMA;  (7)  ekonomi  biaya  tinggi  (da- 
lam bentuk  sumbangan  untuk  berbagai 
organisasi). 

KETENAGAKERJAAN 

Masalah  penting  lainnya  yang  akan  di- 
hadapi  pada  tahun  ini  adalah  masalah  ke- 
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tenagakerjaan.  Dalam  dua  tahun  terakhir 
ini,  upah  minimum  menlngkat  sebesar  60 
persen  dibandingkan  dengan  tahun  1999 
yang  berarti  adanya  kenaikan  upah  riil  ka- 
rena inflasi  yang  lebih  rendah  dibanding- 
kan dengan  kenaikan  upah  minimum.  Na- 
mun, kenaikan  upah  riil  ini  tidak  diimbangi 
oleh  peningkatan  produktivitas  tenaga 
kerja  akibat  masih  rendahnya  pertumbuh- 
an  ekonomi.  Hal  ini  akan  menurunkan  daya 
saing  Indonesia  di  mata  dunia. 

Masalah  ketenagakerjaan  menjadi  ma^ 
kin  pelik  karena  yang  dihadapi  pelaku  usa^ 
ha  tidak  hanya  kenaikan  upah  yang  tidak 
sebanding  dengan  produktivitas  tenaga 
kerja,  tetapi  juga  putusnya  hubungan  ke- 
tenagakerjaan. Hal  ini  mengakibatkan  ke- 
tidakpastian  dalam  penanganan  masalah- 
masalah  ketenagakerjaan  seperti  demon- 
strasi  dan  pemogokan  yang  pada  akhirnya 
mengakibatkan  ketidakpastian  berusaha 
dan  biaya  transaksi  yang  tinggi.  Hal  ini 
menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  ba- 
nyak  industri  yang  berorientasi  ekspor  be- 
lakangan ini  mengancam  akan  merelokasi 
perusahaannya  ke  negara  lain. 

Masalah  ketenagakerjaan  ini  membu- 
tuhkan  solusi  yang  cepat  dan  komprehen- 
sif.  DPR  memang  telah  mempercepat. 
pembahasan  Rancangan  Undang-undang 
Ketenagakerjaan  yang  diharapkan  dapat 
membantu  menyelesaikan  masalah  kete- 
nagakerjaan ini.  Namun  diperkirakan  un- 
dang-undang ini  belum  akan  selesai  se- 
belum  April  2001.  Walaupun,  Undang-un- 
dang Ketenagakerjaan  tersebut  selesai, 
masalah  ketenagakerjaan  masih  akan  ber- 
larut  dalam  waktu  dekat  ini  karena  masih 
lemahnya  penegakan  hukum. 
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PERKEMBANGAN  POLITIK  JANUARI-MARET  2001 

Kemelut  Politik,  Demokrasi 
dan  Konstitusi 

/  Made  Leo  Wiratma 


PENDAHULUAN 

MEMASUKI  abad  ke-21,  khusus- 
nya  dalam  triwulan  pertama  ta- 
hun 2001,  perkembangan  politik 
di  Indonesia  masih  dlwarnal  perseteruan 
para  elite  politik,  khususnyaantara  legislatif 
dan  eksekutif.  Dari  luar  tampak  seakan- 
akan  legislatif  dan  eksekutif  ingin  menun- 
jukkan  kiprahnya,  yakni  menjalankan 
fungsi,  wewenang,  dan  hak  maslng-masing' 
sesuai  dengan  konstitusi.  Namun  di  balik  itu 
semua,  secaratransparanjugadiperlihatkan 
bahwa  dalam  menjalankan  fungsi,  wewe- 
nang, dan  hak  tersebut  mereka  lebih  me- 
nohjolkan  kepentingan  pribadi,  kelompok, 
atau  golongannya  masing-masing.  Dalam 
perkembangan  selanjutnya  yang  tercipta 
bukan  solusi  atas  permasalahan  bangsa, 
melainkan  munculnya  konflik-konflik  baru 
yang  menyebabkan  krisis  politik  tak  ber- 
kesudahan.  Misalnya  ketidaksepahaman 
antara  DPR  dan  Presiden  Cus  Dur  menye- 
babkan pemilihan  Ketua  Mahkamah  Agung 
(MA)  menjadi  deadlock.  Lahirnya  Memoran- 
dum DPR  dan  keinginan  kelompok  tertentu 
untuk  secepatnya  menggelar  Sidang  Isti- 
mewa(SI)MPRuntukmemintapertanggung- 
jawaban  dari  Presiden  juga  merupakan 
bagian  dari  perseteruan  elite  politik  terse- 
but. Perseteruan  semacam  itu  akan  terus 
berlangsung  sepanjang  para  elite  tetap 


mempertahankan  sikap  dan  gaya  masing- 
masing.  Mulai  dari  sikap  yang  tidak  taat 
konstitusi  dan  peraturan  perundang- 
undangan  lainnya  hingga  sikap  yang  tidak 
mau  kompromi  dan  saling  menyalahkan 
satu  sama  lainnya.  Tulisan  ini  akan  mer^coba 
mengulas  kondisi  politik  secara  umum  dan 
tiga  hal  lain  yang  secara  langsung  berkait- 
an  dengan  konstitusi,  yakni  masalah  pemi- 
lihan dan  pengangkatan  Ketua  MA,  Memo- 
randum DPR  dan  SI-MPR. 

KRISIS  POLITIK  BELUM  BERAKHIR 

Memasuki  tahun  keempat  dari  gerak- 
an  reformasi,  kondisi  dan  situasi  politik  di 
Indonesia  masih  diliputi  ketidakpastian. 
Meski  demikian,  Presiden  Gus  Dur  masih 
saja  melontarkan  pernyataan-pernyataan 
yang  kontroversial,  yang  justru  menambah 
pelik  situasi  politik  di  Tanah  Air.  Salah  satu 
pernyataan  Cus  Dur  yang  kontroversial 
terseliHJt  adalah  ketika  ia  secara  optimis  - 
mengatakan  bahwa  sekarang  ini  krisis  po- 
litik di  Tanah  Air  sudah  berakhir.  Hal  itu 
ditandai  dengan  adanya  jaminan  akan  ti- 
dak adanya  "serangan  politik"  oleh  kubu- 
kubu  yang  selama  ini  dikenal  kontra  terha- 
dap  pemerintah.  Jaminan  tersebut  telah 
diungkapkan  oleh  tiga  kelompok  politik 
besar,  yakni  Partai  Demokrasi  Indonesia 


ANALISIS  PERISTIWA 


15 


Perjuangan  (PDI-P),  Partai  Golongan  Kar- 
ya  (Golkar),  dan  Partai  Amanat  Nasional 
(PAN).^  Padahal  sehari  sebelumnya  Presi- 
den  Gus  Dur  menengarai  bahwa  terdapat 
16  orang  yang  sangat  berhasrat  untuk 
menjatuhkan  dirinya  dari  kursi  kepresi- 
denan.  Mereka  terdiri  dari  empat  kelom- 
pok,  yakni:  pertama,  kelompokyang  sangat 
berambisi  kepada  kekuasaan;  kedua,  ke- 
lompok  orang  yang  takut  kepada  tuntutan 
hukum  karena  kesalahannya;  ketiga,  ke- 
lompok  status  quo  dan  pendukung  man- 
tan  Presiden  Soeharto;  serta  keempat,  ke- 
lompok  garis  keras  yang  menggunakan 
Islam  untuk  kepentingan  pribadi.^ 

Kedua  pernyataan  yang  dikemukakan 
Presiden  Gus  Dur  menjadi  menarik  kare- 
na keduanya  tidak  paralel,  bahkan  cende- 
rung  saiing  bertentangan.  Pernyataan  Gus 
Dur  yang  pertama  sebetulnya  dlmaksud- 
kan  untuk  meyakinkan  kepada  rakyat  In- 
donesia bahwa  masih  ada  peluang  untuk 
mengatasi  persoalan-persoalan  bangsa 
apabila  partai-partai  besar  tidak  terus- 
menerus  "menjegal"  pemerintahannya.  Se- 

'Penegasan  ini  dikemukakan  dalam  pengarah- 
annya  di  hadapan  puluhan  ribu  umat  Islam  dan 
warga  Biitar  di  pendopo  Kabupaten  Blitar.  Menu- 
rut  Gus  Dur,  jaminan  dari  PDI-P  diberikan  Taufik 
Kiemas  kepada  Ketua  Umum  PP  CP  Ansor  Saifullah 
Yusuf,  jaminan  Partai  Golkar  disampaikan  Ketua 
Umumnya  Akbar  Tandjung  langsung  kepada  dirinya 
(Gus  Dur),  sedangkan  jaminan  dari  PAN  diberikan 
oleh  Alvin  Lie.  Ketiganya  menandaskan  bahwa  me- 
reka tidak  menginginkan  Sidang  Istimewa  dan  me- 
morandum {Kompas,  8  Januari  2001).  Namun  ja- 
minan yang  diberikan  tokoh-tokoh  partai  yang  di- 
sebutkan  Gus  Dur  itu  ternyata  hanya  jaminan  pri- 
badi,  bukan  jaminan  partai  sebagai  institusl.  Misal- 
nya,  Sekjen  DPP  PDI-P  Sutjipto  dan  sesepuh  PDI-P 
Soetardjo  Soerjogoeritno  menegaskan  bahwa  tidak 
benar  PDI-P  telah  memberikan  jaminan  untuk  tetap 
mempertahankan  Presiden  Gus  Dur  sampai  2004. 
Jaminan  Taufik  Kiemas  bukanlah  sikap  partai  {Me- 
dia Indonesia,  9  januari  2001 ). 

^Diungkapan  di  Istana  Merdeka.  Jakarta  {Kom- 
pas, 8  Januari  2001). 


bab  tanpa  dukungan  kekuatan-kekuatan 
politik  besar  tersebut,  pemerintah  Gus  Dur 
akan  sulit  menjalankan  fungslnya  dengan 
baik.  Untuk  membuktikan  apakah  kekuat- 
an-kekuatan politik  besar  tersebut  me- 
mang  telah  "mendukungnya",  maka  Gus 
Dur  melakukan  trik  yang  menarik.  Gus  Dur 
memancing  reaksi  kekuatan-kekuatan  po- 
litik besar  itu  dengan  menyatakan  bahwa 
kekuatan-kekuatan  politik  besar  tersebut 
telah  memberi  jaminan  tidak  akan  menye- 
rang  pemerintahannya.  Reaksi  yang  kemu- 
dian  muncul  ternyata  adalah  bahwa  seca- 
ra  kelembagaan  kekuatan-kekuatan  poli- 
tik besar  tidak  pernah  memberikan  jamin- 
an seperti  itu.  Jaminan  yang  diberikan 
orang-orang  tertentu  dinilai  sebagai  jamin- 
an prlbadi  masing-masing  orang  itu  dan 
bukan  sebagai  jaminan  institusl  (partai). 
Dengan  demikian,  pernyataan  Gus  Dur 
yang  pertama  sebenarnya  dimaksudkan 
untuk  mengkonfirmasikan  pernyataan  ke- 
dua, bahwa  memang  terdapat  kelompok- 
kelompok  yang  berhasrat  menjatuhkan  di- 
rinya. Atau  setidak-tidaknya,  keiompok- 
kelompok  politik  besar  tadi  tidak  membe- 
rikan dukungan  kepada  Gus  Dur.  Hal  ini 
tentu  lebih  memperjelas  posisi  masing- 
masing,  Gus  Dur  dan  pendukungnya  di 
satu  pihak  dan  kelompok  yang  anti-Gus 
Dur  di  pihak  lain. 

Konflik  yang  semula  terjadi  antara  para 
elite  politik- tersebut  terus  berkembang 
menjadi  konflik  antarkelompok,  bahkan 
kemudian  meluas  hingga  ke  tingkat  grass 
root,  sehingga  kerusuhan  massal  bisa  de- 
ngan mudah  terjadi  setiap  waktu.  Masing- 
masing  kelompok  melakukan  aksi-aksi 
yang  kemudian  6\- counter  o\Bh  kelompok 
yang  berseberangan  dengan  kelompok 
pertama.  Begitu  juga  sebaliknya  sehingga 
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aksi-aksi  yang  pro  maupun  kontra  terus 
berlangsung,  baik  yang  dilakukan  secara 
damai  maupun  dengan  cara-cara  intimi- 
dasi  hingga  tindak  kekerasan  secara  fisik. 
Aksi  damai  biasanya  berupa  demonstrasi, 
istighotsah,  maupun  melalui  pernyataan- 
pernyataan  politik,  sedangkan  aksi  intimi- 
dasi  dilakukan  dengan  mendatangi  kan- 
tor  atau  rumah  tinggal  seseorang  yang  di- 
sertai  penghinaan  atau  ancaman-ancaman. 
Aksi  yang  semula  damai  sering  berubah 
menjadi  tindakan  kekerasan  fisik  atau 
anarkis  karena  berbagai  sebab,  antara  lain 
karena  provokasi  pihak-pihak  yang  tidak 
bertanggung  jawab. 

Pada  hakikatnya  aksi-aksi  menyampai- 
kan  pendapat  dan  aspirasi  melalui  de- 
monstrasi merupakan  bagian  dari  partisi- 
pasi  politik.  Namun  dalam  perkembangan 
yang  terjadi  saat  ini,  sangat  sulit  untuk 
membedakan  apakah  aksi-aksi  tersebut 
murni  dilakukan  atas  kesadaran  sendiri 
(kegiatan  otonom  atau  self  motion)  atau 
karena  desakan  pihak  lain.  Misalnya  ka- 
rena desakan  pemimpin  atau  organisasi  di 
mana  yang  bersangkutan  menjadi  anggo- 
ta.  Bila  sang  pemimpin  atau  organisasinya 
memutuskan  untuk  melakukan  aksi  maka 
yang  bersangkutan  terpaksa  harus  ikut. 
Dengan  demikian  yang  terjadi  adalah  mo- 
bilisasi  (massa)  dan  bila  mobilisasi  massa 
tersebut  dilakukan  untuk  membela  kepen- 
tingan-kepentinga<Ei'^po!itik  tertentu,  maka 
hal  itu  dapat  dikategorikan  sebagai  poli- 
tisasi  massa.  Pada  tataran  ini  yang  muncul 
bukan  proses  adu  konsep  sebagaimana 
prinsip  demokrasi,  melainkan  saling  "adu 
otot"  atau  kekuatan  sehingga  siapa  yang 
kuat  dialah  yang  menang.  Dan  aksi-aksi 
kekerasan  yang  tidak  diinginkan  itulah 
akhirnya  justru  yang  terjadi. 


Beberapa  kasus  anarkis  yang  terjadi  di 
jawa  Timur  menggambarkan  bahwa  per- 
tikaian  antarelite  politik  sudah  merambah 
ke  tingkat  grass  root.  Misalnya  penebang- 
an  pohon  dan  blokade  terhadap  jalur 
transportasi  Surabaya-Malang  oleh  pendu- 
kung  Gus  Dur  dimaksudkan  untuk  meng- 
hadang  Ketua  MPR  Amien  Rais  yang  be- 
rencana  menghadiri  pengajian  rutin  di 
iVIesjid  AR  Fachruddin,  Universitas  Muliam- 
madiyah  Malang  {Bisnis  Indonesia,  5  Feb- 
ruari  2001).  Pendukung  Gus  Dur  juga  me- 
lakukan blokade  atas  pelabuhan  Keta- 
pang-Gilimanuk  dan  jalur  pantura  Banyu- 
wangi  dengan  menebangi  pohon-pohon 
sebagai  protes  kepada  DPR  yang  telah 
menjatuhkan  Memorandum  I  kepada  Pre- 
siden  Gus  Dur.  Mereka  juga  menuntut 
pembubaran  Partai  Golkar,  PPP,  dan  PAN 
yang  dinilai  sebagai  sumber  dari  lahirnya 
keputusan  DPR  tersebut  {Media  Indone- 
sia, 7  Februari  2001).  Demikian  pula  tin- 
dakan pembakaran  atau  perusakan  a'-as 

If. 

beberapa  kantor  Partai  Gdlongan  Karya 
maupun  kantor  serta  sarana-sarana  bela- 
jar  dan  ibadah  milik  Muhammadiyah  di 
Surabaya  dan  sekitarnya  {Republika,  8 
Februari  2001).  Maksud  semua  aksi  ini 
bermuara  pada  dipertahankannya  duet 
Gus  Dur  dan  Megawati  Soekarnoputri  se- 
bagai Presiden  dan  Wakil  Presiden  hingga 
2004. 

Dari  sini  tampak  bahwa-  terdapaf  pa- 
ling tidak  dua  institusi  yang  menjadi  sa- 
saran  kemarahan  pendukung  Gus  Dur  yang 
pada  umumnya  adalah  warga  NU.  Perta- 
ma,  Muhammadiyah  yang  selain  seca- 
ra historis  memang  sudah  tidak  sejalan 
dengan  NU,  juga  karena  Muhammadiyah 
identik  dengan  Amien  Rais,  mantap  Ketua 
Umum  PP  Muhammadiyah  yang  kini  Ke- 
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tua  MPR-RI.  Pada  waktu  pemilihan  Presi- 
den.  Amien  Rais  melalui  Fraksl  Reformasi 
mensponsori  Abdurrahman  Wahid  yang 
pada  akhlrnya  terpilih  sebagai  Presiden  Rl. 
Namun  dalam  perkembangan  selanjutnya, 
Amien  Rais  pula  yang  paling  intens  meng- 
kritik  pemerintahan  Cus  Dur,  bahkan  pada 
akhlrnya  meminta  Cus  Dur  untuk  mengun- 
durkan  diri  dari  kursi  presiden.  Kedua,  Par- 
tai  Colongan  Karya  yang  kini  Ketua  Umum- 
nya  Akbar  Tandjung  juga  menjabat  seba- 
gai Ketua  DPR-RI.  Sebagai  Ketua  DPR,  Ak- 
bar Tandjung  juga  banyak  mengkritik  pe- 
merintahan Cus  Dur,  bahkan  memberikan 
dukungan  kuat  terhadap  Pansus  Buloggate. 

Kegemaran  para  elite  politik  untuk  ber- 
konflik  kini  tidak  hanya  menyebabkan  ma- 
syarakat  di  tingkat  grass  root  juga  gemar 
berkonflik  tetapi  juga  tidak  bisa  dihenti- 
kan  untuk  tidak  melakukan  konflik.  Tak  se- 
orang  pun  dari  para  elite  yang  mampu 
mengatasi  massanya  untuk  tidak  bertin- 
dak  brutal,  karena  para  elite  itu  sendiri 
menjadi  bagian  dari  konflik.  Oleh  karena 
itu,  konflik-konflik  yang  terjadi  di  berba- 
gai  daerah  di  Indonesia  tidak  akan  dapat 
diselesaikan  selama  para  elite  terlibat  da- 
lam berbagai  konflik.  Sebab  persoalan 
yang  tersulit  dalam  penyelesaian  konflik 
adalah  menindak  secara  hukum  pihak-pi- 
hak  yang  bersalah  dalam  konflik.  Padahal 
tindakan  hukum  tersebut  merupakan  upa- 
ya  penegakan  hukum  sebagai  kunci  pe- 
nyelesaian konflik.  Konflik  dilingkat "^355 
root  tidak  bisa  diselesaikan^  hanya  de- 
ngan  himbauan  atau  slogan  retorika  bela- 
ka,  melainkan  melalui  contoh  dari  para 
elite  yang  mengedepankan  supremasi  hu- 
kum dan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Ca- 
ra-cara  kekerasan  dan  adu  otot,  apalagi 
dengan  pengerahan  massa  sudah  waktu- 
nya  untuk  ditinggalkan. 


PEMILIHAN  DAN  PENCANGKATAN 
KETUA  MA 

Salah  satu  perseteruan  antarelite  po- 
litik, dalam  hal  ini  antara  DPR  dan  Presi- 
den terjadi  dalam  hal  peng'angkatan  Ke- 
tua Mahkamah  Agung  (MA),  yang  menim- 
bulkan  perdebatan  seru  dan  bahkan  po- 
lemik  yang  berkepanjangan.  Galon  Ketua 
MA  yang  diusulk^n  DPR  pada  akhlrnya  se- 
cara resmi  ditolak  oleh  Presiden,^  sehing- 
ga  pengangkatan  Ketua  MA  pun  menga- 
lami  kebuntuan.  Penolakan  ini  sebetulnya 
tidak  mengejutkan  dan  sudah  dapat  di- 
baca  dari  pernyataan-pernyataan  Presi- 
den Cus  Dur  sebelumnya  yang  disampai- 
kan  secara  lisan.  Isyarat  pertama  peno- 
lakan Presiden  terhadap  kedua  calon  Ke- 
tua MA  itu  adalah  ketika  Cus.  Dur  menya- 
takan  bahwa  Mahkamah  Agung  tidak  bo- 
leh  orang  partisan  dan  yang  loyal  pada 
rezim  lalu  (Orde  Baru)."*  Seperti  diketahui 
bahwa  Muladi  dan  Bagir  Manan  yang  di- 
calonkan  DPR  sebagai  Ketua  MA  pernah 
menjabat  ketika  rezim  Orde  Baru  masih 
berkuasa.  Pernyataan  inilah  yang  kemu- 
dian  memicu  pro  dan  kontra  (polemik). 

Di  satu  pihak,  kalangan  DPR  dan  pihak- 
pihak  yang  menentang  penolakan  Presi- 
den berpendapat  bahwa  Presiden  tidak 
bisa  menolak  melainkan  harus  memilih  sa- 
lah satu  dari  calon  yang  diusulkan  oleh 
DPR.^  Kendati  Presiden  mempunyai  hak 


Penolakan  Ini  disampaikan  kepada  DPR  mela- 
lui Surat  Presiden  dengan  Nonnor  R.Ol /Pres/l/2001 
tanggal  12  Januari  2001,  sebagaimana  dibacakan 
oleh  Ketua  DPR  Akbar  Tandjung  dalam  pidato  pem- 
bukaan  masa  sidang  DPR  {Kompas,  1  6  Januari  2001 ). 

^Hal  ini  dikatakan  melalui  Jurubica^a  Kepresi- 
denan  Wimar  Witoelar  di  Istana  Merdeka  (Kompas, 
5  Desember2000). 

^Pendapat  ini  antara  lain  dikemukakan  oleh  Ke- 
tua DPR  Akbar  Tandjung  dan  Wakil  Ketua  Komisi  II 
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prerogatif  untuk  memilih  Ketua  MA  dari 
calon  yang  diusulkan  DPR,  tetapi  hak  itu 
tidak  boleh  dilakukan  secara  sewenang- 
wenang.  Harus  ada  alasan  yang  masuk  akal 
kenapa  memilih  atau  menolak  seseorang. 
Penolakan  tidak  bisa  didasarkan  semata- 
mata  oleh  karena  calon  terpilih  itu  pernah 
m.enjabat  semasa  Orde  Baru.  Yang  lebih 
mendasar  adalah  apakah  calon  terpilih  itu 
kredibel  dan  mempunyai  kapabilitas  un- 
tuk jabatan  tersebut. 

Di  pihak  lain,  kelompok  yang  mendu- 
kung  penolakan  Presiden  berargumentasi 
bahwa  Presiden  boleh  memilih  salah  satu 
di  antara  kedua  calon,  berarti  juga  bisa  ti- 
dak memilih  jika  dirasa  tidak  cocok.  Tidak 
ada  ketentuan  yang  mengharuskan  Presi- 
den menerima  calon  Ketua  MA  yang  di- 
usulkan DPR.  Apalagi  dalam  Ketetapan  MPR 
No.  IV/MPR/1999  tentang  GBHN  menge- 
nai  arah  kebijakan  hukum,  tercantum  bah- 
w§.  Presiden  mempunyai  kewajiban  untuk 
meningkatkan  integritas  moral  dan  profe- 
sionalisme  aparat  penegak  hukum.  Presi- 
den Juga  diberi  tugas  untuk  mewujudkan 
lembaga  peradilan  yang  mandiri  dan  be- 
bas  dari  pengaruh  pihak  manapun,  serta 
menyelesaikan  berbagai  proses  peradilan 
terhadap  pelanggaran  hukum  dan  HAM. 
Dengan  beban  tugas  yang  harus  dilapor- 
kan  kepada  MPR  itu,  Presiden  tentu  harus 
berhati-hati  dalam  memilih  Ketua  MA. 
Presiden  harus  bisa  menentukan  siapa  Ke- 
tua MA  yang  benar-benar  bisa  dipercaya 
untuk  menjalankah  amanat  reformasi 
{Kompas,  9  Januari  2001).  Selain  itu,  para 
calon  Ketua  MA  yang  diajukan  DPR  tidak 


DPR  Ferry  Mursidan  Baldan  {Suara  Pembaruah,  5 
Januari  2001). 


kredibel  dan  secara  politis  tidak  legitim- 
ate.' 

Sebagaimana  polemik-polemik  yang 
terjadi  di  masa  yang  lalu,  persoalan  ini  ju- 
ga dipicu  oleh  perbedaan  sudut  pandang 
penafsiran  atau  interpretasi  terhadap  ke- 
tentuan perundang-undangan.  Pasal  8 
ayat  (3)  UU  No.  14/1985  tentang  Mahka- 
mah  Agung  menyatakan  bahwa  Ketua  dan 
Wakil  Ketua  Mahkamah  Agung  diangkat 
oleh  Presiden  selaku  Kepala  Negara  di  an- 
tara Hakim  Agung  yang  diusulkan  Dewan 
Perwakilan  Rakyat.  Berdasarkan  ketentuan 
ini,  argumen  kedua  pihak  (baik  yang  pro 
dan  kontra)  bisa  sama-sama  benar.  De- 
ngan demikian  sumber  persoalan  adalah 
peraturan  perundang-undangan  yang 
mengatur  tentang  pemilihan  Ketua  MA.  Ja- 
di  sebetulnya  solusinya  sangat  simple, 
yakni  memperbaiki  UU  No.  14/1985  ten- 
tang Mahkamah  Agung  agar  menjadi  lebih 
jelas, 

Namun  terlepas  dari  persoalan  hukum 
tersebut,  terdapat  beberapa  hal  yang  me- 
naiik  bila  dilihat  secara  politis  terhadap 
proses  pengangkatan  Ketua  MA.  Pertama, 
Presiden  tidak  bisa  menerima  calon  Ketua 
MA  yang  diusulkan  oleh  DPR  karena  tidak 
sesuai  dengan  keinginan  Presiden  sendiri. 
Sebaliknya  DPR  merasa  telah  melakukan 
tugas  konstituslonalnya  dengan  benar.  De- 
ngan penolakan  Presiden  ini,  DPR  merasa 
tidak  dihargai  oleh  Presiden  dan  tidak  mau 
melakukan  pemilihan  ulang  seperti  yang 


^Dikatakan  tidak  kredibel  karena  baik  Muladi 
maupun  Bagir  IVlanan  dinilai  mempunyai  keterkaitan 
yang  kental  dengan  rezim  Orde  Baru  dan  mempu- 
nyai track  record  ya.ng  kurang  baik.  Sementara  di- 
sebut  tidak  legitimate  karena  kedua  calon  Ketua  MA 
ditolak  oleh  partai  pemenang  pemilu.  yakni  PDI-P 
dan  PKB  {Suara  Pembaruan,  4  Januari  2001). 
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diinginkan  oleh  Presiden.  Jika  keduanya 
bersikeras  pada  sikapnya  masing-masing, 
sehinggatugas  konstitusional  untuk  memi- 
lih  Ketua  MA  gagal,  maka  keduanya  (Presi- 
den dan  DPR)  harus  mempertanggungja- 
wabkannya  kepada  MPR.  Kedua,  Presiden 
mulai  melibatkan  atau  setidak-tidaknya 
meminta  pendapat  Wapres  dalam  menen- 
tukan  kebijakan  yang  akan  diambilnya.  Da- 
lam hal  pengangkatan  Ketua  MA  yang  me- 
libatkan Wakil  Presiden  ini  juga  terdapat 
dua  pendapat  yang  saling  bertentangan. 
Pihak  yang  satu  berpendapat  bahwa  po- 
sisi  Presiden  adalah  sebagai  Kepala  Ne- 
gara,  nraka  tentu  tidak  pada  tempatnya 
Presiden  meminta  pendapat  atau  pertim- 
bangan  kepada  Wakil  Presiden.  Sebab  Wa- 
kil Presiden  bukan  wakil  kepala  negara, 
apalagi  Wakil  Presiden  telah  menyerahkan 
sepenuhnya  kepada  Presiden,  siapapun 
yang  akan  diangkat  menjadi  Ketua  MA. 
Sementara  di  pihak  yang  lain  berpendapat 
bahwa  apa  salahnya  Presiden  meminta 
pendapat  atau  pertimbangan  kepada  Wa- 
kil Presiden.  Sebab  bagaimanapun  juga 
Wakil  Presiden  memang  bertugas  mem- 
bantu  Presiden,  terlepas  apakah  ia  (Presi- 
den) sebagai  Kepala  Negara  atau  Kepala 
Pemerintahan. 

Ketiga,  gugatan  Wapres  atas  hasil  dari 
proses  pencalonan  Ketua  MA  yang  dilaku- 
kan  DPR.  Setelah  melihat  hasil  akhir  pro- 
ses pencalonan  Ketua  MA  oleh  DPR,  Wa- 
pres secara  transparan  menyatakan  keti- 
daksetujuannya  terhadap  para  calon  ter- 
sebut.  Bahkan  Wapres  berpendapat  bahwa 
dalani  penentuan  Ketua  MA  harus  mem- 
prioritaskan  figur  yang  tepat,  bukan  seka- 
dar  mengutamakan  proses  pemilihannya 
{Bisnis  Indonesia,  6  Januari  2001).  Dengan 
pendapatnya  ini,  Wapres  seakan-akan  te- 


lah terkontaminasi  sikap  Gus  Dur,  yakni 
melawan  arus  dan  cenderung  kontrover- 
sial.  Sebab  yang  menjadi  salah  satu  gu- 
gatan reformasi  adalah  perlunya  perbaikan 
sistem  atau  dibentuk  suatu  sistem  baru 
yang  lebih  demokratis.  Dengan  sistem  yang 
demokratis  diharapkan  produknya  juga 
demokratis  dan  legitimate.  Kalau  ternyata 
bahwa  hasil  akhir  dari  pencalonan  Ketua 
MA  tidak  memenuhi  kriteria  seperti  yang 
dituntut  reformasi,  maka  yang  keliru  ten- 
tu sistemnya  atau  prosesnya  yang  tidak 
sesuai  dengan  sistem. 

MEMORANDUM  DPR 

Klimaks  dari  perseteruan  antara  DPR 
dan  Presiden  Gus  Dur  adalah  dikeluarkan- 
nya  Memorandum  oleh  DPR  untuk  meng- 
ingatkan  Presiden.  Sebetulnya  Memoran- 
dum DPR  dan  SI-MPR  bukan  merupakan 
hal  yang  luar  biasa,  melainkan  persoalan 
ketatanegaraan  yang  biasa.  Pertama,  Me- 
morandum DPR  dan  SI-MPR  telah  diatur 
dalam  peraturan  perundangan-undangan 
yang  berlaku.'^  Kedua,  bangsa  Indonesia 
sudah  pernah  mengalami  kedua  peristiwa 
itu.  Meski  merupakan  masalah  ketata- 
negaraan biasa,  persoalan  Buloggate  dan 
Bruneigate  yang  menghasilkan  memoran- 
dum DPR  pada  1  Februari  2001  tetap  patut 


Mengenai  tata  cara  penyampaian  memoran- 
dum DPR  dan  penyelenggaraan  SI-MPR  antara  lain 
bisa  dilihat  dalam  Ketetapan  MPR  No.  lll/MPR/1  978 
tentang  Kedudukan  dan  Hubungan  Tata  Kerja  Lem- 
baga  Tertinggi  Negara  Dengan/Atau  Antar  Lemba- 
ga-lembaga  Tinggi  Negara,  Pasal  5  ayat  (2),  Pasal 
6,  dan  Pasal  7  ayat  (1 ),  (2).  (3),  dan  (4). 

^Memorandum  DPR  (waktu  itu  DPR-CR  tanggal 
9  dan  23  Februari  1967)  pernah  disampaikan  kepa- 
da Presiden  Soekarno  yang  berujung  digelarnya 
SI-MPR  dan  jatuhnya  Soekarno  dari  kursi  kepresi- 
denan. 
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mendapat  perhatian  serius.  Sebab  mulai 
dari  proses  pembentukan  Pansus  itu  sen- 
diri  hingga  keputusan  Sidang  Paripurna 
DPR  yang  menerima  hasil  kerja  Pansus 
tersebut  ditengarai  adanya  beberapa  hal 
yang  dianggap  janggal.  Berbagai  kejang- 
galan  itu  perlu  dicermati  dan  tidak  bisa  di- 
biarkan  begitu  saja  karena  dapat  menim- 
bulkan  preseden  buruk  bagi  kehidupan 
ketatanegaraan  di  kemudian  hari. 

Setidaknya  terdapat  tiga  persoalan 
mendasar  yang  perlu  mendapat  perhatian, 
yakni  eksistensi  dan  cara  kerja  Pansus, 
serta  inkonsistensi  antara  substansi  liasil 
kerja  Pansus  dan  keputusan  Sidang  Pari- 
purna DPR  (Hartono,  2001 ).  Eksistensi  Pan- 
sus sejak  awal  telah  menjadi  poiemik,  apa- 
kali  Pansus  DPR  mengenai  kasus  Bulog- 
gate  dan  Bruneigate  itu  legal  atau  tidak. 
Polemlk  in!  terjadi  sebagai  akibat  kurang- 
nya  pemahaman  atas  aturan  mengenai  hak 
angket  DPR.  Di  satu  pihak,  ada  kelompok 
yang  berpendapat  bahwa  Pansus  DPR  itu 
legal  dengan  alasan  dibentuk  oleh  lemba- 
ga  yang  legal,  yakni  DPR.^  Dari  segi  ke- 
lembagaan,  pendapat  in!  boleh  jadi  benar 
karena  untuk  urusan  tertentu  DPR  dapat 
membentuk  Pansus  sebagai  aiat  keleng- 
kapan  DPR.^°  Apalagi  menurut  UUD  1945, 
secara  jelas  dikatakan  bahwa  DPR  dalam 


^Pendapat  ini  dikemukakan  antara  lain  oleh 
beberapa  anggota  Pansus  DPR,  seperti  Julius  Us- 
man  dan  Ade  Komaruddin,  serta  anggota  Komisi  II 
DPR  Agun  Gunandjar  Sudarsa  (Suara  Karya,  2  De- 
sember  2000).  Sementara  pakar  hukum  tata  negara 
Prof.  Sri  Soemantri  juga  berpendapat  bahwa  ke- 
beradaan  Pansus  DPR  sebagai  salah  satu  alat  ke- 
lengkapan  Dewan  (DPR)  sah  dan  konstitusional  (Me- 
dia Indonesia,  2  Desember  2000). 

'°Mengenai  kedudukan,  susunan,  dan  tugas 
Pansus  DPR  diatur  dalam  Keputusan  DPR-RI  No.  16/ 
DPR-RI/1999  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia,  Bab  XIII  Pa- 
sal  57  sampai  dengan  Pasal  64. 


melaksanakan  fungsinya  juga  mempunyai 
hak  angket.' '  Dengan  alasan-alasan  ini  sa- 
ja, eksistensi  atau  keberadaan  Pansus  DPR 
sebetulnya  sudah  kuat. 

Namun  kelompok  ini  justr^j  terjebak 
oleh  manuver  politik  yang  dilakukan  pihak 
yang  menyatakan  bahwa  Pansus  Buloggate 
dan  Bruneigate  ilegal.  Misalnya,  ketika 
Pansus  DPR  dikatakan  tidak  sah  karena  ti- 
dak didaftarkan  dalam  Lembaran  Negara 
(seharusnya  Berita  Negara),  Pansus  dan 
pendukungnya  langsung  panik.  Setelah 
sempat  keiiru,  pada  akhirnya  Pansus  DPR 
didaftarkan  ke  Departemen  Kehakiman 
untuk  selanjutnya  diumumkan  dalam  Be- 
rita Negara.  Padahal  ketentuan  agar  setiap 
Pansus  (dalam  hal  ini  Panitia  Angket)  DPR 
diumumkan  dalam  Berita  Negara  terdapat 
dalam  UU  No.  6  Tahun  1954  tentang  Hak 
Angket  DPR  yang  mengacu  pada  UUD  Se- 
mentara 1950.  Meski  belum  dicabut,  UU 
No.  6/1954  seharusnya  sudah  tidak  ber- 
laku  lagi  atau  batal  demi  hukum  karena 
inkonstitusional  atau  tidak  mengacu  pada 
konstitusi  yang  kini  berlaku,  yakni  UUD 
1945.  jadi  seharusnya  pihak  Pansus  (da- 
lam hal  ini  DPR)  menolak  syarat  yang  di- 
tentukan  UU  No.  6/1954  karena  tidak  re- 
levan. 

Demikian  pula  ketika  Presiden  Cus  Dur 
mempersoalkan  apakah  Pansus  DPR  itu  fo- 
rum hukum  atau  forum  politik.  Pansus  DPR 
ti^'ak  bisa  menjawab  pertanyaan  ini,  pada- 
hal sangat  jelas  bahwa  Pansus  DPR  ada- 
lah  forum  politik.  Sebab  Pansus  DPR  me- 

"Perubahan  Kedua  UUD  Negara  Republik  Indo- 
nesia Tahun  1  945,  Pasal  20A  ayat  (2).  Ketentuan  ini 
sebetulnya  sekaligus  mematahkan  pendapat  Gus 
Dur  yang  mengatakan  bahwa  Pansus  DPR  ilegal 
dengan  alasan  bahwa  UUD  1945  tidak  mengatur 
tentang  hak  angket  DPR  [Suara  Karya,  2  Desember 
2000). 
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rupakan  lembaga  kelengkapan  dan  diben- 
tuk  oleh  lembaga  politik,  yakni  DPR.  Mes- 
ki  di  dalam  pelaksanaan  tugasnya  Pansus 
DPR  melaku.kan  pemeriksaan  terhadap  ba- 
nyak  orang  (termasuk  terhadap  Presiden 
sekalipun)  tetapi  hal  itu  bukan  penyelidik- 
an  seperti  proses  hukum.  Forum  itu  hanya 
digunakan  untuk  mencari  fakta-fakta  atau 
konfirmasi  atas  fakta-fakta  yang  telah  di- 
temukan  sebagai  bahan  untuk  mengam- 
bil  keputusan  politik.  Jadi  bukan  forum 
hukum  yahg  menjalankan  fungsi-fungsi 
aparat  penegak  hukum.  Oleh  karena  Itu, 
sepanjang  pembentukan  Pansus  DPR  di- 
lakukan  menurut  mekanisme  Tata  Tertib 
DPR  dan  mengacu  kepada  UUD  1945 
maka  tidak  ada  alasan  untuk  meragu- 
kan  keabsahan  Pansus  DPR  itu. 

Hal  kedua  yang  perlu  mendapat  per- 
hatian  adalah  prosedur  tata  kerja  Pansus 
DPR.  Sepanjang  Pansus  Bu/oggate  dan  Bru- 
neigate  melaksanakan  tugasnya,  DPR  se- 
bagai lembaga  telah  melakukan  sekurang- 
kurangnya  tiga  kelalaian  atau  pelanggar- 
an  terhadap  Peraturan  Tata  Tertib  yang 
dibuatnya  sendiri.  Pertama,  DPR  tidak  me- 
nyampaikan  keputusannya  tentang  pem- 
bentukan, tugas  penyelidikan,  dan  biaya 
Pansus  kepada  Presiden.^ ^  Kedua,  DPR  ti- 
dak pernah  menyampaikan  laporan  ter- 
tulis  Pansus  yang  dibuat  secara  berkala 
minimal  sekali  sebulan  kepada  Presiden. 
Ketiga,  DPR  tidak  pernah  menyampaikan 
kepada  Presiden  mengenai  keputusan 
akhir  Rapat  Paripurna  DPR  atas  laporan 


Pasal  1  55  ayat  (3)  Keputusan  DPR-RI  No.  16/ 
DPR-RI/1999  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia. 

'^Pasal  156  ayat  (1)  Keputusan  DPR-RI  No!  16/ 
DPR-RI/1999  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia. 


Pansus.^''  Pelanggaran-pelanggaran  yang 
dilakukan  DPR  selama  proses  pelaksanaan 
tugas  Pansus  tersebut  menjadikan  proses 
pelaksanaan  tugas  Pansus  menjadi  tidak 
sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku.  Oleh 
karena  itu,  keputusan  yang  dibuat  ber- 
dasarkan  proses  yang  melanggar  hukum 
seharusnya  juga  batal  demi  hukum. 

Demikian  pula  ketika  mengambil  kepu- 
tusan akhir  atas, laporan  Pansus,  DPR  te- 
lah melakukan  langkah  yang  tidak  objek- 
tif,  karena  balk  dari  segi  hukum  maupun 
politik  dapat  diklasifikasikan  sebagai  tin- 
dakan  manipulatif.  Dalam  kesimpulan  ba- 
sil kerjanya,  Pansus  DPR  merekomendasi- 
kan  dua  hal  {Kompas,  30  Januari  2001): 
pertama,  dalam  kasus  dan  a  Yanatera  Bu- 
log,  Presiden  Abdurrahman  Wahid  patut  di- 
duga  terlibat  dalam  pencairan  dan  peng- 
gunaan  dana  Yanatera  Bulog.  Kedua,  dalam 
kasus  Bruneigate,  Cus  Dur  dinilai  tidak  kon- 
sisten  dalam  menyampaikan  pernyataan- 
pernyataannya  berkaitan  dengan  masaiah 
bantuan  kemanusiaan  Sultan  Brunei  untuk 
rakyat  Aceh.  Dalam  Rapat  Paripurna  pada 
1  Februari  2001  {Kompas,  2  Feoruari  2001), 
DPR-RI  memutuskan  menyetujui  dan  me- 
nerima  hasil  kerja  Pansus  Buloggate  dan 
Bruneigate.  Namun  yang  mengejutkan  ada- 
lah tindak  lanjut  dari  keputusan  tersebut, 
yakni:  pertama,  berdasarkan  Ketetapan  MPR 
No.  lll/MPR/1 978  Pasal  7,  DPR  menyampai- 
kan !\/1emorandum  untuk  mengingatkan 
bahwa  Presiden  Abdurrahman  Wahid  sung- 
guh  melanggar  Haluan  Negara,  yaitu:  (1) 
melanggar  UUD  1 945  Pasal  9  tentang  Sum- 
pah  Jabatan;  (2)  melanggar  Ketetapan  MPR 


Pasal  157  Keputusan  DPR-RI  No.  16/DPR-RI/ 
1 999  tentang  Peraturan  Tata  Tertib  Dewan  Perwa- 
kilan Rakyat  Republik  Indonesia. 
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No.  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara- 
an  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  KKN.  Ke- 
dua,  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  duga- 
an  adanya  pelanggaran  hukum,  DPR  me- 
nyerahkan  persoalan  ini  untuk  diproses 
sesuai  ketentuan  hukum  yang  berlaku. 

Kejanggalan  terjadi  antara  keputusan 
DPR  untuk  menyetujui  dan  menerima  hasil 
kerja  Pansus  Buloggate  (\ds\  Brune/gate  de- 
ngan tindak  lanjut  dari  keputusan  tersebut. 
Paling  tidak  ada  dua  kejanggalan  dalam 
hal  ini:  pertama,  bagaimana  mungkin  orang 
yang  masih  berstatus  "patut  diduga"  dan 
hanya  karena  tidak  konsisten  dalam  per- 
nyataan-pernyataannya  sudah  divonis  telah 
sungguh  melanggar  haluan  negara.^^  Ke- 
dua,  tidak  dijelaskan  mana  tindakan  Pre- 
siden  Gus  Dur  yang  melanggar  UUD  1945 
Pasal  9  tentang  Sumpah  Jabatan  dan  mana 
yang  melanggar  Ketetapan  MPR  No.  XI/ 
MPR/1  998  tentang  Penyelenggaraan  Nega- 
ra yang  Bersih  dan  Bebas  KKN.  Agar  per- 
soalan menjadi  jernih,  maka  perlu  dilaku- 
kan  langkah-langkah  sebagai  berikut.  Per- 
tama, perlu  dijelaskan  dan  dibuktikan  ter- 
lebih  dulu  seberapajauh  keterlibatan  Pre- 
siden  Gus  Dur  dalam  pencairan  dana  Yana- 
tera  Buiog.  Lalu  apakah  keterlibatan  terse- 
but dapat  dikategorikan  sebagai  melang- 
gar sumpah  jabatan  (Pasal  9  UUD  1945) 
dan/atau  tindakan  korupsi,  kolusi,  dan  ne- 
potisme  (KKN),  sehingga  dia  dapat  dikata- 
kan  telah  melanggar  Ketetapan  MPR  No. 
XI/MPR/1  998  tentang  Penyelenggaraan  Ne- 
gara yang  Bersih  dan  Bebas  KKN.  Kedua, 
harus  dibuktikan  pula  apakah  benar  Gus 
Dur  telah  menerima  dana  bantuan  kema- 
nusiaan  untuk  rakyat  Aceh  dari  Sultan  Bru- 

'^Penjelasan  tentang  melanggar  haluan  nega- 
ra akan  dijelaskan  dalam  uraian  berikutnya  dalam 
masalah  SI-MPR. 


nei.  Kalau  benar,  apakah  tindakan  mene- 
rima bantuan  tersebut  dapat  dikategorikan 
melanggar  sumpah  jabatan  sesuai  Pasal  9 
UUD  1945  dan/atau  melanggar  Ketetapan 
MPR  No.  XI./MPR/1998  tentang  Penyeleng- 
garaan Negara  yang  ?ersih  dan  Bebas  KKN. 
Jika  kedua  hal  itu  tidak  dapat  dibuktikan 
maka  berarti  DPR  telah  melanggar  asas 
praduga  tak  bersalah. 

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat 
ditarik  suatu  kesimpulan  bah'wa  terjadi 
bias  antara  hasil  kerja  Pansus  DPR  dengan 
keputusan  DPR,  khususnya  yang  menyang- 
kut  tindak  lanjut  dari  keputusan  DPR  terse- 
but. Tidak  jelas  benar,  apakah  ini  juga  me- 
rupakan  kelalaian  DPR  ataukah  merupa- 
kan  cara-cara  sistematis  dari  kelompok- 
kelompok  tertentu  di  DPR  yang  memang 
berkeinginan  untuk  menjatuhkan  Gus  Dur 
dari  kursi  kepresidenan.  Jika  yang  pertama 
yang  benar  maka  hal  itu  menambah  kesa- 
lahan-kesalahan  yang  tidak  perlu  dilakukan 
oleh  DPR,  karena  pada  gilirannya  kesalah- 
an  seperti  itu  berakibat  kontra  produktif 
bagi  DPR  sendiri.  Sementara  kalau  yang  ke- 
dua yang  terjadi  maka  DPR  mulai  terjang- 
kiti  "penyakit"  Orde  Baru,  artinya  keputusan 
akhir  telah  ditentukan  lebih  dulu,  baru  ke- 
mudian  mencari  alasan-alasannya.  Celaka- 
nya,  dalam  mencari  alasan-alasan  tersebut 
tidak  berdasarkan  rasionalitas  sehingga 
terkesan  ngawur.  Dalam  kasus  Buloggate 
dan  Bruneigateokdin  ']diU\\  lebih  rasional  dan 
elegan  jika  DPR  hanya  merekomendasikan 
tindak  lanjut  alternatif  kedua,  yaitu  menye- 
rahkan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  du- 
gaan  adanya  pelanggaran  hukum  untuk  di- 
proses sesuai  ketentuan  hukum  yang  ber- 
laku. Namun  persoalannya  adalah  ketentu- 
an untuk  mengadili  seorang  Presiden  yang 
masih  aktif  belum  ada. 
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DPR  TIDAK  KONSISTEN 

Menurut  UUD  1945  prinsip  mengambil 
keputusan  ada  tiga,  yaitu:  pertama,  prms\p 
bermusyawarah  untuk  bermufakat  melalui 
wakil-wakilnya  di  badan-badan  perwakil- 
an.^^  Pengambilan  keputusan  berdasarkan 
prinsip  ini  merupakan  yang  terbaik  sepan- 
jang  dilakukan  berdasarkan  kepentingan 
rakyat,  kejujuran  dan  objektivitas,  bukan 
atas  dasar  rekayasa  yang  justru  berten- 
tangan  dengan  prinsip  demokrasi.  Kedua, 
melalui  pemungutan  suara  berdasarkan 
suara  yang  terbanyak.^^  Oalam  hal  ini  UUD 
1945  tidak  menjeiaskan  bagaimana  ben- 
tuk  suara  terbanyak  itu,  apakah  yang  pa- 
ling banyak  di  antara  suara-suara  yang 
ada  meski  tidak  mencapai  separuh  plus 
satu  atau  bentuk  yang  lain.  Meski  demikian, 
yang  dimaksud  dengan  suara  terbanyak  ini 
mungkin  mengikuti  prinsip  yang  umum, 
yakni  minimum  separuh  plus  satu,  yang  di- 
terima  sebagai  prinsip  yang  sehat  (Prodjo- 
dikoro,  1981:  45).  Ketiga,  melalui  persetu- 
juan  2/3  dari  jumlah  anggotayang  hadir.^^ 
Meski  mendapat  kritik  dari  Prof.  Krabbe,^^ 
pilihan  cara  ini  tetap  dipergunakan  tetapi 
untuk  hal  yang  khusus  semisal  dalam  me- 
lakukan  perubahan  Undang-Undang  Dasar. 
Sebab  apabila  separuh  plus  satu  dari  jumlah 
suara  dianggap  cukup  untuk  mengubah  Un- 
dang-Undang Dasar  maka  Undang-Undang 


Prinsip  Ini  terletak  pada  sila  ke-4  dari  Panca- 
sila  yang  termaktub  dalam  alinea  ke-4  Pembukaan 
UUD  1945,  yakni:  "Kerakyatan  yang  diplmpin  oleli 
hikmali  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/ 
perwakiian". 

"Pasal  2  ayat  (3)  dan  Pasal  6  ayat  (2)  UUD  1  945. 

"Pasal  37  ayat  (2)  UUD  1945. 

1 9 

Prof.  Krabbe  menyatakan  bahwa  dengan  de- 
mikian suatu  minoritas  (kurang  dari  separuh  jum- 
iah  suara)  dapat  menghalang-halangi  suatu  peru- 
bahan yany  diingini  oleli  mayoritas.  Dengan  demi- 


Dasar  akan  sangat  mudah  diubah,  dan  ini 
tidak  balk  bagi  stabilitas  kedudukan  suatu 
negara  (Prodjodikoro,  1981). 

Pengambilan  keputusan  yang  dilakukan 
DPR  hanya  mengadopsi  dua  dari  antara  tiga 
cara  tersebut,  yaitu  pengambilan  keputus- 
an berdasarkan  mufakat  dan  suara  terba- 
nyak.^°  Di  sini  definisi  keputusan  berdasar- 
kan mufakat  dan  suara  terbanyak  juga  ti- 
dak begitu  jelas.  Oleh  karena  itu,  untuk  me- 
nilai  tata  cara  DPR  dalam  memutuskan  ca- 
lon  KetuaMA  agak  sulifbahkan  cenderung 
rancu.  Pertama,  apakah  pengambilan  ke- 
putusan tersebut  berdasarkan  mufakat 
atau  suara  terbanyak.  Sebab  inti  dari  ke- 
putusan yang  dicapai  melalui  mufakat  ada- 
lah  kebulatan  pendapat,^'  sementara  dalam 
masalah  pemilihan  calon  Ketua  MA  tidak 
semua  fraksi  menyetujui  rancangan  kepu- 
tusan. Itu  berarti  bahwa  keputusan  DPR 
tersebut  bukan  berdasarkan  mufakat.  Ke- 
mudian  apabila  pengambilan  keputusan 
melalui  mufakat  tidak  mungkin  lagi,  maka 
keputusan  seharusnya  diambil  berdasar- 
kan suara  terbanyak.  Namun  pemungutan 
suara  tidak  dilakukan  oleh  DPR  dan  tetap 
mensahkan  keputusan  secara  "akiamasi" 
meski  diwarnai  walk  out  Fraksi  PDI-P  dan 
sikap  absta/ndan  Fraksi  Kebangkitan  Bang- 
sa.  Kedua,  DPR  menganut  sistem  one  man 
one  vote}^  Namun  dalam  proses  pemilihan 


kian,  suatu  mayoritas  harus  tunduk  pada  suatu 
minoritas.  Dan  ini  dianggap  sangat  ganjil. 

^°Keputusan  DPR-RI  No.  16/DPR/1999  tentang 
Peraturan  Tata  Tertib  DPR-RI,  Bab  XXI  Pasal  1  77 
sampai  dengan  Pasal  1  88. 

^'Keputusan  DPR-RI  No.  16/DPR/1999  tentang 
Peraturan  Tata  Tertib  DPR-RI.  Bab  XXI  Pasal  181. 

"Dalam  Keputusan  DPR-RI  No.  1  6/DPR/l  999,  Pa- 
sal 183  ayat  (1)  dikatakan:  "Pengambilan  keputusan 
berdasarkan  mufakat  dilakukan  setelah  kepada  pa- 
ra anggota  rapat  yang  hadir  diberi  kesempatan  un- 
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Ketua  MA,  yang  mengajukan  pendapat  se- 
belum  keputusan  rapat  diambil  adalah 
fraksi-fraksi,  sehinggayang  muncul  adalah 
pendapat  dan  saran-saran  fraksi,  bukan 
pendapat  dan  saran  anggota  rapat  yang 
hadir.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  maka 
dalam  pengambilan  keputusan  ternyata 
DPR  tidak  konsisten  dengan  ketentuan  atau 
aturan  yang  telah  dibuatnya  sendiri. 

Demikian  pula  pengambilan  keputusan 
yang  dilakukan  DPR  dalam  kasus  Pansus 
Buloggate  dan  Bruneigate.  Sebelum  peng- 
ambilan keputusan  dilakukan,  penyampai- 
an  pendapat  dan  saran  disampaikan  oleh 
fraksi-fraksi,  bukan  oleh  anggota  rapat.  Da- 
lam pendapat  fraksi-fraksi  ini,  delapan 
fraksi  menyatakan  menerima  hasil  penye- 
lidikan  Pansus,  sementara  dua  fraksi  (F-KB 
dan  F-PDKB)  menolak  seluruh  hasil  Pansus. 
Alasan  penolakan  itu  adalah  karena  hasil 
Pansus  diambil  melalui  prosedur  yang  tidak 
benar,  Adanya  penolakan  tersebut  menye- 
babkan  tidak  terjadinya  mufakat,  maka  pe- 
ngambilan keputusan  dilakukan  berdasar- 
kan suara  terbanyak.  Hasil  penghitungan 
suara  menunjukkan  393  anggota  rapat  se- 
tuju  terhadap  hasil  Pansus  dan  52  anggo- 
ta lainnya  menyatakan  menolak  {Kompas,  2 
Februari  2001 ).  Secara  umum  pengambilan 
keputusan  ini  lebih  baik  daripadayang  ter- 
dahulu,  kecuali  dalam  ha!  pendapat  dan 
saran  masih  dilakukan  oleh  fraksi. 


tuk  mengemukakan  pendapat  serta  saran, 
yang  kemudian  dipandang  cukup  untuk  diterima 
oleh  rapat  sebagai  sumbangan  pendapat  dan  pikiran 
bagi  penyelesaian  masalah  yang  sedang  dimusya- 
warahkan".  Jadi  menurut  ketentuan  ini,  dalam  pe- 
ngambilan keputusan  secara  mufakat  pun  maka 
hak  suara  (pendapat  dan  saran)  diberikan  kepada 
perorangan  atau  anggota  rapat,  dan  bukan  kepada 
fraksi. 


SIDANG  ISTIMEWA  MPR 

SI-MPR  dapat  diselenggarakan  atas  tiga 
alasan,  yaitu:  pertama,  atas  permintaan  Pre- 
siden dan/atau  DPR  untuk  memilih  Wakil 
Presiden  apabila  Wakil  Presiden  berhalang- 
an tetap. Kedua,  bila  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  berhalangan  tetap  maka  MPR  da- 
lam waktu  selambat-lambatnya  satu  bulan 
setelah  Presiden  dan  Wakil  Presiden  berha- 
langan tetap  sudah  menyelenggarakan  SI- 
MPR  untuk  memilih  dan  mengangkat  Pre- 
siden dan  Wakil  Presiden  yang  masajabat- 
annya  berakhir  sesuai  dengan  masa  jabat- 
an  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  di- 
gantikannya.^'*  Ketiga,  atas  permintaan  DPR 
untuk  meminta  pertanggungjawaban  Pre- 
siden apabila  DPR  menganggap  Presiden 
sungguh  melanggar  UUD  1945  dan  Ha- 
luan  Negara.^^  Khusus  untuk  yang  ter- 
akhir,  DPR  hanya  dapat  meminta  SI-MPR 
setelah  memberikan  dua  kali  memorandum 
untuk  mengingatkan  Presiden.^^ 

Memorandum  DPR  tidak  harus  berakhir 
dengan  Sidang  Istimewa  (SI)  MPR,  sebab 
kalau  Jawaban  Presiden  atas  Memorandum 
DPR  dapat  memuaskan  kalangan  legislatif 
maka  persoalannya  akan  berhenti  di  sini. 
Namun  masalahnya  sekarang,  berlanjut 


Ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/1  973  tentang  Ke- 
adaan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  Republik 
Indonesia  Berhalangan,  Pasal  4  ayat  (1 )  jo.  Ketetapan 
MPR  No.  lll/MPR/1  978  tentang  Kedudukan  dan  Hu- 
bunganTataKerjaLembagaTertinggiNe^Sfa-Oengan/ 
Atau  AntarLembaga-lembagaTinggi  Negara,  Pasal  6. 

^"Ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/1  973.  Pasal  5 
ayat  1 . 

"Ketetapan  MPR  No.  lll/MPR/1  978,  Pasal  7  jo. 
Ketetapan  MPR  No.  ll/MPR/1999  tentang  Peraturan 
Tata  Tertib  MPR-Ri,  Pasal  50  ayat  (3)  sebagaimana 
telah  diubah  dua  kali  dan  yang  terakhir  dengan 
Ketetapan  MPR  No.  ll/MPR/2000. 

"ketetapan  MPR  No.  lll/MPR/1  978,  Pasal  7  ayat 
(2).  (3),  dan  (4). 
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atau  tidaknya  Memorandum  menuju  Sl- 
MPR  sangat  tergantung  dari  respons  Pre- 
siden.  Jika  respons  Presiden  tidak  memuas- 
kan  DPR,  maka  Memorandum  pertama  DPR 
akan  disusul  dengan  Memorandum  kedua. 
Bila  Memorandum  kedua  DPR  juga  tidak 
mendapat  perhatian  dari  Presiden  maka 
DPR  dapat  rneminta  MPR  mengadakan  SI 
untuk  meminta  pertanggungjawaban  Presi- 
den. Ini  mutlak  harus  diikuti  dan  tidak  ada 
istilah  SI-MPR  yang  dipercepat  karena  ti- 
dak ada  dasar  hukumnya.  Dan  adanya  ke- 
inginan-keinginan  untuk  mempercepat  SI- 
MPR  tanpa  prosedur  yang  benar,  sekali  la- 
gi  membuktikan  bahwa  terdapat  indivi- 
du  atau  kelompok  yang  tidak  sabar  untuk 
menjatuhkan  Gus  Dur  dari  posisi  Rl^l . 

Tadi  telah  disebutkan  bahwa  DPR  dapat 
menyampaikan  Memorandum  kepad^  Pre- 
siden apabila  DPR  menganggap  Presiden 
telah  sungguh  meianggar  UUD  1945  dan 
Haluan  Negara.  Dikatakan  meianggar  UUD 
1945  apabila  Presiden  di  dalam  menjalan- 
kan  pemerintahan  dan  kebijakannya  tidak 
sesuai  atau  bahkan  bertentangan  dengan 
ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam 
UUD  1945.  Sementara  yang  dimaksud  de- 
ngan meianggar  haluan  negara  adalah 
menjalankan  kebijakan-kebijakan  tetapl 
menyimpang  dari  haluan  negara  dan/atau 
tidak  menjalankan  haluan  negara.  Yang  di- 
maksud dengan  haluan  negara  adalah  se- 
luruh  ketetapan-ketetapan  MPR,  baik  kete- 
tapan  MPR  yang  secara  khusus  mengatur 
tentang  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara 
maupun  ketetapan-ketetapan  MPR  lainnya 
(Kusnardi  dan  Saragih,  1978:  56). 

Salah  satu  contoh  bahwa  Presiden  telah 
meianggar  haluan  negara  adalah  sebagai 
berikut.  Ketetapan  MPR  No.  V/MPR/2000 
tentang  Pemantapan  Persatuan  dan  Kesa- 


tuan  Nasional,  Bab  V  Kaidah  Pelaksanaan, 
angka  2  huruf  b  yang  berbunyi:  "Menugas- 
kan  kepada  pemerintah  untuk  segera  me- 
nyelesaikan  masalah  dan  konflik  secara  da- 
mai  di  berbagai  daerah  dengan  tuntas,  adil, 
dan  benar,  dalam  rangka  memantapkan 
persatuan  dan  kesatuan  nasional."  Di  ber- 
bagai daerah  di  Indonesia,  seperti  Aceh, 
Irian  Jaya,  Maluku,  bahkan  terakhir  di  Sam- 
pit,  Kalimantan  Tengah  saat  ini  masih  ter- 
jadi  gejolak  dan  kerusuhan  yang  menga- 
rah  kepada  disintegrasi  bangsa.  Dan  se- 
mua  itu  belum  bisa  diatasi  oleh  pemerintah. 
Berdasarkan  hal  ini,  Presiden  dapat  diang- 
gap  tidak  mampu  melaksanakan  tugas  yang 
diamanatkan  ketetapan  MPR  No.  V/MPR/ 
2000,  yang  juga  berarti  meianggar  haluan 
negara.  Dengan  demikian  DPR  dapat  me- 
minta SI-MPR  untuk  meminta  pertanggung- 
jawaban Presiden.  Hanya  saja  muncul  per- 
soalan  di  sini  bahwa  tidak  ada  ketentuan 
(batas)  waktu  karena  di  situ  hanya  ditentu- 
kan  "segera",  sehingga  sulit  bagi  DPR  untuk 
menentukan  kapan  Presiden  bisadianggap 
telah  melanggarhaluan  negara.  Namunyang 
jelas  Presiden  hanya  bisa  dimintai  pertang- 
gungjawaban melalui  SI-MPR  jika  secara 
sungguh  telah  meianggar  UUD  1945  dan 
haluan  negara.  Tampaknya  alasan  ini  yang 
lebih  rasional  bagi  DPR  jika  benar-benar 
ingin  meminta  SI-MPR  untuk  meminta  per- 
tanggungjawaban Presiden,  dibandingkan 
karena  alasan-alasan  yang  tidak  jelas  yang 
muncul  dalam  kasus  Bu/oggate Cian  Bruh'ef- 
gate. 

Meski  kemungkinannya  cukup  terbuka 
tetapi  di  dalam  menggelar  SI-MPR  terdapat 
kendala  lain  yang  bisa  menghapibat  SI-MPR 
atau  menyebabkan  hasilnya  menjadi  tidak 
optimal  dan  tidak  tepat  sasaran.  Misalnya, 
Ketetapan  MPR  mempunyai  kelemahan  ter- 
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tentu.  Di  dalam  diktum  beberapa  Kete- 
tapan  MPRdikatakan  bahwa  perintah  untuk 
melaKsanakan  isi  dari  Ketetapan  tersebut 
tidak  hanya  ditujukan  kepada  Presiden  te- 
tapi  juga  kepada  lembaga-lembaga  tinggi 
negara  lainnya.^''  Jika  dalam  pelaksanaan 
dari  ketetapan  tersebut  ternyata  gagal, 
siapa  yaag  dianggap  bersalah  dan  ber- 
tanggung  jawab,  apakah  Presiden  atau  DPR 
atau  lembaga  tinggi  negara  lainnya,  atau 
dua  di  antaranya,  atau  seluruhnya  secara 
bersama-sama.  Kalau  salah  satu,  misalnya 
Presiden,  apakah  itu  /^a/rkarena  kesalahan 
mungkin  tidak  hanya  terletak  pada  peme- 
rintah.  Presiden  dapat  berkilah  bahwa  ke- 
gagalan  tersebut  bukan  hanya  tanggung 
jawabnya,  tetapi  juga  tanggung  jawab 
lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya. 

Persoalan  lain  juga  akan  muncul  se- 
andainya  DPR  juga  harus  bertanggung  ja- 
wab, yakni  bagaimana  bentuk  pertanggung- 
jawabannya.  Tentu  tidak  logis  bila  DPR  ber- 
tanggung jawab  kepada  diri  sendiri,  karena 
anggota  DPR  adalah  juga  anggota  MPR.  De- 
mikian  pula  tidak  mungkin  DPR  akan  men- 
jatuhkan  sanksi  kepada  dirinya  sendiri.  Lain 
halnya  dengan  Presiden,  mekanisme  per- 


"Lihat  Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/l  999  tentang 
Caris-garis  Besar  Haluan  Negara  Tahun  1999-2004, 
Pasal  4  yang  mengatakan:  "Menugaskan  kepada 
Presiden  Republik  Indonesia  selaku  kepala  peme- 
rintahan  negara  serta  menegaskan  lembaga-lemba- 
ga tinggi  negara  lainnya  untuk  melaksanakan  ke- 
tetapan, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Ke- 
tetapan ini  sesuai  dengan  fungsi,  tugas,  dan  wewe- 
nangnya  masing-masing,  dan  menyampaikan  la- 
poran  pelaksanaannya  setiap  tahun  dalam  sidang 
tahunan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik 
Indonesia".  Juga  dalam  iampiran  yang  tidak  terpi- 
sahkan  dari  Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/2000  ten- 
tang Rekomendasi  Kebijakan  Dalam  Penyelengga- 
raan  Otonomi  Daerah,  anggka  III  Rekomendasi  yang 
mengatakan:  "Rekomendasi  ini  ditujukan  kepada  Pe- 
merintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  agar  di- 
tindaklanjuti  sesuai  dengan  butir-butir  rekomen- 
dasi di  bawah  ini:  ...  dan  seterusnya". 


tanggungjawabannya  jelas  dan  sanksinya 
adalah  dicabut  mandatnya  dan  diberhenti- 
kan  dari  jabatannya.  Hal  yang  diskrimina- 
tif  seperti  ini  tentu  juga  menjadi  tidak  fair 
karena  kesalahan  bisa  berada  di  tangan 
semua  lembaga  tinggi  negara,  sehingga 
dengan  demikian  harus  dipertanggung- 
jawabkan  secara  bersama-sama  pula. 

KONSTITUSI  SEBAGAI  ACUAN 

UUD  1 945  menganutsistem  pemerintah- 
an  kabinet  presidensiil,  yang  dicirikan  an- 
tara  lain:  pertama,  selain  berfungsi  sebagai 
Kepala  Pemerintahan,  Presiden  juga  ber- 
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fungsi  sebagai  Kepala  Negara.  Semen- 
tara  dalam  sistem  pemerintahan  kabinet 
parlementer,  pada umumnya Presiden  hanya 
berfungsi  sebagai  Kepala  Negara.  Kedua, 
Presiden  bertanggung  jawab  kepada  MPR^^ 
dan  bukan  kepada  parlemen  (DPR).  Ketiga, 
Presiden  dan  DPR  (parlemen)  mempunyai 
kedudukan  yang  sama  kuat,  artinya  DPR 
tidak  dapat  menjatuhkan  Presiden,  dan  se- 
baliknya  Presiden  tidak  dapat  membubar- 
kan  parlemen  (DPR).  Dengan  demikian  me- 
nurut  UUD  1945  kedudukan  Presiden  sa- 
ngat  kuat. 

Namun  perkembangan  politik  bisamem- 
buat  cerita  menjadi  lain,  di  mana  Presiden 
Cus  Dur  yang  dipilih  secara  demokratis  un- 


^^Fungsi  Presiden  sebagai  kepala  pemerintahan 
iatur  daiam  UUD  1945,  Pasal  4  Ayat  (1)  yang  me- 
nyatakan:  "Presiden  Republik  Indonesia  memegang 
kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang 
Dasar".  Sementara  fungsi  Presiden  sebagai  kepala 
negara  ditegaskan  oleh  penjelasan  Pasal  10  sampai 
dengan  15  UUD  1945  yang  berbunyi!  "Kekuasaan- 
kekuasaan  Presiden  dalam  pasal-pasal  ini  iaiah  kon- 
sekuensi  dari  kedudukan  Presiden  sebagai  Kepala 
Negara". 

"Lih'at  penjelasan  UUD  1945  yang  menyebut- 
kan:  "Presiden  yang  diangkat  oleh  Majelis,  tunduk 
dan  bertanggung  jawab  kepada  Majelis". 
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tuk  menjalankan  pemerintahan  dinilai  tidak 
mampu  mengemban  tugas  yang  diamanat- 
kan  UUD  1945.  Dengan  kinerjanya  yang 
buruk,  agenda  reformasi  dan  recovery  bi- 
dang-bidang  politik  dan  ekonomi  tidak  bi- 
sa  dilakukan  dengan  semestinya  sehingga 
menyebabkan  popularitas  dan  dukungan 
terhadap  Presiden  Gus  Dur  terus  merosot. 
Oleh  karena  itu,  agar  perspalan  tidak  men- 
jadi  berlarut-iarut  dan  menjadi  lebih  parah, 
muncul  beberapa  ide  atau  pemlkiran  serta 
upaya  yang  sebetulnya  cukup  menarik.  Per- 
tama,  Presiden  menyerahkan  sepenuhnya 
kewenangan  Kepala  Pemerintahan  kepada 
Wakil  Presiden  yang  selanjutnya  disaran- 
kan  dikukuhkan  dengan  Ketetapan  MPR, 
dan  Presiden  berperan  sebagai  Kepala  Ne- 
gara.^°  Ide  ini  boleh  jadi  merupakan  solusi 
agar  MPR  tidak  perlu  lagi  menggelar  Si- 
dang  Istimewa.  Selain  menghemat  biaya, 
cara  ini  juga  mempunyai  risiko  paling  kecil 
untuk  mengakhiri  kemelut  politik  nasional. 
Namun  ide  tersebut  kurang  memperhati- 
kan  ketentuan-ketentuan  dalam  konstitusi, 
sebab  menurut  UUD  1945,  Presiden  ber- 
fungsi  sebagai  Kepala  Pemerintahan  seka- 
iigus  Kepala  Negara.  Berarti  ide  tersebut 
tidak  konstitusional,  karenanya  Presiden 
Gus  Dur  menolak  saran  dari  DPA  tersebut. 

Kedua,  ide  pembentukan  koalisi  per- 
manen  di  kalangan  DPR  dan  MPR  {Rakyat 
Merdeka,  23  Februari  2001).  Ide  ini  sebe- 
tulnya merupakan  perkembangan  dari  ja- 
linan  kerja  sama  di  antara  beberapa  frak- 


Salah  satu  butir  saran  yang  disampaikan  me- 
laiui  surat  tertanggal  6  Februari  2001  oleh  Dewan 
Pertimbangan  Agung  (DPA)  kepada  Presiden  [Kom- 
pas,  8  Februari  2001 ).  Ide  yang  sama  juga  dikemuka- 
kaii  oleh  Ketua  Umum  DPP  Partai  Colongan  Karya 
yangjuga  Ketua  DPR,  AkbarTandjung,  seusai  membu- 
ka  Rapat  Kerja  DPD  Partai  Golkar  Bali  di  Denpasar 
{Media  Indonesia,  17Maret2001). 


si  yang  selama  ini  telah  dilakukan  secara 
balk,  terutama  dalam  hal-hal  yang  penting. 
Misalnya,  ketika  membahas  berbagai  isu. 
Jalinan  kerja  sama  tersebut  dinilai  perlu 
dibuat  permanen  antara  lima  fraksi  besar 
di  DPR,  yakni  PDI-P,  Golkar,  PPP,  Reformasi, 
dan  PBB  untuk  menekan  Presiden  Gus  Dur. 
Sampai  di  sini  ide  tersebut  sebetulnya  ti- 
dak ada  masalah  karena  tidak  ada  larang- 
an  dari  konstitusi  untuk  membuat  koalisi. 
Namun  koalisi  meman^  tidak  dikenal  dalam 
sistem  kabinet  presidensiil.  Koalisi  biasa- 
nya  hidup  dan  berkembang  di  dalam  sis- 
tem kabinet  parlementer,  baik  yang  bertu- 
juan  untuk  memperkuat  pemerintahan 
maupun  memperkuat  oposisi.  Oleh  karena 
itu,  jika  ide  koalisi  permanen  dimaksudkan 
untuk  memberi  dukungan  kepada  Mega- 
wati Soekarnoputri  naik  ke  kursi  Presiden 
merupakan  fenomena  baru  dalam  sistem 
kabinet  presidensiil. 

Ketiga,  impeachment.  Sebetulnya  UUD 
1945  tidak  mengatur  tentang  hal  ini.  Im- 
peachment hanya  diatur  dalam  Ketetapan 
MPR  No.  lll/MPR/1978  tentang  Kedudukan 
dan  Hubungan  Tata  Kerja  Lembaga  Ter- 
tinggi  Negara  Dengan/Atau  Antar  Lemba- 
ga-lembaga  Tinggi  Negara.  Adanya  pera- 
turan  yang  menjadi  Ianda5an  impeachment 
terhadap  Presiden  menjadikan  kedudukan 
DPR  dan  Presiden  tidak  sama  kuat.  Sebab 
DPR  dapat  menjatuhkan  Presiden  meski 
melalui  (SI)  MPR,^^  sementara  Presiden  te- 
tap  tidak  bisa  membubarkan  DPR.  Dengan 
-demikian  DPR  akan  menjadi  diktator,  se- 
bab sewaktu-waktu  DPR  bisa  memanggil 


Pasal  2  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyatakan 
bahwa  MPR  terdiri  atas  anggota-anggota  DPR  dl- 
tambah  dengan  utusan-utusan  dari  daerah-daerah 
dan  golongan-golongan  menurut  aturan  yang  dite- 
tapkan  dengan  undang-undang. 
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SI-MPR  untuk  menjatuhkan  Presiden.  Selain 
itu,  substansi  impeachment  sama  dengan 
p'enggantian  Presiden  melalui  Sidang  Umum. 
Dengan  demikian  seyogyanya  masalah  im- 
peachment ]uqd.  dicantumkan  dalam  UUD 
1945  dan  tidak  hanya  dalan-i  sebuah  Kete- 
tapan  MPR  seperti  selama  ini. 

PENUTUP 

Sebagai  catatan  penutup,  terdapat  be- 
berapa  hal  sangat  penting  untuk  mendapat 
perhatian  bersama.  Pertama,  berbagai  ke- 
ruwetan^yang  terjadi  setelah  reformasi  ber- 
jalan  selama  duasetengah  tahun  selalu  ber- 
sumber  dari  sistem  ketatanegaraan  (kon- 
stitusi  dan  peraturan  pelaksanaannya)  lama 
yang  hingga  kini  masih  menjadi  acuan  kehi- 
dupan  bernegara.  Sebagai  salah  satu  keru- 
wetan  tersebut  adalah  terjadinya  berba- 
gai konflik  di  antara  elite  (baca:  Presiden, 
MPR,  dan  DPR)  yang  berselisih  paham  atau 
berbeda  interpretasi  atas  pasal-pasal  ter- 
tentu  dari  konstitusi  itu.  Konflik-konfiik ter- 
sebut sangat  mengganggu  bahkan  kontra- 
produktif  bagi  proses  reformasi.  Oleh  ka- 
rena  itu,  sudah  waktunya  Indonesia  secara 
lebih  serius  memberikan  skala  prioritas 
pada  usaha-usaha  perbaikan  terhadap  sis- 
tem ketatanegaraan. 

Kedua,  mencermati  konflik-konfiik  an- 
tara para  elite  politik  menunjukkan  belum 
adanya  keingj.nan  yang  tulu.s  dari  para  elite 
politik  untuk  menyelesaikan  setiap  persoal- 
an  dalam  koridor  hukum  dan  aturan  main 
yang  benar.  MPR  dan  DPR  ternyata  juga  ti- 
dak konsisten  dengan  konstitusi  dan  atur- 


an yang  dibuatnya  sendirl,  sama  tidak  kon- 
sistennya  dengan  sikap  yang  ditunjukkan 
Presiden.  Sikap  dan  perilaku  para  elite  yang 
demikian  akan  sangat  mempengaruhi  si- 
kap dan  perilaku  masyarakat  di  tingkat 
grass. root yding  senantiasa  mencontoh  pa- 
nutan  mereka. 

Ketiga,  sebagai  pejabat  publik,  ucapan 
para  elite  tentunya  sangat  terkait  dengan 
jabatannya,  sehingga  mempunyai  dampak 
yang  luas.  Oleh  karena  itu,  para  elite  agar 
membatasi  diri  dan  berhati-hati  dalam  me- 
nyampaikan  pernyataan.  Selain  itu,  setiap 
persoalan  agar  dibicarakan  atau  diselesai- 
kan  secara  kelembagaan,  artinya  bila  MPR 
atau  DPR  ingin  mengomentari  kebijakan 
Presiden  agar  dilakukan  melalui  sebuah  su- 
rat  resmi  MPR  atau  DPR  sebagai  lembaga. 
Demikian  juga  sebaliknya,  Presiden  dapat 
menulis  surat  resmi  kepada  MPR  atau  DPR 
jika  ingin  menanggapi  pernyataan  MPR  atau 
DPR.  Perang  pernyataan  yang  isinya  hanya 
saling  menyalahkan  melalui  media  massa 
sudah  waktunya  diakhiri.  Sebab  selain  tidak 
elegan,  juga  tidak  mendidik  atau  kontra- 
produktif  bagi  pembangunan  demokrasi. 
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Indonesia  dan  Kecenderungan 
Intervensi  Internasional* 


Rizal  Sukma 


Proses  perumusan  sikap  mengenai  masalah  intervensi  Internasional  bagi  Indonesia  da- 
lam  pelaksanaannya  maslh  menghadapi  dilema.  Dl  satu  plhak,  Indonesia  tampaknya 
Ingin  menyejajarkan ^  perubahan  dan  proses  demokrat/sasl  dl  dalam  negerl  dengan  polltik 
luar  negeri.  Namun,  dl  lain  plhak,  pemerlntah  menunjukkan  sikap  hatl-hati.  untuk  tidak 
mengabaikan  posisi  tradisional  ASEAN.  Oleh  karena  Itu,  semakin  kuat  tekanan  demo- 
kratisasi  di  dalam  negeri  dan  semakin  menonjolnya  peran  aktor  non-negara,  maka  te- 
kanan terhadap  perubahan  akan  semakin  besar.  Akibatnya,  perubahan  sikap  Indonesia 
terhadap  masalah  Ini  akan  melahirkan  tekanan  baru  bagi  prinsip  non-interference  se- 
perti  yang  dilakukan  oleh  ASEAN. 


PENDAHULUAN 

PERDEBATAN  mengenai  prinsip  non- 
intervensi  dalam  hubungan  inter- 
nasional sebenarnya  bukan  meru- 
pakan  ha!  baru.  Sejak  berakhirnya  Perang 
Dunia  Kedua,  persoalan  ini  sudah  menjadi 
bahan  topik  dan  aspek  kontroverslal  dalam 
hubungan  antarnegara.  Di  satu  pihak,  mi- 
salnya,  Piagam  PBB  secara  tegas  menyata- 
kan  bahwa  dalam  rangka  menjaga  perda- 
maian  internasional  "all  members  shall  re- 
frain In  their  international  relations  from  the 
threat  or  use  of  threat  against  the  territorial 
integrity  or  political  independence  of  any 
state,  or  in  any-rother  manner  inconsistent 
with  the  Purposes  of  the  United  Nations" 
(pasal  2  ayat  4).  Kemudian,  pasal  2  ayat  7 
dengan  tegas  juga  menjamin  kedaulatan 
sebuah  negara:  "Nothing  contained  in  the 


Makalah  disampaikan  pada  Forum  Dialog  VII 
Litbang  Deplu  "Polltik  dan  Keamanan  Regional  Pasca 
Perang  Dingin".  Bandung,  7Jull  2000. 


present  Charter  shall  authorize  the  United 
Nations  to  intervene  in  matters  which  are 
essentia  fly  within  the  domestic  jurisdiction 
of  any  state".  Di  samping  itu,  Declaration  of 
Principles  of  International  Law  Concerning 
Friendly  Relations  and  Cooperation  among 
States  in  Accordance  with  the  Charter  of 
the  United  Nations  juga  mengingatkan 
kewajiban  sebuah  negara  berdaulat  untuk 
tidak  ikut  campur  dalam  masalah-masalah 
domestik  negara  lain. 

Namun,  di  lain  pihak,  Piagam  PBB  juga 
mengandung  ketentuan-ketentuan  yang 
kontradiktif  dengan  kewajiban  setiap  ne- 
gara untuk  menghormati  kedaulatan,  me- 
megang  prinsip  non-intervension  dalam 
urusan  domestik  sebuah  negara,  dan  meng- 
hindari  penggunaan  kekuatan.  MIsalnya,  pa- 
sal 1  ayat  2  Piagam  PBB  mengakui  adanya 
hak  untuk  menentukan  nasib  sendiri  {self- 
determination).  Di  samping  itu,  Piagam  PBB 
Juga  memberi  hak  kepada  Dewan  Keaman- 
an untuk  menggunakan  kekuatan  dalam 
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kasus  adanya  ancaman  atau  gangguan  ter- 
hadap  perdamaian  internasional  atau  da- 
lam  kasus  terjadinya  tindak  agresi  (Pasal 
7,  ayat  39  dan  42).  Dengan  kata  lain,  Pia- 
gam  PBB  juga  memberi  peluang  bag!  di- 
abaikannya  prinsip  kedaulatan  dan  peng- 
gunaan  kekuatan  dalam  kondlsl  tertentu. 

Makalah  Ini  menyoroti  kontroversi  sepu- 
tar  masalah  non-intervensi  tersebut.  Pem- 
bahasan  dalam  makalah  in!  dibagi  ke  da- 
lam dua  bagian.  Bagian  pertama  memba- 
has  konsep  "Intervensi"  serta  perdebatan 
mengenai  bisa  tidaknya  intervensi  kema- 
nusiaan  dibenarkan.  Bagian  kedua  menyo- 
roti kecenderungan  sikap  dan  posisi  In- 
donesia, serta  beberapa  saran  mengenai 
strategi  diplomasi  Indonesia  dalam  meng- 
hadapi  kecenderungan  "intervensi  interna- 
sional baru"  dewasa  ini. 

INTERVENSI  DAN  INTERVENSI 
KEMANUSIAAN:  DIMENSI  "BARU" 
HUBUNGAN  INTERNASIONAL 

Harus  diakui  bahwa  mendefinisikan  apa 
yang  dimaksud  dengan  "intervensi"  bukan- 
lah  hal  yang  mudah.  Namun,  dilihat  dari 
konteks  prinsip  non-intervensi,  secaraumum 
"intervensi"  dapat  diartikan  sebagai  "tin- 
dakan  secara  paksa  sebuah  negara  atau 
sekelompok  negara,  dengan  menggunakan 
kekerasan,  terhadap  negara  lain  di  luar 
kehendak  dari  negara  yang  menjadi  sasar- 
an  intervensi,  dengan  tujuan  menghilangkan 
kontrol  negara  tersebut  terhadap  sesuatu 
masalah".  Secara  lebih  kongkret,  tindakan 
sebuah  negara  terhadap  negara  lain  dapat 
dikategorikan  sebagai  tindak  intervensi 
apabila  tindakan  itu  melibatkan  aksi-aksi 
penggunaan  kekuatan  yang  melintasi  ba- 
tas-batas  wilayah  negara  yang  menjadi  sa- 


saran  intervensi,  dengan  tujuan  tertentu 
(lihat,  misalnya,  Hwee  (2000)).  Tindakan  in- 
tervensi dalam  pengertian  demikian  harus 
dibedakan  dengan  tindakan  exercise  of 
political  influence  seperti  upaya  sebuah 
negara  untuk  mempengaruhi  proses  poli- 
tik  di  negara  lain,  atau  untuk  mempenga- 
ruhi sebuah  kebijakan  dari  negara  lain. 

Signifikansi  prinsip  "non-intervensi"  da- 
lam hubungan  internasional  semakin  te- 
rasa  sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  Ke- 
dua. Kekacauan  dan  bencana  yang  diaki- 
batkan  oleh  perang  melahirkan  keinginan 
kuat  di  kalangan  masyarakat  internasional 
untuk  menekankan  pentingnya  ketertiban 
dalam  hubungan  antarnegara.  Dalam  hal 
ini,  prinsip  non-ihtervensi  sebagai  konse- 
kuensi  logis  dari  konsep  kedaulatan  dilihat 
sebagai  prasyarat  utama  bagi  terciptanya 
perdamaian  dunia.  Dan,  sulit  dibantah  bah- 
wa prinsip  saling  menghormati  kedaulatan 
masing-masing,  yang  diwujudkan  dalam  si- 
kap tidak  mencampuri  urusan  dalam  ne- 
geri  masing-masing,  menjadi  salah  satu  pe- 
nunjang  terciptanya  tatanan  sistem  inter- 
nasional yang  relatif  stabil  sampai  akhir 
dekade  1 980-an.  Dalam  hal  ini,  kondisi  Pe- 
rang Dingin  juga  ikut  mendorong  sakrali- 
sasi  prinsip  kedaulatan  dan  non-intervensi 
dalam  hubungan  internasional. 

Namun,  dengan  berakhirnya  Perang  Di- 
ngin, kontroversi  mulai  muncul  di  seputar 
tiga  konsep  utama  yang  tercakup  dalam 
Piagam  PBB,  yakni  kedaulatan,  yurisdiksi 
domestik,  dan  perdamaian  internasional. 
Meskipun  kedaulatan  dan  yurisdiksi  do- 
mestik sampai  sekarang  masih  terus  (Tien- 
jadi  norma  utama  dan  sokoguru  dari  sis- 
tem hubungan  internasional  (lihat,  misalnya, 
Tay  and  Talib  (1997:  258)).  Berakhirnya 
Perang  Dingin  telah  memunculkan  kembali 
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berbagai  pertanyaan  mengenai  tingkat 
absolut  dari  konsep  tersebut,  baik  ketika 
dihubungkan  dengan  berbagai  deklarasi 
internasional  lainnya  seperti  Deklarasi  Hak 
Asasi  Manusia  (HAM)  maupun  jika  dilihat 
dari  konteks  persoalan-persoalan  domestrk 
yang  memiliki  implikasi  yang  melewati  ba- 
tas-batas  yurisdiksi  nasional  sebuah  ne- 
gara.  Dalam  situasi  demikian,  persoalan- 
persoalan  "domestik"  bisa  dilihat  sebagai 
ancaman  serius  bagi  perdamaian  regional 
dan  internasional  (Valenton,  1999). 

Dengan  semakin  menonjolnya  interde- 
pendensi  dewasa  ini,  batas  antara  wilayah 
domestik  dan  internasional  semakin  kabur 
pula.  Sebagian.  negara.  masih  terus  ingin 
memegang  secara  ketat  pandangan  bahwa 
kedaulatan  nasionai  merupakan  kerangka 
utama  yang  menegaskan  pemilahan  antara 
masalah  dalam  negeri  dan  luar  negerl.  Na- 
mun,  dalam  kenyataannya,  akibat  global- 
isasi  dan  perubahan  ekonomi  dan  tekno- 
logi  yang  cepat  seperti  sekarang,  semakin 
sulit  bagi  negara-negara  demikian  untuk 
mempertahankan  dikotomi  domestik-ekster- 
nal  demikian  secara  ketat.  Lagipula,  bukan- 
lah  hal  yang  baru  apabila  sebuah  peris- 
tiwa  yang  terjadi  dalam  yurisdiksi  domes- 
tik sebuah  negara  dapat  membawa  konse- 
kuensi-konsekuensi  transnasional  bagi  ne- 
gara lain. 

Semakin  pentingnya  isu-isu  internasio- 
nal "baru"  seperti  hak  asasi  manusia,  de- 
mokrasi,  dan  lingkungan  hidup  dalam  hu- 
bungan  antarnegara  sekarang  ini  merupa- 
kan contoh-contoh  kongkret  yang  telah 
"membuka"  batas  antara  lingkungan  do- 
mestik dan  internasional  sebuah  negara. 
Suka  atau  tidak,  batas  demikian  semakin 
kabur  di  mata  sebagian  besar  negara  Ba- 
rat,  dengan  dijadikannya  isu-isu  tersebut 


sebagai  komponen  kunci  dalam  politik  luar 
negeri  mereka  (Sukma,  1 997).  Dengan  kata 
lain,  pemilahan  yang  kaku  dan  ketat  anta- 
ra lingkungan  domestik  dan  internasional 
lebih  merupakan  konstruksi  teoretis  dan  le- 
gal ketimbang  sebuah  realitas-empiris. 

Intervensi  Kemanusiaan 

Dalam  konteks  perubahan  lingkungan 
internasional  demikian,  bentuk  intervensi 
yang  seringkali  dilakukan  adalah  apa  yang 
disebut  "intervensi  kemanusiaan".  Bentuk 
intervensi  ini  pula  yang  sebenarnya  men- 
jadi  topik  perdebatan  tajarti  sekarang  ini, 
yang  menimbulkan  kontroversi  di  kalangan 
masyarakat  internasional.  Sejak  berakhir- 
nya  Perang  Dingin,  terdapat  kecende- 
rungan  untuk  mengemas  berbagai  tindak 
intervensi  dalam  bentuk  dan  argumen  in- 
tervensi kemanusiaan.  Kecenderungan  ini 
bermula  dari  semakin  kuatnya  rasa  keti- 
dakberdayaan  di  kalangan  masyarakat  in- 
ternasional dalam  mencegah  terjadinya 
berbagai  kejahatan  terhadap  kemanusiaan 
dan  pelanggaran  berat  HAM  di  berbagai 
belahan  dunia  selama  periode  Perang  Di- 
ngin. Karena  tingginya  tingkat  kesakralan 
prinsip  kedaulatan,  sebagai  prasyarat  ter- 
ciptanya  ketertiban  internasional  dalam 
struktur  sistem  internasional  Perang  Dingin 
yang  konfrontatif,  masyarakat  internasional 
hanya  menjadi  penonton  pasif  dari -berba- 
gai kejahatan  kemanusiaan  yang  terjadi. 
Dengan  kata  lain,  demi  ketertiban  masyara- 
kat internasional  terpaksa  mengorbankan 
keadilan. 

Namun,  meskipun  kerangka  legal  me- 
ngenai kedaulatan  dan  penggunaan  ke- 
kuatan  tidak  mengalami  perubahan,  inter- 
vensi kemanusiaan  menjadi  sebuah  pilihan 
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politik  dan  moral  ketika  kemungkinan  risi- 
ko  terganggunya  ketertiban  mulai  berku- 
rang  dengan  berakhirnya  Perang  Dingin. 
Kasus-kasus  intervensi  di  Kamboja,  Irak 
Selatan,  Somalia,  Bosnia,  Rwanda,  Haiti,  Yu- 
goslavia/Kosovo, dan  Timor  TImur  meru- 
pakan  kasus-kasus  Intervensi  di  mana  tin- 
dakan  demikian  tidak  merupakan  tindakan 
yang  merusak  stabilitas  Internasional.  Se- 
baliknya,  tindakan  intervensi  tersebut  di- 
kemas  dalam  bentuk  "intervensi  kemanu- 
siaan"  yangjustru  dimaksudkan  untukmen- 
jaga  perdamalan  dan  stabilitas  interna- 
sional. 

LegltimasI  terhadap  intervensi  kemanu- 
siaan  ini  semakin  kuat  ketika  Sekretarls 
Jenderal  PBB  Kofi  Annan  meletakkan  nor- 
ma-norma  baru  mengenai  hal  ini.  Dalam 
pidatonya  bulan  September  1999  di  depan 
Majelis  Umum  PBB,  Kofi  Annan  menegaskan 
bahwa  "massive  and  systematic  violations 
of  human  rights  —  wherever  they  may  tal(e 
place  —  should  not  be  allowed  to  stand". 
la  juga  menegaskan  bahwa  dunia  seka- 
rang  ini  telah  memasuki  sebuah  era  baru, 
yakni  era  "Intervensi  PBB"  di  mana  tidak 
ada  lag!  satu  negara  pun  dapat  melakukan 
"tindak  kriminal"  dengan  berlindung  di 
baiik  asumsi  kesakralan  batas  negara  dan 
kedaulatan,  tanpa  adanya  risiko  mengun- 
dang  Dewan  Keamanan  untuk  mengambil 
tindakan  demi  menghentikan  kejahatan 
atas  kemanusiaan.  Pandangan  Sekjen  PBJ^ 
ini  jelas  mencerminkan  adanya  perubahan 
pemahaman  mengenai  absolutisme  kon- 
sep  kedaulatan.  Seperti  yang  dikemukakan 
oleh  Kofi  Annan  sendiri,  sekarang  ini  "state 
sovereignty  is  being  redefined  in  its  most 
basic  sense"  {Annan,  1999).  Dengan  kata 
lain,  kedaulatan  dan  prinsip  non-intervensi 
tidak  dapat  lagi  dijadikan  alasan  pembe- 
nar  bagi  tindak  pelanggaran  HAM,  meski- 


pun  hal  itu  terjadi  dalam  yurisdiksi  do- 
mestlk  sebuah  negara. 

Dapatkah  Intervensi  Kemanu- 
siaan Dibenarkan? 

Mesklpun  tingkat  penerimaan  Interna- 
sional terhadap  perlunya  Ijitervensi  kema- 
nusiaan ini  semakin  kuat,  perdebatan  di 
sekitar  Isu  Ini  masih  jauh  dari  definitif.  Ma- 
syarakat  Internasional  masih  terbagi  ke 
dalam  tiga  kelompok  besar,  yakni  kelom- 
pok  yang  mendukung  perlunya  intervensi 
kemanusiaan,  kelompok  yang  menentang, 
dan  kelompok  yang  masih  belum  dapat 
menentukan  pllihan.  Masing-masing  kelom- 
pok ini  memillkl  argumen  yang  cukup  kuat 
dalam  mempertahankan  poslsl  mereka. 

Kelompok  yang  mendukung  berpenda- 
pat  bahwa  hubungan  internasional  bukan 
lagi  semata-mata  merupakan  keglatan  un- 
tuk menciptakan  stabilitas  dan  keamanan 
pada  tatanan  ^intarnegara.  Seperti  yang  di- 
kemukakan oleh  Kofi  Annan,  "PBB  sebe- 
lumnya  hanya  berurusan  dengan  pemerln- 
tah.  Sekarang  kita  menyadari  bahwa  per- 
damalan dan  kemakmuran  tidak  dapat  di- 
capai  tanpa  adanya  kemitraan  yang  meli- 
batkan  pemerintah,  organisasi  internasio- 
nal, masyarakat  bisnis  dan  civil  societ}/'.^ 
Kelompok  ini  juga  berpendapat  bahwa 
upaya  menciptakan  keamanan  harus  di- 
-fokuskan  pada  human securityrDa.\am  kon- 
teks  ini,  pelanggaran  terhadap  HAM  seca- 
ra  brutal  dan  besar-besaran  jelas  meru- 
pakan ancaman  terhadap  kemanusian,  dan 
pada  gilirannya  menjadi  sumber  ancam- 
an bagi  perdamalan  internasional.  Oleh 
karena  itu,  intervensi  kemanusiaan  untuk 


'Dikutip  dari  Nakayama  (1999). 
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mencegah  tindakan  demikian  menjadi  ke- 
wajiban  masyarakat  internasional. 

Kelompok  yang  menentang  berpenda- 
pat  bahwa  kedaulatan  masih  merupakan 
nilai  tertinggi  dalam  hubungan  internasio- 
nal yang  masili  didomlnasi  oleh  aktor  ne- 
gara.  Oleh  karena  itu,  intervensi  dalam  ben- 
tuk  apapun,  termasuk  intervensi  kemanu- 
siaan,  tidak  dapat  dibenarkan.  Cina  dan 
Rusia  merupakan  dua  anggota  Dewan  Ke- 
amanan  PBB  yang  sampai  sekarang  masih 
terus  menentang  intervensi  kemanusiaan 
atas  dasar  apapun.  Dalam  hal  ini,  sensitivi- 
tas  Moskow  dan  Beijing  terhadap  masalah 
ini  dapat  dilihat  sebagai  refleksi  dari  ma- 
salah domestik  di  kedua  negara  tersebut. 
Di  samping  itu,  terdapat  pula  kekhawatir- 
an  —  terutama  di  kalangan  dunia  berkem- 
bang  —  bahwa  intervensi  kemanusiaan 
dapat  dijadikan  alasan  bagi  negara-nega- 
ra  besar/kuat  untuk  melakukan  intervensi 
terhadap  negara-negara  kecii/iemah. 

Kelompok  ketiga,  kelompok  mayoritas, 
berpendapat  bahwa  sampai  sekarang  ma- 
sih sulit  untuk  menentukan  apakah  inter- 
vensi kemanusiaan  dapat  dijadikan  norma 
baru  dalam  hubungan  internasional.  Kelom- 
pok ini  berpendapat  bahwa  masih  dibu- 
tuhkan  diskusi  yang  mendalam  dan  panjang 
sebelum  konsensus  dapat  dicapai.  Argu- 
men  yang  kerap  dikemukakan  oleh  kelom- 
pok ini  adalah,  bahwa  intervensi  kemanu- 
siaan masih  sarat  dengan  berbagai  perta- 
nyaan  yang  belum  terjawab.  Dalam  hal  ini, 
terdapat  empat  isu  penting  yang  masih  te- 
rus menjadi  pembahasan,  yakni  (a)  syarat 
intervensi,  (b)  pengambil  keputusan  inter- 
vensi, (c)  pelaku  intervensi,  dan  (d)  metode 
intervensi.  Dalam  kondisi  seperti  apa  in- 
tervensi kemanusiaan  dapat  dibenarkan? 
Siapa  yang  berhak  untuk  memutuskan  ka- 


pan  Intervensi  kemanusiaan  perlu  dilaku- 
kan?  Bagaimana  menentukan  siapa  yang 
harus  melakukan  intervensi  kemanusiaan? 
Bagaimana  Intervensi  tersebut  harus  dila- 
kukan?  Sebelum  masyarakat  internasional 
mencapai  konsensus  mengenai  keempat 
hal  tersebut,  maka  intervensi  kemanusia- 
an belum  dapat  dijadikan  norma  Interna- 
sional yang  berlaku  secara  universal. 

POSISI  INDONESIA:  KONSER- 
VATISME  DAN  KEMUNGKINAN 
PERUBAHAN 

Lantas,  bagaimana  posisi  resmi  Indone- 
sia di  bawah  pemerintahan  Abdurrahman 
Wahid  mengenai  hal  ini?  Menilai  posisi  In- 
donesia mengenai  masalah  non-intervensi 
ini  pada  saat  sekarang  jelas  tidak  mudah, 
karena  tiga  alasan.  Pertama,  pemerintahan 
Presiden  Wahid  baru  berkuasa  selama  se- 
kitar  10  bulan.  Dalam  periode  singkat  itu, 
wajar  kalau  pemerintah  belum  terlibat  ak- 
tif  dalam  membahas  isu-isu  politik  luar 
negeri  secara  luas.  Dalam  hal  ini,  prakarsa 
politik  luar  negeri  masih  terkonsentrasi  pa- 
da  upaya  Ljntuk  memperbaiki  citra  Indo- 
nesia di  mata  dunia  internasional. 

Namun,  pergulatan  mengenai  soal  ini 
sudah  mulai  terasa.  Meskipun  unsur-unsur 
kesinambungan  masih  terlihat,  tekanan  un- 
tuk perubahan  tidak  dapat  diabaikan  be- 
-g'itu  saja.  Dan,  sampai  sejauh  ini,  pergu- 
latan itu  masih  tercermin  dalam  kontra- 
diksi.  Di  satu  pihak,  pemerintah  Indonesia 
masih  tetap  sensitif  terhadap  apa  yang  di- 
persepsikannya  sebagai  kecenderungan 
negara-negara  asing  untuk  ikut  campur 
dalam  masalah  internal  Indonesia.  Kasus 
Timor  Timur,  misalnya,  telah  memperkuat 
ketidakpuasan  Indonesia  terhadap  apa 
yang  dilihatnya  sebagai  "intervensi  asing". 
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Dan,  kekhawatiran  demikian  tidak  hanya 
terlihat  di  kalangan  elite  politik  saja,  tetapi 
juga  di  kalangan  masyarakat  umumnya. 
Kecurigaan  di  dalam  negeri  terhadap  inter- 
vensi  asing  ini  diperkuat  pula  oleh  kekha- 
watiran terhadap  kemungkinan  disintegra- 
si  nasional.  Misalnya,  terdapat  kecurigaan 
akan  adanya  "konspirasi  Barat  untuk  me- 
mecah  belah  Indonesia".^ 

Dalam  konteks domestikdemikian,  tidak 
mengherankan  apabila  Presiden  Wahid  me- 
nyatakan  dukungannya  terhadap  prinsip 
non-interference  yang  dianut  ASEAN.  Me- 
nurut  Presiden  Wahid,  "the  only  thing  that 
counts  in  that  each  state  has  sovereignty^' 
{Asiaweel<,  19  Novennber  1999:  38).  Na- 
mun,  di  lain  pihak,  pernyataan-pernyataan 
Presiden  Wahid  menunjukkan  batas  yang 
tipis  antara  interference  dan  non-interfer- 
ence dalam  masaiah  internal  negara  lain- 
Misalnya,  sulit  untuk  mengatakan  bahwa 
Presiden  Wahid  tidak  melakukan  campur 
tangan  dalam  masaiah  internal  Laos  ketika 
pada  saat  konferensi  pers  di  Vientiane,  ia 
berbicara  soal  pentingnya  keterbukaan 
{Kompas,  November  1999).  Lalu,  sebelum 
berangkat  ke  Myanmar,  Presiden  Wahid 
juga  menyatakan  keinginannya  untuk  ber- 
temu  dengan  pemimpin  oposisi  Myanmar 
Aung  San  Suu  Kyi.  Di  satu  pihak,  ia  menga- 
takan bahwa  ia  tidak  suka  ikut  campur  da- 
lam masaiah  dalam  negeri  orang  lain,  na- 
mun  dhl-ain  pihak  Presiden-Wahid  menga- 
takan bahwa  ia  ingin  "berkenalan  dengan 


^Lihat,  "Benarkah  Amerika  Serikat  Terlibat?" 
Adil,  1  7-23  Maret  1  999;  "Zionisme  Menyusup  ke  In- 
donesia" Garda,  1-15  Maret  1999;  "Intel  AsingHa- 
sut  Rakyat  Timtim  Pllih  Merdeka"  Garda,  2-8  Agus- 
tus  1  999;  "Timor Timur:  Ancaman  Invasi  Asing",  D&R, 
13-18  September  1999;  dan  "Bila  Aceh  Merdeka", 
Sabili,  No.  1  2,  Vol.  VII,  1  Desember  1  999. 


kedua  belah  pihak"  {Asiaweel<,  19  Novem- 
ber 1999). 

Sikap  demikian  mencerminkan  dilema 
yang  dihadapi  pemerintah  baru.  Di  satu  pi- 
hak, Presiden  Wahid  tampaknya  ingin  me- 
nyejajarkan  perubahan  dan  proses  demo- 
kratisasi  di  dalam  negeri  dengan  politik 
luar  negeri.  Namun,  di  lain  pihak,  ia  juga 
menunjukkan  sikap  hati-hati  untuk  tidak 
mengabaikan  posisi  tradisional  ASEAN  se- 
cara  drastis.  Karena  itu,  kalau  tekanan  de- 
mokratisasi  di  dalam  negeri  semakin  me- 
nguat,  dan  peranan  aktor  non-negara  se- 
makin menonjol,  bukan  tidak  mungkin  te- 
kanan untuk  perubahan  akan  semakin  be- 
sar  pula.  Dalam  konteks  demikian,  perubah- 
an dalam  sikap  Indonesia  mengenai  masa- 
iah ini  akan  melahirkan  tekanan  baru  bagi 
prinsip  non-interference  seperti  yang  dija- 
lankan  oleh  ASEAN  seperti  sekarang  ini. 

Namun,  dalam  waktu  dekat,  perubahan 
drastis  tampaknya  tidak  akan  terjadi.  Ke- 
khawatiran domestik  terhadap  kemungkin- 
an intervensi  asing  akan  terus  menjadi  fak- 
tor  penting  yang  mencegah  perubahan  de- 
mikian. Perubahan  mendadak  dalam  sikap 
Indonesiaterhadap  prinsip  non-interference 
sebagai  nilai  kunci  ASEAN  akan  berten- 
tangan  dengan  perasaan  ketidakamanan 
domestik,  serta  kerentanan  internal  dan  ke- 
rawanan  terhadap  intervensi  asing.  Dengan 
kata  lain,  problem  domestik  masih  terus 
menjadi  hambatan  dalam  politik  luar  ne- 
geri Indonesia  di  bawah  Presiden  Wahid. 

Meskipun  perubahan  berarti  dalam  si- 
kap Indonesia  masih  belum  akan  terjadi 
dalam  waktu  dekat,  hal  itu  bukan  berarti 
bahwa  Indonesia  tidak  perlu  memulai  pro- 
ses perumusan  sikap  mengenai  masaiah 
intervensi  Internasional  ini.  Oleh  kareria  itu. 


INDONESIA  DAN  KECENDERUNGAN  INTERVENSI  INTERNASIONAL 


35 


pertanyaan  utama  yang  perlu  diajukan 
adalah,  perlukah  Indonesia  merasa  kha- 
watir  dalam  menghadapi  gejala  tersebut 
sehingga  perlu  dilakukan  upaya  untuk  me- 
nentangnya?  Sejalan  dengan  perubahan 
yang  terjadi  di  Indonesia,  setidaknya  ada 
tiga  hal  yang  perlu  diperhatikan.  Pertama, 
Indonesia  tidak  perlu  terlalu  curiga  dan 
khawatir  secara  berlebilian  terhadap  ke- 
cenderungan  intervensi  kemanusiaan.  Ka- 
rena  intervensi  kemanusiaan  hanyadimak- 
sudkan  untuk  mencegah  terjadinya  pe- 
langgaran  HAM  secara  brutal  dan  besar- 
besaran,  maka  kemungkinan  terjadinya 
intervensi  terhadap  Indonesia  pasti  dapat 
dicegah  apabila  Indonesia  mampu  mence- 
gah terjadinya  pelanggaran  HAM  secara 
besar-besaran  dalam  yurisdiksi  terito- 
rialnya. 

Kedua,  Indonesia  perlu  segera  melibat- 
kan  diri  dalam  perdebatan  mengenai  prin- 
sip-prinsip  intervensi  kemanusiaan  pada 
segala  tatanan,  nasional,  regional,  dar.  in- 
ternasional.  Dalam  hal  ini  pemerintah,  khu- 
susnya  Deplu,  perlu  melakukan  kajian  me- 
lalui  serangkaian  dialog  publik  dengan  bsr- 
bagai  pihak  di  dalam  negeri,  khususnya  de- 
ngan komunitas  civil  society.  Forum  dialog 
ini  merupakan  langkah  awal  yang  cukup 
positif.  Upaya  demikian  penting  dalam 
rangka  merumuskan  pandangan  dan,  ka- 
lau  mungkin,  posisi  Indonesia  mengenai 
isu  tersebut.  Dengan  demikian,  Indonesia 
akan  dapat  ikut  serta  meletakkan  prasya- 
rat,  norma  dan  mekanisme  intervensi  ke- 
manusiaan. 

Ketiga,  dalam  konteks  ASEAN,  Indone- 
sia perlu  mendukung  gagasan  flexible 
engagement ydiUg  digulirkan  oleh  Thailand 
dan  Filipina.  Sikap  ini  penting  untuk  me- 
nunjukkan  bahwa  Indonesia  mampu  meng- 


akomodasikan  dilema  ketertiban  dan  ke- 
adilan  di  Asia  Tenggara.  Di  satu  pihak,  In- 
donesia menyadari  bahwa  intervensi  akan 
merusak  tatanan  politik  regional,  Namun, 
di  lain  pihak,  Indonesia  perlu  menunjukkan 
bahwa  sebagai  negara  demokrasi  yang 
menjunjung  tinggi  HAM,  pihaknya  tidak 
akan  lepas  tangan  sekiranya  terjadi  pelang- 
garan HAM  secara  brutal  dan  besar-besar- 
an di  salah  satu  negara  anggota  ASEAN. 
Konsep  flexible engagementdkds\  memung- 
kinkan  ASEAN  untuk  mengambil  prakarsa 
aktif  dalam  mencegah  terjadinya  kemung- 
kinan demikian,  tanpa  harus  mengguna- 
kan  kekuatan  bersenjata  yang  secara  im- 
plisit  termuat  dalam  konsep  intervensi  ke- 
manusiaan. Konsep  flexible  engagement 
memungkinkan  implementasi  "diplomasi 
preventif  sebagai  sarana  penegakan  ke- 
tertiban dan  keadilan  sekaligus. 
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Ratifikasi  Traktat  Pelarangan 
Menyeluruh  Uji  Coba  Nuklir/CTBT 
dan  Kepentingan  Nasional  Indonesia 

Bantarto  Bandoro 


Gelombang  globalisasi  yang  sarat  dengan  kemajuan  teknologi  dan  persenjataan  telah 
membuat  lingkungan  dan  keamanan  global  menjadi  rawan  serta  maslh  menghadapi 
ancaman  bahaya  penggunaan  dan  uji  coba  nuklir.  Traktat  Pelarangan  Menyeluruh  UJI 
Coba  Nuklir  (CTBT),  adalah  sebuah  Instrumen  yang  mengikat  komunltas  Internaslonal 
bagi  penghapusan  senjata  nuklir  dan  pelarangan  seluruh  uji  coba  nuklir  yang  mengguna- 
kan  metode  ledakan.  Telah  sejak  lama  Indonesia  memlllkl  sikap  dan  determlnasi  atas 
penghapusan  senjata-senjata  nuklir  untuk  menjamin  ellmlnasi  total  senjata  pemusnah 
massal.  Mesklpun  Indonesia  telah  menandatangani  CTBT  akah  tetapl  belum  meratlfl- 
kasi  traktat  tersebut.  Untuk  memperkuat.  diplomasi  multilateral  Indonesia  dalam  ma- 
salah-masalah  perlucutan  senjata  maka  ratifikasi  traktat  menJadI  pentlng.  Ratifikasi  dl- 
perlukan  untuk  menunjukkan  konslstensi  sikap  Indonesia  yang  menentang  keberadaan 
senjata  nuklir  selain  akan  meningkatkan  kredibllltas  Indonesia  dalam  menangani  per- 
soalan-persoalan  keamanan  internaslonal  yang  berdlmensi  nasional. 

(1 )  "the  fabric  of  international  security  is  showing  signs  of  unravelling"  that 
"not  all  countries  share  the  view  that  the  usefulness  of  nuclear  weapons 

is  declining"  and  that  "unless  concerted  actions  is  taken,  and  taken  soon, 

to  reverse  these  dangerous  trends,  non  proliferation  and  disarmament  treaties 

could  become  hollow  instrument^'  (The  Tokyo  Forum  Report,  July  1  999). 

(2)  "success  of  this  Treaty  is  worth  every  ounce  of  efforts.  Its  failure  would  deal 
a  heavy  blow  to  multilateral  arms  control  and  send  a  fatal  signal  in  terms  of 
our  security  in  the  21st  century.  Its  entry  into  force  ...  would  inject 

new  dynamism  in  to  the  process  of  global  disarmament 
Goschka  Fischer,  Vienna  CTBT  Article  XIV  Conference,  1  999). 


PENDAHULUAN 

KUTIPAN  di  atas  adalah  sebuah  re- 
fleksi  dari  harapan  masyarakat  in- 
ternasional  akan  berlakunya  Traktat 
Pelarangan  Menyeluruh  Uji  Coba  Nuklir 
(^Comprehensive  Test  Ban  Treaty/CTBT),  dan 
keprihatinan  masyarakat  internaslonal  me- 
ngenai  bahaya  senjata  nuklir  dan  bahwa 
instrumen  pelarangan  senjata  nuklir  hanya 


akan  menjadi  suatu  yang  tidak  berarti  jika 
tidak  dilakukan  upaya  bersama  mengatasi 
efek  penggunaan  nuklir.  Ini  berarti  bahwa 
perdamaian  dan  keamanan  pada  tingkat 
global  dan  regional  akan  sangat  ditentukan 


'Sebagaimana  dikutip  dari  Johnson  (1 999). 
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oleh  tingkat  komitmen  politik  setiap  ang- 
gota  komunitas  internasional  untuk  men- 
jadikan  diri  mereka  sebagai  bagian  da- 
ri  upaya  kolektif  dalam  mengeliminasi 
segala  macam  sumber  ancaman  (utama- 
nya  nuklir)  terhadap  perdamaian  dan 
keamanan  (internasional). 

Langkah-langkah  unilateral  penghapus- 
an  senjata  nuklir  dan  berbagai  komponen- 
nya  hanya  akan  berarti  sejauh  hal  itu  dilihat 
sebagai  bagian  dari  proses  membangun 
saling  percaya  {Confidence  Building  Meas- 
ures/CEM).  Langkah-langkah  deklarasi  se- 
pihak,  transparansi  dan  menahan  diri  da- 
pat  menjadi  faktor  yang  menstimulasi  pro- 
ses pelarangan  secara  menyeluruh  peng- 
gunaan  dan  uji  coba  nuklir.  Tetapi  langkah- 
langkah  demikian  masih  belum  memberi 
jaminan  kuat  bahwa  masyarakat  interna- 
sional akan  bebas  dari  kemungkinan  peng- 
gunaan  dan  uji  coba  senjata  nuklir.  Oleh  ka- 
rena.  itu,  instrumen-instrumen  yang  me- 
miliki  daya  ikat  yang  Icbih  kuat  dibutuh- 
kan  sebagai  semacam  asuransi  bagi  du- 
nia  masa  depan  yang  bebas  dari  ancam- 
an penggunaan  dan  uji  coba  senjata  nuklir. 

Salah  satu  instrumen  internasional  yang 
dimaksud  adalah  Traktat  Pelarangan  Me- 
nyeluruh Uji  Coba  Nuklir  (CTBT)  yang  dite- 
rima  pada  24  September  1996.  CTBT  me- 
rupakan  perjanjian  internasional  yang  men- 
jadi dasar  pelarangan  secara  menyeluruh 
berbagai  macam  uji  coba  nuklir.  Selain  itu, 
CTBT  bukan  hanya  mengekang  pengem- 
bangan  dan  peningkatan  kualitatif  senjata 
nuklir  dan  pengembangan  senjata  nuklir 
yang  lebih  canggih,  tetapi  juga  memberi 
mandat  untuk  memonitor  dan  melakukan 
verifikasi  intrusif  melalui  on  site  inspections 
(OSI).  Keamanan  nasional  dan  internasional 


akan  lebih  terjamin  dengan  adanya  CTBT 
daripada  jika  sama  sekali  tidak  ada  CTBT. 

Indonesia  telah  sejak  lama  konsisten 
dengan  sikapnya  yang  mendukung  peng- 
hapusan  senjata  nuklir  dan  berpendapat 
bahwa  traktat  tersebut  harus  berfungsi 
sedemikian  rupa  sehingga  mampu  meng- 
hentikan  proliferasi  senjata  nuklir  secara 
vertikal  dan  horizontal.  Dari  sudut  pan- 
dang  Indonesia,  traktat  tersebut  memiiiki 
dua  sasaran,  yaitu  mencegah  proliferasi 
senjata  nuklir  dan  menangkal  negara- 
negara  nuklir  dan  negara  lain  yang  me- 
miiiki kapabilitas  nuklir  untuk  mempro- 
duksi  dan  membangun  senjata- senjata 
nuklir  baru.  Adalah  keyakinan  Indone- 
sia bahwa  hanya  melalui  true  zero  yield 
CTBT  sasaran  tersebut  dapat  tercapai.^ 

Hingga  kini  Indonesia  belum  meratifi- 
kasi  CTBT,  padahal  menurut  Pasal  XIV  ayat 
2  CTBT  Indonesia  adalah  salah  satu  dari  44 
negara  yang  ratifikasinya  diperlukan  su- 
paya  CTBT  bisa  berlaku.  Tulisan  ini  men- 
coba  memahami  signifikansi  ratifikasi  CTBT 
oleh  Indonesicf  dilihat  dari  perspektif  ke- 
pentingan  nasional  Indonesia. 

Bagian  pertama  tulisan  membahas  ke- 
terkaitan  politik  luar  negeri  Indonesia  de- 
ngan persoalan  keamanan  internasional. 
Lahirnya  rezim  baru  di  Indonesia  dan  ka- 
rena  itu  pula  membuka  lembaran  baru  da- 
lam hubungan  luar  negeri  Indonesia  telah 
memunculkan  tantangan-tantangan  ke- 
amanan baru  berskala  regional  dan  global. 
Indonesia  yakin  bahwa  tantangan  keaman- 
an internasional  dewasa  ini  masih  akan  ber- 


Lihat  pidato  Agus  Tarmidzi,  Duta  Besar/Perwa- 
kilan  Tetap  Indonesia  untuk  PBB  di  Geneva  tentang 
CTBT.  http://www3.itu.ch/missions/lndonesia/ 
cd2.htm. 
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asal  dari  kemungkinan  proliferasi  dan  uji 
coba  senjata  nuklir.^  Tantangan  demikian 
membuat  Indonesia  harus  lebih  giat  mem- 
bangun  dan  memperkuat  rezim  non-proli- 
ferasi  nuklir.  Konsekuensinya,  Indonesia 
bukan  saja  harus  mereposisi  dan  merede- 
finisl  kebijakan  luar  negerinya  yang  me- 
nyangkut  isu-lsu  keamanan  internasional, 
tetapi  juga  meningkatkan  kinerja  aparatur 
politik  luar  negerinya  (Deplu  dan  perwakil- 
an-perwakilan  Rl  di  luar  negeri)  untuk  me- 
majukan  kebijakan  nasional  Indonesia  da- 
lam  bidang  keamanan  internasional  dan 
perlucutan  senjata. 

Bagian  kedua  dari  lulisan  secara  khusus 
menyorot  konsekuensi  nasional,  regional 
dan  internasional  dari  ratifikasi  Indonesia 
atas  CTBT,  baik  Itu  menyangkut  citra  in- 
ternasional Indonesia  maupun  komitmen- 
nya  terhadap  upaya-upaya  internasional 
perlucutan  dan  pengendalian  senjata.  Ba- 
gian ketiga  dan  terakhir  dari  tuiisan  me- 
nawarkan  beberapa  rekomendasi  kebijak- 
an, baik  itu  berhubungan  dengan  rencana 
atau  proses  ke  arah  ratifikasi  maupun  pas- 
ca  ratifikasi. 

POLITIK  LUAR  NEGERI  Rl  DAN  ISU 
KEAMANAN  INTERNASIONAL 

Proses  globalisasi  dalam  berbagai  bi- 
dang yang  hingga  kini  masih  berlangsung 
telah  rnendorong  negara-negara  di  dunia 
untuk  mengambil  langkah-langkah  antara 
lain  sebagai  berikut:  (1)  kaji  ulang  posisi 
dan  peran  internasional  mereka  dalam 
berbagai  bidang  kehidupan;  (2)  redefinisi 
kebijakan  nasional  mereka  mengenai  ma- 


^Lihat  pidato  akhir  tahun  Menlu  AIwi  Shihab, 
1  999. 


salah-masalah  keamanan  internasional;  (3) 
membangun  jaringan  kerja  sama  yang  le- 
bih intensif  untuk  mengatasi  masalah-ma- 
salah  bersama;  (4)  intensifikasi  pertemu- 
an-pertemuan  nasional,  regional  dan  inter- 
nasional untuk  membahas.  berbagai  ma^ 
salah;  dan  (5)  penguatan  kembali  iandas- 
an  fundamental  keamanan  nasional  dan  in- 
ternasional. 

Meskipun  dunia  menyaksikan  berbagai 
kemajuan  dalam  bidang  perlucutan  dan 
pengendalian  senjata  baik  secara  bilateral 
maupun  multilateral,'*  gelombang  globali- 
sasi yang  terus  dibayang-bayangi  oleh  ke- 
majuan dalam  bidang  teknologi  dan  per- 
senjataan  membuat  lingkungan_politik  dan 
keamanan  global  kian  menjadi  sangat  ra- 
wan.  Produk-produk  hukum  yang  dihasil- 
kan  melalui  mekanisme  multilateral  ternya- 
ta  belum  memberi  jaminan  penuh  atas  ke- 
amanan internasional  dari  bahaya  peng- 
gunaan  dan  uji  coba  nuklir.  Belum  lagi  per- 
kembangan-perkembangan  pada  tingkat 
regional,  terutama  di  Asia  Timur,^  yang  sa- 
ngat tidak  mendukung  proses  pengenda- 
lian senjata.  Demikian  pula  di  AsiaSelatan, 
konflik  India-Pakistan  sempat  membuat 
masyarakat  internasional  khawatir  akan 
penggunaan  senjata  nuklir  sebagai  instru- 


''Selama  periode  1991  hingga  1997  dunia  me- 
nyaksikan beberapa  kemajuan  dalam  mencegah 
proliferasi  senjata,  misalnya:  pengendalian  senjata 
secara  bilateral  antara  AS  dan  Federasi  Rusia  de- 
ngan START  I  (1  991 )  dan  START  II  (1  993);  diterima- 
nya  konvensi  senjata  kimia  (1  993);  perpanjangan 
Non-Proliferation  Treaty  (NPT)  secara  tidak  terba- 
tas  (1995);  traktat  pelarangan  menyeiuruh  uji  coba 
nuklir  (1996);  dan  traktat  pelarangan  ranjau  darat 
anti  personil  (1997). 

^Di  kawasan  ini  tingkat  proliferasi  peluru  ken- 
dali  jarak  menengah  dan  antarbenua  cukup  ting- 
gi,  sementara  Cina  kini  dalam  proses  pengembang- 
an  sistem  senjata  ofensif  seperti  bom  neutron,  dan 
MIRV. 
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men  perang  mereka.  Perkembangan  se- 
macam  ini  dan  kemacetan  berbagai  pe- 
rundingan  multilateral  lainnya  akan  sema- 
kin  mengurangi  harapan  masyarakat  inter- 
nasional  akan  hapusnya  senjata  nuklir. 

Apa  yang  hendak  dikatakan  di  sini  ada- 
lah  bahwa  hingga  kini  masih  terdapat  ne- 
gara-negara  yang  justru  mengandalkan 
senjata-senjata  nuklir  sebagai  instrumen 
utama  untuk  niemperkuat  keamanan  me- 
reka. Proliferasi  masih  berlanjut.  Landasan 
keamanan  internasional  bukannya  sema- 
kin  kokoh,  tetapi  semakin  dirongrong  oleh 
tindakan-tindakan  unilateral  yang  menge- 
depankan  senjata  nuklir.  Masalah  keaman- 
an internasional  bukan  lagi  merupakan 
masalah  politik  dan  perceptual,  tetapi  juga 
merupakan  masalah  kebijakan. 

Sebagai  suatu  masalah  kebijakan,  ke- 
amanan internasional  tidak  bisa  dihindari 
untuk  tidak  dimasukkan  dalam  agenda  hu- 
bungan  luar  negeri  suatu  negara.  Seku- 
rahg-kurangnya  masalah  itu  akan  mem- 
bentuk  sikap  dan  pandangan  masyarakat 
internasional  mengenai  kondisl-kondisi 
sistemik  yang  mempengaruhi  keamanan 
(nasional)  mereka.  Indonesia  adalah  ne- 
gara yang  telah  sejak  lama  memiliki  si- 
kap konsisten  atas  penghapusan  senjata- 
senjata  nuklir.  Sekalipun  latar  belakang 
sejarah  yang  memicu  Perang  Pasifik  bisa 
dilupakan,  pemboman  di  Hiroshima  dan 
Nagasaki" akan  tetap  menjadi  semacam,. 
living  testimony  mengenai  kejamnya  sen- 
jata pemusnah  massal.  Karena  penga- 
laman  yang  demikian  ini,  Indonesia  me- 
miliki determinasi  untuk  membantu  men- 


"^Bahasan  lebih  lanjut  mengenai  masalali  ke- 
amanan internasional  sebagai  policy  problem,  lihat 
Buzan  (1991:  Bab  9). 


jamin  ellmlnasi  total  sejata  nuklir.  Karena 
alasan  ini  pula  Indonesia  dari  waktu  ke 
waktu.  aktif  memberikan  pandangan-pan- 
dangannya  dalam  sidang-sidang  multi- 
lateral mengenai  masalah  perlucutan  sen- 
jata nuklir  dan  senjata  pemusnah  massal 
lainnya. 

Sebagai  negara  berkembang  dan  non- 
senjata  nuklir  dan  yang  prinsip-prinsip  po- 
litik luar  negerinya  menentang  keberadaan 
senjata  pemusnah  massal,  Indonesia  me- 
nilai  bahwa  lingkungan  keamanan  interna- 
sional akan  terjamin  hanya  jika  negara-ne- 
gara  nuklir  tidak  menggunakan  atau  meng- 
ancam  untuk  menggunakan  senjata-senja- 
ta semacam  itu  terhadap  negara-negara 
non-senjata  nuklir.  ini  berarti  bahwa  dari 
sudut  pandang  Indonesia,  jaminan  yang 
paling  efektif  terhadap  kemungkinan  an- 
caman  dan  penggunaan  senjata  nuklir  ada- 
lah diliapuskannya  senjata  nuklir  untuk  se- 
lamanya,  dan  untuk  itu  harus  ada  jaminan 
yang  diberikan  tanpa  syarat,  mengikat  se- 
cara  hukum  dan  seragam  dan  dinegosiasi- 
kan  secara  multilateral. 

Sasaran  demikian  bisa  dicapai  secara 
kolektif  melalui  mekanisme  multilateral.  Te- 
tapi langkah-langkah  unilateral  seharusnya 
juga  bisa  memberi  kontribusi  ke  arah  ter- 
capainya  sasaran  di  atas.  Dalam  konteks 
demikian,  politik  luar  negeri  bisa  menjadi 
instrumen  Indonesia  untuk  membangun 
lingkungan  internasional  yang  aman  dan 
bebas  bukan  saja  dari  ancaman  penggu- 
naan dan  uji  coba  senjata  nuklir,  tetapi  ju- 
ga bebas  dari  ancaman  konflik-konflik  re- 
gional yang  potensial  melibatkan  peng- 
gunaan senjata  nuklir.  Seperti  dikatakan  di 
atas,  hingga  kini  masyarakat  internasional 
masih  belum  sepenuhnya  merasa  bebas 
dari  berbagai  bentuk  ancaman  berskala 
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global,  sementara  perundingan-perun- 
dingan  perlucutan  senjata  pada  tlngkat 
bilateral  maupun  multilateral  belum  mem- 
beri  hasil  yang  maksimal.  Oleh  karena  itu, 
jika  dulu,  bahkan  hingga  kini,  politik  luar 
negeri  Indonesia  lebih  difokuskan  pada 
upaya-upaya  mempertahankan  akses 
pada  sumber-sumber  pembangunan  di 
luar  negeri,  maka  kini,  dalam  lingkungan 
internasional  yang  masih  diwarnai  oleh 
proliferasi  senjata  nuklir,  Indonesia  harus 
mampu  mengelola  politik  luar  negerinya 
sedemikian  rupa  agar  Indonesia  dapat 
memberi  sumbangan  berarti  pada  pe- 
nguatan  landasan  fundamental  dari  ke- 
amanan  internasional. 

Apayang  hendak  dikatakan  di  sin!  ada- 
lah  bahwa  masalah-masalah  keamanan  in- 
ternasional, khususnya  yang  berkaitan  de- 
ngan  perlucutan  dan  pengendalian  senjata 
nuklir  harus  menjadi  bagian  penting  dari 
diplomasi  internasional,  dan  agenda  politik 
luar  negeri  Indonesia.  Aspek  ini  penting  un- 
tuk  diperhatikan  karena  beberapa  alasan: 
(1)  Indonesia  adalah  salah  satu  negaraang- 
gota  PBB  yang  sejak  awal  menentang  pe- 
nyelesaian  sengketa  dengan  cara  kekeras- 
an  militer;  (2)  pembangunan  nasional  Indo- 
nesia secara  keseluruhan  sangat  terkait 
bahkan  sampai  tlngkat  tertentu  bergantung 
pada  stabilitas  kerja  sama  dan  keamanan 
internasional;  dan  (3)  hanya  melalui  diplo- 
masi internasional  khususnya  dalam  bi- 
dang  keamanan  dari'  politik  inter  nasional 
Indonesia  akan  memperoleh  jaminan  akan 
kelangsungan  stabilitas  keamanan  ling- 
kungan strategisnya.  Dalam  hal  ini  Per- 
wakilan  Tetap  Rl  di  PBB  menduduki  posi- 
si  yang  unik  dan  memainkan  peran  pen- 
ting dalam  pelaksanaan  politik  luar  ne- 
geri Indonesia.  Perwakilan  Tetap  Rl  harus 
dilihat  sebagai  instansi  terdepan  untuk 


memajukan  kepentingan  nasional  Indo- 
nesia dalam  perundingan-perundingan 
multilateral  mengenai  masalah-masalah 
penghapusan  senjata  nuklir  dan  pemus- 
nah  massal  lainnya. 

Politik  luar  negeri  Indonesia  yang  me- 
ngedepankan  antara  lain  aspek  keaman- 
an internasional  akan  membantu  Indonesia 
memperkuat  posisinya  dalam  membuat 
keputusan-keputusan  (dalam  forum  mul- 
tilateral) mengenai  masalah-masalah  ke- 
amanan internasional,  terlebih  lagi  jika 
keputusan-keputusan  itu  menyangkut  ko- 
mitmen  Indonesia  terhadap  penghapus- 
an senjata  nuklir  dan  pemusnah  massal 
lainnya.  Dimensi  keamanan  dari  polit[k 
luar  negeri  Indonesia  juga  akan  meya- 
kinkan  dunia  akan  peran  aktif  Indone- 
sia dalam  memelihara  perdamaian  dan 
keamanan  internasional. 

Indonesia  juga  memberi  perhatian  pada 
masal^h  penghapusan  senjata  nuklir  di  Asia 
Pasifik.  Indonesia  adalah  pemrakarsa  dan 
negara  pihak  pada  kawasan  bebas  senjata 
nuklir  di  kawasan  AsiaTenggara  (SEANWFZ). 
Perhatian  Indonesia  pada  kawasan  ini  di 
masa  mendatang  harus  lebih  besar,  karena 
secara  historis  kawasan  SEAPFE  (Southeast 
Asia,  Asia  Pacific  dan  Far  East)  telah  me- 
nyaksikan  bebagai  macam  uji  coba  nuklir 
yang  membahayakan  lingkungan.  Perlu  di- 
catat  bahwa  di  kawasan  Asia-Pasifik  dite- 
mukan  negara  yang  pernah  mengalami 
akibat  penggunaan  senjata  nuklir.  Selain 
itu,  lima  negara  yang  dinyatakan  sebagai 
negara  nuklir  juga  telah  melakukan  ber- 
bagai  uji  coba  di  kawasan  Asia  Pasifik.  Bah- 
kan dua  negara  non-peserta  dari  CTBT  ju- 
ga telah  melakukan  uji  coba  serupa  di  ka- 
wasan sekitar  dua  tahun  yang  lalu.  Semua 
ini  membuat  kawasan  SEAPFE  menjadi 
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kawasan  yang  sangat  sensitif  terhadap  isu 
senjata  nuklir.  Oleh  karena  itu,  sebagai  ne- 
gara  yang  telah  sejak  lama  peduli  terhadap 
proliferasi  senjata  nuklir,  Indonesia  dapat 
mengambil  prakarsa  regional  dalam  rangka 
eliminasi  secara  total  senjata-senjata  nu- 
klir. Hal  ini  misalnya  dapat  dilakukan  mela- 
lui  berbagai  lokakarya  regional  mengenai 
pelarangan  uji  cobanuklir.  Meskipun  mung- 
kin  ini  bukan  pekerjaan  yang  mudah  untuk 
dilakukan,  konsistensi  sikap  Indonesia  da- 
lam masalah  senjata  nuklir  sekurang-ku- 
rangnya  bisa  mengundang  mereka  untuk 
memberi  perhatian  yang  lebih  besar  kepa- 
da  bahaya  uji  coba  nuklir. 

Dalam  lokakarya  regional  mengenai 
CTBT  misalnya  yang  mencakup  SEAPFE,  In- 
donesia bersama  negara-negara  lainnya 
di  kawasan  bisa  mengkaji  kemungkinan 
berbagai  bidang  dan  cakupan  kerja  sama 
dalam  masalah  pelarangan  uji  coba  nuklir, 
misalnya:  (a)  pengembangan  kapabilitas 
regional  untuk  melakukan  kompilasi  dan 
analisis  data  yang  diperoleh  dari  rezim  ve- 
rifikasi  CTBT  guna  memfasilitasi  pengem- 
bangan sistem  verifikasi  yang  memadai  ba- 
gl  traktat  SEANWFZ;  dan  (b)  pengembang- 
an kapabilitas  regional  seperti  tersebut  da- 
lam butir  (a)  guna  mendukung  dan  mem- 
perkuat  sistem  operasi  notifikasi  awal  ter- 
hadap kecelakaan  nuklir  seperti  diatur  da- 
lam Convention  on  Early  Notification  of  A 
Nuclear  Accident  dan  Convention  on  Assist- 
ance in  the  Case  of  Nuclear  Accident  or 
Radiological  Emergency.  Kerja  sama  regio- 
nal semacam  ini  harus  dilihat  sebagai  lang- 
kah  awal  untuk  membangun  landasan  ko- 
koh  bagi  pelarangan  uji  coba  nuklir  dan 
langkah-langkah  lanjutan  guna  memfasili- 
tasi pemberlakuan  CTBT. 


KONSEKUENSI  RATIFIKASI:  NA- 
SIONAL,  REGIONAL  DAN  INTER- 
NASIONAL 

Apa  yang  dikatakan  di  atas  merupakan 
sebuah  refleksi  mengenai  pentingnya  me- 
munculkan  dimensi  politik  dan  keamanan 
dalam  politik  luar  negeri  Rl,  terutama  di 
saat  masyarakat  internasional  sedang 
memberi  perhatian  serius  pada  pengha- 
pusan  senjata  nuklir  dan  pemusnah  massal 
lainnya.  Diplomasi  multilteral  Indonesia,  khu- 
susnya  dalam  masalah  perlucutan  senjata, 
hendaknya  tidak  hanya  diarahkan  pada  pe- 
negasan  kembali  komitmen  Indonesia  ter- 
hadap langkah-langkah  multilateral  perlu- 
cutan senjata,  tetapi  juga  untuk  memper- 
kuat  posisi  internasional  Indonesia  dalam 
masalah-masalah  perlucutan  senjata. 

Seperti  telah  dikatakan  di  atas,  salah 
satu  instrumen  internasional  untuk  meng- 
hapus  senjata  nuklir  adalah  CTBT.  Traktat 
ini  melarang  seluruh  jenis  uji  coba  nuklir 
yang  menggunakan  metode  ledakan.  Indo- 
nesia, yang  telah  menandatangani  tetapi 
belum  meratifikasi  traktat  tersebut,  menilai 
traktat  itu  sebagai  instrumen  yang  berman- 
faat  untuk  mencegah  proliferasi  senjata  nu- 
klir, baikvertikal  maupun  horizontal.  Indo- 
nesia menyadari  bahwa  traktat  tersebut 
masih  membuka  celah  bagi  bentuk-bentuk 
uji  coba  nuklir  super  canggih  yang  dilaku- 
kan tidak  melalui  metode  ledakan,  tetapi 
melalui  teknik  simulasi  komputer.  Meskipun 
terdapat  kelemahan,  Indonesia  menilai 
traktat  itu  sebagai  hasil  kompromi  maksi- 
mal  dari  semua  negara  dan  pada  dasarnya 
tetap  bermanfaat  untuk  memperkuat  rezim 
non-proliferasi  senjata  nuklir.  Indonesia  ki- 
ni  sedang  membahas  persiapan-persiapan 
rafikasi  CTBT. 
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Indonesia  telah  berketetapan  untuk  ti- 
dak  mengembangkan  atau  memiliki  senja- 
ta  nuklir,  dan  hal  ini  diwujudkan  dengan  ke- 
putusannya  untuk  menjadi  pihak  pada  in- 
strumen-instrumen  internasional  pengen- 
dali  dan  penghapusan  senjata  nuklir  dan 
pemusnah  massal  lainnya,  yaitu  Partial  Test 
Ban  Treaty  (PTBT),  Non-proliferation  Treaty 
(NPT),  International  Atomic  Energy  Agency 
dan  Southeast  Asia  Nuclear  Weapon  Free 
Zone  (SEANWFZ),  Convention  on  the  Pro- 
hibition, Development,  Stockpiling  and  Use 
of  Chemical  Weapons  and  on  their  Destruc- 
tion, dan  Biological  Weapons  Convention. 
Keberpihakan  Indonesia  pada  konvensi- 
kbnyensi  internasional  mengenai  senjata 
nuklir  dan  senjata  pemusnah  massal  lain- 
nya tersebut  akan  memberi  kesempatan 
kepada  Indonesia  untuk  menjadi  salah  satu 
kontributor  bagi  perdamaian  dan  keaman- 
an  internasional. 

Kepedulian  Indonesia  terhadap  elimina- 
si  s^cara  menyeluruh  senjata  nuklir  juyd  di- 
buktikan  dengan  ditandatanganinya  CTBT 
pada  tanggal  24  September  1996.  Tidak 
seperti  mereka  yang  memandang  CTBT  se- 
mata-mata  sebagai  langkah  non-prolifera- 
si,  Indonesia  sejak  awal  memiliki  pandang- 
an  bahwa  CTBT  harus  juga  berfungsl  sede- 
mikian  rupa  untuk  menghentikan  secara 
total  proliferasi  vertikal  dan  horizontal  sen- 
jata nuklir.  Jika  ruang  lingkup  CTBT  tetap 
.memungkinkan  negara  nuklir  menjalankan 
program  nuklir  mereka  karena  alasan  apa- 
pun,  maka  ha!  itu  hanya  akan  melemahkan 
rezim  non-proliferasi  itu  sencliri  dan  juga 
malah  akan  mengabadikan  pembagian  yang 
diciptakan  oleh  NPT  yang  membedakan  an- 
tara  mereka  yang  memiliki  nuklir  dan  tidak 
memiliki  nuklir.  Hal  ini  pada  giiirannya  akan 
memperlambat  upaya  internasional  untuk 


membuat  CTBT  memiliki  karakter  univer- 
salitasnya.^  Tetapi  hingga  kini  Indonesia 
belum  meratifikasi  CTBT  tersebut  padahal 
Indonesia  adalah  salah  satu  dari  44  nega- 
ra yang  ratifikasinya  diperlukan  agar  CTBT 
dapat  berlaku.  Ratifikasi  sebuah  dokumen 
legal  internasional  adalah  sebuah  keputus- 
an  politik  yang  pada  dirinya  akan  memba- 
wakonsekuensi-konsekuensipolitikdan  ke- 
amanan  secara  nasional  maupun  interna- 
sional. 

Empat tahun,  sejak  penandatangan  CTBT 
oleh  Indonesia,  adalah  waktu  yang  cukup 
lama  bagi  Indonesia  untuk  mempelajari  isi 
dari  CTBT,  dan  sejak  itu  Indonesia  telah 
menghadiri  berbagai  pertemuan  daiam 
rangka  proses'  akselerasi  ratifikasi  CTBT.' 
Pemahaman  mengenai  substansi  CTBT  dan 
pelajaran  yang  diperoleh  dari  berbagai 
pertemuan  dalam  rangka  CTBT  seharusnya 
menjadi  pertimbangan  Indonesia  untuk  se- 
gera  memikirkan  persoalan  ratifikasi  CTBT. 
Ketetapan  Indonesia  yang  telah  diketahui 
secara  internasional  untuk  tidak  mengem- 
bangkan atau  memiliki  senjata  nuklir  seha- 
rusnya juga  menjadi  pertimbangan  ratifi- 
kasi CTBT.  Kalau  pada  tahun  1  999  alasan 
belum  meratifikasi  adalah  karena  DPR  ha- 
sil  pemilu  belum  terbentuk,  maka  kini 
adalah  waktu  yang  tepat  untuk  meratifikasi, 
bukan  saja  karena  DPR  sudah  terbentuk, 
tetapi  juga  karena  rencana  ratifikasi  itu 
sendiri  telah  memiliki  landasan  hukum 
yang  kuat,  yaitu  SK  Meniu  No.  1  389/1  999. 

Dilihcit  dari  perspektif  nasional,  di  saat 
situasi  politik  dalam  negeri  memperlihat- 
kan  ketidakpastian  yang  tinggi,  ratifikasi 


'lihat  catatan  kaki  no.  1 . 

^Informasi  ini  diperoleh  dari  sumber  resmi  yang 
bisa  dipertanggungjawabkan. 
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CTBT  akan  mempunyai  peran  tertentu  dan 
memberikan  beberapa  manfaat  antara  lain 
sebagai  berikut: 

Panama,  ratifikasi  harus  dilihat  sebagai 
bagian  dari  proses  bina  citra.  Dalam  art! 
bahwa  kendati  menghadapi  situasi  politik 
domestik  yang  tidak  menentu,  Indonesia 
masih  bersedia  mengambil  keputusan  me- 
ratifikasl  CTBT.  Hal  ini  menunjukkan  kon- 
sistensi  sikap  Indonesia  yang  menentang 
keberadaan  senjata  nuklir.  Kedua,  ratifika- 
si itu  sendiri  juga  akan  membuka  peluang 
kepada  Indonesia  untuk  memanfaatkan 
alih  teknologi  nuklir  untuk  tujuan  damai. 
Ketiga,  ratifikasi  akan  meningkatkan  kre- 
dibilitas  Indonesia  dalam^menangani  per- 
soalan-persoalan  keamanan  internasional 
yang  berdimensi  nasional,  misalnyatuntut- 
an  akan  koordinasi  yang  lebih  teratur  dan 
tertata  antara  aparatur  dalam  menyikapi 
perkembangan  internasional.  Keempat,  ra- 
tifikasi juga  akan  memberi  insentif  kepada 
sumber  daya  manusia  untuk  meningkatkan 
keahlian  dan  pengetahuan  mereka,  khusus- 
nya  jika  mereka  diminta  untuk  menjadi  ba- 
gian dari  proses  verifikasi.  Kelima,  ratifikasi 
CTBT  juga  berfungsi  sebagai  faktor  yang 
memperbesar  dukungan  publik  terhadap 
sikap  pemerintah  dalam  masalah-masalah 
perlucutan  senjata  nuklir. 

Banyak  yang  menganggap  bahwa  pro- 
liferasi  nuklir  hingga  kini  masih  berlanjut. 
Selain  itu  masih  ada  beberapa  negara  nukiir 
penting  yang  belum  menandatangani  bah- 
kan  meratifikasi  CTBT.  Oleh  karena  itu,  pe- 
ngendalian  dan  perlucutan  senjata  nuklir 
akan  tetap  merupakan  agenda  penting  du- 
nia,  dan  Indonesia  dituntut  untuk  menegas- 
kan  kembali  sikapnyayang  menentang  pro- 
liferasi  nuklir.  Dalam  tataran  regional  dan 
internasional,  ratifikasi  CTBT  oleh  Indone- 


sia akan  memperkuat  diplomasi  multi- 
lateral Indonesia  dalam  masalah-masalah 
perlucutan  senjata.  Sekurang-kurangnya,  da- 
lam tataran  regional  Indonesia  memiliki  in- 
sentif untuk  memprakarsai  pengembangan 
sistem  verifikasi  regional  untuk  kawasan 
bebas  senjata  nuklir  Asia  Tenggara.  Selain 
itu,  ratifikasi  CTBTjugaakan  meningkatkan 
dan  memperkuat  kredibilitas  Indonesia  da- 
lam membangun  jaringan  kerja  sama  re- 
gional dalam  rangka  implementasi  traktat. 

Dalam  forum-forum  multilateral  di  ba- 
wah  naungan  PBB,  ratifikasi  CTBT  oleh  Indo- 
nesia sekurang-kurangnya  akan  membe- 
ri dampak  yang  positif  terhadap  atmosfir 
pembicaraan  mengenai  perlucutan  senjata 
nuklir.  Dengan  ratifikasinya  itu,  Indonesia 
dapat  menegaskan  kembali  sikapnyd  me- 
ngenai bentuk  jaminan  keamanan  yang 
ideal  bagi  keamanan  internasional,  yaitu 
jaminan  positif  dan  jaminan  negatif.  Jamin- 
an /705/f// me ngacu  kepada  komitmen  le- 
gal negara-negara  nukiir  untuk  membantu 
negara-negara  non-senjata  nuklir  yang 
tera/icam  oleh  penggunaan  senjata  nuklir. 
Sedangkan  jaminan  negatif  di63.\di\\  komit- 
men legal  negara-negara  nuklir  untuk  ti- 
dak menggunakan  atau  mengancam  untuk 
menggunakan  senjata  nuklir  terhadap  ne- 
gara-negara non-senjata  nukiir. 

Seperti  dikatakan  di  atas  ratifikasi  do- 
kumen  legal  internasional  adalah  sebuah 
keputusan  politik  yang  membawa  konse- 
kuensi  tertentu.  Kepentingan  nasional  In- 
donesia tidak  cukup  dilayani  melalui  rati- 
fikasi saja.  Upaya-upaya  lanjutan  secara 
kolektif,  balk  nasional  maupun  internasio- 
nal, masih  diperlukan  sebagai  bukti  komit- 
men Indonesia  untuk  mengimplementasi- 
kan  CTBT  secara  utuh.  Dalam  konteks  de- 
mikian,  Indonesia  harus  tetap  memberikan 
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dukungan  penuh  kepada  proses  CTBT.  Sa- 
saran  utama  untuk  beberapa  tahun  ke  de- 
pan  adalah  melakukan  kolaborasi  dengan 
negara-negara  lain  peserta  traktat  guna 
mendorong  negara-negara  untuk  menan- 
datangani  dan  meratifikasi  traktat,  dan  un- 
tuk menjamin  bahwa  berbagai  komponen 
dari  rezim  non-pro!iferasi  dan  badan-ba- 
dan  yang  dibentuk  oleh  traktat  dioperasi- 
kan  secara  efektif.  Untuk  jangka  panjang, 
sasaran  kiprah  Indonesia  dalam  perun- 
dingan-perundingan  dalam  kerangka 
CTBT  adalah  menjamin  bahwa  CTBT  ber- 
laku  secara  efektif.  Dengan  kata  lain,  kepu- 
tusan  Indonesia  untuk  meratifikasi  CTBT 
adalah  semacam  jaminan  bahwa  ia  akan 
terus-menerus  dan  secara  konsisten  men- 
jalankan  politik  luar  negeri  yang  membe- 
ri  perhatian  serius  pada  masalah-masalah 
penghapusan  senjata  nuklir. 

PENUTUP 

Dalam  situasi  politik  domestik  yang  ti- 
dak  menentu,  keputusan  Indonesia  untuk 
meratifikasi  akan  dilihat  oleh  masyarakat 
internasional  sebagai  kesungguhan  Indo- 
nesia untuk  menentang  setiap  bentuk  uji 
cobanuklir.  Meskipun  mungkin  ratifikasi  itu 
tidak  ada  kaitannya  dengan  persoalan  po- 
litik domestik,  tetapi  ratifikasi  itu  sendiri 
diharapkan  akan  membentuk  persepsi  in- 
ternasional bahwa  negara  yang  dilanda 
kemelut  politik  domestik  sekalipun  masih 
memperhatikan  keprihatinan  dunia  me- 
ngenai  proliferasi  nuklir.  Ratifikasi  itu  bu- 
kan  saja  akan  membangun  citra  yang  baik 
terhadap  Indonesia,  tetapi  juga  akan  mem- 
beri  kredit  tambahan  bagi  posisi  diploma- 
si  multilateral  Indonesia  khususnya  dalam 


masalah  penghapusan  senjata  nuklir  dan 
senjata  pemusnah  massal  lainnya. 

Pasca  ratifikasi,  Indonesia  akan  meng- 
hadapi  beberapa  tugas  yang  tidak  ringan, 
misalnya: 

Pertama,  membentuk  otoritas  CTBT  nasio- 
nal  dengan  tugas  mengimple- 
mentasikan  partisipasi  Indone- 
sia sesuai  dengan  kewajiban-ke- 
wajiban  yang  diatur  oleh  traktat. 

Kedua,  membentuk  sistem  verifikasi  na- 
sional  yang  mendapatdukungan 
publik  secara  luas. 

Ketiga,  menegaskan  kembali  kebijakan 
nasional  Indonesiadalam  bidang 
keamanan  internasional  melalui 
kerangka  PBB.  Ini  membawakon- 
sekuensi  pada  keharusan  untuk 
meningkatkan  keterampilan  dan 
pengetahuan  diplomat  menge- 
nal  masalah-masalah  pengha- 
pusan senjata  nuklir. 

Keempat,  membangun  sentimen  interna- 
sional yang  kuat  dan  dengan 
jangkauan  yang  luas  mengenai 
dampak  negatif  dari  segala  ma- 
cam  bentuk  uji  coba  nuklir. 

Terakhir,  mengeluarkan  undang-undang 
yang  memberi  mandat  kepada 
aparatur-aparatur  yang  terkait 
dengan  implementasi  traktat. 
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Perang  Internal  dalam  Proses 
Pembentukan  Negara-Bangsa 

Studi  Kasus:  Timor  Lorosa'e 

Andi  Widjajanto 

Sebagian  besar  perang  yang  terjadi  pada  pasca  Perang  Dunia  II  adalah  perang  inter- 
nal. Pendlrian  negara  Timor  Lorosa'e  (TLS)  merupakan  sebuah  contoh  negara  bangsa 
yang  proses  pembentukannya  melalui  perang  internal.  Koloniallsasi  oleh  Portugal,  anek- 
sasi  oleh  Indonesia  dan  keterkaitannya  dengan  pergerakan  global,  menyebabkan  pemben- 
tukan negara  TLS  menghadapi  berbagai  persoalan,  termasuk  di  antaranya  adalah  tim- 
bulnya  perang  internal.  TLS  harus  memulai  proses  pembentukan  negara-bangsa  saat  pe- 
ran  aktor  negara  ditantang.  oleh  aktor-aktor  lain  karena  proses  globalisasi  dan  bangkitnya 
masalah-masalah  transnasional.  Selain  itu,  dinamika  demografi,  keterbatasan  sumber  daya 
manusia  dan  degradasi  lingkungan  akan  memperberat  persoalan  yang  dihadapi  TLS. 
Persaingan  kelompok  elite  eksklusif,  maupun  faksionalisasi  politik  yang  mengarah  pada 
instabilitas  perlu  segera  dituntaskan,  paling  tidak  melalui  resolusi  konflik.  Masa  depan 
hubungan  antara  Rl  dan  TLS  masih  diwarnai  nuansa  konflik,  apalagi  Jika  Indonesia  di- 
minta  bertanggung  Jawab  atas  apa  yang  disebut  sebagai  pelanggaran  HAM  di  TLS. 


PENDAHULUAN 

FENOMENA  perang  internal  me- 
rupakan suatu  kajian  baru  yang 
menarik  minat  para  akademisi  Hu- 
bungan Internasional.  Hal  in!  terutama  ka- 
rena sejak  berakhirnya  Perang  Dunia  II  je- 
nis  perang  yang  dominan  terjadi  adalah 
perang  internal.  Holsti  (1996),  misalnya, 
membuat  suatu  database  tentang  seluruh 
perang  yang  terjadi  pasca  PD  II  dan  men- 
data  bahwa  dari  1  83  perang  yang  terjadi 
di  seluruh  dunia  dari  1 945  hingga  1 995  ha- 
nya  28  perang  (1  5,3  persen)  yang  merupa- 
kan perang  antarnegara.  Mayoritas  perang 
(84,7  persen)  yang  terjadi  di  dunia  adalah 
perang  internal. 


Kecenderungan  serupa  juga  didapat  da- 
ri database  KOSIMO  Indicator  for  Inter- 
national Conflict.  KOSIMO  menunjukkan 
bahwa  dari  1945  hingga  1999,  143  negara 
dunia  diguncang  oleh  693  konflik  yang  ter- 
bagi  dalam  empat  tingkat  eskalasi,  yaitu: 
latent  conflict  (149  kasus),  non-violent 
crises  (}5S  kasus),  violent-crises  {276  ka- 
sus), dan  war  (1 1 3  kasus).  Dari  database 
ini  terlihat  bahwa  konflik  yang  disertai 
kekerasan  merupakan  konflik  yang  pa- 
ling sering  terjadi  (56,1  persen).  Data- 
base tersebut  juga  menunjukkan  bahwa 
dari  389  kasus  konflik  yang  melibatkan 
kekerasan,  73,5  persen  merupakan  kon- 
flik internal.  Konflik-konflik  internal  terse- 
but sebagian  besar  terjadi  di  negara- 
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negara  yang  tidak  demokratis  (90,1  per- 
sen),  terjadi  di  negara-negara  berkem- 
bang  (69,9  persen),  terjadi  di  luar  dae- 
rah  pertarungan  AS-US  (62,7  persen), 
dan  cenderung  melibatkan  pihak  asing 
(60,2  persen).  Dilihat  dari  upaya  penye- 
lesaian  konfliknya,  konflik-konflik  internal 
cenderung  tidak  menghasilkan  suatu  re- 
solusi  (73,5  persen)  dan  cenderung  me- 
nyebabkan  keruntuhan  suatu  rezim  po- 
litik  (51 ,2  persen). 

Pada  masa  pasca  Perang  Dingin,  kecen  - 
derungan  dominannya  perang  internal  da- 
lam  politik  internasional  semakin  tampak. 
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wallensteen 
and  Sollenberg  (2000),  misalnya,  menunjuk- 
kan  bahwa  dari  110  konflik  utama  yang- 
melibatkan  kekerasan  bersenjata  yang  ter- 
jadi antara  1990-1999,  hanya  7  konflik 
yang  merupakan  konflik  antarnegara;  103 
konflik sisanya  merupakan  konflik  internal. 

Tulisan  ini  akan  mengkaji  gejala  perang 
interna!  dalam  konteks  proses  pembentuk- 
an  negara-bangsa  dengan  mengambil  ka- 
sus  Timor  Lorosa'e  (TLS).  Bagian  pertama 
tulisan  ini  akan  inenguraikan  berbagai  va- 
riasi  penjelasan  teoretis  dalam  bentuk  tin- 
jauan  kepustakaan  tentang  proses  pem- 
bentukan  negara-bangsa.  Bagian  selanjut- 
nya  akan  mengaplikasikan  penjelasan  teo- 
retis tersebut  dalam  konteks  TLS.  Bagian 
terakhir,  tulisan  ini  menyajikan  prediksi 
hubungan  Indonesia  (TLS)  di  masa  depan. 

-;J5»    

Prediksi  ini  lakukan  atas  dasar  sejumlah 
asumsi,  yaitu:  (1)  Rakyat  TLS  akan  melaku- 
kan  proses  pembentukan  negara-bangsa; 
(2)  Rekonsiliasi  dibutuhkan  dalam  proses 
pembentukan  negara-bangsa  TLS;  (3) 
Pembentukan  negara-bangsa  memiliki  dua 
dimensi  internal  dan  eksternal;  (4)  Proses 
dengan  dimensi  eksternal  akan  melibatkan 
Rl;  (5)  Proses  ini  akan  menlmbulkan  po- 


tensi-potensi  konflik  baru  yang  akan 
mempengaruhi  tidak  saja  hubungan  Indo- 
nesia-TLS,  tetapi  juga  stabilitas  kawasan 
Asia-Pasifik. 


TINJAUAN  TEORETIS  TENTANG 
PEMBENTUKAN  NEGARA-BANGSA 

Di  paruh  kedua  abad  XX,  dinamika  sis- 
tem  internasional  diwarnai  oleli  proses  de- 
kolonisasi  yang  melahirkan  negara-negara 
baru.  Banyak  pihak  tidak  terialu  mempe- 
dulikan  kenyataan  bahwa  evolusi  pemben- 
tukan batas  negara-negara  pasca  kolonial 
—  termasuk  TLS  dan  negara-negara  di 
Eropa  —  berbeda. 

Kesadaran  akan  adanya  perbedaan  pro- 
ses pembentukan  negara-bangsa  tersebut 
telah  mendorong  kaum  strukturalis  untuk 
mengembangkan  suatu  kajian  tentang  pe- 
ngaruh  proses  nation-state  buf/d/ng ierha- 
dap  kemunculan  potensi  konflik  internal 
di  suatu  negara.  Kajian  tersebut  dapat  di- 
kategorikan  dalam  enam  kelompok.  Pemba- 
gian  ini  tidak  dimaksudkan  untuk  mencip- 
takan  kontradiksi  arah  kajian  kaum  struk- 
turalis namun  lebih  ditujukan  untuk  mem- 
bangun  suatu  pemetaan  dasar  yang  dapat 
dipakai  sebagai  eksplorasi  awal  untuk  men- 
cari  kemungkinan  kolaborasi  antarderivasi 
teori  strukturalis. 

Kolaborasi  tersebut  dapat  dilakukan  de- 
ngan mengkalkulasi  kemungkinan  variasi 
proses  pembentukan  negara-bangsa.  Jika 
kalkulasi  tersebut  dilakukan  berdasarkan 
asumsi  bahwa  satu  kelompok  kajian  dapat 
dipadatkan  dalam  dua  kategori  ekstrem, 
maka  akan  tercipta  64  (26)  kemungkinan 
variasi.  Variasi  ideal  (Tipe  1)  terjadi  saat 
suatu  negara-bangsa  dapat  mengatasi 
dampak  negatif  seluruh  determinan  proses 
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Tabel  1 

DERIVASI   KAJIAN  STRUKTURALIS  TENTANC  PROSES  PEMBENTUKAN  NEGARA-BANGSA 
Derivasi  Pakar 


1.  Struktur  Peradaban  Global 

2.  Anatomi  Negara-Bangsa 

3.  Faksionallsasi  Politik 

4.  Non-conventional  issues 

5.  Identitas 

6.  Resolusi  Konflik 


Giddens,  Huntington,  Kaplan 

Ayoob,  Bloomfield,  Buzan,  Herbst,  Holsti,  Howe,  Strayer,  Tilly 
Hassan,  Mansfield,  Reilly,  Snyder 
Homer-Dixon,  Goldstone,  Kaplan 

Ballentine,  Brown,  Gagnon,  Jacquin  Berdai,  Kaufman,  Lake, 
Rothchild,  Snyder,  Van  Evera 

Azar,  Burton,  Galtung,  Hoffman,  King,  Kriesberg,  Zartman 


pembentukan  negara-bangsa.  Variasi 
terburuk  (TIpe  64)  terjadi  saat  suatu  ne- 
gara-  bangsabenar-benar  gagal  mengatasi 
dinamika  enam  determinan  proses  pem- 
bentukan negara-bangsa.  Enam  kelompok 
..kajian  tersebut  terangkum  dalam  Tabel  1. 

Kelompok  pertama  menekankan  pen- 
tingnya  mengkaji  keterkaitan  antara  per- 
kembangan  struktur  peradaban  global 
dengan  proses  pembentukan  negara- 
bangsa.  Kajian  sistemik  terpopuler  dlja- 
barkan  oleh  Huntington  (1998)  vang  me- 
lihat  keterkaitan  antara  proses  evolusi 
peradaban  dengan  proses  pembentuk- 
an negara-bangsa.  Analisis  sistemik  kon- 
temporer  diberikan  oleh  Kaplan  (2000) 
yang  melihat  bahwa  proses  pembentuk- 
an negara-bangsa  di  Dunia  Ketiga  cen- 
derung  diwarnai  oleh  instabilitas  demo- 
kratisasi,  kemunculan  gejala  tribalism, 
perang  saudara,  dan  ethnic  cleansing. 

Kajian  dalam  level  sistemik  juqa  dila- 
kukan  oleh  Giddens(1  996) yang  melihat sis- 
tem  internasional  sebagai  suatu  struktur 
yang  digerakkan  oleh  tiga  paham  utama: 
kapitalisme,  industrialisasi,  dan  paham  sis- 
tem  negara-bangsa.  Irisan  antara  evolusi 
kapitalisme  dan  industrialisasi,  antara  lain, 
menghasilkan  proses  institusionallsasi  ke- 
kerasan  bersenjata  (termasuk  perang). 
Proses  institusionalisasi  kekerasan  ini 


dianggap  Giddens  sebagai  salah  satu 
proses  kunci  yang  mengiringi  bangkitnya 
sistem  negara-bangsa  Westphalian.  Dengan 
demikian,  proses  pembentukan  negara- 
bangsa  modern  akan  cenderung  diiringi 
oleh  proses  konsolidasi  kekuatan  yang 
dapat  secara  efektif  mengelola  potensi 
penggunaan  kekerasan.  Kompetisi  untuk 
mengelola  kekerasan  ini  akan  menghantui 
proses  awal  pembentukan  negara-bangsa 
dan  kegagalan  institusi  politik  untuk  menge- 
lola kekerasan  memicu  terjadinya  perang 
internal  (Giddens,  1996:  255-293). 

Kelompok  kedua  mengenali  adanya 
suatu  kebutuhan  untuk  membedah  nega- 
ra  ke  dalam  komponen-komponen  pem- 
bentuknya.  Kajian  "anatomi  negara"  ini 
dilakukan  untuk  melihat  upaya  negara 
untuk  mengembangkan  suatu  struktur 
dan  institusi  sosial-politik  yang  dapat 
meningkatkan  legitimasi  domestik  nega- 
ra di  mata  bangsa.  Kajian-kajian  "ana- 
tomi negara"  ini  telah  diimplementasi- 
kan  oleh  Herbst  (1996/1997)  dan  Howe 
(1996/1997)  untuk  menganalisis  proses 
melemahnya  negara-negara  di  Afrika 
dan  melihat  bagaimana  proses  ini  me- 
nyulut  terjadinya  perang  internal. 

Keterkaitan  antara  struktur  negara  dan 
perang  internal  dapat  diawali  dengan 
membedah  komponen-komponen  pem- 
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bentuk  negara-bangsa.  Buzan  (1991),  mi- 
salnya,  memperkenalkan  suatu  terobosan 
baru-yang  dapat  digunakan  untuk  mengkaji 
struktur  negara.  Berlawanan  dengan  tra- 
disi  kaum  /?ea//5f  yang  melihat  negara  se- 
bagai  aktor  monolith  dan  unitariat,  Buzan 
memecah  negara  ke  dalam  tiga-komponen 
pembentuknya,  yaitu:  the  idea  of  state,  the 
institutional  expression  of  state,  dan  the 
physical  base  of  state. 

Anatomi  Buzan  tersebut  digunakan  oleh 
Holsti  (1996)  untuk  mengembangkan  kon- 
sep  legitimasi  yang  berkerraan  dengan  hak 
negara  untuk  memerintah  bangsa  melalui 
penyediaanjasa-jasaseperti  keamanan,  ke- 
adilan,  pe.rangkat  hukum,  ketaatan  bernega- 
ra,  dan  variasi-variasi  kesejahteraan.  Proses 
awal  pembentukan  negara-bangsa  akan  di- 
penuhi  dengan  usahanegarauntukmemper- 
oleh  legitimasi  horisontal  dan  vertikal. 
Legitimasi  horisontal  berkaitan  dengan  ke- 
mampuan  negara  untuk  menciptakan  dan 
menjaga  kphesi  sosial  antara  komponen 
bangsa,  sementara  legitimasi  vertikal  ber- 
urusan  dengan  kemampuan  negara  untuk 
menerapkan  perangkat-perangkatadminis- 
tratif  formalnya  kepada  seluruli  komponen 
bangsa.  Kegagalan  negara  untuk  mendapat- 
kan  legitimasi  vertikal  dan  horisontal  akan 
memicu  terjadinya  tanggapan  masyarakat 
mulai  dari  sekadar  penolakan  verbal  terha- 
dap  peran  negara  hingga  pemberontakan 
bersenjata  (Holsti,  1996:  119-122). 

Ayoob  (1 995;  1  996)  mempertajam  kajian 
ini  dengan  menempatkan  proses  dekoloni- 
alisasi  sebagai  sumber  ketidakamanan  ne- 
gara-negara  Dunia  Ketiga.  Hal  ini  karena 
proses  dekolonialisasi  meninggalkan  jejak 
hitam  di  negara-negara  pasca  kolonial  da- 
lam bentuk  rapuhnya  batas  tentorial  ne- 


gara, ketidaksiapan  institusi  politik,  lenyap- 
nyastukturadat,  kegagalan  rekayasa  sosial, 
hingga  rendahnya  kphesi  sosial  antarkom- 
ponen  bangsa.  Ketidakamanan  ini  cende- 
rung  ditangani  negara  pola-pola  represif 
dalam  rentang  waktu  yang  panjang  untuk 
memperkuat  legitimasi  rezim  politik. 

Ayoob  (1  995: 28-32)  melihat  bahwa  stra- 
tegi  represif  ini  cenderung  dibutuhkan  da- 
lam proses  awal  pembentukan  negara-bang- 
sa. Hal  yang  sama  juga  dilihat  oleh  Tilly 
(1975)  untuk  kasus  pembentukan  negara- 
bangsa  di  Eropa  abad  Xlli-XVil.  Kebutuhan 
negara  untuk  menggunakan  strategi  repre- 
sif ini  akan  menimbulkan  5ec/y/7/yc///e/77/77a 
dalam  arti  upaya  maksimal  negara  untuk 
memproyeksikan  kemampuan  pengguna- 
an  kekerasan  akan  menurunkan  legitimasi 
negara  tersebut  di  mata  bangsa. 

Kelompok  /ref/gra  berupaya  memproyek- 
sikan bagaimana  faksionalisasi  politik  do- 
mestik  berpengaruh  terhadap  munculnya 
konflik  internal  dalam  proses  pembentukan 
negara-bangsa.  Kelompok  ketiga  ini  pada 
dasarnya  berupaya  melihat  kendala-ken- 
dala  yang  dimiliki  negara-bangsa  baru 
dalam  melaksanakan  proses  demokrati- 
sasi,  yaitu  ketidaksiapan  struktur  sosial  ne- 
gara untuk  mengantisipasi  dinamika  proses 
demokratisasi  (IVlansfield  and  Snyder,  1  995). 
Kaplan  (2000)  melihat  ketidaksiapan  ini 
cenderung  terjadi  saat  ada  upaya  eksternal 
dan  internal  untuk  mempercepat  proses 
demokratisasi.  Cejalaini  mendorong  Kaplan 
untuk  menawarkan  suatu  hybrid-regime 
yang  dapat  menjembatani  kebutuhan 
absolutisme  negara  dengan  penyebaran 
liberalisasi  politik.  Temuan  senada  juga 
diberikan  oleh  Hassan  (1996).  Hassan 
mengkaji  proses  demokratisasi  yang  ter- 
jadi di  Asia  Tenggara  dan  berupaya 
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mengaitkannya  dengan  tingkat  stabilitas 
yang  dialami  suatu  negara.  Hassan  berke- 
simpulan  bahwa  proses  demokratisasi 
di  Asia  Tenggara  cenderung  tidak  stabil 
karena:  (1)  ledakan  partisipasi  rakyat  tidak 
mampu  dikelola  oleh  Institusi  politik  yang 
ada;  dan  (2)  ketidakmampuan  negara  un- 
tuk  menerapkan  prinsip  good  governance. 

Kajian  faksionalisasi  politik  juga  dila- 
kukan  oleh  Reilly  (2000)  yang  menaruh  per- 
hatian  terfradap  dua  fenomena  global  yang 
terjadi  bersamaan,  yaitu  perluasan  pahani 
demokrasi  dan  peningkatan  frekuensi  keke- 
rasan  komunal  bernuansa  etnis.  Reilly  ber- 
upaya  untuk  menguji  dalil  yang  menyata- 
kan  bahwa  semakin  tinggi  keragaman  etnis 
di  suatu  negara,  semakin  rapuh  demokrasi 
di  negara  tersebut.  Dalil  tersebut  ditolak 
Reilly  dengan  menunjukkan  bahwa  frag- 
mentasi  etnis  dapat  digunakan  untuk  mem- 
perkuat  demokrasi  jika  sistem  politik  yang 
ada  tidak  memungkinkan  kelompok  etnis 
tertentu  untuk  mendominasi  struktur  poli- 
tik domestik. 

Kelompok  /ree/77yoaf  menempatkan  isu- 
isu  non-konvensional  dan  low-politicss&^^r- 
ti  masalah  sumberdayaalam,  lingkungan  hi- 
dup,  dan  demografi,  sebagai  variabel-varia- 
bel  bebas  yang  dapat  dipakai  untuk  menje- 
laskan  arah  proses  pembentukan  negara- 
bangsa.  Keterkaitan  antara  demogrcifl  dan 
pr.oses  pembentukan  negara-bangsa,  ,mi- 
salnya,  ditunjukkan  oleh  Goldstone  (1999). 
Goldstone  menyajikan  suatu  tinjauan  his- 
toristentang  bagaimanapertumbuhan  pen- 
duduk  yang  pesat  cenderung  diikuti  oleh 
kegagalan  institusional  negara  yang  akan 
mengarah  ke  bentuk-bentuk  kekerasan  se- 
perti  pemberontakan,  kekerasan  komunal 
atau  bahkan  perang  saudara. 


Goldstone  juga  mengingatkan  bahwa  se- 
telah  1870,  pertumbuhan  pendudukdi  ne- 
gara-negaramaju  menunjukkan  penurunan, 
namun  ledakan  pertumbuhan  penduduk  di 
negara-negara  berkembang  baru  mulai  di 
paruh  kedua  abad  XX.  Dengan  demikian, 
bisa  diprediksikan  bahwa  gelombang  ke- 
kerasan yang  pernah  terjadi  Eropa  abad 
XVI-XIX  akan  terjadi  dalam  skala  global 
di  abad  XX  dan  XXI.  Gelombang  kekeras- 
an global  ini  akan  melanda  negara-negara 
berkembang  yang  sebagian  besar  meru- 
pakan  negara-negara  hasil  proses  de- 
kolonlalisasl  dan  maslh  bergulat  dengan 
masalah  pembentukan  negara-bangsa.' 

Homer-Dixon  (1994)  mengkaji  secara 
lebih  luas  daripada  analisis  Goldstone 
(1995)  dengan  meletakkan  aspek  demo- 
grafi (pertumbuhan  penduduk)  sebagai 
salah  satu  sumber  degradasi  lingkungan 
yang  akan  berinteraksi  dengan  dua  sumber 
lainnya yaitu  penurunan  kuantitas  dan  kua- 
litas  renewable  resources  dan  adanya  dis- 
kriminasl  akses  ke  sumber  daya.  Degra- 
dasi lingkungan  cenderung  terjadi  pada 
proses  awal  pembentukan  negara-bangsa 
karena  pada  kondisi  awal  ini,  institusi  poli- 
tik-ekonomi  yang  ada  belum  dapat  me- 
ngembangkan  suatu  rekayasa  sosial  untuk 
mengelola  sumber  daya  yang  tersedia. 
Kegagalan  negara  untuk  mengStasi  masa- 
lah degradasi  lingkungan  dapat  menimbul- 
kan  berbagai  konflik  seperti  konflik  etnis 
(karena  kompetisi  perebutan  sumber 
daya),  krisis  rezim  politik,  dan  bahkan  ge- 
jala  separatisme. 


Prediksl  tentang  keterkaitan  antara  dinamika 
aspek  demografi  dan  geiombang  kekerasan  dengan 
studi  kasus  Cina  disajikan  oleh  Orme  (1997/1998) 
dan  Goldstone  (1995). 
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Kelompok  /re/Zmamemfokuskan  diri  un- 
tuk  meneliti  peran  faktor  identitas  dalam 
proses  pembentukan  negara-bangsa.  Hal 
ini  tampak  dari  kecenderungan  banyak  ahli 
seperti  Brown  (1 993),  Cagnon  (1 994/1 995), 
Kaufman  (1 996),  serta  Lake  and  Rothchild 

(1 996)  ,  untuk  membahas  konflik  etnis  yang 
terjadi  di  Asia,  Afrika,  Balkan  ataupun  Uni 
Soviet.  Pentingnya  faktor  identitas  ini  juga 
menjadi  perhatian  Van  Eve ra  (1994)  serta 
Snyder  and  Ballentine  (1 996)  yang  berupaya 
mengaitkan  perkembangan  tipe-tipe  nasio- 
nalisme  tertentu  dl  suatu  negara  dengan 
kecenderungan  terjadinya  perang  internal. 

Kajian-kajian  Hubungan  Internasional 
tentang  konflik-konflik  yang  berkaitan  de- 
ngan niasalah  identitas,  seperti  etnisitas, 
sebenarnya  menunjukkan  keraguan  untuk 
meletakkan  variabel  identitas  sebagai  pe- 
nyebab  konflik  (Brown,  1  997).  Hal  ini  bisa 
dill  hat  ,antara  lain  melalui  kajian  Troebst 

(1 997)  tentang  tidak  terjadinya  konflik  etnis 
di  Macedonia  (1 990-1 995);  kajian  jacquin- 
Berdal  (1 998)  tentang  keinginan  Eriteria, 
Southern  Sudan,  dan  Somalliland  untuk  me- 
lepaskan  diri  dari  negara  induk  yang  ber- 
etnis  sama  yaitu  Ethiopia,  Sudan  dan  So- 
malia; atau  kajian  Lewis  (1  997)  tentang  tetap 
terjadinya  konflik-konflik  internal  di  ne- 
gara-negarayang  secara  etnis  homogen  se- 
perti Afghanistan,  Aljazair,  Kamboja,  Nica- 
ragua, dan  Sierra  Leone.  Kajian-kajian  terse- 
but  menunjukkan  bahwa  walaupun  etnisi- 
tas merupakan  satu  faktor  yang  secara  acak 
muncul,  faktor  etnisitas  secara  metodologis 
tidak  menyajikan  syarat  cukup  atau  syarat 
perlu  bagi  pecahnya  suatu  konflik  internal. 

Kelompok  keenam  cenderung  memba- 
has mekanisme  resolusi  konflik  yang  da- 
pat  diterapkan  untuk  menyelesaikan  suatu 
kasus  perang  Internal  yang  terjadi  saat  pro- 


ses pembentukan  negara-bangsa  sedang 
berlangsung.  Kelompok  ini  melandasi  diri 
pada  perspektif  resolusi  konflik  yang  dita- 
warkan  oleh  Burton  (1 990),  Caltung  (1 996), 
Hampson  (1997),^  dan  Zartman  and  Ras- 
mussen  (1997)  yang  berupaya  mengem- 
bangkan  prosedur  resolusi  konflik  internal 
yang  membutuhkan  kombinasi  dari  ber- 
ragam  metode  resolusi  konflik  seperti  re- 
konstruksi  ekonomi,  penerapan  good  gov- 
ernance, demokratisasi,-  rekonsiliasi,  post- 
conflict  rehabilitation,  dan  peace-mainte- 
nance} Kajian-kajian  tentang  perang  inter- 
nal yang  menggunakan  perspektif  resolusi 
konflik  ini  telah  dilakukan  oleh  Brown  and 
Oudraat  (1 997)  yang  berupaya  mencari 
pola  keterlibatan  internasional  dalam  reso- 
lusi perang  internal. 


PROSES  PEMBENTUKAN  NE- 
GARA-BANGSA TIMOR  LOROSA'E 

Catatan  penting  yang  perlu  diungkap 
adalah  bahwa  pada  dasarnya  masalah  TLS 
merupakan  proses  dekolonialisasi  yang  ti- 
dak tuntas.  Proses  dekolonialisasi  TLS  I 
tahun  1 974-1 976  terganggu  dengan  peru- 
bahan  rezim  politik  Portugal,  pertikaian 
antarkelompok  di  TLS,  serta  aneksasi  dan 
integrasi  TLS  ke  dalam  wilayah  negara 
Republik  Indonesia.  Proses  dekolonialisasi 
TLS  II  pasca  jajak  Pendapat  1999  dinilai 
oleh  Singh  (1999),  misalnya,  sebagai  suatu 
proses  yang  memiliki  beberapa  kelemahan 


^Dalam  tulisannya,  Hampson  (1997)  menjabar- 
kan  em  pat  pendekatan  utama  {hard  realism,  soft 
realism,  governance-based,  dan  social-psychologi- 
cal approaches)  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk 
mengembangkan  strategi  intervensi  pihak  ketiga. 

^Pembahasan  lebih  lanjut  tentang  kombinasi 
variasi  metode  resolusi  konflik,  lihat  Fisher  (1997) 
dan  Fisher  and  Keashiy  (1991). 
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mendasar  yang  akan  mengganggu  proses 
pembentukan  negara-bangsa.  Kelemahan- 
kelemahan  tersebut  menyangkut  masalah- 
masalah  kesalahan  persepsi  dari  segi  geo- 
strategis  dan  geoekonomi  tentang  posisi 
TLS,  serta  ambiguitas  moral  yang  ditunjuk- 
kan  baik  oleh  PBB,  Indonesia,  Portugal,  dan 
Australia. 

Perkembangan  kajian  tentang  pemben- 
tukan negarqi-b'angsa  seperti  yang  telah 
dijabarkan  di  baglan  sebelumnya  antara  lain 
menunjukkan  bahwa  proses  pembentukan 
negara-bangsa  TLS  akan  sarat  dengan  ber- 
bagai  potensi  masalah.  Pertama,  TLS  harus 
memulai  proses  pembentukan  negara- 
bangsa  saat  peran  aktor  negara  ditantang 
oleh  aktor-aktor  lain  karena  proses  global- 
isasi  dan  bangkitnya  masalah-masalah 
transnasional. 

Kedua,  TLS  akan  berhadapan  dengan 
kemungkinan  intervensi  aktor-aktor  inter- 
nasional  yang  menaruh  perhatian  terhadap 
proses  periibentukan  negara-bangsa  di  TLS. 
Intervensi  itu  dapat  saja  dilakukan  oleh  ne- 
gara-negara  besar  seperti  Amerika  Serikat'' 
dan  Australia  yang  memiliki  kepentingan- 
kepentingan  tradisional  di  wilayah  Asia 
Tenggara  dan  Pasifik.  Intervensi  ini  dapat 
juga  berwujud  intervensi  kemanusiaan  atau- 
pun  pembangunan  yang  dilakukan  oleh 
beragam  aktor.  Asian  Development  Bank 
(ADB),  misalnya,  pada  23  Maret  2000  telah 
memutuskan  untuk  mempersiapkan  bantu- 
an  hibah  sebesar  US$1  juta  untuk  pemba- 
ngunan kembali  TLS.  Selain  itu,  Finlandia 
menyiapkan  dana  US$7,5  juta  (untuk  masa 
tiga  tahun);  AS  akan  memberi  bantuan  tam- 
bahan  US$49  juta;  Swiss  memberi  dana 


"intervensi  AS  dl  kawasan  Asia  Tenggara  ditun- 
jukkan  dengan  baik  oleh  Kahin  and  Kahin  (1997) 
serta  Carothers  (1999). 


US$4,6  juta.  AS  juga  terlibat  dalam  bantuan 
multilateral  melalui  UNTAET  Trust  Fund 
(US$4  juta)  dan  mefalui  Trust  Fund  Bank 
Dunia  untuk  keperluan  rekonstruksl  sebe- 
sar US$500,000.  AS  juga  menyiapkan  plana 
US$20  juta  untuk  tahun  fiskal  2000  mela- 
lui proyek  USAID  di  TLS  {Kompas,  24  Ma- 
ret 2000). 

Ketiga,  rakyat  TLS  juga  harus  berha- 
dapan dengan  kenyataan  bahwa  struktur 
sosial  dan  pranata  adat  lokal  telah' dihan- 
curkan  selama  masa  kolonisasi  Portugal 
dan  masa  aneksasi  Indonesia.  Hal  ini  me- 
nyebabkan  rekayasa  sosial  yang  dibutuh- 
kan  untuk  mengatasi  dinamika  demografi, 
keterbatasan  sumber  daya  dan  degradasi 
lingkungan,  tidak  dapat  berjalan  optimal. 

Keempat,  rakyat  TLS  tentunya  menya- 
darl  bahwa  demokrasi  bukanlah  a  given 
concept rxdiVnun  harus  digapai  melaPui  pro- 
ses demokratisasi.  Proses  ini  akan  diwarnai 
dengan  persaingan  ketat  beberapa  kelom- 
pok  elite  eksklusif  yang  dapat  mengarah 
ke  instabilitas  sosial. 

Potensi  konflik  terdalam  yang  akan  di- 
alami  oleh  rakyat  TLS  adalah  rapuhnya  ko- 
hesi  sosial  masyarakat  karena  beragam  ke- 
kerasan  struktural  yang  terjadi  dalam  di- 
namika sejarah  bangsa  TLS.  Secara  teoretis, 
salah  satu  mekanisme  resolusi  konflik  yang 
dapat  diterapkan  untuk  mengatasi  kerapuh- 
an  tersebut  adalah  rekonsiliasi. 

Rekonsiliasi  itu  'sendiri,  secara  abstrak, 
dapatdidefinisikan  sebagai  pemulihan  kem- 
bali kesucian  masyarakat  yang  telah  terno- 
da  oleh  tindakan-tindakan  kekerasan.  Re- 
konsiliasi bisa  juga  didefinisikan  sebagai 
suatu  proses  untuk  mendamaikan  plhak-pi- 
hakyang  bertikai  denganjalan  menghilang- 
kan  penghalang  antara  kedua  pihak  untuk 
menghasilkan  kesepakatan-kesepakatan 
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bersama  tentang  masa  depan  mereka. 
Definisi-definisi  di  atas  menunjukkan  bah- 
wa  rekonsiliasi  baru  bisa  dilakukan  jika  su- 
dah  ada  proses  de-eskalasi  konflik. 

Usahauntukmelakukan  de-eskalasi  kon- 
flik dapat  diawali  dengan  proses  negosiasi 
langsung  antarelite  yang  bertikai.  Proses 
negosiasi  di  tingkat  elite  ini  bertujuan  un- 
tuk  memulai  proses  re-integrasi  elite  politik, 
Upaya  re-integrasi  elite  ini  telah  dilakukan 
dalam  suatu  pertemuan  tertutup  yang  di- 
prakarsai  oleh  Universitas  Uppsala,  Swedia, 
antara  kelompok  pro-kemerdekaan  dan 
pro-lntegrasi  di  Singapura,  pada  26  Febru- 
ari  2000.  Kelompok  Timor  Merdeka  diwa- 
kili  oleh  Wakil  Komandan,  KepalaStaf  Falin- 
til  {Forcas  Armadas  Libertacao  Nacional  da 
Timor  Leste/ Armada.  Pembebasan  Nasional 
untuk  Kemerdekaan  Rakyat  Timor  Timur) 
Taur  Matan  Ruak.  Sedangkan  kelompok  pro- 
integrsi  diwakili  oleh  Joao  Tavares,  Pang- 
lima  Pa^ukan  Pejuang  Integrasi  dan  Eurico 
GutierreS;  Komandan  (Milisi)  Aitarak  (Kom- 
pas,  28  Februari  2000).  Re-integrasi  yang 
terjadi  di  pucuk  piramida  ini  diharapkan  da- 
pat  dijadikan  dasar  untuk  menggerakkan 
proses  yang  sama  ke  bagian-bagian  pira- 
mida lainnya. 

Proses  resolus!  konflik  di  pucuk  pirami- 
da tersebut  dapat  berlanjut  dengan  usaha 
untuk  menyentuh  sebab-sebab  fundamen- 
tal dari  konflik  yang  terjadi.  Determinan- 
determinan  dasar  dari  s_uatu  konflik  dapat 
diatasi  jika  masalah  interpretasi  subjektif 
(faktor-faktor  fenomenologis)  antarkelom- 
pok  yang  terbentuk  oleh  dinamika  sejarah 
ditangani  dengan  memulai  suatu  proses  re- 
konsiliasi, yang  berkonsentrasi  untuk  men- 
ciptakan  perdamaian  yang  positif.^  Perda- 

'istilah  Positive  Peace  dikembangkan  oleh 
Boulding  (1978). 


maian  tidak  dilihat  dengan  definisi  negatif: 
peace  as  the  absence  of  war,  tetapi  dipan- 
dang  sebagai  suatu  proses  untuk  memben- 
tuk  tradisi  penciptaan  pola-pola  resolusi 
konflik  yang  menanggalkan  opsi  penggu- 
naan  kekerasan. 

Perhatian  pada  faklor-faktor  fenomeno- 
logis ini  dapat  diawali  dengan  berkonsen- 
trasi untuk  meringankan  beban  yang  me- 
nimpa  para  korban  pertikaian  dalam  ma- 
syarakat.  Hal  ini  dilakukan  dengan  menim- 
bulkan  kesadaran  kolektif  bahwa  telah  ter- 
jadi proses  victimisation  6a\avc\  masyarakat 
(Montville,  1991:  538).  Kesadaran  ini  dapat 
diperoleh  dengan  memberi  kesempatan 
pada  para  korban  untuk  secara  eksplisit, 
ekspresif  dan  dalam  kondisi  tanpa  tekanan 
untuk  mengungkapkan  realitas  penderitaan 
dan  kekerasan  yang  dialami.  Untuk  kasus 
TLS,  korban-korban  konflik  tidak  saja  ber- 
asal  dari  pertikaian  pasca  Jajak  Pendapat 
tetapi  bisa  ditarik  lebih  jauh  sehingga 
menyentuh  segala  bentuk  kekerasan  yang 
terjadi  sejak  kekosongan  kekuasaan  pasca 
Revolusi  Bungadi  Portugal,  proses  integrasi 
ke  Indonesia,  dan  kasus-kasus  pelanggaran 
HAM  yang  terjadi  selama  23  tahun. 

Perlu  diingat  bahwa  konflik  di  TLS  te- 
lah bertransformasi  dari  pertarungan  poli- 
tik internal  untuk  mengisi  kekosongan  ke- 
kuasaan menjadi  perang  antara  dua  "nega- 
ra"  (satu  negara  berdaulat  penuh  (Rl)  me- 
layyan  satu  bangsayang  sedang  mengalami 
masa  pemerintahan  transisional).  Selama 
23  tahun  dianeksasi  oleh  Rl,  konflik  yang 
terjadi  di  TLS,  secara  hukum  internasional, 
dipandang  sebagai  inter-state  war  namun 
secara  de  facto  konflik  tersebut  merupa- 
kan  internal  war  yang  memiliki  karakter 
khusus  sebagai  separatist  war—  didefinisi- 
kan  sebagai  perang  internal  yang  melibat- 
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kan  konfrontasi  bersenjata  antara  negara 
yang  berdaulat  dengan  suatu  gerakan  ber- 
basis  regional  yang  berusaha  memisahkan 
diri  atau  berusaha  mengembangkan  ke- 
mampuan  satu  kelompok  tertentu  untuk 
mengelola  satu  wilayah  geografis  tertentu 
(Heraclldes,  1997).  Untuk  kasus  TLS,  sepa- 
ratist war  yang  terjadi  memiliki  empat 
karakteristik  utama:  (1)  adanya  aktivitas 
militer  yang  bertujuan  untuk  memisahkan 
diri  dari  satu  negara  tertentu;  (2)  ada 
dukungan  yang  cukup  signiflkan  dari  dalam 
masyarakat  ke  arah  penentuan  nasib  sen- 
diri;  (3)  ada  oposisi  aktif  dari  negara  mela- 
wan  kegiatan  separatis;  dan  (4)  ada  kon- 
frontasi bersenjata  berkelanjutan  antara 
Angkatan.  Bersenjata  negara  dengan  para 
gerilyawan  dan  konfrontasi  ini  diragukan 
banyak  pihak  sebagai  cara  untuk  menye- 
lesaikan  konfiik. 

Jika  konfiik  yang  terjadi  di  TLS  diakui 
sebagai  separatist  war  n\dkdi\  (1)  pemerin- 
tah  Rl  harus  mau  bertanggung  jawab  ter- 
hadap  semua  implementasi  kebijakan 
yang  dirumuskan  untuk  memenangkan 
perang  tersebut;  dan  (2)  harus  timbul 
pemahaman  bahwa  separatist  war  selalu 
disertai  dengan  tindakan-tindakan  teror 
sistematis  yang  memang  ditujukan  untuk 
mempengaruhi  kondisi  psikologis  masya- 
rakat setempat.^  Teror  tersebut  sebenar- 
nya  memiliki  peluang  kecil  untuk  dapat 
memenangkan  perang  karena  justru  akan 
menimbulkan  resistensi  dari-anggota 
masyarakat  yang  tertindas/ 

Yang  perlu  ditekankan  di  sini  adalah 
bahwa  pengungkapan  realitas  ini  tidak  di- 


^Adanya  teror  sistematis  dalam  kasus  separa- 
tist ivar  dapat  dilihat  pada  Holsti  (1996:  Ch.  2)  dan 
Heraclldes  (1997). 

^Munculnya  resistensi  komunitas  lokal  terha- 
dap  kekerasan  sistematis  yang  diiakukan  negara 
juga  dibahas  oleh  Taylor  (1 998). 


maksudkan  untuk  mencari  "para  penjahat 
perang"  tetapi  lebih  ditujukan  untuk  mem- 
bagi  beban  penderitaan  yang  dialami  se- 
kelompok  masyarakat  ke  lapisan  masyara- 
kat lainnya.  Pengakuan  akan  adanya  kor- 
ban  tidak  boleh  dipakai  untuk  membagi 
kembali  masyarakat  menjadi  dua  kelom- 
pok: the  good  guys  against  the  bad  guys. 
Pengakuan  tersebut  harus  dilihat  sebagai 
awal  untuk  menggali  kembali  semangat 
kebersamaan  seluruh  masyarakat  dalam 
mengatasi  penderitaan  yang  dialaminya. 

Kesadaran  kolektif  bahwa  ada  sekelom- 
pok  masyarakat  yang  mengalami  peristiwa 
traumatik  dapat  menciptakan  suasana  kon- 
dusif  bagi  terciptanya  rekonsiliasi  hanya 
jika  ada  kemampuan  dari  para  korban 
untuk  menerima  kata  maaf  yang  diucapkan 
oleh  para  pelaku  kekerasan.  The  power  of 
forgiveness  dari  seluruh  lapisan  masya- 
rakat TLS  memainkan  peran  penting  untuk 
menentukan  seberapa  besar  proses,  re- 
konsiliasi akan  kembali  menyatukan  ma- 
syarakat atau  bahkan  "menyucikan"  ma- 
syarakat dari  noda  kekerasan  yang  sela- 
ma  ini  terjadi  di  TLS. 

Tahap  penting  dari  proses  rekonsiliasi 
adalah  perwujudan  rasa  keadilan  dalam 
masyarakat.  Namun,  harus  kembali  dite- 
kankan bahwa  rekonsiliasi  bertujuan  untuk 
mencatat  sejarah  hitam  suatu  bangsa  dan 
kemudian  menjadikannya  sebagai  kekuat- 
an  baru  untuk  membentuk  masa  depan 
bersama.  Dengan  demikian,  perwujudan. 
rasa  keadilan  ditujukan  untuk  (1)  memberi 
kompensasi  bagi  para  korban  kekerasan; 
dan  (2)  memberikan  jaminan  penegakan 
hukum  terutama  untuk  mencegah  teru- 
langnya  pemakaian  kembali  tindak  ke- 
kerasan untuk  menyelesaikan  perbedaan 
antarkelompok. 
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Proses  r6konsillasi  untuk  masyarakat 
TLS  dapat  dikatakan  berhasil  jika  plhak- 
pihak  yang  bertikal  telah  berhasil  bersama- 
sama  memandang  penderitaan  yang  sela- 
ma  ini  dialami  oleh  masing-masing  kelom- 
pok  sebagai  suatu  pengorbanan  yang  me- 
mang  diperlukan  untuk  memperkuat  sendi- 
sendi  bangsa.  Dengan  kata  lain,  kedua  ke- 
lompok  berhasil  mengubah  destructive  con- 
flict ydiX\g  terjadi  selama  in!  menjadi  con- 
structive conflict  (Krisberg,.  1 998)  yang  ti- 
dak  akan  lagi  menjadikan  kekerasan  seba- 
gai sarananya.  Lebih  jauh  lagi,  proses  re- 
konsiliasi  dapat  dinilai  berhasil  membawa 
rakyat  TLS  ke  arah  perdamaian  jika  ber- 
muara  kepada  usaha  untuk  bersama-sama 
kembali  merumuskan  cita-cita  masa  depan 
bangsa  TLS. 

Namun,  proses  rekonsiliasi  ini  bukah 
merupakan  satu-satunya  resolusi  konflik 
yang  dibutuhkan  oleh  TLS.  Rekonsiliasi 
cenderung  tepat  digunakan  jika  konflik 
yang  terjadi  telah  melibatkan  faktor-faktor 
feriomenologis.  Rekonsiliasi  jugacenderung 
berjalan  efektif  jika  laplsan-lapisan  konflik 
yang  lain  ditangani  dengan  mekanisme  re- 
solusi konflik  yang  relevan  (lihat  Bagan  1). 

Proses  rekonsiliasi  di  TLS,  seperti  yang 
telah  dijabarkan  di  atas,  pada  dasarnya  me- 
rupakan bagian  dari  proses  pembentukan 
negara-bangsa.  Proses  pembentukan 
negara-bangsa  ini  selain  cenderung  bersi- 
fat  internal  juga  cenderung  memakan  waktu 
yang  panjang.  Dimensi  waktu 'dari  pem- 
bentukan negara-bangsa  ini  mendapat 
perhatian  besar  dari  Ayoob  (1 995).  Proses 
pembentukan  negara-bangsa  akan  me- 
makan waktu  400  (menurut Tilly,  1 975:  26- 
27))  hingga  700  tahun  (menurut  Strayer 
(1970:  23))  dan  proses  ini  akan  diwarnai 
dengan  beragam  konflik  yang  akan  menda- 
sari  proses  transformasi  suatu  bangsa. 


Ayoob  (1 995)  berpendapat  bahwa  un- 
tuk negara-negara  dunia  ketiga,  proses 
pembentukan  bangsa  akan  btvs\fdX  instant 
dan  proses  ini  akan  dipercepat  oleh  negara 
dengan  membentuk  suatu  perasaan  iden- 
titas  kolektif  baru.  Dengan  kata  lain,  negara 
akan  berusaha  untuk  "merekayasa"  nasio- 
nalisme  bangsanya.*  Rekayasa  ini  perlu 
dilakukan  agar  (1)  legitimasi  vertikal  yang 
bersumber  dari  ide  pembentukan  negara 
semakin  tinggi;  dan  (2)  legitimasi  horisontal 
yang  diperlukan  untuk  memperkuat  ko- 
hesivitas  antarkomponen  masyarakat  da- 
pat menghasilkandukungan  terhadap  rezim 
yang  ada.. 

Nationalist  Mythmaking  ini,  menurut 
Van  Evera  (1 994),  memiliki  korelasi  lang- 
sung  dengan  konflik.  Berkaitan  dengan 
masalah  RI-TLS,  salah  satu  hipotesis  Van 
Evera  tentang  dimensi  politik  dari  nasio- 
nalisme  dapat  dijadikan  dasar  untuk 
menjabarkan  potensi  konflik  yang  ada  di 
antara  dua  tetangga  ini.  Hipotesis  tersebut 
adalah  semakin  tinggi  kejahatan  perang 
masa  lalu  yang  dilakukan  oleh  suatu  bang- 
sa terhadap  bangsa  lain,  semakin  besar 
kemungkingan  pecahnya  konflik.  Kemung- 
kinan  konflik  karena  kejahatan  di  masa  lalu 
akan  semakin  besar  jika  (1)  kejadian 
kriminalitas  perang  masih  melekat  dalam 
ingatan  korban;  (2)  pertanggungjawaban 
terhadap  tindakan  tersebut  dapat  ditimpa- 
kan  ke  salah  satu  kelompok  dalam  suatu  -:2& 
bangsa;  dan  (3)  kelompok  yang  melakukan 
pelanggaran  HAM  tidak  menunjukkan 
penyesalan  atas  tindakan  yang  telah 
dilakukan. 


^Snyder  and  Ballentine  (1  996)  menyebut  rekaya- 
sa ini  sebagai  Nationalist  Mythmaicing  yang  biasa- 
nya  terjadi  di  negara-negara  baru  yang  dikendalil<an 
oleh  suatu  rezim  autoritarian. 
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"Perdamaian  Positif 


Khusus  untuk  kasus  pelanggaran  HAM, 
Kelman  (1 993:  30)  dan  Curr  (1 996:  63),  ml- 
salnya,  merumuskan  suatu  formula  yang 
menyatakan  bahwa"pengingkaran  terhadap 
HAM  ipso  facto  dengan  pengingkaran  ter- 
hadap harmoni  sosial  dan  perdamaian".  Da- 


lam  konteks  inl  harmoni  sosial  secara  se- 
derhana  dilihat  sebagai  terpenuhinya  ke- 
butuhan  dasar  manusia.  Dan  dengan  demi- 
kian  0englngkaran  terhadap  HAM  akan 
mengarah  ke  deprivasi  budaya  dan  struk- 
tural  yang  mengakibatkan  tidak  terpenuhi- 
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nya  kebutuhan  dasar  manusia.  Adanya 
pengingkaranterhadaphak-haksosial-eko- 
nomi  seperti  pangan,  papan,  sandang,  pen- 
didikan,  dan  kesehatan  menyebabkan  ke- 
lompok-kelompok  sosial  terpaksa  memilih 
jalur  represif  untuk  merebut  atau  sekadar 
mempertahankan  haknya. 

Untuk  kasus  TLS,  ketiga  kemungkinan 
konflik  karena  kejahatan  di  masa  lalu  ter- 
penuhi  secara  bulat.^  Permintaan  maaf  Pre- 
siden  Rl  Abdurrahman  Wahid  "atas  apa 
yang  terjadi  di  masa  lampau"  yang  di- 
sampaikan  di  depan  Presiden  Dewan  Per- 
tahanan  Nasional  Rakyat  Timor  {Conselho 
Nacional  Resistencia  de  Timorese  I CHKY) 
Xanana  Gusmao,  Ketua  Pemerintahan  Tran- 
sisi  PBB  di  Timor  Timur  (UNTAET)  Sergio 
Vieira  de  Melo,  Uskup  Dili  Carlos  Filipo 
Ximenes  Belo,  Jose  Ramos  Horta  serta  ri- 
buan  rakyat  TLS,  merupakan  pengakuan 
terbuka  dari  satu  pihak  bahwa  kejahatan 
telah  terjadi  {Kompas,  1  Februari  2000). 

Dengan  demikian  tuntutan  Antonio  Pa- 
rada  yang  ditujukan  pada  pemerintah  Por- 
tugal (10  April  1996)  r(\e\3\u\  Permanent 
Court  of  Abritration  di  Den  Hag,  dapat  di- 
lakukan  oleh  masyarakat  TLS  untuk  peme- 
rintah Rl.  Cejalaini  mulai  muncul  diindikasi- 
kan  dengan  adanya  protes  para  demons- 
tran  saat  Presiden  Rl  Abdurrahman  Wahid 
berkunjung  ke  Dili  (Selasa,  29  Februari  2000) 
yang  meminta  pengusutan  kematian  David 
Alex,  Sabaiai,  dan  Mauhudu,  serta  permin- 
taan Uskup  Dili  Carlos  Filipo  Ximenes  Belo 
agar  Pemerintah  Indonesia  mengganti  ke- 
rugian  atas  perusakan  kediaman  Uskup  di 
Dili  {Kompas,  1  Maret  2000). 


Penjelasan  panjang  tentang  terjadinya  kejahat- 
an terhadap  kemanuslaan  di  TLS  diberikan,  mlsal- 
nya,  oleh  Taylor  (1  998). 


Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang 
terjadi  di  TLS  juga  dipantau  oleh  Cotton 
(2000)  yang  mengaitkannya  dengan  peru- 
bahan  mandat  PBB  bagi  kekuatan  multina- 
sional  di  TLS.  Pelanggaran-peianggaran 
HAM  tersebut  mendapat  perhatian  besar 
dari  PBB  terbukti  dengan  penerapan  Bab 
VII  Piagam  PBB  didasari  atas  dasar  telah 
terjadinya  berbagai  bentuk  kekerasan  ter- 
organisir  di  TLS  yang  mengancam  perda- 
maian  dan  keamanan  global.  Penerapan 
Bab  VII  dilakukan  lewat  Resolusi  Dewan 
Keamanan  PBB  1296/1999  yang  membe- 
rikan  wewenang  kepada  International 
Forces  for  East  Timor  (INTERFET)  untuk 
memulihkan  stabilitas  di  TLS. 

PROSPEK   HUBUNGAN  INDONE- 
SIA-TIMOR LOROSA'E 

KPP  HAM  untuk  TLS  telah  mengumpul- 
kan  fakta  dan  bukti  yang  menunjukkan 
indikasi  kuat  telah  terjadinya  pelanggaran 
berat  HAM  yang  dilakukan  secara  teren- 
cana,  sistematis,  serta  dalam  skala  besar 
dan  luas,  berupa  pembunuhan  massal,  pe- 
nyiksaan  dan  petiganiayaan,  penghilangan 
paksa,  kekerasan  terhadap  perempuan  dan 
anak  (termasuk  di  dalamnya  perkosaan  dan 
perbudakan  seksual),  pengungsian  paksa, 
pembumihangusan  dan  perusakan  harta 
benda  yang  kesemuanya  merupakan 
kejahatan  terhadap  kemanusiaan  {Kompas, 
1  Februari  2000).  Seluruh  rangka+an - 
kejahatan  terhadap  kemanusiaan  tersebut 
merupakan  tanggung  jawab  tiga  kelompok: 
(1)  para  pelaku  yang  secara  langsung  ber- 
ada  di  lapangan,  yakni  para  milisi,  aparat 
keamanan  dan  kepolisian;  (2)  mereka  yang 
melaksanakan  pengendalian  operasi,  ter- 
masuk, tetapi  tidak  terbatas  pada,  aparat 
birokrasi  sipil  terutama  para  bupati,  gu- 
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bernur  dan  pimpinan  militer  serta  kepoli- 
sian  lokal;  dan  (3)  pemegang  tanggung 
jawab  kebijakan  keamanan  nasional,  ter- 
masuk,  tetapi  tidak  terbatas  pada,  para 
pejabattinggi  militer,  yang  balk  secaraaktif 
maupun  pasif  telah  terlibat  dalam  kejahat- 
an  tersebut. 

Berdasarkan  aiur  pikir  di  atas,  maka  da- 
pat  disimpulkan  bahwa  hubungan  RI-TLS 
akan  cenderung  diwarnai  dengan  nuansa 
konflik  jika  proses  pembentukan  negara- 
bangsa  di  TLS  diawali  dengan  usaha  pen- 
ciptaan  instant  nationalism  yang  meletak- 
kan  Ri  atau  bahkan  bangsa  Indonesia  se- 
bagai  suatu  kelompok  yang  bertanggung 
jawab  atas  semua  bentuk  penindasan  yang 
terjadi  di  masa  lampau. 

Hal  ini  misalnya  tampak  dari  "tuduh- 
an"  atau  "mitos"'°  penting  yang  bisa  menja- 
dikan  RI  sebagai  pihak  yang  harus  dimin- 
tai  pertanggungawaban.  Tuduhan  tersebut 
antara  lain  adalah:  (1)  Indonesia  selalu 
mendambakan  Timor  Timur  dan  ini  ter- 
bukti  dalam  invasinya  pada  Desember 
1  975;  (2)  Indonesia  merekayasa  dan 
menimbulkan  instabilitas  di  Timor  Portugis 
untuk  melakukan  campur  tangan  militer; 
(3)  Integrasi  tidak  pernah  tercapai  tetapi 
hanya  aneksasi;  (4)  Indonesia  gaga!  meme- 
nuhi  resolusi-resolusi  Dewan  Keamanan 
dan  Majelis  Umum  PBB  yang  relevan  de- 
ngan masalah  Timor  Timur  disebabkan 
penolakan-penolakan  mendaiam  atas 
kehadiran  dan  kekuasaan  Indonesia;  (5) 
Pelanggaran  HAM  semata-mata  karena 
ulah  ABRI;  (6)  Lebih  dari  200.000  pendu- 
duk  Timor  Timur  telah  dibunuh  Indonesia 


'°Kata  "tuduhan"  dan  "mitos"  dipergunakan  oleh 
Singh  (1  998)  dan  ini  bisa  dijadikan  indikasi  bias- 
bias  subjektif  yang  muncul  dalam  kajian-kajian 
tentang  masalah  Timor  Timur. 


dalam  suatu  tindakan  pembunuhan  mas- 
sal  yang  sistematis;  (7)  Rakyat  Timor  Ti- 
mur didiskriminasi  secara  sistematis  de- 
ngan menguntungkan  orang-orang  Indo- 
nesia lainnya;  (8)  Kebijakan  pembersihan 
budaya  dilakukan  Indonesia  untuk  meng- 
hancurkan  budaya  Portugis  di  Timor  Ti- 
mur; dan  (9)  Insiden  Dili  November  1991 
tidak  lebih  dari  pembunuhan  berdarah 
dingin  oleh  ABRI  (Singh,  1998:  335-368). 

Usaha  untuk  mencari  pembenaran  ter- 
hadap  tuduhan-tuduhan  di  atas  tentunya 
akan  memancing  konflik  antara  RI  dan 
TLS.  Dan  hal  ini  bisa  terjadi  jika  proses  re- 
konsilasi  yang  menggunakan  kejadian  tra- 
gis  di  masa  lalu  untuk  membentuk  faktor 
historis  suatu  bangsa,  dimanipulasi  untuk 
menjadi  suatu  proses  pembentukan  iden- 
titas  kolektif  yang  cepat. 

PENUTUP 

Ketika  Parlemen  Italia  baru  berdiri,  se- 
orang  anggota  Parlemen  Massimo  d'Azeglio 
berkata  bahwa:  "We  have  made  Italy,  now 
we  have  to  make  Italian^'. Kalimat  yang 
sama  sekarang  dapat  diucapkan  oleh  Xa- 
nana Gusmao,  Jose  Ramos  Horta,  Uskup 
Belo  dan  para  tokoh-tokoh  TLS  lainnya.  Ja- 
jak  Pendapat  telah  dan  akan  menciptakan 
negara  TLS,  sekarang  mereka  harus  men- 
ciptakan bangsa  TLS. 

Usaha  pembentukan  negara-bangsa  baru 
ini  membutuhkan  paham  nasionalisme  yang 
kuat.  Paham  Ini  dapat  memicu  konflik  jika 
didasarkan  pada  mitos  kaum  chauvinist 
yang  menginginkan  dicapainya  posisi  su- 
perioritas  dari  kelompok  lain.  Namun,  kare- 


"Dikutlp  dari  Ayoob  (1995:25). 
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na  sejarah  pembentukannya,  nasionalisme 
bangsa  TLS  diharapkan  tidak  pernah  me- 
ninggalkan  pijakan  bahwa  nasionalisme 
mengandung  gagasan  self-liberating  enter- 
prise, suatu  paham  yang  selalu  Identik  de- 
ngan  proses  pembebasan  dari  penindasan. 
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Buku  Putih 

Pertahanan  Australia  2000: 
Adakah  Pesan  untuk  Indonesia? 

Teuku  Rezasyah 

Komitmen  Australia  untuk  membangun  kerja  sama  pertahanan  baru  dengan  Indonesia 
demi  mewujudkan  kepentlngan  strategis  yang  lebih  kekal  dl  antara  kedua  negara  diurai- 
kan  dalam  Buku  Putih  Pertahanan  Australia  2000.  Meskipun  bentuk  hubungan  pertahan- 
an baru  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci,  namun  dokumen  buku  putih  ini  mengajak 
Indonesia  untuk  rnembangun  suatu  hubungan  pertahanan  baru  guna  menyangga  kepen- 
tlngan strategis  bersama.  Selain  itu  buku  putih  ini  memuat  visi  dan  misi  pertahanan  10 
tahun  ke  depan,  sekaligus  bukti  adanya  transparansi  dalam  rencana  pertahanannya.  Se- 
cara tegas  buku  ini  menyatakan  kesedlaan  Australia  menjadi  pendamping  Amerika  Seri- 
kat  di  kawasan  Asia  Pasifik,  berikut  kesedlaan  menangani  krisis  internaslonal  di  berbagai 
kawasan.  Secara  tersamar,  terpeta  sebuah  harapan  dari  pola  hubungan  Australia-Indo- 
nesia di  masa  depan. 


PENDAHULUAN 

BUKU  Putih  Pertahanan  Australia  ter- 
baru  {Defence  2000:  Our  Future  De- 
fence Force)  yang  diterbitkan  tang- 
gal  6  Desember  2000  layak  dikaji  men- 
dalam.  Selain  memuat  visi  dan  misi  perta- 
hanan 10  tahun  ke  muka,  tersedia  kajian 
bagaimana  Australia  mengevaluasi  diri 
dan  lingkungannya,  berikut  bukti  tidak 
adanya  transparansi  dalam  rencana  per- 
tahanannya. Naskah  ini  semakin  penting 
karena  dibuat  setelah  lolos  diskusi  de- 
ngan masyarakat  Australia;  ditangani 
oleh  The  National  Security  Committee  of 
Cabinet,  atau  Komite  Keamanan  Nasional 
pimpinan  Perdana  Menteri  Australia;  ser- 
ta  menjanjikan  reformasi  sistem  admi- 
nistrasi  dan  manajemen  pertahanan. 


Banyak  kalangan  pertahanan  di  Indo- 
nesia menafsirkan  dokumen  ini  sebagai 
arogan.  Pertama,  Australia  telah  makin  per- 
caya  diri  pasca  disintegrasi  Timor  Timur. 
Kedua,  mantapnya  pertumbuhan  ekonomi 
memungkinkan  Australia  merancang  se- 
buah sistem  pertahanan  ideal,  sementara 
tetangga-tetangganya  masih  mengaiami 
kemunduran  ekonomi.  Ketlga,  banyaknya 
logika  Howard  Doctrine,  yang  membenar- 
kan  peran  selaku  Deputy  Sheriff  km^nV^di 
Serikat  (AS)  di  Asia  Pasifik. 

Naskah  ini  dirancang  untuk  menganali- 
sis  dokumen  pertahanan  Australia  yang 
terbaru,  serta  mengkaji  keterhubungannya 
dengan  kepentlngan  nasional  Indonesia. 
Sesuai  pembabakan  yang  ada,  maka  anali- 
sis  akan  membahas  lima  tema  besar  ber- 
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ikut  ini.  Pertama,  fondasi  pertahanan.  Ke- 
dua,  strategi  yang  dianut.  Ketiga,  peran 
penduduk  dalam  pertahanan.  Keempat, 
kapabilitas  pertahanan.  Terakhir,  anggaran 
pertahanan. 

FONDASI  PERTAHANAN 

Dokumen  ini  memantapkan  peran  Aus- 
tralian Defence  Force  (ADF),  atau  Angkatan 
Bersenjata  Australia  di  kawasan  Asia  Pa- 
sifik  lewat  em  pat  peran  berikut.  Pertama, 
kesiapan  meiakukan  operasi  militer  sepan- 
jang  bukan  perang  konvensional.  Kedua, 
kesediaan  membantu  negara  lain  mensta- 
bilkan  diri  menghadapi  konflik  domestik 
lewat  kegiatan  evakuasi  penduduk,  serta 
menjaga  dan  memaksakan  perdamaian. 
Ketiga,  kewaspadaan  menghadapi  cyber 
attack,  organisasi  kriminal,  terorisme,  imi- 
gran  gelap,  perdagangan  obat  bius,  nela- 
yan  haram,  pembajakan  di  laut,  dan  pe- 
ianggaran  karantina.  Keempat,  selain  siap 
menghadapi  serangan  bersenjata,  ADF  ju- 
ga  berhak  meiakukan  pemantauan  mari- 
tim  berikut  tindakan  pemaksanya.  Untuk 
ini,  tersedia  kerja  sama  dengan  semua  in- 
stansi  domestik,  didukung  fasilitas  kapal 
dan  intelijen  guna  beroperasi  di  maritime 
approaches  (alur-alur  maritim  yang  me- 
nuju)  Australia  (Commonwealth  of  Austra- 
lia, 2000:  viii). 

Menurut  hemat  pehulis,  fondasi  di  aras 
membawa  konsekuensi  bagi  Indonesia,  ji- 
ka  pemerintahan  Howard  berhasil  menso- 
sialisasikannya  di  dalam  negeri.  Misalnya, 
kalangan  domestik  dapat  menekan  peme- 
rintah  untuk  mencampuri  urusan  negara 
lain,  akibat  adanya  konflik  etnis  maupun 
hak  asasi  manusia  yang  tidak  sejalan  de- 
ngan praktek  yang  berlaku  di  Australia.  Ti- 


dak mustahil,  krisis  yang  berlarut-larut  di 
Indonesia  Bagian  Timur  dapat  merangsang 
publik  mendesak  pemerintah  untuk  bertin- 
dak,  ataupun  memaksa  Australia  meng- 
himbau  PBB  guna  menyikapinya.  Australia 
dapat  juga  bertindak  lebih  keras  dalam 
menghadapi  nelayan  haram  asal  Indone- 
sia, yang  telah  mentradisi  mencari  ikan  di 
perairan  Australia,  waiaupun  selama  ini 
hanya  mengkarantina,  menyampaikan  nota 
protes,  dan  memulangkan  mereka. 

Ketiadaan  definisi  atas  maritime  ap- 
proaches membawa  konsekuensi  perben- 
turan  dalam  operasi  laut  ADF  dengan  ke- 
giatan TNI  AL  di  Selat  Lombok,  Selat  Ma- 
kasar,  Selat  Ombai,  Laut  Banda  dan  Laut 
Maluku,  yang  waiaupun  merupakan  yuris- 
diksi  Indonesia,  namun  langsung  menga- 
rah  ke  perairan  Australia.  Masalah  lain- 
nya  menyangkut  aturan-aturan  innocent 
passage  ydiUg  belum  mampu  kita  praktek- 
kan  secara  konsisten. 

Tanpa  aturan  main  yang  tegas  dan  je- 
las,  dapat  saja  terjadi  insiden.  Misalnya,  la- 
tihan  militer  yang  melibatkan  matra  laut 
dan  udara  Indonesia  yang  dilakukan  .se- 
cara  mendadak  dapat  disalahartikan  oleh 
Australia  dan  negara-negara  lain,  sehingga 
mengundang  komplikasi  baru.  Guna  anti- 
sipasi  hal  ini,  Indonesia  bendaknya  me- 
nyusun  role  of  engagement  di  dalam  dan 
luar  perairan  nusantara,  yang  melibatkan 
Departemen  Kehakiman  dalam  aspek  hu- 
kum,  TNI  AL  dalam  aspek  pemaksaan  hu- 
kum,  serta  TNI  AU  dalam  hal  koordinasi 
operasi.  Aturan  baru  ini  tentunya  tidak  di- 
buat  sebatas  menyikapi  kebijakan  perta- 
hanan Australia,  namun  guna  meniadakan 
kemungkinan  krisis  dengan  negara  mana- 
pun.  Ada  balknya  kita  meiakukan  restruk- 
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turisasi  sistem  pertahanan  nasional,  beru- 
pa  sebuah  layered  defence  system  (sis- 
tem pertahanan  berlapis),  dengan  TNI  AU 
bertugas  di  luar  Zona  Ekonomi  Eksklusif 
(ZEE),  bersama  TNI  AL  memonitor  wilayah 
antara  ZEE  dan  wilayah  terltorial,  serta 
mengamanahkan  TNI  AD  dan  POLRI  ber- 
tugas di  darat  dalam  konteks  sishankam- 
rata.^ 

Dalam  aspek  lingkungan  strategis,  Aus- 
tralia mengakui  bahwa  globalisasi  dan 
kepemimpinan  AS  sangat  membantu  per- 
tumbuhan  ekonomi,  sosial  dan  politiknya. 
Diharapkan  PBB  terus  berperan  memeli- 
hara  keamanan  secara  lebih  aktif  dan  efek- 
tif.  Australia  juga  khawatir  atas  hubungan 
antara  kekuatan-kekuatan  utama  di  ka- 
wasan  seperti  Cina,  Jepang,  India,  Rusia, 
dan  Amerika  Serikat,  karena  mereka  mam- 
pu  bertindak  mandiri  dan  terlibat  dalam 
konflik  dengan  sesama  mereka  (Common- 
wealth of  Australia,  2000:  viii-ix).  Sayang- 
nya,  Buku  Putih  tidak  merinci  konfrontasi 
jenis  apa  yang  mungkin  timbul  dari  pola 
hubungan  kelima  negara  di  atas,  dalam 
hal  apa  kepantingan  nasional  Australia 
terganggu,  berikut  tiadanya  harapan  akan 
mekanisme  peniadaan  konflik  yang  mung- 
kintimbul. 

Buku  Putih  menjelaskan  Asia  Tenggara 
sebagai  kawasan  penting,  dan  berharap 
bahwa  evolusi  politik  dan  sosial  yang  ter- 
jadi  dapat  memperkuat  iegitimasi  peme- 
rintah  yang  berkuasa.  Idealnya,  naskah  ini 
juga  memuat  rincian  bagaimana  evolusi 
tersebut  terbentuk,  serta  kondisi-kondisi 


'Selama  ini  role  of  engagement  JU\  AL  dita- 
ngani  oleh  Panglima  Armada,  dan  bul<annya  Ke- 
pala  Staf  Angkatan  Laut.  Guna  analisis  mendalam 
atas  perlunya  koordinasi  antarangltatan,  periksa 
Kardi  (2000:  229-244). 


domestik  dan  eksternal  apakah  yang  da- 
pat  dikategorikan  evolusioner.  Termuat 
juga  harapan  agar  masalali-masalah  ke- 
amanan ditangani  secara  hati-hati,  demi 
terpeliharanya  keamanan  kawasan.^  Dalam 
konteks  ini,  tidak  dinyatakan  secara  spe- 
sifik  mengenai  jenis,  macam  maupun  sub- 
stansi  dari  5ect//7f//55f/e5  (masalah-masa- 
lah  keamanan)  yang  merisaukar,  Australia 
tersebut,  apakah  mencakup  krisis  yang 
terjadi  dalam  yurisdiksi  suatu  negara,  me- 
libatkan  berbagai  negara,  ataupun  yang 
merisaukan  Australia  meskipun  sebenar- 
nya  tidak  terlibat. 

Penulis  juga  tidak  melihat  adanya  ko- 
mitmen  Australia  yang  mengharapkan  se- 
mua  negara  di  Asia  Tenggara  yang  terlibat 
krisis  untuk  langsung  menangani  masalah, 
ataupun  kesediaan  memaksimalkan  lem- 
baga  yang  telah  ada  seperti  Association  of 
Sout/ieast  Asian  Nations  (ASEAN),  ASEAN 
Regional  Forum  (ARF),  maupun  PBB.  Yang 
tersirat  adalah  harapan  Australia  untuk 
langsung  membantu  menyelesaikan  konflik 
balk  di  dalam  suatu  negara  maupun  yang 
melibatkan  berbagai  negara  dengan  meng- 
gunakan  mekanisme  tersendiri. 

Secara  khusus  Australia  menggolong- 
kan  Indonesia,  Timor  Timur,  Papua  New 
Guinea  dan  negara-negara  kepulauan  di 
Pasifik  Barat  Daya  sebagai  immediate 
neighbourhood  (bertetangga  langsung), 
yang  sedang  menghadapi  tantangah  eko- 
Inomi  dan  struktural.  Penulis  tidak  meli- 
hat Indonesia  mendapat  perhatian  khu- 
sus seperti  halnya  semasa  Partai  Buruh, 
kecuali  dari  pencantumannya  yang  tidak 


^Commonwealth  of  Australia  (2000:  ix).  Dalam 
bagian  ini,  istllah  yang  digunakan  adalah  Political 
and  Social  Evolution. 
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alfabetis.  Mirip  Buku  Putih  terdahulu,  Aus- 
tralia mengakui  dirinya  cukup  aman  dan 
tidak  memiliki  ancaman  langsung,  karena 
didukung  oleh  kondisi  geografi,  hubungan 
bertetangga  yang  baik,  angkatan  ber- 
senjata  yang  kuat,  serta  aliansi  yang 
mantap  dengan  AS  (Commonwealth  of 
Australia,  2000:  ix).  Sikap  lebih  percaya 
diri  makin  tampak,  karena  Australia  tidak 
sedikit  pun  menyebut  perlunya  koor- 
dinasi  dengan  AS  maupun  Pakta  ANZUS 
yang  juga  melibatkan  Selandia  Baru,  da- 
lam  hal  terjadinya  ancaman  atas  Australia. 

Menariknya,  meskipun  memiliki  perang- 
kat  militer  yang  memadai,  tema  pertama 
ini  diakhiri  dengan  sikap  khawatir  atas 
pertumbuhan  mesin  perang  di  kawasan, 
terutama  sekali  pesawat  tempur  yang  da- 
pat  menyerang  dari  jarak  jauh,  sistem  pe- 
luru  kendali  anti-kapal,  serta  mandala  pe- 
rang darat  berpemuku!  canggih  (Com- 
monwealth of  Australia,  2000:  ix-x). 

STRATEGI  PERTAHANAN  AUS- 
TRALIA 

Meskipun  tidak  dinyatakan  secara  res- 
mi,  terkesan  Australia  makin  meyakini 
Doktrin  Howard.  Pertama,  dokumen  ini  me- 
nyatakan  bahwa  krisis  yang  terjadi  di  ka- 
wasan terdekatnya  perlu  ditanggapi  seca- 
ra serius,  dengan  pemerintah  Australia 
sanggup  membantu  melakukan  sesuatu. 
Kedua,  sasaran  jangka  panjang  Australia 
adalah  juga  menjamin  agar  direct  ap- 
proaches (alur-alur  langsung)  menuju  Aus- 
tralia terjamin  keamanannya.  Ketiga,  mes- 
kipun mendukung  keamanan  negara-ne- 
gara  yang  berbatasan  langsung  dengan- 
nya,  Canberra  juga  hirau  akan  kemung- 
kinan  instabilitas  yang  mengancam  ke- 


utuhan  nasional  mereka,  berikut  ancaman 
atas  rnereka  dari  luar.  Terakhir,  Canberra 
slap  secara  mandiri  maupun  bersama  pi- 
hak  lainnya  mengupayakan  stabilitas  dan 
kerja  sama  di  Asia  Tenggara,  dan  slap  me- 
melihara  stabilitas  di  Asia  Pasifik  dengan 
pada  saat  yang  sama  mencegah  timbul- 
nya  hegemoni  di  dalam  kawasan.^ 

Secara  implisit,  proposisi  di  atas  me- 
rujuk  Indonesia,  untuk  tidak  mengganggu 
ketahanan  Timtim  dan  PNG,  sekaligus  per- 
nyataan  kesiagaan  guna  secara  mandiri 
maupun  bersama  pihak  lain  memonitor 
alur-alur  darat,  lautdan  udarayang  menu- 
ju ke  Timtim  dan  PNG.  Meskipun  demikian, 
dokumen  ini  secara  spesifik  menghimbau 
Indonesia,  guna  bersama-sama  menolak 
masuknya  kekuatan  luar  kawasan  dalam 
penyelesaian  konflik  yang  ada  (Common- 
wealth of  Australia,  2000:  x). 

Kebenaran  "Doktrin  Howard"  semakin 
terbukti,  saat  tersurat  kesediaan  turut 
mempertahankari  dan  memperkuat  sistem 
keamanan  dunia.  Australia  juga  slap  be- 
kerja  sama  dengan  masyarakat  dunia,  ter- 
utama sekali  PBB,  nienjunjung  tinggi  global 
security  (keamanan  dunia),  dan  mence- 
gah meluasnya  senjata-senjata  pemusnah 
massal  (Commonwealth  of  Australia,  2000: 
x).  Kritik  perlu  diberikan  pada  bagian  ter- 
akhir ini,  karena  prinsip  global  security  \x.u 
sendiri  tidak  dikenal  dalam  piagam  PBB, 
dan  karenanya  dapat  ditafsirkan  secara. 
fleksibel. 

Kepatuhan  Australia  pada  "Doktrin 
Howard"  akhirnya  terbukti,  ketika  naskah 
ini  menegaskan  bahwa  hubungan  strategis 

^Commonwealth  of  Australia  (2000:  x).  Istilah 
yang  digunakan  dalam  bagian  ini  adalah  The  Wider 
Asia  Pacific  Region,  atau  kawasan  Asia  Pasifik  yang 
leblh  luas. 
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dengan  AS  merupakan  fondasi  utama  da- 
lam  berhubungan  dengan  para  tetangga, 
sekutu  dan  juga  mitra  di  kawasan  dalam 
dekade  ini  dan  mendatang.  Tanda-tanda 
ingin  menjadi  pimpinan  kawasan  makin 
terlihat,  ketika  dokumen  ini  mencanang- 
kan  kesediaan  mempertahankan  dan  me- 
ngembangkan  hubungan  strategis,  sekali- 
gus  membantu  membangun  kapabilitas 
militer  secara  memadai  (Commonwealth  of 
Australia,  2000:  x). 

Secara  khusus  dokumen  ini  mengun- 
dang  Indonesia  membangun  suatu  hu- 
bungan pertahanan  baru  (a  new  defence 
relationship)  guna  menyangga  kepenting- 
an  strategis  bersama  (Commonwealth  of 
Australia,  2000:  xi).  Ini  merupakan  perl- 
ngatan  agar  TNI  melupakan  perjanjian 
kerja  sama  keamanan  bilateral  yang  di- 
tandatangani  tanggal  18  Desember  1995 
lalu,  dan  selanjutnya  mengacu  pada  suatu 
sistem  yang  mengakui  kepemimpinan 
Australia.  Yang  patut  kit:a  sikapl  adalah  iti- 
kad  Australia  membangun  kerja  sama  mi- 
liter  dengan  Timtim,  mempertinggi  tingkat 
kerja  sama  militer  yang  telah  ada  dengan 
Selandia  Baru  dan  PNG,  serta  memperta- 
hankan kemitraan  strategis  dengan  ka- 
wasan Pasifik  Selatan.'' 

Tanpa  penjelasan  yang  tegas  dari  pi- 
hak  Australia,  TNI  berhak  menafsirkan  se- 
buah  strategi  yang  melibatkan  dua  nega- 
ra  Melanesia  di  atas  bersama  ANZUS  dan 
FPDA.  Polanya  sudah  jelas  sekali;  mengu- 
rung  Indonesia,  atau  melibatkannya  dalam 
suatu  sistem  pertahanan  di  Asia  Pasifik. 


^Commonwealth  of  Australia  (2000:  xi).  Naskah 
lengl<ap  dari  "Agreement  Between  the  Government 
of  Australia  and  the  Government  of  the  Republic 
of  indonesia  on  Maintaining  Security"  tersebut  an- 
tara  lain  dimuat  dalam  Ball  (1  996:  1 43-1 44). 


Terbukti,  Australia  telah  menganggap  diri- 
nya  lebih  unggul,  karena  mampu:  (a)  mem- 
pertahankan diri  secara  mandiri;  (b)  me- 
ngontrol  alur-alur  udara  dan  laut  menuju 
Australia;  dan  (c)  melakukan  operasi  pro- 
aktif  guna  meniadakan  serangan  dari  ka- 
wasan yang  jauh  dari  benua  Australia 
(Commonwealth  of  Australia,  2000:  xi). 

Sikap  semakin  percaya  diri  Australia 
makin  jelas,  karena  tersurat  kesediaan, 
yang  bila  diminta  akan  membantu  negara 
tetancganya  mempertahankan  diri,  se- 
andainya  terjadi  suatu  agresi  atas  mere- 
ka.  Tentunya  dokumen  ini  tidak  perlu  men- 
jelaskan,  bahwa  kesediaan  di  atas  tetap 
berlaku,  seandainya  salah  satu  tetangga 
Australia  menyerang  sesama  tetangga 
yang  lainnya.  Untuk  itu,  ADF  telah  merinci 
kesiapannya  membantu  mulai  dari  pe- 
ngungsian,  penanganan  bencana,  berikut 
operasi  memelihara  perdamaian,  yang 
skalanya  dapat  dipertinggi  sesuai  kebu- 
tuhan.^ 

Doktrin  Howard  semakin  jelas  terbukti, 
ketika  dokumen  ini  mengakadkan  kesiap- 
an  untuk  terlibat  dalam  berbagai  koalisi, 
guna  menghadapi  krisis  yang  terjadi  di 
luar  kawasan  Asia  Pasifik,  selain  operasi 
keamanan  maritim  yang  selama  ini  dila- 
kukan.  Doktrin  ini  juga  siap  diberlakukan 
guna  mendukung  kebutuhan  masyarakat 
Australia  sendiri,  lewat  dukungan  perlin- 
dungan  militer.^  Penulis  membayangkan 


^Commonwealth  of  Australia  (2000:  xi).  Meski- 
pun  ditulis  secara  mal<ro,  bagian  ini  tentunya  men- 
dapat  perhatian  khusus  dari  kalangan  pertahanan 
di  Indonesia. 

^Commonwealth  of  Australia  (2000:  xii).  Kon- 
sep  yang  digunakan  daiam  konteks  ini  adalah  Wider 
Community  Needs,  yang  indikatornya  sangat  flek- 
sibel  dan  dapat  dipersepsikan  oleh  siapa  pun  yang 
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sebuah  skenario  hipotetis,  di  mana  peme- 
rintah  yang  sangat  percaya  diri  dan  kuat 
secara  militer  tersebut  hams  bersikap  se- 
kitar  masa  pemilihan  umum,  guna  meng- 
hadapi  desakan  masyarakat  dan  partai- 
partai  politik  untuk  bersikap  tegas  atas  ne- 
gara-negara  tetangganya  yang  dianggap 
kurang  demokratis.  Skenario  lainnya,  ma- 
syarakat yang  telah  terlatih  dalam  pasuk- 
an  cadangan  tersebut  memaksakan  ber- 
gerak  sendiri,  sehingga  mempersulit  hu- 
bungan  Australia  dengan  negara  di  seki- 
tarnya. 

RERAN  MASYARAKAT  DALAM 
PERTAHANAN 

Menarlknya,  Buku  Putih  merancang  per- 
tumbulnan  personil  militer  dari  51.500 
menjadi  54.000  jlwa  pada  tahun  2010. 
Meskipun  pertumbuhan  sebesar  4,85  per- 
sen  tersebut  termasuk  kecil,  namun  tidak 
je^as  apakah  personil  tersebut  akan  di- 
tempatkan  pada  divisi  tempur  atau  unit- 
unit  lain.  Yang  jelas,  pemerintah  slap  me- 
lakukan  pelatlhan  dan  penyeleksian  besar- 
besaran,  didukung  fasllltas  yang  modern, 
efektif  dan  eflsien.  Potensi  pasukan  ca- 
dangan naslonalnya  juga  akan  dimaksi- 
malkan  guna  beroperasi  di  daerah  yang 
jauh.  Tersedia  juga  rancangan  guna  me- 
nylapkan  prajurit  sejak  usia  dinl,  lewat 
program  pelatihan  senilai  30  juta  dolar 
(Commonwealth  of  Australia,  2000:  xii-xili). 

Tanpa  sosialisasi  atas  ide  di  atas,  ti- 
dak mustahil  Australia  akan  tercitra  seba- 
gai  negara  yang  militeristis,  yang  me- 
nyiapkan  warga  negaranya  sejak  dinl  gu- 


na tujuan-tujuan  operas!  militer  di  luar 
negeri.  Hendaknya  pihak  Australia  mem- 
perhatlkan  juga  status  kewarganegaraan 
mereka  yang  bermukim  di  Australia  dan 
dilibatkan  dalam  program  di  atas,  karena 
bagi  negara  seperti  Indonesia,  keikutserta- 
an  WNI  dalam  dinas  militer  asing  dapat 
mengakibatkan  hilangnya  kewarganegara- 
an. Patut  diakui,  banyak  WNI  yang  ber- 
status  permanent  resident  di  Australia, 
dan  menggunakan  jalur  ini  guna  segera 
menjadi  warga  negara  Australia. 

KAPABILITAS  PERTAHANAN 

Buku  Putih  juga  menjanjikan  sebuah 
sistem  yang  dapat  merlnci,  mengevaluasi 
dan  merencanakan  suatu  manajemen  per- 
tahanan  10  tahun  ke  muk^.  Naskah  ini 
akan  diuji  tiap  tahun  guna  menyikapi  per- 
kembangan  strategis  dan  percepatan  tek- 
nologi  yang  muncul,  dan  sudah  harus  di- 
setujui  oiGh  pemerintah  sebelum  dilaksa- 
nakan.  Intinya,  menyiapkan  pasukan  pro- 
fesional  yang  terlatih  dan  dipersenjatai 
lenckap,  guna  slap  beroperasi  'serentak 
dan  segera  dalam  waktu  lama.  Bila  perlu, 
pasukan  ini  dapat  digabungkan  dalam 
suatu  koalisi  militer  bersama  negara  lain. 
Secara  spesifik,  ADF  merancang  sebuah 
brigade,  satu  batalyon  tempur,  serta  per- 
kuatan  pasukan  cadangan  hingga  ber- 
kualifikasi  tempur.^ 

Memperhitungkan  skenario  di  atas,  akan 
sulit  sekali  membedakan  pasukan  Austra- 
lia yang  beroperasi  di  luar  negeri,  karena 
pasukan  tempur  dan  cadangan  mereka 


Commonwealth  of  Australia  (2000:  xiii-xiv). 
mengatasnamakan  dirinya  sebagai  masyarakat  Semua.data  keuangan  yang  tertera  dalam  Buku 
Australia.  Putih  adalah  dalam  A$  (dolar  Australia). 
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bergerak  dengan  standar  operasi  dan  pe- 
san  moral  yang  berbeda:-<a)  pasukan  tem- 
pur  dalam  misi  kemanusiaan;  (b)  pasukan 
tempur  dalam  koalisi  militer;  (c)  pasukan 
cadangan  dalam  misi  kemanusiaan;  dan 
(d)  pasukan  cadangan  yang  diperbantukan 
pada  satuan  tempur.  Kesemua  ini  tentunya 
membawa  konsekuensi  hukum  baginega- 
ra  yang  menerima  maupun  berurusan  de- 
ngan mereka. 

Kalangan  TNI  tentunya  berkecil  hati 
mienyimak  biaya  tahunan  ADF  selama  10 
tanun  ke  muka,  karena  sangatjauh  dengan 
anggaran  tahunan  mereka.  Antara  lain:  (a) 
pemeliharaan  jierangkat  darat  (5,9  mJlyar 
dolar);  (b)  pengembangan  perangkat  da- 
rat  (3,9  milyar  dblar);  (c)  bperasT  dan  per- 
sonll  (1 ,1  milyar  dolar);  (d)  1 ,3  milyar  dolar 
bagi  biaya  pemeliharaan  perangkat  uda- 
ra;  (e)  5,3  milyar  dolar  bagi  pembelian  em- 
pat  AWACS  dan  satuan  tempur  guna  men-' 
dampingi  F/A-18  yang  ada;  serta  (f)  biaya 
oporasi  d?.n  personil  sebesar  300  juta 
dolar.^ 

Angkatan  Laut  akan  memiliki  kapabili- 
tas  pengincaran  dan  penyerangan  atas  ka- 
pal  permukaan,  termasuk  kapal  selam  yang 
bergerak  di  extended  maritime  approacties 
(alur-alur  maritim  yang  lebih  jauh)  dari 
Australia.  Kemudian,  fregat  kelas  ANZAC 
akan  dipersenjatai  dengan  perangkat  anti- 
rudal,  fregat  kelas  baru  yang  dapat  mela- 
wan  serangan  udara,  serta  kapal  selam 
kelas  Collins  yang  akan  dipercanggih  pe- 
rangkat tempurnya.  Anggaran  tahunannya 
adalah:  (a)  3,5  milyar  dolar  bagi  pemeliha- 
raan perangkat;  (b)  1,8  milyar  dolar  bagi 
pengembangan  sistem  persenjataan;  dan 

^Commonwealth  of  Australia  (2000:  xiv).  Per- 
hatikan,  Australia  baru  merencanakan  membeli  em- 
pat  AWACS,  sementara  Singapura  telah  lama  meng- 
operasikan  perangkat  ini. 


(c)  0,3  milyar  dolar  bagi  biaya  personil  dan 
operasi.^ 

Proyeksi  Angkatan  Udara  terlihat  pula 
dalam  pengembangan  sistem  perang  elek- 
tronik  bagi  pesawat  F-111,  sebelum  di- 
pensiunkan  antara  tahun  2015  dan  2020, 
dan  selanjutnya  digantikan  dengan  25  pe- 
sawat yang  lebih  canggih  namun  sekelas 
dengan  F/A-18.  Anggaran  tahunan  bagi 
pemeliharaan  AU  adalah  sebesar  0,5  mil- 
yar dolar,  serta  0,8  milyar  dolar  bagi  pe- 
ngembangan kemampuan  tempurnya.  Aus- 
tralia juga  menganggarkan  1,3  milyar  do- 
lar dalam  dekade  ini  bagi  perkuatan  inte- 
lijen  militer,  pemantauan,  komunikasi,  ko- 
mando,  logistjk  dan  sistem  pelaksanaan- 
nya.  Tersedia  daria  sebesar  1,9  milyar  do- 
lar bagi  pembelian  perangkat  intelijen, 
serta  630  juta  dolar  bagi  biaya  operasi 
dan  personil  (Commonwealth  of  Australia, 
2000:  XV). 

INDUSTRI  MILITER 

Australia  telah  merancang  suatu  siner- 
gi  antara  lembaga  pertahanan  dengan  se- 
mua  industri  pertahanan  yang  ada  di  da- 
lam negeri  gunatujuan  kemandirian  perta- 
hanan. Ini,  antara  lain  meliputi:  modernisa- 
si  perangkat  udara,  laut  dan  darat;  pem- 
bangunan  kapal  laut;  pengembangan 
AWACS;  berikut  penyempurnaan  sistem 
K3I.  Terancang  pula  sistem  kerja  sama  dan 
pengembangan  riset  dengan  mitra  aliansi, 
guna  mensenyawakan  industri  pertahan- 
an dengan  revolusi  industri  militer  yang  se- 

^Commonwealth  of  Australia  (2000:  xiv-xv). 
Istilah  yang  digunakan  adalah  Extended  Maritime 
Approaches,  yang  dapat  diterjemahkan  secara  sa- 
ngat  fleksibel  oleh  kalangan  pemerintah  dan  bu- 
kan  pemerintah.  Dengan  demikian,  Australia  akan 
semakin  kritis  mengamati  kegiatan  TNI  AL  di  per- 
airan  Natuna,  Arafura,  dan  Sulawesi. 
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dang  terjadi.  Untuk  itu,  pemerintah  secara 
khusus  mendirikan  Office  of  the  Revolution 
in  Military  Affairs,  guna  mengkaji  perkem- 
bangan  teknologi  militer  mutakhir,  berikut 
pemanfaatannya  bagi  pertahanan  Austra- 
lia. Lembaga  ini  akan  bekerja  sama  dengan 
kalangan  kampus  dan  usaha-usaha  kecil 
dan  menengah  di  dalam  negeri  (Common- 
wealth of  Australia,  2000:  xv). 

ANGGARAN  PERTAHANAN 

Diperkirakan  anggaran  pertahanan  Aus- 
tralia akan  terus  naik  sebesar  3  persen  per 
tahun  selama  10  tahun  ke  muka.  Anggar- 
an tahun  2000-2001  sebesar  12,2  milyar 
dolar  akan  meningkat  0,5  milyar  dolar  tiap 
tahunnya  hingga  2002-2003,  dan  1  milyar 
dolar  untuk  tahun-tahun  sesudahnya.  Se- 
lama 10  tahun  tersebut,  anggaran  militer 
akan  bertambah  sekitar  23,5  milyar  dolar. 
Anggaran  tahunan  mulai  2010  akan  ber- 
tonggak  pada  16  milyar  dolar  yang  akan 
digunakan  secara  efisien  dan  efekiif,  dimo- 
nitor  setiap  tahunnya,  berikut  upaya  efi- 
siensi  dalam  hal  kontrak  kerja  dan  peng- 
hapusan  perangkat  militer  (Commonwealth 
of  Australia,  2000:  xvii). 

CATATAN  KHUSUS 

Buku  Putih  Australia  sangat  kompre- 
hensif,  dan  dapat  dijadikan  pembanding- 
an  seandainya  Indonesia  merencanakan 
Buku  Putih  sejenis.  Meskipun  demikian,  pe- 
nulis  memiliki  beberapa  catatan  berikut 
ini. 

Pertama,  naskah  ini  tidak  dilengkapi 
peta,  sehingga  kita  sulit  mengetahui  ba- 
gaimana  Australia  memposisikan  dirinya 
di  dunia.  Satu-satunya  petunjuk  tertera 
pada  halaman  11,  ketika  Australia  meng- 
gambarkan  perannya  dalam  operasi  per- 


damaian  internasional  sejak  tahun  1956 
hingga  tahun  2000  (Commonwealth  of 
Australia,  2000:  ii).  Kemungkinan  ADF  ingin 
menghindari  kesalahan  Dibb  Report,  yang 
menjangkarkan  pertahanan  dari  Darwin, 
lewat  lingkaran  strategis  seluas  500  mil 
laut,  yang  meluas  menjangkau  beberapa 
orbit  konsentrasi.  Arkian,  Timtim  masuk 
dalam  orbit  pertama;  Sulawesi  dan  Irian 
Jaya  sebagai  orbit  kedua;  Jawa  dan  Kali- 
mantan ke  dalam  orbit  ketiga;  serta  Su- 
matera  ke  dalam  orbit  keempat  dan  ke- 
lima.  Tidak  mustahil,  ADF  telah  menganut 
prinsip  lintas  orbit,  sehingga  perlu  menyl- 
kapi  masalah  keamanan  apapun  yang  ter- 
jadi di  bagian  manapun  dl  dalam  dan 
luarlndonesia.'° 

Kedua,  ketiadaan  indeks,  sehingga  su- 
lit merinci  lokasi  kata  kunci  seperti  jenis 
persenjataan,  nama  negara  dan  organisasi 
internasional  yang  penting  bagi  Australia, 
serta  sensitif  tidaknya  Australia  dengan 
perubahan  yang  muncul. 

Ketiga,  terlihat  kesengajaan  ADF  me- 
ngambangkan  konsep-konsep  seperti  di- 
rect approaches;  maritime  approaches; 
dan  e:ttended  maritime  approaches,  yang 
dapat  diterjemahkan  secara  fleksibel  oleh 
rezim  manapun  yang  memerintah  di  Aus- 
tralia. Konteks  di  atas  akan  pula  menyullt- 
kan  TNI  dalam  merancang  sebuah  kerja 
sama  militer  dengan  Australia  ataupun 
bersama  negara  lain, 

Keempat,  tiadanya  kesalahan  ejaan  da- 
lam nama  negara,  nama-nama  perangkat 


Sebagai  perbandingan  atas  Buku  Putih  Aus- 
tralia 2000,  simak  Commonwealth  of  Australia 
(1994)  dan  Commonwealth  of  Australia  (1986). 
Khusus  dokumen  terakhir,  perhatikan  halaman  be- 
lakang  yang  memuat  peta  berjudul  Australia's  Re- 
gional Security  Interests. 


68 


ANALISIS  CSIS,  Tahun  XXX/2001,  No.  1 


perang  maupun  nama  organisasi  dalam 
keseluruhan  halaman.  Hal  Ini  membukti- 
kan  bahwa  naskah  ini  disiapkan  secara  sa- 
ngat  hati-hati  dan  mengambil  manfaattek- 
nologi  komputasi  secara  maksimal. 

Akhirnya,  terbukti  Australia  bertekad 
mengembangkan  kapabilitas  Angkatan 
Bersenjata  yang  lebih  transparan,  berikut 
rambu-rambu  penilaian  diri  dan  lingkung- 
annya,  yang  memungkinkan  kita  secara 
hipotesis  mengkaji  kondisi-kondisi  domes- 
tik  dan  internasional  yang  dapat  memaksa 
Australia  menggunakan  kekuatan  militer- 
nya. 
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Pemilihan  Presiden  Secara 
Langsung:  Beberapa  Catatan* 


Satya  Arinanto 


Pemilihan  Presiden  secara  langsung  menjadi  alternatif  cara  pemilihan  Presiden  yang 
perlu  dipertimbangkan  dengan  saksama.  Sebelumnya  pemilihan  Presiden  dllakukan 
dengan  cara  akiamasi.  Hal  tersebut  telah  dllakukan  sejak  pemilihan  Presiden  pertama 
oleh  para  pendiri  bangsa,  dan  terus  berlangsung  hingga  tahun  1998,.  beberapa  saat 
sebelum  Soeharto  mengundurkan  diri  sebagai  Presiden.  Dengan  pemilihan  langsung 
seorang  Presiden  yang  terpilih  akan  mempunyai  legitimasi  yang  kuat.  la  tidak  terikat 
pada  konsesi  partai  sehingga  dapat  mendahulukan  kepentingan  yang  lebih  luas.  Pemi- 
lihan Presiden  secara  langsung  tidak  hanya  mensyaratkan  adanya  perubahan  pada 
pasal  6  ayat  2  UUD  '45  yang  mengandung  ketentuan  dan  tugas  serta  kewenangan  MPR, 
tetapi  Juga  menyangkut  persoalan  mekanlsme,  sumber  dana  maupun  kesadaran  po- 
lirikrakyat.  ~  ~ 


PENDAHULUAN 

MASALAH  pemilihan  Presiden  se- 
cara laf^gsung  banyak  menjadi 
bahan  perdebatan  dan  pembi- 
caraan  akhir-akhir  ini.  Dari  segi  ide  atau  ga- 
gasan,  masalah  ini  sebenarnya  bukan  me- 
rupakan  suatu  hal  yang  baru.  Dari  segi  ak- 
tuaiitas,  hal  ini  menjadi  mengemuka  seja- 
lan  dengan  penyelesaian  tugas-tugas  Pani- 
tia  Ad  Hoc  Majelis  Permusyawaratan  Rak- 
yat  Repubiik  Indonesia  (MPR-RI)  untuk 
mempersiapkan  rancangan  Perubahan  Ke- 
dua  Undang-Undang  Dasar  Negara  Repu- 
biik Indonesia  Tahun  1945  pada  tahun 
2000  yang  lalu,  yang  berdasarkan  Kete- 


Disampaikan  dalam  Diskusi  Terbatas  tentang 
"PemiliHan  Presiden  Secara  Langsung"  di  hadapan 
para  anggota  Panitia  Ad  Hoc  I  MPR-RI,  yang  di- 
selenggarakan  oleh  Centre  for  Electoral  Reform 
(CETRO)  di  Jakarta,  13  Maret  2000,  dan  diberikan 
beberapa  penyempurnaan  seteiah  Itu. 


tapan  MPR-RI  No.  IX/MPR/1999  tentang 
"Penugasan  Badan  Pekerja  Majelis  Permu- 
syawaratan Rakyat  Repubiik  Indonesia  Un- 
tuk Melanjutkan  Perubahan  Undang-Un- 
dang Dasar  Negara  Repubiik  Indonesia  Ta- 
hun 1945",  harus  diselesaikan  untuk  di- 
sahkan  dalam  Sidang  Tahunan  MPR-RI  pa- 
da tanggal  1 8  Agustus  2000. 

Namun  demikian,  walaupun  sudah  ter- 
cantum  dalam  "Rancangan  Putusan  MPR-RI" 
dalam  Sidang  Tahunan  MPR-RI  2000,  ma- 
salah kemungkinan  pemilihan  Presiden  se- 
cara langsung  ini  ternyata  tidak  sempat 
dibahas  dan  diputuskan  dalam  Sidang~Ta- 
hunan  MPR  bulan  Agustus  2000  tersebut 
(MPR-RI,  2000). 

Hal  ini  antara  lain  pernah  dilontarkan 
oleh  mantan  Presiden  B.J.  Habibie.  Pada 
saat  masih  menjabat  sebagai  Presiden  Rl, 
Habibie  mengusulkan  kemungkinan  melak- 
sanakan  pemilihan  Presiden  secara  lang- 
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sung  pleh  rakyat.  Langkah  ini  penting,  ka- 
rena  pemilihan  dengan  dua  tahap  sebagai- 
mana  yang  berlaku  saat  ini,  membuat  se- 
orang  Presiden  hanya  dipilih  oleh  sekitar 
700  anggota  MPR,  padahal  rakyat  Indo- 
nesia mencapai  sekitar  210  juta.  Diharap- 
kan,  hal  ini  bisa  dilakukan  pada  pemilihan 
tahun  2004  {Kompas,  26  Mei  1  999). 

Pada  saat  memenuhi  undangan  Dewan 
Pertahanan  dan  Keamanan  Nasional  (Wan- 
hankamnas)^  untuk  membahas  rancangan 
Perubahan  UUD  1945  versi  Wanhankamnas 
pada  sekitar  bulan  September  1999,  ma- 
salah  ini  juga  pernah  ditanyakan  kepada 
penulis.  Menurut  Wanhankamnas  pada 
saat  itu,  mereka  sebelumnya  telah  me- 
nyampaikan  rancangan  perubahan  terse- 
but  kepada  Presiden  BJ.  Habibie. 

Oleh  Habibie,  rancangan  tersebut  di- 
minta  untuk  disempurnakan  dengan  mem- 
pertimbangkan  masuknya  tiga  permasa- 
lahan  sebagai  berlkut:  (1)  tentang  "refor- 
masi"  MPR  menjadi  DPR  dan  Dewan  Utusan 
Daerah,  atau  yang  pada  saat  ini  dikenal 
sebagai  wacana  tentang  "sistem  bikame- 
ral";  (2)  tentang  pemilihan  Presiden  secara 
langsung;  dan  (3)  tentang  hak  uji  materiil 
{judicial  revieW). 

PRO  DAN  KONTRA  PEMILIHAN 
PRESIDEN  SECARA  LANGSUNG 

Dalam  sesi  diskusi  pada  saat  ini,  untuk 
kesekian  kalinya  kita  mencoba  untuk  mem- 
bahas mengenai  kemungkinan-kemungkin- 
an  dilaksanakannya  pemilihan  Presiden  se- 
cara langsung  pada  pemilihan  umum  (pe- 


'Pada  saat  ini  telah  berubah  menjadi  Dewan 
Ketahanan  Nasional. 


milu)  tahun  2004  yang  akan  datang.  Berda- 
sarkan  Kerangka  Acuan  Diskusi  Terbatas 
ini,  pada  dasarnya  pihak-pihak  yang  men- 
dukung  pelaksanaan  sistem  ini  berpen- 
dapat  bahwa  sistem  ini  memiliki  beberapa 
kekuatan  sebagai  berlkut:^ 

1 .  Presiden  terpiiih  akan  memiliki  mandat 
dan  legitimasi  yang  sangat  kuat  karena 
didukung  oleh  suara  rakyat  yang  m.em- 
berikan  suaranya  secara  langsung; 

2.  Presiden  terpiiih  tidak  perlu  terikat  pa- 
da konsesi  partai-partai  atau  faksi-faksi 
politik  yang  telah  memilihnya.  Artinya, 
Presiden  terpiiih  berada  di  atas  segala 
kepentingan  dan  dapat  menjembatani 
berbagai  kepentingan  tersebut; 

3.  Sistem  ini  menjadi  lebih  accountable  6\- 
bandingkan  sistem  yang  sekarang  digu- 
nakan,  karena  rakyat  tidak  harus  "meni- 
tipkan"  suaranya  melalui  MPR  yang  para 
anggotanya  tidak  seluruhnya  terpiiih 
melalui  pemilu; 

4.  Kriteria  calon  Presiden  juga  dapat  di- 
nilai  secara  langsung  oleh  rakyat  yang 
akan  memberikan  suaranya. 

Sedangkan  pihak-pihak  yang  tidak  se- 
tuju  dengan  penerapan  sistem  ini  meman- 
dang  bahwa  sistem  pemilihan  Presiden 
secara  langsung  memiliki  beberapa  kele- 
mahan  sebagai  berikut: 

1 .  Sistem  ini  memberi  peluang  untuk  me- 
nguntungkan:  (a)  kandidat  dari  partai. 
besar  dengan  dana  besar,  (b)  kandidat 
yang  karismatis,  dan  (c)  kandidat  dari 
Pulau  Jawa; 


^Llhat  "Kerangl<a  Acuan  Disl<usi  Terbatas  Ten- 
tang Pemilihan  Presiden  Langsung"  yang  disusun 
oleh  Centre  for  Electoral  Reform  {QETROy.  2. 
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2.  Sistem  ini  memperlemah  kedudukan 
MPR  dengan  permasalahan-permasa- 
lahan  sebagai  berikut:  (a)  apa  tugas  uta- 
ma  MPR  apabila  wewenang  untuk  me- 
milih  Presiden  tidak  lagi  berada  di  ta- 
ngan  MPR?;^  (b)  kepada  siapakah  Presi- 
den bertanggung  jawab  apabila  ia  ti- 
dak lagi  dipilih  oleh  MPR?;"* 

3.  Rakyat  dianggap  belum  siap  untuk  me- 
laksanakan  pemilihan  Presiden  secara 
iangsung. 

PERSPEKTIF  HISTORIS 

Dalam  sidang-sidang  Badan  Penyeli- 
dik  Usaha-Usaha  Persiapan  Kemerdekaan 
(BPUPK)  yang-diselenggarakan  pada  ta- 
hun  1945,  masalah  mekanisme  pemilihan 
Presiden  sendiri  memang  beberapa  kali 
disinggung,  meskipun  tidak  secara  tegas 
dan  tuntas.  Alam  pikiran  "AsiaTimur  Raya" 
—  sebagaimana  seringkali  disebut  oleh 
Sofepomo  —  tampak  mendominasi  pembi- 
caraan  tentang  Kepala  Negara  yang  ideal 
pada  saat  itu. 

Soepomo  sendiri  misalnya,  dengan  te- 
gas menolak  cara-cara  pemilihan  Kepala 
Negara  apabila  didasarkan  pada  sistem 
demokrasi  Barat.  Dalam  pidatonya  pada 
tanggal  31  Mei  1945  di  Cedung  Chuuoo 
Sangi-ln  Jakarta,  ia  antara  lain  menyatakan 
sebagai  berikut  (Yamin,  1  959:  1  19): 

...  Caranya  mengangkat  pemimpin  negara 
itu  hendaknya  janganlah  diturut  cara  pi- 
lihan  menurut  sistem  demokrasi  Barat, 
oleh  karena  pilihan  secara  sistem  demo- 
krasi Barat  itu  berdasar  atas  paham  perse- 
orangan. 


Hal  ini  berkaitan  dengan  rumusan  Pasal  6  ayat 
(2)  UUD  1945  yang  menetapkan  bahwa  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  MPR  dengan  suara 
terbanyak. 

''Hal  ini  berkaitan  dengan  rumusan  dalam  Pen- 
jelasan  UUD  1945,  khususnya  dalam  baglan  yang 
berkaitan  dengan  Sistem  Pemerintahan  Negara. 


Tuan-tuan  sekallan  hendaknya  insyaf  ke- 
pada konsekuensi  dari  pendirian  menolak 
dasar  perseorangan  itu.  Menolak  dasar  in- 
dlvldualisme  berarti  menolak  juga  sistem 
parlementarisrae,  menolak  sistem  demo- 
krasi Barat,  menolak  sistem  yang  menya- 
makan  manusia  satu  sama  lain  seperti 
angka-angka  belaka  yang  semuanya  sama 
harganya. 

Untuk  menjamin  supaya  pimpinan  nega- 
ra terutama  Kepala  Negara  terus-menerus 
bersatu  jiwa  dengan  rakyat,  dalam  susunan 
pemerintahan  negara  Indonesia,  harus  dl- 
bentuk  sistem  badan  permusyawaratan. 
Kepala  Negara  akan  terus  bergaulan  de- 
ngan Badan  Permusyawaratan  supaya  se- 
nantiasa  mengetahui  dan  merasakan  rasa 
keadilan  rakyat  dan  cita-cita  rakyat ... 

Selanjutnya  dalam  sidang  BPUPK  yang 
diselenggarakan  pada  tanggal  1 0  Juli  1 945, 
anggota  Sukardjo  Wirjopranoto  menyata.- 
kan  hal  yang  senada  sebagai  berikut  (Ya- 
min, 1959:  177): 

...  pemilihan  Kepala  Negara  sudah  semes- 
tinya,  sudah  seadilnya,  dengan  jalan  per- 
musyawaratan, artinya  dengan  jalan  go- 
tong-royong.  Dengan  jalan  gotong-royong 
kita  mengadakan  Kepala  Negara. 

Pembicaraan  tentang  Kepala  Negara 
dalam  hari  pertama  dari  masa  sidang  ke- 
dua  ini  sebenarnya  lebih  mengarah  pada 
perdebatan  mengenai  bentuk  negara  mana 
yang  akan  dipilih,  apakah  republik  atau  mo- 
narki.  Karena  tidak  tercapai  kesepakatan, 
para  founding  fathers  tersebut  akhirnya 
terpaksa  memilih  cara  "demokrasi  Barat", 
dan  meninggalkan  pemikiran-pemikiran 
"A^ja  Timur  Raya".  Atas  usul  Ketua  BPUPK 
Radjiman  Wediodiningrat,  akhirnya  mereka 
melakukan  stem  {voting)  dalam  pemilihan 
bentuk  negara.  Dari  64  anggota  yang  hadir 
didapatkanlah  hasil  sebagai  berikut:  55 
orang  memilih  republik,  6  orang  kerajaan, 
2  orang  Iain-Iain,  dan  1  blangko  (Yamin, 
1959:  184). 

Namun  demikian,  suasana  "ketimuran" 
atau  "Asia  Timur  Raya"  kemudian  tampak 
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mewarnai  acara  pemilihan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  Rl  yang  pertama  pada 
tanggal  1 8  Agustus  1 945.  Sebagaimana  di- 
kisahkan  dalam  sejarah,  pada  saat  sidang 
Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia 
(PPKI)  dibuka  kembali  pada  sekitar  pukul 
15:15  WIB,  untuk  memenuhi  permintaan 
pers,  kelanjutan  pembahasan  rancangan 
UUD  1945  untuk  sementara  ditunda,  dan 
didahului  dengan  pemilihan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden.  Sebagai  dasar  legitimasi 
wewenang  PPKI,  sidang  pun  kemudian  se- 
pakat  untuk  mengesahkan  rumusan  Pasal 
III  Aturan  Peralihan  UUD  1945  sebagai  ber- 
Ikut:  "Untuk  pertama  kali  Presiden  dan  Wa- 
kil Presiden  dipilih  oleh  Panitia  Persiapan 
Kennerdekaan  Indonesia".  Ketentuan  ten- 
tang  hal  ini  kemudian  berlaku  secara  ein- 
/77a/7//5'(hanya  dilakukan  satu  kali). 

Pada  saat  itu  Ketua  PPKI  Soekarno  se- 
benarnya  sudah  meminta  kepada  Zimuk- 
KoA-i/ untuk  membagikan  stembiljet,  seba- 
gai persiapan  untuk  melakukan  pemilihan 
Presiden  dengan  pemungutan  suaradi  an- 
tara  para  anggota  PPKI.  Namun  salah  se- 
orang  anggota  yang  bernama  Oto  Iskan- 
dardinata  kemudian  menyatakan  sebagai 
berikut  (Yamin,  1959:  427): 

Berhubung  dengan  keadaan  waktu  saya 
harap  supaya  pemilihan  Presiden  ini  dise- 
lenggarakan  dengan  akiamasi  dan  saya 
majukan  sebagai  calon,  yaitu,  Bung  Karno 
sendiri. 

Perhyataah  Iskandardinata  tersebut  ke- 
mudian disambut  dengan  tepuk  tangan 
yang  membahana,  dan  Presiden  ter-"akla- 
miasi"  Soekarno  pun  kemudian  menyam- 
paikan  tanggapan  sebagai  berikut  (Yamin, 
1959): 

Tuan-tuan,  terima  kasih  atas  kepercayaan 
tuan-tuan  dan  dengan  ini  saya  dipilih  oleh 
tuan-tuan  sekalian  dengan  suara  buiat 
menjadi  Presiden  Republik  Indonesia. 


Tanggapan  Soekarno  tersebut  kembali 
disambut  dengan  gemuruh  tepuk  tangan. 
Setelah  itu  semua  anggota  berdiri  dan  me- 
nyanyikan  lagu  "Indonesia  Raya".  Sesudah- 
nya  diserukan  "Hidup  Bung  Karno"  sebanyak 
3  (tiga)  kali. 

Selanjutnya  Iskandardinata  kembali 
berbicara  dan  menyatakan  sebagai  berikut 
(Yamin,  1959): 

Pun  untuk  pemilihan  Wakil  Kepala  Negara 
Indonesia  saya  usulkan  cara  yang  baru  ini 
dijalankan.  Dan  saya  usulkan  Bung  Hatta 
menjadi  Wakil  Kepala  Negara  Indonesia. 

Pernyataan  Iskandardinata  tersebut 
kembali  mendapat  sambutan  tepuk  tangan 
yang  bersemangat.  Para  anggota  kembali 
berdiri  dan  menyanyikan  lagu  "Indonesia 
Raya".  Sesudahnya  diserukan  "Hidup  Bung 
Hatta"  sebanyak  3  (tiga)  kali. 

Demikianlah,  para  founding  fathers  xr\%- 
wariskan  cara  pemilihan  Kepala  Negara  se- 
cara akiamasi.  Untuk  kondisi  pada  saat  itu, 
hal  ini  dapat  dipahami,  karena  belum  ada 
lembaga-lembaga  negara  sebagaimana 
yang  kita  kenal  sekarang  ini.  Di  samping  itu, 
sebagaimana  dikemukakan  di  muka,  pe- 
milihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  pada 
saat  itu  terpaksa  didahulukan  karena  ada- 
nya  pertanyaan  dari  pers  pada  saat  rehat, 
khususnya  tentang  siapa  yang  terpilih 
menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Rl. 

Namun  demikian,  setelah  negara  berja- 
lan  sekitar  dua  sletengah  bulan,  ITasrat  un- 
tuk mengadakan  pemilu  yang  demokratis 
pun  dinyatakan.  Hal  ini  tampak  dalam  per- 
nyataan pemerintah  sebagaimana  termuat 
dalam  Maklumat  Pemerintah  tanggal  1 
November  1945  sebagai  berikut  (Suny, 
1986:  21): 

Sedikit  hari  iagi  kita  akan  mengadakan  pe- 
milihan umum  sebagai  bukti  bahwa  bagi 
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kita,  cita-cita  dan  dasar  kerakyatan  itu  be- 
nar-benar  dasar  dan  pedoman  penghidup- 
an  masyarakat  dan  negara  kita.  Mungkin 
sebagai  akibat  pemilihan  itu  pemerintah 
akan  berganti  dan  Undang-Undang  Dasar 
kita  akan  disempurnakan  menurut  kehen- 
dak  rakyat  kita  yang  terbanyak. 

Perjalanan  sejarah  pada  masa  Orde  La- 
ma pun,  yang  ditandai  dengan  tiga  kali  per- 
gantian  Undang-Undang  Dasar,  tidak  mem- 
berikan  petunjuk  mengenal  tradisi  pemi- 
lihan Preslden  secara  langsung.  Hal  yang 
sama  juga  terjadi  pada  masa  Orde  Baru. 
Melalui  rekayasa  penafsiran  Pasal  7  UUD 
1945  dan  rekayasa  dalam  pemilu  dan  pe- 
ngangkatan  para  anggota  DPR/MPR,  Presi- 
den  Soeharto  dapat  terus-menerus  "ter- 
setujui"  menjadi  Preslden  hingga  menya- 
takan  "kapok"  sebagai  Preslden  dan  me- 
nyatakan  berhenti  pada  tahun  1998. 

PEIVtlLIHAN  PRESIDEN  DALAM  ERA 
REFORMASI 

Setelah  melalui  berbagal  lika-liku,  sejak 
pemerintahan  Kablnet  ReformasI  Pemba- 
ngunan  hingga  terbentuknya  pemerintahan 
baru  yang  kemudian  menamakan  dirinya 
sebagai  Kablnet  Persatuan  Nasional,  baru 
pada  Sidang  Umum  MPR  bulan  Oktober 
1999-lah  pemilihan  Preslden  dan  Wakil 
Presiden  dapat  dilakukan  berdasarkan  Pa- 
sal  6  ayat  (2)  UUD  1945. 

Namun  demikian,  sebagaimana  dise- 
butkan  dl  muka,  sejak  masa  Kablnet  Refor- 
masI Pembangunan  telah  bergulir  pula  ga- 
gasan  untuk  mengadakan  pemilihan  Pre- 
siden secara  langsung.  Jlka  hal  Inl  terjadi, 
maka  Panitia  Ad  Hoc  \  harus  memperslap- 
kan  rancangan  perubahan  Pasal  6  ayat  (2) 
UUD  1945  tersebut.  Di  samping  Itu,  juga 
harus  dilakukan  perubahan  terhadap  ke- 
tentuan  yang  berhubungan  dengan  tugas 
dan  kewenangan  MPR. 


Apabila  pada  saat  Inl  akan  dilakukan 
pemilihan  Preslden  secara  langsung,  yang 
menjadi  pertanyaan  laiah:  bagalmanakah 
mekanismenya?  MIsalnya,  apakah  melalui 
mekanlsme  pencalonan  Presiden  dan  Wakil 
Presiden  oleh  partal-partai  politik  (parpol) 
ataukah  misalnya,  jlka  rakyat  belum  tentu 
setuju  dengan  calon-calon  yang  diumum- 
kan  oleh  parpoi-parpol,  dapatkah  rakyat 
menyatakan  pencalonan  tersebut  melalui 
penulisan  nama  calon  Presiden  yang  ber- 
sangkutan  langsung  dl  kertas  suara? 

Ataukah  misalnya,  pemilihan  akan  dila- 
kukan dengan  melalui  proses  pemilihan 
badan  pemilih  (electoral  college)  terleblh 
dulu  sebagaimana  praktek  yang  dilaksa- 
nakan  dl  Amerika  Serikat  (AS),  dan  kemu- 
dian barulah  badan  pemilih  tersebut  yang 
memilih  Presiden.  Hal-hal  inllah  yang  harus 
dipikirkan  dalam  menyusun  amandemen 
terhadap  Pasal  6  ayat  (2)  UUD  1945. 

Dalam  proses  amandemen  tersebut 
harus  pula  dipikirkan  mengenal  eksistensi 
Pasal  6  ayat  (1)  yang  secara  konstruktif 
bertentaiigan  dengan  Pasal  27  ayat  (1 )  UUD 
1945,  walaupun  secara  historls  munculnya 
Pasal  6  ayat  (1)  tersebut  dapat  dipahami. 
Keinginan  agar  Indonesia  tidak  menjadi  se- 
macam  "negara  boneka"  yang  mendapat- 
kan  kemerdekaan  yang  "seolah-olah"  darl 
Jepang  menyebabkan  para  founding 
fathers  merumuskan  Pasal  6  ayat  (1)  UUD 
1 945  sebagaimana  sekarang.  Sebenarnya 
makna  kata  "asli"  tersebut  apabila  dikait- 
kan  dengan  pengertian  dalam  UU  No.  3  Ta- 
hun 1946  yang  merupakan  UU  pertama 
sebagai  pelaksanaan  Pasal  26  UUD  1945 
leblh  mengandung  arti  sebagai  implemen- 
tasl  asas  /Yy5  5o//(penentuan  kewarganega- 
raan  berdasarkan  tempat  kelahiran)  se- 
mata. 
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LANGSUNG^ 

Dalam  prakteknya,  jika  di  suatu  negara 
diterapkan  proses  pemilihan  Presiden  se- 
cara  langsung,  tata  cara  pemilihan  Presiden 
yang  dilakukannya  berbeda  dengan  tata 
cara  pemilihan  anggota  badan  legislatifnya. 
Karena  kemungkinan  untuk  menjadi  Presi- 
den selaiu  sangat  terbatas  dan  kursinya 
hanya  satu  (tunggal),  maka  proporsionali- 
tas  antara  mayoritas  dan  minoritas  tidak 
dapat  dicapai.  Presiden  dapat  dipilih  se- 
cara  langsung  oleh  rakyat  melalui  salah 
satu  sistem  sebagai  berikut: 

1 .  First  Past  the  Post, 

2.  Two  Round  System; 

3.  Preferential  Vote. 

Berikut  ini  akan  diuraikan  masing-ma- 
sing  cara  pemilihan  tersebut. 

1 .  First  Past  the  Post 

Cara  ini  merupakan  mekanisme  yang 
paling  mudah  untuk  memilih  Presiden,  yak- 
ni  dengan  cara  memberikan  kursi  kepre- 
sidenan  tersebut  kepada  kandidat  yang 
memperoleh  suara  terbanyak.  Sistem  se- 
perti  inilah  yang  dipergunakan  di  Meksiko, 
Kenya,  Filipina,  Zambia,  Korea  Selatan,  Ma- 
lawi, Islandia,  dan  Zimbabwe. 

Sistejn  mi  sangat  sederhana,  murah,  dan 
efisien.  Namun  dalam  keadaan  di  manater- 
dapat  banyak  kandidat  yang  berkompetisi, 
cara  ini  membuka  kemungkinan  untuk  ter- 
pilihnya  seorang  Presiden  dengan  jumlah 
suara  sedikit  dan  mayoritas  pemilih  mela- 
wannya. 


'uhat  bahan-bahan  tentang  Pemilihan  Presiden 
Secara  Langsung  yang  dikeluarkan  oleh  Centre  for 
Electoral  Reform  (CETRO)  di  Jakarta.  Maret  2000. 
Mater!  yang  diuraikan  dalam  subbab  ini  didasarkan 
pada  bahan-bahan  tersebut. 


Hal  seperti  ini  pernah  terjadi  di  Filipina, 
ketika  dalam  pemilihan  umum  bulan  Mei 
1992,  Fidel  Ramos  terpilih  di  antara  ketu- 
juh  kandidat  lainnya  hanya  dengan  meme- 
nangkan  25  persen  suara.  Sistem  pemi- 
lihan Presiden  dengan  cara  ini  juga  dapat 
memperburuk  masalah  politik  "pemenang 
mendapatkan  segalanya"  dalam  masyara- 
katyang  plural  atau  terbagi-bagi. 

2.  Two-Round  System 

Salah  satu  cara  untuk  menghindari  ter- 
pilihnya  seorang  kandidat  hanya  dengan 
sebagian  kecil  suara  dari  jumlah  pemilih 
adalah  dengan  cara  mengadakan  pemilih- 
an kedua  apabila  tidak  ada  seorang  kan- 
didat pun  yang  memenangkan  suara  ma- 
yoritas pada  pemilihan  babak  (ronde)  per- 
tama,  yang  dilakukan  dengan  si$tem  yang 
pertama  (First  Past  the  Post).  Hal  ini  dapat 
dilakukan  melalui  dua  cara  sebagai  ber- 
ikut: 

1 .  memilih  di  antara  dua  kandidat  teratas 
(majority  run-off^, 

2.  memilih  lebih  dari  dua  kandidat  (major- 
ity plurality). 

Menurut  catatan  CETRO,  sistem  ini  le- 
bih banyak  dipergunakan  daripada  sistem 
yang  pertama.  Negara-negara  yang  mene- 
rapkan  sistem  ini  antara  lain  adalah  nega- 
ra-negara Amerika  Latin,  Finlandia,  Austria, 
Bulgaria,  Portugal,  Polandia,  Rusia,  Perancis, 
dan  negara-negara  di  Afrika  seperti  IVIali, 
Pantai  Gading,  Sierra  Leone,  Namibia,  dan 
Kongo. 

Jika  sistem  ini  dipergunakan,  terdapat 
beberapa  adaptasi  yang  harus  dilakukan 
terhadap  dua  cara  pengaturan  di  muka, 
seperti  tentang  persentase  jumlah  suara 
yang  harus  diperoleh  oleh  seorang  kandi- 
dat untuk  memenangkan  babak  (ronde) 
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pertama.  Keuntungan  dari  sistem  ini,  selain 
untuk  menjamin  adanya  dukungan  mayori- 
tas,  adalah  untuk  memaksimalkan  perha- 
tian  terhadap  apa  yang  seringkali  disebut 
sebagai  pucuk  pemerintahan  terkuat. 

Namun  demikian,  sistem  ini  membutuh- 
kan  dana  dan  sumber  daya  yang  banyak 
dalam  pelaksanaan  pemilihan  umumnya. 
Selain  dari  keiemahan  tersebut,  yang  ter- 
jadi  di  Amerika  Latin  merupakan  suatu 
masalali,  yakni  dalam  beberapa  kasus  jus- 
tru  pemerintahan  minoritaslah  yang  me- 
menangkan  pemilihan  umum,  dan  hal  ini 
mengurangi  kemampuan  dalam  menjalan- 
kan  pemerintahan.  Sistem  ini  memperda- 
lam  polarisasi  yang  terjadi  dalam  sistem 
multi  partai. 

3.  Preferential  Voting 

Salah  satu  cara  untuk  menangani  keku- 
rangan  tersebut  adalah  dengan  mengga- 
bungkan  kedua  sistem  tersebut  dalam  satu 
pemilihan  umum.  Salah  satu  cara  adalah 
dengan  mengadaptasi  sistem  yang  digu- 
nakan  di  Sri  Lanka,  yakni  perubahan  untuk 
mengakomodir  perbedaan.  Dalam  sistem 
ini,  pemilih  diminta  untuk  memberi  tanda 
bukan  hanya  pada  pilihan  utama  mereka, 
tetapi  juga  pilihan  kedua  dan  ketiga  (jika 
diinginkan)  dengan  cara  menempatkan 
angka  "1",  "2",  dan  "3"  di  sebelah  nama 
kandidat. 

Apabila  seoran^^  kandidat  memperoleh 
hasil  mayoritas  absolut  dari  pilihan  per- 
tama, maka  kandidat  tersebut  dinyatakan 
terpilih.  Tetapi  apabila  tidak  ada  seorang 
kandidat  pun  memperoleh  hasil  mayoritas 
absolut,  maka  semua  kandidat  —  kecuali 
—  dua  kandidat  teratas  —  ditiadakan,  dan 
kemudian  pilihan  kedua  dan  ketiga  me- 
reka akan  diserahkan  pada  salah  satu  atau 


kedua  kandidat  yang  memimpin,  sesuai 
dengan  urutan  tanda  pilihannya.  Kandidat 
yang  memperoleh  suara  terbanyak  akan 
dinyatakan  terpilih  pada  saat  akhir  dari 
proses  ini. 

Kekurangan-kekurangan  dari  sistem  ini 
antara  lain  adalah:  (1)  dibutuhkannya  trng- 
kat  literasi  yang  cukup  seperti  yang  biasa 
ada  pada  semua  sistem  Preferential  Voting; 
(2)  fakta  bahwa  pemilih  harus  dapat  me- 
nebak  siapa  yang  akan  menjadi  dua  kan- 
didat teratas  agar  dapat  menggunakan  pi- 
lihan mereka  sebaik  mungkin.  Namun  ke- 
kurangan-kekurangan ini  bisadiatasi  anta- 
ra lain  mempergunakan  sistem  Alternative 
Vote  (AV)  sebagaimana  pernah  diperguna- 
kan  dalam  pemilihan  Presiden  Irlandia. 

Di  samping  itu,  salah  satu  cara  untuk 
menjamin  bahwa  seorang  Presiden  mem- 
peroleh dukungan  dari  suatu  seksi  silang 
{cross-section)  yang  luas  adalah  dengan 
mempergunakan  syarat  pendistribusian 
yang  bferperan  sebagai  penyaring  lain 
yang  harus  diatasi  sebelum  seorang  kan- 
didat dinyatakan  terpilih.  Pelaksanaan  dari 
ketentuan  ini  berbeda-beda  di  setiap  ne- 
gara. 

PROSPEK  PEMILIHAN  PRESIDEN 
SECARA  lXnGSUNG  DI  INDONESIA 

Dalam  Sidang  Tahunan  Majelis  Permu- 
syawaratan  Rakyat(MPR)  pada  bulan  Agus- 
tus  2000  yang  lalu  antara  lain  ditetapkan 
Ketetapan  MPR-RI  No.  IX/MPR/2000,  yang 
menugaskan  Badan  Pekerja  MPR-RI  untuk 
mempersiapkan  Rancangan  Perubahan 
UUD  1945.  Dalam  Ketetapan  tersebut  ter- 
dapat  Lam  pi  ran  tentang  Materi  Rancangan 
Perubahan  UUD  1945. 

Di  dalam  Lampiran  tersebut,  terdapat 
dua  alternatif  yang  masing-masing  memi- 
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liki  dua  varian.  Alternatif  pertama  membe- 
rikan  kemungkinan  Presiden  dan  Wakil  Pre- 
siden  dipilih  dalam  satu  paket  secara  lang- 
sung  oleh  rakyat.  Sedangkan  alternatif  ke- 
dua  (varian  1)  memberikan  kemungkinan 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh 
MPR  dengan  suara  terbanyak  dari  pasang- 
an  calon  Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden 
partai  pemenang  satu  dan  dua  hasil  pemi- 
lihan  umum  yang  diselenggarakan  secara 
langsung,  umum,  bebas,  dan  rahasia(MPR- 
Rl,  2000:  116). 

Dalam  alternatif  pertama  varian  1  dise- 
butkan  bahwa  paket  calon  Presiden  dan 
calon  Wakil  Presiden  dipilih  oleh  MPR  de- 
ngan menetapkan  dua  paket  yang  menda- 
pat  suara  terbanyak.  Seianjutnya  Presiden 
dan  Wakil  Presiden  dinyatakan  terpilih  apa- 
bila  mendapatkan  suara  electoral  terba- 
nyak. Sedangkan  dalam  varian  2  dinyata- 
kan bahwa  Presiden  dan  Wakil  Presiden  di- 
nyatakan terpilih  apabila  mendapatkan 
suara  rakyat  terbanyak. 

Sedangkan  alternatif  kedua  varian  1 
adalah  sebagaimana  telah  disebutkan  di 
muka.  Sedangkan  dalam  varian  2  dinyata- 
kan bahwa  calon  Presiden  dan  Wakil  Presi- 
den ditetapkan  dalam  satu  paket  oleh  par- 
tai-partai  politik  peserta  pemilihan  umum 
sebelum  pelaksanaan  pemilihan  umum. 

Seianjutnya  paket  calon  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  yang  mendapatkan  suara 
lebih  dari  50  persen  dari  jumlah  suara  da- 
lam pemilihan  umum,  ditetapkan  oleh  MPR 
sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Da- 
lam hal  tidak  ada  paket  calon  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  yang  mendapatkan  jum- 
lah suara  lebih  dari  50  persen  dari  jumlah 
suara,  maka  dua  paket  calon  yang  mem- 
peroleh  suara  terbanyak  pertama  dan  ke- 
dua dalam  pemilihan  umum,  dipilih  oleh 


MPR  dengan  suara  yang  terbanyak  dan  di- 
tetapkan sebagai  Presiden  dan  Wakil  Pre- 
siden. 

MASA  DEPAN  MPR 

Eksistensi  MPR  —  yang  secara  historis 
bukan  merupakan  lembaga  yang  diadopsi 
dari  Indische  Staatsregeling  sebagaimana 
lembaga-lembaga  tinggi  negara  lainnya  — 
pasca  pelaksanaan  pemilihan  Presiden  se- 
cara langsung  sebenarnya  merupakan  dis- 
kursus  yang  sangat  menarik  untuk  dibahas. 

Tentang  asal-usul  eksistensi  lembaga- 
lembaga  tinggi  negara  yang  ada  pada  saat 
ini,  sudah  banyak  diketahui  bahwa  lem- 
baga-lembaga tinggi  negara  yang  ada  ter- 
sebut  memiliki  keterkaitan  dengan  lemba- 
ga-lembaga sejenis  yang  diatur  di  Indische 
Staatsregeling.  Eksistensi  Presiden  misal- 
nyadikaitkan  dengan  Couverneur Generaal; 
Dewan  Pertimbangan  Agung  dengan  Raad 
van  Nederlandsch  Indie,  Mahkamah  Agung 
(MA)  dengan  Hooggerechtshof,  Dewan  Per- 
wakilan  Rakyat  (DPR)  dengan  Volksraad, 
dan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  de- 
ngan Algem^ene  Rekenkamer. 

Apakah  misalnya  sebaiknya  MPR  dibu- 
barkan  saja,  dan  digantikan  dengan  Dewan 
Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Utusan  Dae- 
rah?  Ataukah  MPR  tetap  dipertahankan, 
namun  dengan  dikurangi  tugas  dan  kewe- 
nangannya?  Apabila  MPR  justru  berkehen- 
dak  untuk  tidak  lagi  memberlakukan  Pen- 
jelasan  UUD  1945,  menarik  untuk  dibahas 
tentang  masa  depan  MPR  sebagai  peme- 
gang  kekuasaan  tertinggi  {Die  gesamte 
Staatgewalt  liegt  allein  bei  der  Majelis). 

Di  dalam  Lampiran  Ketetapan  MPR  No. 
IX/MPR/2000  sudah  diberikan  beberapa 
alternatif  tentang  masa  depan  MPR  ini,  na- 
mun hal  itu  tergantung  pada  atau  harus 
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disesuaikan  pula  dengan  sistem  pemilihan 
Presiden  yang  akan  dianut  tersebut.  Demi- 
kian  beberapa  catatan  tentang  pemilihan 
Presiden  secara  langsung. 
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Amandemen  UUD  1945  Ditinjau 
dari  Segi  Kekuasaan  Legislatif'^ 

Moh.  Mahfud  MD 


Amandemen  UUD  1945  merupakan  upaya  untuk  mengelaborasi  konstitusional- 
isme  dengan  menata  kembali  distribusi  kekuasaan  antara  poros-poros  kekuasaan 
agar  ada  mekanisme  check  and  balance.  Lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR)  yang 
mempunyai  peran  penting  dalam  amandemen  tidak  bisa  diltpaskan  dari  peran 
lembaga  permusyawaratan  rakyat  (MPR);  sebab  selain  keduanya  merupakan  lem- 
baga pembawa  amanat  dan  pengemban  aspirasi  rakyat,  DPR  sendiri  merupakan 
bagian  dari  MPR.  Demikian  Juga  halnya  dengan  presiden  yang  mempunyai  sepa- 
ruh  dari  kekuatan  lembaga  legislatif  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  pembicaraan  ma- 
salah  amandemen  di  bidang  legislatif  minimal  harus  menyoroti  ketiga  lembaga 
negara  tersebut  mengingat  ketiganya  saling  terkait- 


PENDAHULUAN 

WACANA  publik  tentang  aman- 
demen. atas  UUD  1945  berkem- 
bang  secara  cukup  menggem- 
birakan  dan  semakin  mengarah  ke  arah 
yang  lebih  kongkret  terutama  menjelang 
Sidang  Umum  MPR  yang  akan  segera  ber- 
langsung  (tahun  1 999  yang  laiu,  Red.).  Be- 
lakangan  ini  bukan  hanya  kampus-kampus 
perguruan  tinggi  yang  menyelenggarakan 
seminar,  simposium,  atau  lokakarya  ten- 
tang amandemen  tetapi  partai-partai  be- 
sar  dan  LSM  juga  ikut  meramaikan  wacanla 
ini.  Beberapa  partai  politik  yang  akan  maju 
ke  Sidang  Umum  MPR  1999  bahkan  tidak 
lagi  mempersoalkan  apakah  amandemen 
itu  perlu  atau  tidak  untuk  dilakukan,  me- 
lainkan  sudah  sampai  pada  tahap  me- 


*Makalah  yang  disampaikan  pada  Simposium 
Sehari  tentang  "Perubahan  UUD  1945"  yang  dise- 
ienggarakan  oieh  DPP  Partai  Golkar,  Jakarta,  24 
September  1999. 


nyiapkan  materi-materi  yang  akan  diaju- 
kan  sebagai  alternatif  amandemen. 

Dengan  memperhatikan  materi  yang  di- 
seminarkan  oleh  Golkar  pada  kesempatan 
ini  dengan  mudah  kita  dapat  mengambil 
kesimpulan  bahwa  Golkar  pun  sudah  ber- 
sikap  bahwa  amandemen  atas  UUD  1 945 
itu  merupakan  keharusan  bag!  segenap 
upaya  reformasi  total.  Materi  seminar  ini 
langsung  menukik  pada  perumusan  alter- 
natif bagi  formulasi  pengaturan  lembaga- 
lembaga  negara  dan  tata  ekonomi;  tidak 
lagi  mempersoalkan  "mengapa"  perlu  aman- 
demen. 

Meskipun  begitu  makalah  ini  akan  me- 
mulai  materi  pokoknya  (tentang  lembaga 
legislatiO  dengan  mengemukakan  alasan- 
alasan  perlunya  amandemen  tersebut  de- 
ngan dua  alasan:  pertama,  agar  kita  sema- 
kin meyakini  bahwa  amandemen  itu  diper- 
lukan;  kedua,  agar  materi  yang  ditawarkan 
untuk  didiskusikan  di  dalam  makalah  ini 
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bisa  menemukan  konteks  dengan  latar 
belakang  lahirnya  gagasan  amandemen  itu 
sendiri. 

UUD  1945  GAGAL  MEMBANGUN 
DEMOKRASI 

Gagasan  amandemen  atas  UUD  1945 
ini  muncul  setelah  melihat  kenyataan  bah- 
wa  selama  menggunakan  UUD  1945  seba- 
gai  konstitusi  tertulisnya  ternyata  Indo- 
nesia tidak  pernah  demokratis.  Meskipun 
prinsip  yang  mendasari  UUD  itu  sendiri 
menganut  paham  demokrasi  dengan  ada- 
nya  pernyataan  eksplisit  tentang  "kedau- 
latan  adalah  di  tangan  rakyat"  atau  "ke- 
rakyatan"  dan  meskipun  para  pendiri  ne- 
gara  Ini  telah  menegaskan  pilihannya  atas 
sistem  demokrasi  namun  dalam  sepanjang 
berlakunya  UUD  1945  pemerintahan  yang 
tampil  selalu  otoriter.  Untuk  ini  kita  dapat 
melihat  dari  penggal-penggal  waktu  ber- 
lakunya UUD  1945  yang  biasanya  dibagi 
atas  tiga  periode,  yaltu  periode  1 945-1 949 
(periode  awal  demokrasi  liberal),  periode 
1959-1966  (periode  demokrasi  terpim- 
pin),  dan  periode  Orde  Baru. 

Studi  politik  dan  ketatanegaraan  men- 
catat  bahwa  selama  14  tahun  awal  perja- 
lanan  negara  Republik  Indonesia  negara  ini 
dapat  diselenggarakan  secara  demokra- 
tis. Dan  di  dalam  periode  itu  ada  masa 
sekitar  4  tahun  (1945-1949)  di  mana  UUD 
1945  berlaku  yang  berarti  dapat  disimpul- 
kan  bahwa  pada  awal  perjalanah  repu- 
blik ini  dengan  berlakunya  UUD  1945  ter- 
nyata Indonesia  bisa  demokratis.  Kesim- 
pulan  yang  seperti  ini  tidaklah  benar,  se- 
bab  ketika  demokrasi  di  dalam  ketata- 
negaraan dibangun  atau  dimulai  pada  ta- 
hun 1945  itu  justru  yang  pertama-tama 


dilakukan  ketika  itu  adalah  tidak  member- 
lakukan  UUD  1 945  di  dalam  praktik  ketata- 
negaraan. JadI  yang  benar  ketika  ini  demo- 
krasi dapat  dibangun  dengan  terlebih  du- 
lu  menidakberlakukan  UUD  1945. 

Seperti  kita  ketahui  demokrasi  itu  lahir 
menyusul  dikeluarkannya  Maklumat  No.  X 
Tahun  1945  yang  menjadi  awal  dari  per- 
ubahan  sistem  pemerintahan,  keluar  dari 
sistem  UUD  1945,  tanpa  secara  resmi 
mencabut  berlakunya  UUD  tersebut.  Mak- 
lumat No.  X  Tahun  1945  mula-mula  me- 
ninggalkan  ketentuan  UUD  1945  bahwa 
Komite  Nasional  Indonesia  merupakan 
pembantu  Presiden  sebelum  adanya  MPR, 
DPR,  dan  DPA  dan  menjadikannya  seba- 
gai  badan  legislatif  yang  sejajar  dengan 
Presiden  (Aturan  Peralihan  pasal  IV  UUD 
1945).  Setelah  itu  atas  usul  Badan  Pekerja 
Komite  Nasional  sistem  pemerintahan  di- 
ubah  dari  (lebih  kuat  ke)  sistem  presiden- 
siil  menjadi  sistem  parlementer.  Sejak  itu- 
lah  demokrasi,  dengan  konsep  dan  indika- 
tor  umum,  bisa  dibangun  di  Indonesia.  Jadi 
jelas  bahwa  perubahan  konfigurasi  politik 
dari  yang  otoriter  ke  yang  demokratis  itu 
dicapai  melalui  penidakberlakuan  UUD 
1945. 

Pemberlakuan  kembali  UUD  1945  me- 
lalui dekrit  Presiden  tanggal  5  Juli  1959 
juga  tidak  melahirkan  sistem  pemerintah- 
an yang  demokratis;  malahan  sistem  de- 
mokrasi terpimpin  yang  dibangun  berda- 
sar  UUD  1945  justru  hadir  sebagai  sistem 
yang  sangat  otoriter,  sehingga  sering  di- 
katakan  bahwa  "semua  ada  di  dalam  de- 
mokrasi terpimpin  itu,  kecuali  demokrasi 
itu  sendiri  (yang  tidak  ada)".  Selanjutnya 
pada  era  Orde  Baru  juga  tidak  ada  demo- 
krasi karena  meskipun  banyak  jargon  de- 
mokrasi yang  dipakai  dengan  tempelan 
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kooRtasi  oleh  Presiden  sehingga  produk- 
produknya  tentang  kebijakan  negara  pun 
lebih  merupakan  pembenaran  atas  apa 
yang  akan  atau  telah  dilakukan  oleh  Pre- 
siden. 

Adanya  unsur  utusan  golongan  di  MPR 
selama  ini  telah  menlmbulkan  persoalan 
politik  yang  serlus,  sebab  selain  krlteria- 
nya  sullt  dirumuskan  cara  pengangkatan- 
nya  juga  berslfat  tertutup.  Untuk  masa 
yang  akan  datang  sebaiknya  MPR  hanya 
terdlrl  dari  dua  unsur  (bisa  juga  disebut 
dua  kamar,  bicameral)  yaltu  DPR  sebagai 
unsur  perwakilan  politik  dan  Utusan  Dae- 
rah  sebagai  unsur  perwakilan  tentorial. 
Semua  anggota  MPR  balk  yang  dari  DPR 
maupun  yang  dari  Utusan  Daerah  dipilih 
langsung  oleh  rakyat  dalam  satu  paket 
pemilu  dan  keanggotaan  itu  tidak  dapat 
dirangkap  dengan  jabatan-jabatan  politik 
lain  seperti  menteri,  gubernur,  panglima, 
dan  sebagainya. 

Gagasan  pemilihan  presiden  secara 
langsung  oleh  rakyat  perlu  dipertimbang- 
kan  sebagai  alternatif  untuk  meningkatkan 
partisipasi  rakyat  dalam  menentukan  ma- 
salah-masalah  yang  sangat  penting  dalam 
ketatanegaraan  sehingga  MPR  tidak  lagi 
menjadi  lembaga  yang  memilih  Presiden 
dan  Wakil  Presiden. 

DOMINASI  PRESIDEN  DALAM  BIDANG 
LEGISLATIF 

Lembaga  legislatif  menurut  UUD  1945 
adalah  Pemerintah  (Presiden)  bersama  DPR 
yang  secara  ketatanegaraarr  kedudukan 
antara  keduanya  adalah  sejajar.  Namun  da- 
lam kenyataannya,  karena  sistem  execut- 
ive heavy  \X.u,  Presidenlah  yang  selama  ini 
lebih  kuat.  Bahkan  dalam  penetapan  pro- 
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duk  legislasi,  yang  menjadi  ketua  lemba- 
ga legislatif  praktis  adalah  Presiden.  Sela- 
ma ini  ada  pengertian  salah  kaprah  bah- 
wa  Ketua  DPR  itu  adalah  Ketua  Lembaga 
Legislatif,  padahal  pengertian  itu  tidak  be- 
nar  sama  sekali.  Secara  administratif  ke- 
absahan  sebuah  produk  legislasi  itu  sa- 
ngat tsrgantung  pada  kesediaan  Presiden 
untuk  menandatangani  dan  mengundang- 
kan  sehingga  dalam  kaitan  ini  justru  Pre- 
sidenlah yang  sebenarnya  menjadi  ketua 
legislatif,  bukan  Ketua  DPR.  Kasus  RUU 
Penyiaran  pada  bulan  Juni-Juli  1997  dapat 
disebut  sebagai  contoh.  RUU  yang  telah 
disetujui  oleh  DPR  dan  Pemerintah  sendi- 
ri  gagal  diundangkan  sebelum  direvisi  ka- 
rena Presiden  menolak  untuk  menanda- 
tangani dan  mengundangkan.  Kasus  ini 
menjadi  salah  satu  bukti,  dari  sekian  ba- 
nyak  bukti,  betapa  DPR  sebagai  wakil  rak- 
yat lebih  lemah  posisinya  daripada  Presi- 
den dalam  bidang  legislasi.  Dalam  kerang- 
ka  amandemen  perlu  dipertimbangkan 
kemungkinan  pemberlakuan  UU  oleh  DPR 
atas  RUU  yang  ditolak  oleh  Presiden  asal- 
kan,  misalnya,  disetujui  oleh  tidak  kurang 
dari  3/4  anggota  DPR. 


HAK  PREROGATIF  YANG  PERLU 
DIKONFIRMASI 

Dalam  bidang  politik  banyak  sekali 
apa  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  hak 
prerogatif  untuk  mengangkat  pejabat  atau 
membuat  peraturan  perundang-undangan 
telah  digunakan  oleh  Presiden  untuk  mem- 
bagi-bagi  hadiah  politik  atau  fasilitas  eko- 
nomis  kepada  kroni-kroninya.  Dalam  meng- 
angkat menteri,  misalnya,  Presiden  mempu- 
nyai  wewenang  penuh  untuk  menentukan 
jumlah  institusi  maupun  menunjuk  orang- 
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nya  berdasar  imbal  jasa  politik.  Pernah 
ada  satu  menteri  khusus  tetapi  tidak  jelas 
"khusus  untuk  apa",  ada  juga  tengara  bah- 
wa  seseorang  yang  tanpa  kapasitas  yang 
memadai  menjadi  menteri  hanya  karena 
berhasil  memobilisasi  massa  secara  be- 
sar-besaran  untuk  memberi  dukungan  pa- 
da  saat  pencalonan  sang  Presiden.  Peng- 
gunaan  hak  prerogatif  untuk  jabatan  ter- 
tentu,  misalnya,  perlu  dihapuskan  atau  di- 
imbangi  dengan  hak  konfirmasi. 

BUTIR-BUTIR  PENTING  YANG  PERLU 
DIPERTIMBANGKAN 

Berrkut  ini  beberapa  masalah  penting 
yang  diusulkan  sebagai  kongkretisasi  atas 
gagasan-gagasan  di  atas: 

1.  Yang  terkait  dengan  MPR: 

a.  Kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  yang 
dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawarat- 
an  Rakyat. 

b.  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  ter- 
diri  dari  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan 
Utusan  Daerah  yang  dipilih  oleh  rakyat 
melalui  pemilihan  umum  secara  ber- 
tingkat. 

c.  Keputusan  MPR  diambil  berdasarkan 
suara  terbanyaklcecuali  untuk  hal-hal 
yang  dapat  dicapai  dengan  akiamasi 
atau  musyawarah  yang  wajar. 

d.  Jika  Presiden  menyatakan  berhenti  se- 
belum  habhs  masa  jabatannya  maka 
harus  menyampaikan  pertanggung- 
jawaban  pelaksanaan  tugasnya  kepa- 
da  MPR. 

e.  Wakil  Presiden  yang  menggantikan  ja- 
batan Presiden  yang  berhaiangan  te- 
tap  wajib  menyampaikan  pertahg- 


gungjawaban  kepada  MPR  khusus  se- 
lama  masa  bertugas  sebagai  Presiden. 

f.  Jika  dalam  suatu  Sidang  Istimewa  yang 
diselenggarakan  khusus  untuk  mende- 
ngarkan  laporan  pertanggungjawaban 
Presiden  dalam  masa  jabatannya  ter- 
nyata  pertanggungjawaban  itu  ditolak 
oleh  MPR  maka  Presiden  diberhenti- 
kan  dari  jabatannya. 

g.  jika  laporan  pertanggungjawaban  Pre- 
siden ditolak  maka  yang  bersangkutan 
dilarang  mendudukkan  jabatan-ja- 
batan  politik  di  lembaga-lembaga  ne- 
gara  tingkat  Pusat  sedangkan  masalah 
hukumnya  diteruskan  ke  pengadilan. 

h.  Mekanisme  dan  hubungan  tata  kerja 
antara  MPR  dan  lembaga  negara  yarig 
lain  diatur  dengan  Ketetapan  MPR. 

2.  Yang  terkait  dengan  DPR: 

a.  Undang-undang  ditetaokan  berda- 
sarkan persetujuan  antara  Presiden 
dan  DPR. 

b.  Rancangan  undang-undang  dapat 
diajukan  oleh  Presiden  maupun  oleh 
DPR. 

c.  Rancangan  undang-undang  yang  tidak 
disetujui  oleh  DPR  tidak  dapat  diaju- 
kan lagi  kepada  DPR  pada  periode 
itu. 

d.  Rancangan  undang-undang  yang  te- 
lah  disetujui  oleh  DPR  bersama  Pe- 
merintah  tetapi  kemudian  tidak  disah- 
kan  oleh  Presiden  dapat  disahkarr  se- 
cara sepihak  oleh  DPR  asalkan  men- 
dapat  dukungan  dari  sekurang-ku- 
rangnya  2/3  anggota  DPR  dalam  per- 
sidangan  yang  khusus  diadakan  un- 
tuk itu. 
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e.  Dalam  keadaan  mendesak  untuk  me- 
lindungi  kepentingan  umum  Presiden 
dapat  membuat  Peraturan  Pemerintah 
sebagai  pengganti  undang-undang. 

f.  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Un- 
dang-undang itu  harus  mendapat 
persetujuan  dari  DPR  selambat-lam- 
batnya  tiga  bulan  sejak  diundangkan. 

g.  Jika  Peraturan  Pemerintah  Pengganti 
Undang-undang  itu  disetujui  oleh  DPR 
maka  bentuknya  diubah  menjadi  un- 
dang-undang, dan  jika  tidak  disetujui 
oleh  DPR  maka  Peraturan  Pemerintah 
Pengganti  Undang-undang  itu  menja- 
di tidak  berlaku  dengan  sendirinya. 

h.  DPR  berhak  memberi  konfirmasi  atas 
jumlah  departemen  dan  badan-badan 
pemerintahan  di  tingkat  Pusat  yang 
akan  dibentuk  oleh  Presiden  untuk 
melaksanakan-GBHN. 

1.  DPR  berhak  memberi  konfirmasi  atas 
calon  menteri  atau  duta  besar  yang 
akan  diangkat  oleh  Presiden. 

j.  DPR  mempunyai  hak  budget,  hak  ang- 
ket,  dan  hak  interpelasi. 

k.  Semua  anggota  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  dipilih  pleh  rakyat  melalui  pe- 
milihan  umum'yang  jujur  dan  adil  un- 
tuk masa  jabatan  lima  tahun. 

I.  Anggota  DPR  tidak  dapat  diberhenti- 
kan  karena  pernyataan-perny^itaan  di 
DPR  kecuali  terbukti  melakukan  tindak 
pidana  dan  dijatuhi  hukuman  pidana 
oleh  pengadilan  dan  hukuman  itu  te- 
lah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang 
tetap. 

m.  Mekanisme  kerja  dan  tata  kerja  DPR 
diatur  dengan  Peraturan  DPR. 


PENUTUP 

Alternatif  amandemen  dalam  bidang 
legislatif  yang  dikemukakan  di  atas  disu- 
sun  berdasar  asumsi  bahwa  kita  masih 
akan  mempertahankan  struktur  dan  prin- 
sip-prinsip  yang  ada  di  dalam  UUD  1945 
sehingga  perubahan  (amandemen)  itu  bu- 
kanlah  merupakan  penggantian.  Alterna- 
tif di  atas  memilih  cara  mengubah  redak- 
si,  menambah,  mengurangi,  dan  mencabut 
beberapa  pasal  di  dalam  UUD  1945  tan- 
pa  mempersoalkan  Pembukaan,  bentuk 
negara,  dan  Batang  Tubuh  (Tentang  pen- 
cabutan  pasal  tertentii,  tnisalnya,  me- 
nyangkut  pengaturan  tentang  adanya  DPA 
yang  diatur  di  dalam  pasal  1 6,  tetapi  ma- 
salah  ini  ada  di  luar  topik  yang  diminta 
kepada  pemrasaran  sehingga  tidak  di- 
ungkap  di  dalam  makalah  ini). 

Penegasan  tentang  pilihan  asumsi  ini 
penting  karena  di  dalam  wacana  publik 
tentang  ini  muncul  sangat  banyak  alterna- 
tif yang  adakalanya  memerlukan  elabora- 
si  yang  sangat  berbeda.  Di  antara  gagas- 
an  yang  pasti  memerlukan  elaborasi  yang 
berbeda  dengan  usulan  di  atas  adalah 
cara  perubahan  dan  sistem  pemerintahan 
negara.  Tentang  cara  perubahan  ada  yang 
mengusulkan  perubahan  teks  secara  to- 
tal tetapi  tidak  mengubah  elemen  dan 
struktur  negara  (seperti  Perancis);  tetapi 
ada  yang  hanya  mengusulkan  pembuatan 
lampiran  dengan  kekuatan  yang  sama  de- 
ngan konstitusi  (seperti  cara  Amerika).  Se- 
lanjutnya  mengenai  sistem  pemerintahan 
negara  ada  yang  mengusulkan  perubahan 
dari  sistem  Presidensiil  ke  sistem  Parle- 
menter;  tetapi  ada  juga  yang  masih  me- 
nyetujui  sistem  Presidensiil  dengan  elabo- 
rasi yang  lebih  tegas  dan  rinci. 
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Usul-usul  di  atas  menggunakan  asumsi 
bahwa  struktur  dan  sistematika  serta  ben- 
tuk  negara  dan  sistem  pemerintahan  me- 
nurut  UUD  1945  masih  layak  dipakai  se- 
hingga  perubahannya  hanyalah  berupa 
pencabutan  sebagian,  perubahan  bunyi  pa- 
sal,  dan  penambahan  pasal  baru. 

KEPUSTAKAAN 

Berman,  Harold.  1973.  Law  and  Revolution:  the 
Formation  of  ttie  Western  Legal  Tradition.  Har- 
vard University  Press,  Cambridge  Mass. 

Kelsen.  Hans.  1973.  General  Theory  of  Law  and 
State.  Russel  and  Russel,  New  York. 

Mahfud  MD,  IVIoh.  1998.  Politik  Hukum  di  Indonesia. 
LP3ES,  Jakarta. 


 .  1999.  Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  In- 
donesia. Cama  Media  dan  the  Ford  Foundation. 

 .  1 999.  Amandemen  UUD  1945  Menuju  Re- 

formasi  Tata  Negara.  Ull  Press,  Yogyakarta. 

  1999.  Menggagas  Materi  Amandemen  UUD. 

Makalah  untuk  diskusi  di  DPP  Partai  Amanat 
Nasional,  Jakarta,  1  7  September. 

Strong,  C.F.  1952.  Modern  Political  Constitution, 
an  Introduction  to  the  Comparative  Study  of 
Their  History  and  Existing  Form.  Sidgwick  and 
Jackson  Limited,  London. 

Universitas  Cadjah  Mada.  1  999.  Demokratisasi  Po- 
litik, Sumbangan  Pikiran  UGM.  Yogyakarta. 

Wheare,  K.C.  1951.  Modern  Constitution.  Oxford 
University  Press,  London. 

Yamin,  Muhammad.  1959.  Naskah  Persiapan  Un- 
dang-Undang  Dasar,  y\\\d  I.  Penerbit  Siguntang, 
Jakarta,  Cet.  1 . 


The 
Indonesian 
Quarterly 


The 
Indonesian 
Quarterly 


iflltiiii^ 


The  Indonesian  Quarterly  is  a  journal  of  policy 
oriented  studies  published  by  +he  CENTRE  FOR 
STRATEC5IC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES  (CSIS), 
Jakarta,  since  1972.  It  is  a  medium  for  Indonesian 
views  on  national,  regional  and  global  problems. 

Each  issue  contains 
Current  Events 

Review  of  Political  Development 
Review  of  Economic  Development 
and 

□  Articles  on  Contemporary  Issues  and  Problems 
of  Indonesia  and  ASEAN  Region 

AnnypI  Subscriptions: 
Indonesia 

Asia,  Pacific,  and  Australia 
Europe  &  Africa 

USA,  Canada  &  Central  America 


South  America  &  Others 


Rp  70.000,00 

US$  100.00 

US$  125.00 

US$  150.00 

US$  175.00 


Address  all  correspondence,  permission  requests,  books 
for  reviev\/  and  subscriptions  to 

The  Indonesian  Quarterly 
Centre  for  Strategic  and  Intemotional  Studies 
Jl.  Tanah  Abang  111/23-27,  Jakarta  10160,  Indonesia 
Phone  (62-21)  386  5532,  Fax  (62-21)  380  9641;  384  7517 
Email;  csls@csls.orkl 


Refleksi  Hukum  terhadap 
Putusan  Sidang  Umum  MPR  1999 
dan  Sidang  Tahunan  MPR  2000 

Suwoto  Mulyosudarmo 

Dalam  pemerintahan  trans/si  seperti  sekarang  ini,  dengan  belum  terpolanya  hubung- 
an  antara  Presiden  dengan  DPR  secara  balk  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya 
masing-masing,  sangat  mungkin  terjadi  adanya  ketegangan.  Presiden  senantiasa  tarn- 
pU  dengan  semangat  sistem  pemerintahan  presldenslll,  sedangkan  DPR  diberlkan  hak- 
hak  yang  lazlmnya  diberlkan  pada  sistem  parlementer  Penggunaan  sebagian  sistem 
presldenslll  dan  sebagian  sistem  parlementer,  Juga  sangat  rentan  terhadap  muncul- 
nya  konfllk  antara  Presiden  dan  DPR.  KonsekuensI  Ini  merupakan  akibat  darl  perubah- 
an  kewenangan  membuat  undang-undang  yang  berallh  pada  lembaga  yang  sah  bertln- 
dak  atas  nama  kedaulatan  rakyat.  Secara  umum  perubahan  ketatanegaraan  yang  berke- 
naan  dengan  lembaga  negara  Ini  sangat  dlwarnal  oleh  upaya  pemberdayaan  DPR  dalam 
menjalankan  fungsl  kontrol  terhadap  Pemerlntah. 


PENDAHULUAN 

DALAM  dua  tahun  terakhir  ini  MPR 
telah  berhasil  menyelenggarakan 
dua  kali  Sidang  MPR,  yaitu  Sidang 
Umum  MPR  1 999  dan  Sidang  Tahunan  MPR 
2000.  Putusan  Sidang  MPR  tersebut  dapat 
dikategorikan  menjadi  dua- kelompok,  yai- 
tu kelompok  "amandemen"  UUD  1 945  yang 
meliputi  perubahan  pertama  dan  peru- 
bahan kedua  serta  kelompok  "non-aman- 
demen"  yang  berupa  perubahan  ketetap- 
an  MPR  dan  ketetapan  baru  MPR.  Peru- 
bahan Konstitusi  dipengaruhi  oleh  sebera- 
pa  besar  lembaga  yang  diberlkan  kewe- 
nangan untuk  melakukan  perubahan  me- 
mahami  tuntutan  perubahan  dan  sebera- 
pa  jauh  kemauan  anggota  lembaga  ber- 
sedia  melakukan  perubahan.  Lembaga 


yang  mempunyai  kewenangan  melakukan 
perubahan  harus  berhasil  membaca  arah 
perubahan  yang  dikehendaki  oleh  masya- 
rakat  yang  sedang  mengalami  perubahan. 
Oleh  karena  itu  dalam  setiap  perubahan 
konstitusi  harus  didasarkan  pada  para- 
dignia  perubahan.  Paradigma  perubahan 
itu  menjadi  "politik  hukum"  perubahan 
konstitusi,  menjadi  dasar  menentukan  arah 
perubahan  dan  sekaligus  sebagai  para- 
meter terhadap  produk  perubahan  konsti- 
tusi. Kesulitan  yang  mungkin  dihadapi  ada- 
iah  bahwa  perubahan  paradigma  yang 
diinginkan  oleh  masyarakat  politik  tidak 
senantiasa  sama  dengan  paradigma  per- 
ubahan yang  diinginkan  oleh  anggota  lem- 
baga yang  mempunyai  kewenangan  mela- 
kukan perubahan  konstitusi.  Perbedaan  itu 
terjadi  karena  pandangan  anggota  lemba- 
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ga  yang  sarat  dengan  muatan  politik  dan 
kepentingan  golongan.  Politik  Hukum  yang 
harus  digunakan  sebagai  dasar  melaku- 
kan  perubahan  konstltusi  setidak-tidaknya 
memperhatikan  beberapa  hal  sebagai 
berikut: 

a.  Melakukan  pembatasan  kekuasaan,  men- 
distribusikan  kekuasaan  secara  vertikal 
dan  membagikan  kekuasaan  secara 
horisontal  agar  dapat  dihindari  pemu- 
satan  kekuasaan  dl  satu  tangan. 

b.  Mengatur  pemberhentlan  pejabat  pu- 
blik  dalam  masajabatan  dan  akhir  ma- 
sa  jabatan  secara  rinci.  Pasal  8  UUD 
1945  harus  dielaborasikan  lebih  kong- 

.  kret  agar  mudah  diiaksanakan.  Pem- 
berhentian  dalam  masajabatan  ini  ha- 
rus dibuka  kemungkinan  apabila  se- 
seorang  melakukan  pelanggaran  UUD 
dan  CBHN  ataupun  pemberhentlan  ka- 
rena  terlibat  dalam  kejahatan  yang  dl- 
atur  dalam  konstltusi. 

c.  Mengubah  kekuasaan  yang  sentralistik 
dan  mengganti  ke  arah  yang  desen- 
tralistik. 

d.  Meningkatkan  peran  DPR  dalam  mela- 
kukan pengawasan  terhadap  kekuasa- 
an eksekutif  dan  peran  DPR  di  bidang 
legislasi. 

e.  Mengembalikan  hak  atas  kedaulatan  ke- 
pada  rakyat  dengan  cara  melaksanakan 
pemilihan  sistem  distrik  dan  pemilihan 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  peja- 
bat politik  secara  langsung  oleh  rakyat. 

f.  Menjaga  kekuasaan  yang  seimbang  de- 
ngan menerapkan  mekanisme  check 
and  balance  system. 

g.  Menata  kembali  sistem  peradilan  dan 
pranata  lunak  untuk  memulihkan  keper- 
cayaan  pencari  keadilan. 


h.  Membangun  struktur  perekonomian 
yang  memberikan  jaminan  terhadap 
peningkatan  kesejahteraan  rakyat. 

i.  Memberikan  perlindungan  hak  asasi 
manusiadan  menghindarkan  kehidupan 
ketatanegaraan  yang  diskriminatif. 

Persoalannya  adalah,  apakah  partal  po- 
litik yang  dcminan  di  MPR  menerima  "po- 
litik hukum"  dan  bersedia  menggunakan 
sebagai  acuan  terhadap  perubahan  kon- 
stltusi. Sidang  MPR  tidak  berhasll  memba- 
has  secara  tuntas  terhadap  rancangan  per- 
ubahan yang  diperslapkan  oleh  Badan  Pe- 
kerja.  Namun  demikian  hal  itu  juga  patut 
disyukuri  karena  konsep  BP  MPR  masih 
mengandung  banyak  masalah.  Hal  ini  ka- 
rena rumusan  rancangan  perubahan  BP 
MPR  yang  disusun  setelah  melakukan  lang- 
kah  penyerapan  aspirasi  rakyat  tidak  di- 
ikuti  dengan  sosialisasi  hasil  kesepakatan 
kepada  masyarakat.  Persoalan  amande- 
men  tahap  selanjutnya  ternyata  menda- 
patkari  perhaiian  yang  serius  dari  Presi- 
den dengan  membentuk  Panitia  Penyelidik 
Perubahan  UUD  1945.  Pembentukan  ini 
sudah  tentu  tidak  sampai  menggeser  ke- 
wenangan  MPR  melakukan  perubahan 
UUD  1945. 

Dalam  tulisan  ini  akan  diketengahkan 
beberapa  hal  yang  berkenaan  dengan  ha- 
sil Sidang  Umum  MPR  1999  dan  Sidang 
Tahunan  MPR  2000. 

PENYIMPANGAN  ASAS  NON- 
RETROACTIVITY 

Setiap  orang  berhak  untuk  tidak  ditun- 
tut  berdasarkan  hukum  yang  berlaku  su- 
rut.  Ketentuan  Pasal  28  I  UUD  1  945  di  sa- 
tu sisi  dirumuskan  sebagai  upaya  mem- 
berikan perlindungan  hukum  dengan  me- 
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negakkan  "asas  legalitas".  Namun  pengaruh 
internasional  dan  perkembangan  keilmuan 
menuntut  adanya  pasal  pengecualian  yang 
menyimpang  dari  asas  Non-Retroactivity. 
Persoalannya  UUD  1  945  tidak  secara  tegas 
memberikan  dasar  hukum  pengecualian, 
sehingga  sulit  dipertanggungjawabkan  pe- 
nerapan  asas  retroactivity  dalam  perun- 
dang-undangan  yang  berlaku.  UU  No.  26 
tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak-hak 
Asasi  Manusia  memberikan  peluang  ter- 
balas  terliadap  penerapan  asas  retro- 
activity, yaitu  hanya  dengan  persetujuan 
DPR. 

Dl  dalam  Pasal  43  UU  No.  26  Tahun 
2000  tentang  Pengadilan  Hak-hak  Asasi 
Manusia  dinyatakan: " Pelanggaran  iial<  asa- 
si manusia  yang  berat  yang  terjadi  sebe- 
lum  diundangl<an  UU  ini,  diperil<sa  dan  di- 
putus  oleti  Pengadilan  HAM  Ad  Hod'. 
Pad  a  Pasal  44  dinyatakan:  "  Pemeriicsaan  di 
Pengadilan  HAfvi  Ad  Hoc  dan  upaya  hu- 
kumnya  dilakukan  sesuai  dengan  ketentu- 
an  undang-undang  inl\  Dengan  ketentuan 
Pasal  ini  berarti  ada  penyimpangan  asas 
non-retroaktif  sebagaimana  diatur  dalam 
Pasal  28  I  UUD  1945.  Pasal  28  j  UUD 
1945  sebenarnya  tidak  cukup  jelas  mem- 
berikan peluang  terhadap  penerapan  asas 
retroaktif,  oleh  karena  itu  dalam  Sidang  Ta- 
hunan  MPR  2001  seyogyanya  dicantumkan 
pasal  yang  memberikan  dasar  hukum  pe- 
ngecualian terhadap  Pasal  28  I  UUD  1945. 
Pengadilan  HAM  Ad  Hoc  dibentuk  atas 
usul  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik 
Indonesia  berdasarkan  peristiwa  tertentu 
dengan  keputusan  Presiden.  Peradilan  Ad 
Hoc  merupakan  peradilan  khusus  yang 
berada  di  lingkungan  peradilan  umum,  si- 
fatnya  terbatas  dalam  arti  terbatas  untuk 
kasus  tertentu  yang  diusUlkan  oleh  DPR 
dan  ditetapkan  oleh  Presiden. 


PERTANGGUNGJAWABAN  KE- 
BIJAKAN  DAN  KRIMINAL  OLEH 
PRESIDEN 

Perubahan  pertama  UUD  1945  meng- 
hasilkan  perubahan  kewenangan  membuat 
undang-uiidang.  Kewenangan  membuat 
undang-undang  yang  berdasarkan  Pasal  5 
Ayat  (1)  UUD  1945  berada  di  tangan  Pre- 
siden, diubah  menjadi  kewenangan  DPR. 
Proses  pembuatan  UU  harus  ditandata- 
ngani  oleh  Presiden  selaku  Kepala  Peme- 
rintah  dan  DPR  serta  harus  disahkan  oleh 
Presiden  selaku  Kepala  Negara.  Dari  segi 
konsepsi  pemikiran  hal  ini  merupakan  per- 
ubahan yang  mendasar,  karena  kekuasa- 
an  membuat  undang-undang  beralih  pada 
lembaga  yang  sah  bertindak  atas  nama 
kedaulatan  rakyat.  Secara  umum  perubah- 
an ketatanegaraan  yang  berkenaan  de- 
ngan lembaga  negara,  sangat  diwarnai 
oleh  upaya  pemberdayaan  DPR  dalam 
menjalankan  fungsi  kontrol  terhgidap  Pe- 
merintah.  Itulah  sebabnya  ketegangan  se- 
ringkali  terjadi  antara  Presiden  dan  DPR. 
Dalam  pemerintahan  transisi  sebenarnya 
wajar  jika  terjadi  ketegangan  karena  be- 
lum  terpolanya  hubungan  Presiden  dengan 
DPR  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajib- 
an  masing-masing.  Presiden  senantiasa 
tampil  dengan  semangat  sistem  pemerin- 
tahan presidensiil,  sedangkan  DPR  diberi- 
kan  hak-hak  yang  lazimnya  diberikan  pa- 
da  sistem  parlementer.  Penggunaan  seba- 
gian  sistem  presidensiil  dan  sebagian  sis- 
tem parlementer,  sangat  rentan  terhadap 
munculnya  konflik  antara  Presiden  dan  DPR. 
Sistem  pengawasan  yang  dianut  dalam  ke- 
tatanegaraan di  Indonesia  menggunakan 
sistem  parlementer,  yang  ditengarai  dari 
dibukanya  peluang  DPR  untuk  melakukan 
pengawasan  terhadap  kebijakan  pemerin- 
tah  dan  dapat  dijatuhkannya  Presiden  da- 
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lam  masa  jabatannya  melalui  Sidang  Isti- 
mewa  dengan  dalih  melakukan  pelanggar- 
an  terhadap  GBHN. 

Penggunaan  sistem  proporsional  tanpa 
adanya  lembaga  recall  memperkuat  ke- 
beradaan  DPR  dalam  sistem  politik,  menja- 
dikan  DPR  sebagai  sosok  institusi  yang  ke- 
bal  dari  kontrol  siapapun.  Seorang  yang 
sudah  dipecat  oleh  pimpinan  partai  politik 
dari  keanggotaan  partai  politik,  tidak  be- 
gitu  saja  dengan  mudah  dapat  diberhenti- 
kan  dari  keanggotaan  DPR  oleh  Presiden. 
Berbagai  macam  fungsi  kontrol  digerakkan 
oleh  DPR  yang  bukan  dimaksudkan  untuk 
melakukan  penguatan  terhadap  DPR,  te- 
tapi  terkesan  berupaya  menjatuhkan  ke- 
kuasaan  Presiden.  Dalam  konfigurasi  keta- 
tanegaraan  pasca  Sidang  MPR,  hal  ini  dl- 
tengarai  dari  fungsi  dan  peran  DPR  yang 
terkesan  mempunyai  potensi  dalam  meng- 
hadapi  kekuasaan  Presiden.  Kekuasaan 
Presiden  yarig  tidak  dipilih  secara  langsung 
oleh  rakyat  tidak  memberikan  basis  du- 
kungan  yang  kuat  dalam  sistem  presiden- 
siil.  Konsekuensi  memilih  sistem  presiden- 
siil  adalah  bahwa  seharusnya  dilaksanakan 
pemilihan  Presiden  secara  langsung.  Oleh 
karena  itu,  Presiden  yang  terpilih  dengan 
basis  kekuatan  10  persen  dukungan  dari 
DPR  sangat  berat  menghadapi  kinerja  DPR 
dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan. 

Dalam  melaksanakan  pengawasan  di 
samping  hak  meminta  keterangan,  DPR 
mempunyai  hak  mengajukan  pertanyaan 
yang  pada  hakikatnya  juga  meminta  ke- 
terangan. Di  dalam  Pasal  1  75  Ayat  (3)  Per- 
aturan  Tata  tertib  DPR  Ida  bagian  kalimat 
yang  tertulis  sebagai  berikut: Agar  Pre- 
siden dapat  memberikan  keterangan  yang 
lebih  jelas  tentang  soal  yang  terkandung 
dalam  pertanyaan  itu".  Di  ayat  lain  dinya- 
takan  bahwa  pemberian  jawaban  oleh  Pre- 


siden, sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 
175  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dapat  diwakil- 
kan  kepada  menteri.  Dengan  demikian  ja- 
waban Presiden  atas  pertanyaan  DPR  ber- 
sifat  pemberian  keterangan,  Hak  menga- 
jukan keterangan  ini  diberikan  kepada 
setiap  anggota  secara  perorangan  atau 
bersama-sama  dapat  mengajukan  perta- 
nyaan. Pertanyaan  DPR  bersifat  rahasia, 
artinya  sebelum  diajukan  ke  Presiden 
pertanyaan  itu  tidak  boleh  diumumkan.  ja- 
waban yang  diberikan  oleh  Presiden  be- 
rupa  "keterangan  Presiden"  atas  perta- 
nyaan DPR.  Peraturan  Tata  tertib  tidak 
mengatur  persoalan  apa  yang  boleh  diwa- 
dahi  dengan  hak  mengajukan  pertanya- 
an. Hal  ini  berarti  bahwa  pertanyaan  si- 
fatnya  bebas  asalkan  sehubungan  dengan 
pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  DPR. 
Perubahan  politik  hukum  yang  menempat- 
kan  DPR  dalam  posisi  yang  kuat  terhadap 
Pemerintah  terbentuk  karena  perubahan 
sistem  ketatanegaraan  yang  menerapkan 
pengawasan  dengan  sistem  parlementer. 

Permintaan  keterangan  kepada  Presi- 
den dapat  diusulkan  oleh  sekurang-ku- 
rangnya  1 0  anggota  kepada  pimpinan  DPR, 
tentang  suatu  kebijakan  Pemerintah  (Pasal 
145  Ayat  (1)  Peraturan  Tata  Tertib  DPR). 
Ada  dua  rambu  yang  harus  diperhatikan 
dalam  penggunaan  hak  meminta  kete- 
rangan ini,  yaitu:  (1)  meminta  keterangan 
adalah  hak  DPR,  sehingga  sekurang-ku- 
rangnya  10  anggota  DPR  diberikan  hak 
mengusulkan;  (2)  keterangan  yang  diminta 
kepada  Presiden  tentang  suatu  kebijakan 
Pemerintah.  Kunjungan  Presiden  Abdur- 
rahman Wahid  ke  Israel  dengan  maksud 
menjalin  hubungan  perdagangan,  adalah 
keputusan  yang  bersifat  kebijakan  yang 
layak  dimintai  keterangannya  lebih  lanjut 
oleh  DPR.  jika  hal  itu  dianggap  berten- 
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tangan  dengan  CBHN,  DPR  dapat  melan- 
jutkan  dengan  memberikan  nota  peringat- 
an,  agar  Presiden  berhenti  menjalin  hu- 
buhgan  perdagangan  dengan  Israel.  Salah 
satu  unsur  dari  kebijakan  Pemerintah  yang 
diambil  melalui  keputusan  Presiden,  ada- 
lah  bahwa  kebijakan  itu  akan  ditindaklan- 
juti  oieh  pembantu  Presiden  atau  menteri 
yang  terkait.  Begitu  kebijakan  itu  diambil 
maka  proses  berjalan  menuju  suatu  reali- 
sasi,  sehingga  jika  DPR  dapat  menyampai- 
kan  nota  peringatan  untuk  memberhenti- 
kan  kebijakan,  dan  Presiden  diberikan  ke- 
sempatan  untuk  menghentikan  pelaksana- 
an  kebijakan  itu. 

Kasus  pemberhentian  menteri  oleh  Pre- 
siden bukanlah  kebijakan  dalam  arti  sua- 
tu  keputusan  yang  perlu  ditindaklanjuti 
pelaksanaannya  oleh  pembantu  Presiden. 
Keputusan  Presiden  tentang  pemberhenti- 
an anggota  kabinet  adalah  kebijalcan  Pre- 
siden, tetapi  bukan  kebijakan  Pemerintah. 
Pembprhentian  menteri  bukan  keputusan 
yang  bersifat  kebijakan  Presiden  yang  da- 
pat dimintai  keterangan  oleh  DPR.  Walau- 
pun  undang-undang  tidak  memberikan 
penjelasan  antara  kebijakan  Presiden  de- 
ngan kebijakan  Pemerintah,  dalam  praktek 
ketatanegaraan  harus  dapat  dibedakan. 
Keputusan  Presiden  yang  dapat  dimintai 
keterangan  adalah  kebijakan  yang  meru- 
pakan  kebijakan  Pemerintah.  Permintaan 
keterangan  atas  suatu  kebijakan  harus  di- 
akhiri  dengan  evaluasi  kebijakan  dalam 
hubungannya  dengan  CBHN.  Jika  menurut 
DPR  bertentangan  dengan  UUD  1945  atau 
CBHN,  DPR  memberikan  nota  peringatan 
agar  tidak  meneruskan  melaksanakan  ke- 
bijakan Presiden  yang  telah  diambil. 

Di  dalam  ketentuan  Pasal  35  UU  No.  4 
Tahun  1999  dinyatakan:  "DPR  dan  DPRD 
dalam  melaksanakan  fungsi  sesuai  dengan 


tingkatnya  masing-masing,  berhak  memin- 
ta  pejabat  negara,  pejabat  pemerintah, 
atau  warga  masyarakat  untuk  memberikan 
keterangan  tentang  sesuatu  hal  yang  per- 
lu ditangani  demi  kepentingan  negara, 
bangsa,  pemerintah,  dan  pembangunan. 
Menolak  memberikan  keterangan  atas  per- 
mintaan keterangan  yang  bersumber  dari 
hak  memanggil  {subpoena  power),  dapat 
diancam  pidana  karena  merendahkan 
martabat  dan  kehormatan  DPR  dan  DPRD 
dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu 
tahun.  Kepada  Presiden  dapat  pula  dituduh 
melakukan  contempt  of  parliament,  jika 
menoiak  memberikan  jawaban. 

Permintaan  keterangan  oleh  DPR  kepa- 
da Presiden  yang  dijawab  dengan  meno- 
lak memberikan  jawaban  oieh  Presiden 
dalam  sidang  DPR  tanggal  20  juni  kemarin 
adalah  permintaan  keterangan  yang  ber- 
dasarkan  pada  Pasal  33  Ayat  (3)  UU  No. 
4  Tahun  1 999  jo.  Pasal  1 45  Peraturan  Ta- 
ta tertib  DPR-RI,  sehingga  Presiden  dapat 
menolak  memberikan  keterangan.  Walau- 
pun  mekanisme  pemaksaan  agar  Presiden 
memberikan  keterangan  secara  yuridis  ti- 
dak diatur  dalam  undang-undang,  tetapi 
secara  politis  Presiden  berada  dalam  po- 
sisi  yang  sulit  jika  menolak  memberikan 
keterangan  atas  permintaan  DPR.  Jika  Pre- 
siden tetap  menolak  memberikan  jawaban 
tertulis,  secara  yuridis  ketatanegaraan,  DPR 
tetap  sulit  menindaklanjuti  permintaan  ke- 
terangan itu.  Oleh  karena  itu  solusinya 
DPR  harus  mengulang  mengajukan  per- 
mintaan keterangan  berdasarkan  hak  sub- 
poena power  (Pasal  35  UU  No.  4  Tahun 
1 999)  yang  menyangkut  tentang  dua  orang 
menteri  yang  diberhentikan.  Kesanggupan 
Presiden  untuk  memberikan  penjelasan 
dalam  rapat  tertutup,  hendaknya  ditolak 
oleh  pimpinan  sidang  DPR,  dan  Presiden 
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diminta  memberikan  keterangan  dalam 
forum  terbuka. 

Penolakan  pemberian  keterangan  atas 
permintaan  DPRjustru  berbalik  pada  per- 
soalan  pembocoran  pembicaraan  tertutup 
di  DPR.  Dilihat  kasus  posisi  pemberhen- 
tian  dua  orang  menteri  anggota  Kabinet 
Persatuan  itu,  tidak  dapat  dikualifikasikan 
sebagai  sesuatu  yang  harus  dijaga  kera- 
hasiaannya.  Berkait  dengan  perlindungan 
hak  atas  informasi  bagi  warga  negara,  Pre- 
siden  justru  diwajibkan  memberikan  pen- 
jelasan  mengenai  alasan  pemberhentian 
secara  terbuka. 

Permintaan  keterangan  yang  berkaitan 
dengan  kebijakan  Pemerintah  (Pasal  145 
sampai  dengan  149)  adalah  terhadap  ke- 
bijakan yang  mempunyai  potensi  ke  arah 
pelanggaran  GBHN.  DPR  dapat  mengaju- 
kan  memorandum  untuk  menghentikan 
pelaksanaan  kebijakan  lebih  lanjut  oleh 
Pemerintah.  Jika  Presiden  tidak  memper- 
hatikan,  tnaka  DPR  Hapat  meminta  MPR 
menyelenggarakan  Sidang  Istimewa  untuk 
memberhentikan  Presiden  dalam  masa 
jabatannya.  Permintaan  keterangan  yang 
bersumber  dari  penggunaan  hak  subpoena 
poiver  [Pasal  35  UU  No.  4  Tahun  1999) 
dapat  mengarah  padd  tindakan  kepolisian 
terhadap  mereka  yang  diduga  melakukan 
perbuatan  yang  dapat  dipidana. 

Sejumlah  anggota  DPR  sesuai  dengan 
ketentuan  undang-undang  dapat  nienga- 
jukan  usul  untuk  mengadakan  penyelidik- 
an  mengenai  sesuatu  hal.  Berapa  jumlah 
anggota  yang  dipersyaratkan  oleh  undang- 
undang  dapat  mengajukan  usul  menga- 
dakan penyelidikan?  Peraturan  Tata  Tertib 
DPR  menunjuk  sesuai  dengan  ketentuan 
undang-undcing.  Jika  yang  dimaksud  oleh 
peraturan  tata  tertib  itu  adalah  UU  No.  4 
Tahun  1  999,  UU  menyerahkan  pelaksana- 


an atas  hak-hak  DPR  termasuk  hak  mela- 
kukan penyelidikan  kepada  Peraturan  Ta- 
ta Terib  DPR.  Pada  bagian  penjelasan  Pa- 
sal 33  UU  No.  4  Tahun  1999  tidak  dapat 
diketahui  tentang  jumlah  anggota  DPR 
yang  dipersyaratkan  dapat  mengajukan 
hak  melakukan  penyelidikan.  Ketidakjelas- 
an  mengajukan  usul  melakukan  penyeli- 
dikan tidak  menjadi  hambatan  bagi  DPR 
untuk  menggunakan  hak  melakukan  pe- 
nyelidikan atas  kasus  Bu  log  gate  dan 
Bruneigate.  Rapat  paripurna  memutuskan 
menyetujui  usul  mengadakan  penyeli- 
dikan, dan  kemudian  DPR  membentuk 
Panitia  Khusus  yang  beranggotakan  se- 
kurang-kurangnya  1 0  orang.  Ketentuan 
mehgenai  jumlah  Ini  nampaknya  meru- 
juk  UU  No.  6  Tahun  1954  tentang  Hak 
Angket  DPR.  Keputusan  akhir  Panitia 
Khusus  ini  disampaikan  kepada  Presi- 
den. Pertanyaannya  adalah  tindak  lanjut 
apakah  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pre- 
siden apabila  hasil  penyelidikan  atas  la- 
poran  panitia  khusus  berkait  dengan 
kasus  yang  melibatkan  Presiden?  Kata- 
kan  saja  Presiden  terlibat  atas  kasus  pe- 
nyimpangan  dana  Bulog  yang  mengarah 
pada  perbuatan  yang  dapat  diancam 
pidana,  apa  yang  harus  dilakukan  oleh 
Presiden?  Jika  laporan  disampaikan  ke- 
pada Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Agung 
dapat  menindaklanjuti  temuan  laporan 
khusus  itu  dengan  melakukan  penyeli- 
dikan/penyidikan  kepada  Presiden.  N*a- 
mun,  bagaimana  tata  cara  melakukan 
penyelidikan  atas  perbuatan  yang  dapat 
dipidana  yang  dilakukan  oleh  Presi- 
den? Bagaimana  status  kepresidenan,  ji- 
ka orang  yang  sedang  menduduki  ja- 
batan  Presiden  dinyatakan  sebagai  ter- 
sangka  oleh  Kejaksaan  Agung?  Temuan 
Pansus  Buloggate  memang  tidak  cukup 
syarat  untuk  membawa  Presiden  ke  Si- 
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dang  Istimewa,  karena  bukan  persoalan 
pelanggaran  UUD  1945  dan  CBHN.  Pem- 
berhentian  Presiden  dengan  dalih  ada- 
nya  dakwaan  kriminal  belum  diatur  da- 
lam konstitusi  ataupun  Ketetapan  MPR. 
Hal  inilah  yang  harus  menjadi  salah 
satu  perhatian  dalam  melakukan  per- 
ubahan  UUD  1 945  yang  akan  datang. 

Di  dalam  hasil  kesepakatan  finalisasi 
Panitia  Ad  Hoc  I  BP  MPR  tanggal  22  Juli 
2000  dinyatakan:  "Presiden  Republik  In- 
donesia sebagai  Kepala  Negara  dan  Ke- 
pala  Pemerintahan  menyelenggarakan  pe- 
merintahan negara  menurut  Undang-Un- 
dang  Dasai'\  Perubahan  mendasar  yang 
digunakan  sebagai  dasar  perubahan  terha- 
dap  kekuasaan  pemerintahan  adalah  tun- 
tutan  pemilihan  Presiden  secara  langsung 
oleh  rakyat  dan  pengurangan  kekuasaan 
Presiden.  Rumusan  PAH  I  BP  MPR  mem- 
pertegas  pilihan  sistem  pemerintahan  pre- 
sidensiil,  sehingga  tidak  mengakomodasi 
tuntutan  pengurangan  kekuasaan  Presiden. 
Pengurangan  kekuasaan  Presiden  dapat  di- 
lakukan  dengan  beberapa  cara,  yaitu:  (1) 
dilakukan  dengan  memberikan  kuasa  men- 
Jalankan  kekuasaan  Kepala  Pemerintah 
kepada  seorang  Menteri  Utama  atau  Per- 
dana  Menteri;  (2)  memberikan  kewenang- 
an  kepada  DPR  untuk  memberikan  perse- 
tujuan  terhadap  Rancangan  Keputusan  Pre- 
siden tertentu;  (3)  memberikan  kewenang- 
an  kepada  DPR  untuk  memberikan  pertim- 
"*'bangan  kepada  Presiden;  (4)  memberikan 
kewenangan  kepada  DPR  untuk  membuat 
undang-undang. 

Dalam  sistem  presidensiil,  Presiden  mem- 
punyai  kewenangan  mengangkatdan  mem- 
berhentikan  menteri.  Ketentuan  ini  tidak 
dapat  dilakukan  oleh  Presiden  sendiri  kare- 
na kemungkinan  besar  Presiden  tidak 
memperoleh  dukungan  suara  mayoritas. 


Pengangkatan- dapat  dilakukan  oleh  Presi- 
den selaku  Kepala  Negara  atas  pertim- 
bangan/usul  partai  politik  yang  berkoalisi. 
Atas  usul  DPR,  Perdana  Menteri  dan  ang- 
gota  kabinet  dapat  diberhentikan  oleh 
Presiden.  Ikut  sertanya  DPR  dalam  hal  ini 
tidak  dapat  dihindari  karena  sistem  pre- 
sidensiil idealnya  hanya  tepat  diikuti  oleh 
sistem  dwi-partai,  dalam  arti  hanya  ada 
dua  partai  politik  yang  dominan. 

Pertanggungjawaban  Presiden  seyog- 
yanya  menerapkan  sistem  presidensiil  dan 
parlementer.  Pertama,  pertanggungjawab- 
an kebijakan  ("politik")  yang  disampaikan 
oleh  Presiden  pada  sidang  tahunan  MPR 
atau  atas  permintaan  keterangan  mengenai 
kebijakan  Pemerintah.  Evaluasi  pertanggung- 
jawaban kebijakan  akan  berakhir  dengan 
permintaan  DPR  kepada  MPR  untuk  me- 
nyelenggarakan Sidang  Istimewa;  (2)  per- 
tanggungjawaban kriminal,  dengan  penger- 
tian  bah\^  Presiden  dan  Wakil  Presiden 
dapat  diberhentikan  atas  dakwaan  kriminal 
oleh  DPR  dan  diputuskan  oleh  MPR.  Dak- 
waan kriminal  ini  hendaknya  dibedakan 
dengan  pertanggungjawaban  atas  dasar 
putusan  pengadilan  yang  telah  mempero- 
leh kekuatan  hukum  tetap.  Di  dalam  hasil 
sinkronisasi  kesepakatan  PAH  I  dinyata- 
kan: "Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  da- 
pat diberhentikan  apabila  mengkhianati 
negara,  melakukan  tindak  pidana  kejahat- 
an,  penyuapan  dan  melakukan  perbuatain 
yang  tercela,  berdasarkan  putusan  penga- 
dilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hu- 
kum tetap.  Ketentuan  pasal  ini  tidak  meng- 
atur  bagaimana  status  hukum  seorang  Pre- 
siden atau  Wakil  Presiden  yang  didakwa 
melakukan  perbuatan  yang  dipidana.  Oleh 
karena  itu  hendaknya  pemberhentian  dila- 
kukan oleh  MPR  atas  dakwaan  kriminal 
dari  DPR. 
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PEMERINTAHAN  DAERAH 

Perubahan  Pasal  18  UUD  1945  yang  di- 
sahkan  oleh  MPR  dalam  sidang  pleno  MPR 
tanggal  18  Agustus  2000  dirancang  seba- 
gai  dasar  hukum  penyelenggaraan  otono- 
mi  daerah.  Ketentuan  pasal  ini  tidak  dapat 
digunakan  untuk  dasar  penyelenggaraan 
pemerintahan  yang  bersifat  admlnistratif. 
Harapan  dari  penggagas  perubahan  Pa- 
sal 18  UUD  1945  adaiah  bahwa  dasar  pe- 
nyelenggaraan pemerintahan  daerah  yang 
bersifat  admlnistratif  akan  diatur  dalam 
bab  tentang  Kekuasaan  Pemerintahan  Ne- 
gara.  Padahal  bab  tentang  Kekuasaah  Pe- 
merintahan Negara  belum  sempat  dibahas 
dalam  rapat  pleno  KomisI  A,  sehingga  ti- 
dak dibahas  pula  dalam  lobi  pimpinan 
fraksi.  Seharusnya  perubahan  Pasal  1 8 
UUD  1945  tentang  Pemerintahan  Daerah 
merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  di- 
pisahkan  dengan  perubahan  bab  tentang 
Kekuasaan  Pemerintahan  Negara.  Pertim- 
bangan  memisahkaa  dasar  hukum  peme- 
rintahan yang  bersifat  admlnistratif  dari 
bab  tentang  Pemerintahan  Daerah  adaiah 
karena  pemerintahan  yang  bersifat  adml- 
nistratif merupakan  bagian  dari  kekuasa- 
an pemerintah  pusat.  Pembahasan  tidak 
berhasil  secara  Juntas  sehingga  dasar  hu- 
kum pemerinta'han  admlnistratif  yang  ga- 
gal  dirumuskan  dalam  perubahan  kekua- 
saan pemerintahan  negara. 

Keterbatasan  waktu  dalam  pembahal- 
an  di  komisi  A  dan  di  lobi  pimpinan  fraksi 
dan  komisi  yang  terkesan  dibuat  berlarut- 
larut  memberikan  peiajaran  yang  sangat 
berharga  dan  sekaligus  memprihatinkan. 
Badan  Pekerja  MPR  yang  bekerja  tidak  ku- 
rang  dari  tujuh  bulan  efektif  bekerja  yang 
menghasilkan  finalisasi  kesepakatan  per- 
ubahan kedua  UUD  1945,  sudah  tentu  ti- 


dak akan  dengan  mudah  diacak  di  komisi 
A  yang  bekerja  efektif  dalam  dua  hari  sa- 
ja,  jika  mekanisme  perubahan  UUD  1945 
tahap  selanjutnya  masih  menggunakan  ca- 
ra  terdahulu,  penulis  khawatir  rancangan 
yang  digagas  oleh  BP-MPR  tidak  akan  da- 
pat dengan  lancar  diputuskan  dalam  si- 
dang pleno  MPR. 

Di  dalam  hasil  evaluasi  tentang  pelak- 
sanaan  otonomi  daerah  sebagaimana  di- 
cantumkan  dalam  Ketetapan  MPR  No.  IV/ 
MPR/2000,  digariskan  bahwa  jika  sampai 
akhir  Desember  2000  Peraturan  Pemerin- 
tah yang  dijanjikan  untuk  dasar  pembuat- 
an  Peraturan  Daerah,  maka  Daerah  diper- 
kenankan  melaksanakan  Pemerintahan 
Daerah  secara  penuh  dengan  mengguna- 
kan Peraturan  Daerah.  Jika  Peraturan  Pe- 
merintah dimaksud  telah  ada,  Daerah  di- 
minta  menyesuaikan  Peraturan  Daerah  de- 
ngan Peraturan  Pemerintah  yang  ditetap- 
kan  kemudian.  Menjelang  akhir  tahun  2000 
Pemerintah  telah  berhasil  menetapkan  16 
Peraturan  Pemerintah  yang  hendak  digu- 
nakan sebagai  dasar  bagi  Daerah  dalam 
menetapkan  Parattiran  Daerah.  Pemerintah 
Pusat  nampak  lambat  menyusun  Peraturan 
Pemerintah,  sehingga  Daerah  sulit  meran- 
cang  kebutuhan  Peraturan  Daerah  dalam 
waktu  yang  singkat. 

PEMBERHENTIAN  KAPOLRI  BER- 
DASARKAN  TAP  MPR  NO.  VIII/ 
MPR/2000 

Satu  kasus  lagi  yang  terakhir  yang  mem- 
buat  ketegangan  antara  Presiden  dengan 
DPR  adaiah  pemberhentian  Kapoiri  yang 
oleh  Amien  Rais  dan  beberapa  orang  ang- 
gota  Dewan  dianggap  sebagai  pelanggar- 
an  terhadap  ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/ 
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2000.  Atas  dasar  ini  nampaknya  kubu  la- 
wan  politik  bersikeras  akan  menggelar  Si- 
dang  Istimewa  guna  meminta  pertang- 
gungjawaban  Cus  Dur  karena  member- 
hentikan  Kapoiri  tanpa  meminta  persetu- 
juan  DPR. 

Ketetapan  MPR  No.  VII/IVIPR/2000  ten- 
tang  Peran  Tentara  Naslonal  Indonesia  dan 
Peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indone- 
sia memang  unik.  Dalam  ketentuan  Pasal  7 
Ayat  (3)  dinyatakan  bahwa  Kepolisian  Ne- 
gara Republil<  Indonesia  dipimpin  oleh  Ke- 
pala  Kepolisian  Negara  Republik  Indone- 
sia yang  diangkat  dan  diberhentikan  oleh 
Presiden  dengan  persetujuan  Dewan  Per- 
wakilan Rakyat.  Kewenangan  Presiden  meng- 
angkat  dan  memberhentikan  Kepala  Kepo- 
lisian Negara  adalah  kewenangannya  se- 
bagai  Kepala  Pemerintah.  Oleh  karena  itu 
kewenangan  mengangkatdan  memberhen- 
tikan- bisa  didahului  oleh  pertimbangan 
"Lembaga  Kepolisian  Nasional"  dan  perse- 
tujuan "Dewan  Perwakilan  Rakyat".  Sering- 
kali  pemimpin  politik  melontarkan  kritik 
bahwa  Presiden  arogan  dalam  mengguna- 
kan  hak  prerogatif,  sehingga  sewenang- 
wenang  memberhentikan  Kapoiri  tanpa 
persetujuan  DPR.  Penulis  berpendapat 
bahwa  kewenangan  mengangkat  Kapoiri 
itu  bukan  hak  prerogatif  Presiden.  Oleh  ka- 
rena itu  Ketetapan  MPR  No.  VII/MPR/2000 
mengisyaratkan  pembentukan  Lembaga 
Kepolisian  Nasional,  yang  diberi  tugas 
memberikan  pertimbangan  pengangkatan 
dan  pemberhentian  Kapoiri  dan  pemben- 
tukan UU  tentang  Tata  Cara  Pengangkat- 
an dan  Pemberhentian  Kapoiri.  UU  tentang 
Tata  Cara  Pengangkatan  dan  Pemberhen- 
tian Kapoiri  sebagai  konsekuensi  dari  ke- 
tentuan Pasal  1 1  Ketetapan  MPR  No.  VII/ 


MPR/2000  yang  menyebutkan:  "Ketentuan 
sebagaimana  dimaksud  dalam  ketetapan 
ini  diatur  lebih  lanjut  dengan  undang-un- 
dang".  Dengan  demikian  pemberhentian 
Kapoiri  tanpa  meminta  persetujuan  DPR, 
pada  saat  UU  tentang  Lembaga  Kepoli- 
sian Nasional  dan  UU  tentang  Tata  Cara 
Pengangkatan  dan  Pemberhentian  Kapoiri 
secara  hukum  adalah  sah.  Dengan  demi- 
kian tidak  cukup  alasan  bagi  MPR  untuk 
menggelar  Sidang  Istimewa  untuk  memin- 
ta pertanggungjawaban  Presiden. 

Walapun  secara  hukum  pemberhentian 
itu  sah,  tetapi  jika  suara  mayoritas  anggota 
MPR  menyatakan  bahwa  pemberhentian 
Kapoiri  Itu  bertentangan  dengan  ketetap- 
an MPR  No.  VII/MPR/2000,  Presiden  tidak 
dapat  melakukan  pembelaan  yang  berarti. 
Pengadilan  atau  evaluasi  secara  politik, 
seringkali  tidak  fair,  karena  dasar  pembe- 
narnya  adalah  suara  mayoritas.  Argumen- 
tasi  yang  lemah  sekalipun  jika  dibenarkan 
oleh  suara  mayoritas  akan  dengan  mudah 
menjadi  keputusan  politik.  Dalam  hal  de- 
mikian terjadi  suatu  hegemoni  maknayang 
dapat  dijadikan  sebagai  kata  putus  meng- 
adili  Presiden.  Hegemoni  yang  didasarkan 
atas  suara  mayoritas  mengandung  bahaya 
bahwa  kebenaran  dengan  mudah  disim- 
pangi  oleh  kekuatan  yang  sedang  berkua- 
sa.  Keputusan  MPR  akan  dijadikan  seba- 
gai alat  kekuasaan  untuk  melibas  Presiden,.?- 
sehingga  demokrasi  demikian  adalah  tidak 
sehat.  Hakikat  demokrasi  memang  kekuat- 
an suara  mayoritas,  tetapi  putusan  yang 
didasarkan  suara  mayoritas  tanpa  mem- 
pertimbangkan  objektivitas  dan  profesio- 
nalitas,  akan  menurunkan  kewibawaan  de- 
mokrasi dan  menjadikan  produk  demo- 
krasi sebagai  produk  yang  tidak  sehat. 
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Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajib- 
annya  DPR  mempunyai  hak  mengadakan 
penyelidikan.  Pelaksanaan  mengenai  hak 
mengadakan  penyelidikan  menurut  UU 
No.  4  Tahun  1999  diatur  dalam  Peraturan 
Tata  Tertib  DPR.  Dengan  dinyatakannya 
pelaksanaan  hak  mengadakan  penyelidik- 
an diatur  dengan  Peraturran  Tata  Tertib 
DPR,  maka  UU  No.  6  Tahun  1954  tidak 
mempunyai  kekuatan  mengikat.  Kekuatan 
mengikat  suatu  UU  tidak  hanya  dapat  hi- 
lang  karena  dicabut.  UU  dapat  kehilang- 
an  kekuatan  mengikat  hanya  berdasarkan 
berlakunya  suatu  asas  dalam  ilmu  hukum. 
Dalam  hal  ini  yang  berlaku  adalah  asas 
lex  posterior  derogat  legi  apriori,  artinya 
UU  yang  kemudian  menghapuskan  UU 
yang  terdahulu.  Tuduhan  Presiden  Abdur- 
rahman Wahid  yang  menyatakan  bahwa 
Pembentukan  Pansus  ilega!  secara  yuridis 
sangat  lemah.  Memang  dengan  mudah 
DPR  mendapatkan  tuduhan  menerapkan 
arogansi  kekuatan  mayoritas,  terutama 
ketika  DPR  dengan  cara  voting  menolak 
membentuk  Pansus  BLBI.  Namun  begitu 
pembentukan  Pansus  Bulog  dengan  me- 
ngesampingkan  UU  No.  6  Tahun  1954 
yang  tidak  mempunyai  kekuatan  mengikat 
secara  yuridis  sah.  DPR  tidak  perlu  mem- 
perbarui  pembentukan  Pansus  dengan 
cara  membentuk  Panitia  Angket  dan  tidak 
perlu  mengumumkan  dalam  Berita  Nega- 
ra.  Lain  dari  itu  sebenarnya  lembaga  apa- 
pun  yang  dibentuk  jika  melakukan  temu- 
an  yang  berkait  dengan  dugaan  seseorang 
terlibat  kejahatan  dapat  ditindaklanjuti 
oleh  Kejaksaan  Agung.  Dari  pemeriksaan 
Pansus  Bu/pggate,  y\ka  tindakan  Wakabulbg 
dinyatakan  bersalah  melakukan  kejahatan 
yang  berkaitan  dengan  keuangan  negara, 
diduga  Presiden  mengetahui  rencana  ke- 
jahatan dan  dapat  dipersalahkan  karena 
tidak  melaporkan  kepada  Polri. 


KETETAPAN  MPR  NO.  Ill/MPR/ 
2000  BERTENTANGAN  DENGAN 
PASAL  22  UUD  1945 

Peraturan  Pemerintah  sebagai  Peng- 
ganti  Undang-undang  adalah  produk  per- 
undang-unclangan  yang  menurut  Pasal  22 
UUD  1945  ditempatkan  sejajar  dengan  UU. 
Kesejajaran  itu  dapat  dibaca  melalui  nama 
dari  bentuk  peraturan  perundang-undang- 
an.  Penggunaan  Perpu  ini  sangat  terbatas, 
yaitu  hanya  dalam  hal  ikhwal  kegentingan 
yang  memaksa.  Memang,  sangat  sulit  me- 
nentukan  kegentingan  yang  memaksa,  se- 
hingga  penilaian  kegentingan  memaksa  ini 
bergantung  pada  Presiden.  Oleh  karena  itu 
Perpu  ini  secara  potensial  mudah  disalah- 
gunakan  oleh  Presiden.  Dalam  batas  ter- 
tentu  Presiden  dapat  menetapkan  sebuah 
materi  UU  ke  dalam  bentuk  Perpu.  Batas 
itu  adalah  tidak  dibenarkannya  Presiden 
menetapkan  Anggaran  Pendapatan  dan 
Belanja  Negara  dalam  Perpu.  Namun  se- 
gala  peraturan  yang  seharusnya  dibentuk 
melalui  proses  legislasi,  untuk  sementara 
waktu  dapat  ditetapkan  oleh  Presiden  da- 
lam Perpii.  Kewenangan  demikian  dalam 
negara  demokrasi  sangat  besar  dan  ber- 
lebihan,  oleh  karena  itu  penggunaannya 
sangat  terbatas  yaitu  dalam  keadaan  da- 
rurat  dan  materi  non-APBN.  Kedudukan 
Perpu  sebagai  bentuk.  peraturan  perun- 
dang-undangan  sebagai  peraturan  yang 
sejajar  dengan  UU  dibakukaa  dalam  Ke- 
tetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/1  966.  Penem- 
patan  Perpu  yang  sejajar  dengan  UU  itu 
dapat  dipahami,  karena  fungsi  Perpu  me- 
nurut Pasal  22  UUD  1945  dapat  menggan- 
tikan  UU.  Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/ 
1966  kini  telah  dicabut  dengan  Ketetapan 
MPR  No.  lll/MPR/2000.  Penempatan  Perpu 
di  bawah  UU  membawa  suatu  dilema  bagi 
Presiden  yang  akan  menggunakan  Perpu. 
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Jika  Presiden  mengguhakan  Perpu  sebagai 
pengganti  UU  maka  Presiden  dapat  ditun- 
tut  menyimpang  dari  ketetapan  MPR,  teta- 
pi  apabila  Perpu  tidak  difungsikan  sebagai 
pengganti  UU  akan  bertentangan  dengan 
UUD  1945.  Penempatan  Perpu  di  bawah 
UU  sudah  tentu  ada  latar  pemiklran  di  ba- 
lik  itu,  apakah  latar  pemikiran  itu  dan  ba- 
gaimana  solusi  dari  peraturan  yang  saling 
bertentangan  ini  akan  menjadi  perhatlan 
dari  penulisan  ini.  Ketetapan  MPR  No.  II!/ 
MPR/2000  bertentangan  dengan  Pasal 
22  UUD  1945,  dan  oleh  karena  Itu  Kete- 
tapan MPR  tersebut  harus  direvisi.  Sebe- 
lum  direvisi,  Ketetapan  MPR  No.  Ill/MPR/ 
2000  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  ber- 
laku.  Oleh  karena  itu  Perpu  harus  diguna- 
kan  oleh  Presiden  sesuai  dengan  ketentu- 
an  Pasal  22  UUD  1945.  Sebagai  ilustrasi, 
jika  Ketetapan  MPR  No.  m/MPR/2000  di- 
berlakukan  maka  apabila  Presiden  mene- 
rapkan  Perpu  untuk  menggantikan  undang- 
undang  berarti  Presiden  dapat  dituduh 
telah  melanggar  Ketetapan  MPR  No.  Ill/ 
MPR/2000.  Pelanggaran  atas  setiap  kete- 
tapan MPR  dapat  dikualifikasi  sebagai  pe- 
langgaran terhadap  CBHIN  yang  memba- 
wa  implikasi  bahwa  Presiden  dapat  di- 
mintai  pertanggungjawaban  melalui  Si- 
dang  Istimewa  MPR.  Ketetapan  MPR  ada- 
lah  bentuk  peraturan  perundang-undangan 
yang  kedudukannya  berada  di  bawah 
UUD  1945,  oleh  karena  itu  Ketetapan  MPR 
No.  ril/MPR/2000  tidak  mempunyai  ke- 
kuatan berlaku  karena  bertentangan  de- 
ngan Pasal  22  UUD  1945. 

HARAPAN  PERUBAHAN  DI  BIDANG 
PERADILAN  DAN  PENEGAKAN 
HUKUM 

Sebagaimana  umumnya  kelembagaan 
Kehakiman,  Mahkamah  Agung  (MA)  bertu- 
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gas  memeriksa  dan  memutuskan  semua 
perkara  pada  tingkat  kasasi,  namun  ke- 
beradaan  mahkamah  konstitusi  dipandang 
perlu,  untuk  perkara  dan  hal-hal  khusus. 
Keberadaan  dan  keharusan  adanya  kedua 
macam  mahkamah  ini,  sejak  awal  diatur 
dalam  UUJX  dan  dilengkapi  di  mana  per- 
lu  dengan  undang-undang  yang  mengatur 
pelaksanaannya  yakni  dalam  UU  Organik. 
Demikian  juga  keberadaan,  posisi  dan 
fungsi  Komisi  Bersama  dan  Komisi  Yudisial. 
Komisi  ini  dipandang  perlu  untuk  dikem- 
bangkan  dan  dikonstitusikan  keberada- 
annya,  dan  merupakan  komisi  yang  bersi- 
fat  independen,  dibentuk  oleh  DPR  dan 
DPD  serta  disahkan  oleh  Presiden.  Komisi 
Yudisial  Ini  berwenang  mengawasi  dan  - 
menilai  kinerja  dan  prestasi  Hakim  Agung, 
yang  hasil  pengawasannya  disampaikari 
kepada  DPR  dan  DPD.  Selanjutnya  berda- 
sarkan  keputusan  DPR  dan  DPD  itu,  Presi- 
den akan  memberhentikan  Hakim  Agung. 

Kejaksaan  Agung,  Kejaksaan  Tinggi  dan 
Kejaksaan  Negeri  merupakan  lembaga  ke- 
kuasaan  penuntutan  dalam  perkara  pi- 
dana,.  yang  dipandang  perlu  diatur  secara 
konstitusional  dalam  UUD.  Persyaratan 
untuktdipilih  menjadi  Jaksa  Agung,  Jaksa 
Agung  Muda,  dan  jaksa  lainnya,  sebagai 
perangkat-perangkat  kekuasaan  penun- 
tutan tian  juga  mengenai  pembagian  ke- 
wenangannya  (dapat)  diatur  melalui  ..UU 
Organik.  Namun  khusus  Jaksa  Agung  dan 
jaksa  Agung  Muda,  dipilih  oleh  Komisi 
Bersama  setelah  mempertimbangkan  ma- 
sukan  dari  Komisi  Yudisial  dan  masyara- 
kat,  yang  selanjutnya  disahkan  oleh  Pre- 
siden. Kepolisan  Negara  sebagai  lembaga 
yang  martdiri,  adalah  perangkat  kekua- 
saan penyidikan,  diatur  sejak  awal  secara 
konstitusional  dalam  UUD  dan  sejauh  di- 
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perlukan  dapat  diatur  lebih  lanjut  dalam 
UU  Organik.  Khusus  Kepala  Kepolisian 
Negara,  dipilih  oleh  Komisi  Bersama  (DPR 
dan  DPD),  setelah  mempertimbangkan  ma- 
sukan  dari  Komisi  Yudisial.  dan  juga  dari 
masyarakat,  dan  selanjutnya  disahkan-  oleh 
Presiden.  Kepala  Kepolisian  Negara  dipilih 
berdasarkan  syarat-syarat  yang  diatur  de- 
ngan  UU  dengan  memperhatikan  profe- 
sionalitas,  pengalaman  dan  integritas  ke- 
pribadiarl. 

HAK  MENGUJI  PERATURAN  PER- 
UNDANG-UNDANGAN 

Muatan  materi  antara  UUD  1  945  dengan 
Ketetapan  MPR  memang  suiit  untuk  dibe- 
dakan.  Hal  in!  terjadi  karena  tidak  dibeda- 
kannya  ketetapan  MPR  sebagai  suatu  ben- 
tuk  peraturan  perundang-undangan  de- 
ngan "UUD"  sebagai  substansi  peraturan 
perundang-undangan.  MPR  telah  memilih 
sebagai  suatu  kebijakan  untuk  tidak  meng- 
gunakan  bentuk  ketetapan  MPR  sebagai 
sarana  untuk  mengubah  UUD.  Jika  Kete- 
tapan MPR  dipahami  sebagai  "bentuk"  per- 
aturan perundang-undangan  dan  UUD  se- 
bagai "substansi"  peraturan  perundang- 
undangan,  perubahan  UUD  1945  memang 
harus  dilakukan  dengan  menggunakan 
bentuk  Ketetapan  MPR.  Di  dalam  ketetapan 
MPR  No.  l/MPR/2000  dibedakan  tiga  ben- 
tuk putusan  MPR,  yaitu:  perubahan  UUD, 
Keputusan  MPR  dan  Ketetapan  MPR.  Pem- 
bedaan  putusan  MPR  menjadi  tiga  macam 
ini  dimaksudkan  untuk  menghindari  agar 
perubahan  UUD  1945  tidak  dilakukan  de- 
ngan menggunakan  bentuk  Ketetapan  MPR. 
Namun  demikian  MPR  ternyata  melaku- 
kan  pula  perubahan  UUD  1945  secara  ter- 
selubung  dengan  menggunakan  Ketetap- 


an MPR.  Ketetapan  MPR  No.  lll/MPR/2000 
tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan 
Peraturan  Perundang-undangan  adalah 
ketetapan  yang  "mengubah"  pasal  22  UUD 
1945.  Ketetapan  sebagai  bentuk  peratur- 
an perundang-undangan  tidak  dapat  diuji 
oleh  Mahkamah  Agung  dengan  daiih  ber- 
tentangan  dengan  UUD  1945.  Mahkamah 
Agung  hanya  diberikan  kewenangan  un- 
tuk menguji  secara  materiil  terhadap  per- 
aturan perundang-undangan  yang  berada 
di  bawah  UU.  Seyogyanya  semua  produk 
perundang-undangan  dapat  diuji  oleh 
suatu  lembaga  yang  diberikan  otoritas 
untuk  menggunakan  hak  menguji  peratur- 
an  perundang-undangan.  Mahkamah  Kon- 
stitusi  adalah  alternatif  yang  tepat  diberi- 
kan hak  melakukan  pengujian  terhadap 
semua  produk  perundang-undangan.  De- 
ngan adanya  Mahkamah  Konstitusi  maka 
puncak  kekuasaan  kehakiman  tidak  ber- 
ada pada  satu  mahkamah,  sehingga  ma- 
salah  penumpukan  perkara  di  Mahkamah 
Agung  dapat  diatasi. 

Satu  hal  yang  patut  disesalkan  adalah 
ketetapan  yang  memberikan  kewenang- 
an kepada  MPR  untuk  menguji  UU.  Dilihat 
dari  tataran  empirik,  500  dari  jumiah  700 
anggota  MPR  adalah  anggota  DPR.  Hal 
ini  berarti  bahwa  suara  DPR  yang  mele- 
bihi  suara  mayoritas  sangat  dominan  me- 
nentukan  keputusan  MPR.  UU  yang  meru- 
pakan  produk  DPR  dan  Presiden,  secara 
riil  dapat  diubah  sendiri  oleh  DPR.  jika 
ketentuan  dasarnya  UU  dibuat  oleh  DPR 
dengan  mekanisme  harus  mendapatkan 
persetujuan  Presiden  selaku  Kepala  Pe- 
merintah  dan  disahkan  oleh  Presiden  se- 
laku Kepala  Negara,  ternyata  dalam  ta- 
taran empiriknya  produk  UU  dengan  mu- 
dah  dapat  dibatalkan  oleh  DPR. 
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PENUTUP 

Materi  HAM  memperoleh  ruang  yang 
cukup  besar  dalam  konstitusi.  Namun  pe- 
rumusan  PAH  I  BP  MPR  tentang  pasal 
agama  dalam  HAM,  masih  mengesankan 
pertarungan  ideologis  yang  belum  terse- 
lesaikan,  di  mana  aliran  kepercayaan  yang 
secara  riil  telah  menjadi  kenyataan  sosial 
tidak  mendapatkan  perlindungan  eksis- 
tensinya  ("diskriminasi").  Penerapan  asas 
non retroactivity  6^\dLrc\  UUD  1945  terkesan 
memberikan  perlindungan  terhadap  pela- 
ku  pelanggaran  berat  HAM.  Penerapan 
asas  retroactivity  6di\di.v(\  UU  No.  26  Tahun 
2000  merupakan  penyimpangan  terhadap 
UUD  1945  

Sistem  pemerlntahan  yang  menempat- 
kan  Presiden  sebagal  kepala  negara,  me- 
misahkan  kepala  pemerintah  dari  kekua- 
saan  sebagal  kepala  negara,  memberikan 
tanggung  jawab  kekuasaan  simbolik  kepa- 
da  Presiden  dan  secara  nyata  kepada  Per- 
dana  Menteri  dalam  menjalankan  kekua- 
saan pemerintah.  Memberikan  peran  DPR 
untuk  meminta  pertanggungjawaban  ke- 
pada kabinet,  memberikan  kewenangan 
secara  formal  kepada  Presiden  member- 
hentikan  anggota  kabinet  atas  usul  DPR. 
Peran  DPR  lebih  merupakan  pencermin- 
an  dari  tradisi  parlementer  dan  Presiden 
mempertahankan  pola  dalam  sistem  ka- 
binet presidensiil.  Sistem  campuran  demi- 
kian  ini  harus  jelas  bagian  dalam  sistem 
parlementer  dan  bagian  sistem  presiden- 
siil yang  digunakan.  Ketidakjelasan  bagi- 
an-bagian  dalam  sistem  campuran  akan 
menimbuikan  kekaburan  hak  dan  kewa- 
jlban  Presiden  dan  DPR. 

Pemberhentian  Presiden  digunakan  de- 
ngan  menerapkan  sistem  campuran  se- 


hingga  ada  pemberhentian  Presiden  se- 
hubungan  pertanggungjawaban  atas  ke- 
bijakan  (politik)  dan  pertanggungjawaban 
hukum.  Pertanggungjawaban  hukum 
seyogyanya  dituntaskan  di  UUD  1945  yang 
berawal  dari  dakwaan  kriminal  yang  diaju- 
kan  oleh  DPR  dan  diputuskan  oleh  MPR. 
Dengan  begitu  setiap  memberhentikan 
Presiden  dilakukan  secara  formal  oleh 
lembaga  yang  mengangkat  Presiden  dan/ 
atau  Wakil  Presiden.  Struktur  MPR  hanya 
terdiri  dari  DPR  dan  DPD.  Dalam  struktur 
keanggotaan  ini  tidak  periu  ada  elemen 
anggota  tambahan  yang  diangkat  dengan 
pertimbangan  apapun. 

Sistem  pemerintahan  pasca  sidang 
umum  MPR  tahun  1 999  ditengarai  oleh  pe- 
nerapan unsur  sistem  parlementer,  sehing- 
ga  Presiden  senantiasa  dihadapkan  pada 
ancaman  untuk  diminta  pertanggungjawab- 
an dalam  masa  jabatannya.  Walaupun  ga- 
ris  kebijakan  yang  ditetapkan  adaiah  sis- 
tem Presidensiil,  tetapi  semanyat  demo- 
krasi  yang  diterapkan  lebih  condong  pada 
ciri-cii  i  sistem  parlementer. 

Bidang  Kekuasaan  Peradilan  dan  Pene- 
gakan  Hukum  masih  belum  tersentuh  oleh 
perubahan,  oleh  karena  itu  pada  perubah- 
an  kedua  tahap  selanjutnya  bidang  ini  ha- 
rus diprioritaskan.  Pemisahan  kekuasaan 
yudisial  dengan  kekuasaan  eksekutif  wa- 
laupun telah  ada  UU  No.  35  Tahun  1999 
masih  belum  dilaksanakan  oleh  Presiden. 
Hukum  Acara  yang  mengatur  upaya  hu- 
kum luar  biasa  melalui  Peninjauan  Kemba- 
li  (PK)  dan  Crasi  masih  kacau.  Mekanisme 
pemilihan  Ketua  Mahkamah  Agung  mem- 
buka  peluang  "macet",  tanpa  ada  solusi 
hukumnya. 
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Memahami  Demokrasi,  Sistem 
Pemerintahan  dan  Perubahan  UUD 

M.  DJadiJono 


Patterns  of  Democracy  oleh  Arend  Lijp- 
hart;  New  Haven  &  London:  Yale  University 
Press,  1999,  xiv  +  351  him. 

SEJAK  runtuhnya  rezim  Orde  Baru 
(21  Mel  1 998)  hingga  saat  Ini,  bang- 
sa  Indonesia  dapat  dikatakan  mulal 
beiajar  lagi  berdemokrasl.  "Pelajaran"  Itu 
antara  lain  berkaltan  dengan  komponen- 
komponen  demokrasi  itu  sendiri  seperti 
sisterYi  kepartaian  dari  tiga  menjadi  sistem 
multi  partai,'  penyelenggaraan  Pemilu  dari 
rekayas.a  untuk  kemenangan  salah  satu 
kontestan  menjadi  lebih  demokratis,  jujur 
dan  adil,^  tata  cara  pemilihan  Presiden  dan 
Wakil  Presiden  dari  sistem  calon  tunggal  de- 

'Selama  masa  Orde  Baru,  khususnya  sejak  taiiun 
1973,  jumlah- partal  politik  dibatasi  hanya  ada  tiga 
buali  (UU  No.  3/1975  sebagaimana  telah  diubah 
dengan  UU  No.  3/19.85  tentang  Partal  Politik  dan  Co- 
longan  Karya),  sedangkan  di  era  reformasi,  jumlah 
Partai  Politik  (Parpol)  tidak  dibatasi.  Selama  hanya 
sekitar  1 1  bulan,  parpol  di  Indonesia  bertambah 
menjadi  1  29  buah,  termasuk  tiga  parpol  lama  (Rak- 
yat  Merdeka,  6  Maret  dan  Kompas,  1 3  Maret  1 999). 

^Perubahan-perubahan  mendasar  sehubungan 
dengan  penyelenggaraan  Pemilu  7  Juni  1999  antara 
lain  seperti  berikut:  sebelumnya  dilaksanakan  oleh 
Presiden/Pemerintah  dengan  penuh  rekayasa  untuk 
memenangkan  salah  satu  kontestan  menjadi  relatif 
lebih  demokratis,  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, 
dan  jujur  serta  adil.  Penyelenggara  Pemilu  pun  me- 
rupakan  lembaga  yang  bebas  dan  mandiri  berang- 


ngan  mekanisme  musyawarah  mufakat  bu- 
lat  menjadi  calon  lebih  dari  satu  dan  di- 
putuskan  melalui  pemungutan  suara,^  me- 
kanisme penyusunan  kabinet  dari  ditentu- 
kan  oleh  Presiden  sendiri  dan  komposisinya 
hanya  dari  satu  golongan  politik  menjadi 
kabinet  koalisi,^  hubungan  antara  DPR  de- 
ngan Presiden  yang  semula  tidak  imbang 
(Presiden  seolah  berkuasa  penuh)  menjadi 

gotakan  wakil-wakil  dari  semua  (48  wakil)  Partai 
Politik  Peserta  Pemilu  ditambah  dengan  beberapa 
wakil  dari  unsur  Pemerintah  (Pasal  8  UU  No.  3/1999 
tentang  Pemilihan  Umum). 

^Mengenai  pen>ilihan  Presiden  dan  Wakil  Pre- 
siden, selama  masa  Orde  Baru  selalu  menggunakan 
sistem  calon  tunggal  dan  mufakat  bulat,  diubah  men- 
jadi calon  lebih  dari  satu  dan  dipilih  lewat  voting. 
Dalam  Sidang  Umum  MPR  14  sampai  dengan  21 
Oktober  1999  misalnya,  calon  Presiden  difinitif  ada 
dua  orang  (K.H.  Abdurrahman  Wahid  dan  Mega- 
wati di  maha  Gus  Dur  mendapatkan  373  suara,  Me- 
gawati memperoleh  313  suara,  dan  abstain  seba- 
nyak  5  suara),  sedangkan  calon  Wakil  Presiden 
definitif  juga  ada  dua  orang,  yakni  H.  Hamzah  Haz 
dan  Megawati  Sukarnoputri  di  mana  Hamzah  Haz 
memperoleh  284  suara  sementara  Megawati  mem- 
peroleh 396  suara  sedangkan  yang  abstain  ada  5 
suara  ("Drama  Penuh  Air  Mata",  Media  Indonesia 
Minggu,  24  Oktober  1  999). 

""Berkenaan  dengan  pembentukan  dan  kompo- 
sisi  kabinet,  terdapat  perubahan  yang  mendasar  pu- 
la.  Pada  awalnya,  Presiden  Soeharto  yang  terpilih 
menjadi  Presiden  definitif  dalam  SU-MPRS  tahun 
1968  masih  mengikutsertakan  orang-orang  Parpol 
menjadi  menteri,  misalnya;  H.M.S.  Mintaredja  dari 
PPP  dan  Sunawar  Sukowati  dari  PDI.  Tetapi  sejak 
tahun  1973,  sampai  dengan  1998,  menteri-menteri 
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lebih  seimbang,^  serta  perubahan  UUD 
(1  945)  yang  di  masa  sebelumnya  ditabukan 
menjadi  dapat  diubah  pada  bulan  Oktober 
1999.^ 

Betapapun  telah  terjadi  perkembangan 
ke  arah  demokratisasi,  peringkat  yang  se- 


yang  diangkat  hanya  berasal  dari  satu  golongan 
politik  tertentu  (Golkar,  ABRI  ditambah  teknokrat 
yang  sudah  di-Colkar-kan).  Di  masa  reformasi  (khu- 
susnya  setelah  terpilihnya  K.H.  Abdurrahman  Wa- 
hid menjadi  Presiden),  penyusunan  dan  komposisi 
kabinet  diubah  menjadi  koalisi  dari  Parpoi  peraih 
kursi  di  DPR  ditambah  dari  TNI  maupun  aparat  bi- 
rokrasi  karier  disertai  dengan  garansi  dari  pihak- 
pihak  yang  diajak  menyusun  kabinet  yakni  Wakil 
Presiden,  Ketua  MPR  dan  Ketua  DPR  serta  mantan 
Panglima  ABRI  (Kompas,  27  Oktober  1 999). 

^lika  di  masa  iaiu  kekuasaan  Presiden  sebegitu 
besar  dan  sulit  dimintal  keterangan  oleh  DPR,  maka 
di  era  reformasi,  DPR  dengan  mudah  dapat  memang- 
gil  Presiden  untuk  dimintai  keterangan/penjelasan 
berkaitan  dengan  kebijakan-kebijakannya.  Ha!  itu 
misalnya  masalah  pembubaran  Departemen  Pene- 
rangan  dan  Departemen  Sosial  dalam  Sidang  Pari- 
purna  DPR  tanggal  18  November  1999,  pemanggil- 
an  Presiden  oiph  Pimpinan  DPR  bersama  pimpinan 
Fraksi-fraksi  di  DPR  berkenaan  dengan  penco- 
potan  dua  menteri  dari  PDI-P  dan  Golkar  (27  April 
2000),  dan  juga  munculnya  usulan  dari  sekitar  277 
dari  500  anggota  DPR  agar  DPR  menggunakan  hak 
interpelasi  kepada  Presiden  sehubungan  dengan 
alasan  Presiden  mengenai  pencopotan  Laksamana 
Sukardi,  Menteri  Investasi  dan  Pendayagunaan 
BUIVIN  dan  Jusuf  Kalla,  IVIenteri  Perindustrian  dan 
Perdagangan.  Penggunaan  hak  interpelasi  ini  sudah 
diputuskan  dalam  rapat  Badan  Musyawarah  DPR 
dan  akan  dimintakan  persetujuan  Rapat  Paripurna 
DPR  tanggal  29juni  2000  {Kompas,  7Juni  2000). 

'jika  di  masa  Orde  Baru  MPR  berketetapan  hati 
untuk  tidak  mau  mengubah  UUD  1945  (dituangkan 
dalam  Tap  No.  IV/MPR/1983  tentang  Referendum 
dan  Tap  No.  l/MPR/1983  tentang  Peraturan  Tata 
Tertib  MPR),  maka  di  era  reformasi  (khususnya  pa- 
da  Sidang  Umum  MPR  bitlan  Oktober  1999)  telah 
dilakukan  amandemen  pertama  terhadap  UUD  1  945 
atas  dasar  Tap  MPR  No.  IX/MPR/1  998  tentang  Pen- 
cabutan  Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1983  tentang 
Referendum.  Amandemen  kedua  terhatlap  UUD  1 945 
ini  akan  diteruskan  pada  Sidang  Tahunan  MPR  bu- 
lan Agustus  2000  (Tap  MPR  No.  IX/MPR/1  999  ten- 
tang Penugasan  Badan  Pekerja  Majelis  Permusya- 
waratan  Rakyat  Republik  Indonesia  Untuk  Melanjut- 
kan  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Re- 
publik Indonesia  1945).  Inti  perubahan  pertama 
yang  telah  dilakukan  itu  iaiah  "dikuranginya"  ke- 
kuasaan Presiden  sedemikian  rupa  dan  diberikan- 


karang  dapat  dicapal  Indonesia  dalam 
"belajar"  demokrasi  itu  barulah  beranjak  ke 
arah  transisi  menuju  demokrasi  (belum 
sampai  ke  tahap  konsolidasi  demokrasi)/ 
Ketransisian  demokrasi  di  Indonesia  itu  di- 
tandai  misalnya  dalam  bentuk  masih  di- 
jumpalnya  kerancuan  pemahaman  antara 
sistem  Presidensiil  ataukah  Parlementer. 
Hal  ini  nampak  antara  lain  dari  upaya 
penggunaan  hak  interpelasi  DPR  kepada 
Presiden  mengenai  alasan-alasan  penco.- 
potan  dua  menteri  dari  PDI-P  dan  Golkar 
yang  dalam  sistem  Presidensiil  murni  me- 
mang  menjadi  hak  Presiden  sepenuhnya. 
Kecuali  itu  juga  nampak  dalam  bentuk 
munculnya  pola-pola  pemaksaan  kehendak 

nya  tambahan  kekuasaan  kepada  DPR.  Jika  sebe- 
ium  perubahan  pertama  UUD  1945  kewenangan 
mehibentuk  Undang-undang  ada  di  tangan  Presi- 
den, setelah  dilakukan  perubahan  dipindahkan  ke 
tangan  DPR  {Pasal  5  UUD  1945  sebelum  diubah  dan 
Pasal  20  ayat  (1)  Perubahan  Pertama  UUD  1945). 
Selanjiitnya,  jika  di  masa  lalu  seseorang  dapat  dipi- 
lih  menjadi  Presiden  berulang  kali  tanpa  pembatas- 
an,  maka  setelah  diubah  dibatasi  maksimai  hanya 
boleh  dipilih  kombali  pada  jabatan  yang  sama  un- 
tuk satu  masa  jabatan  lagi  {Pasal?  Perubahan  Per- 
tama UUD  1945). 

^Haranian  dan  Nurhuda  (2000:  xvii-xxxiii  dan 
235-240).  Menunit  Huntington  (1995:  271-274), 
halaman  271-274,  ada  tiga  jenis  masalah  yang  di- 
hadapi  dalam  membangun  dan  mengkonsoiidasi  sis- 
tem politik  demokrasi,  yakni:  (1)  masalah-masalah 
transisi  meliputi:  bagaimana  memapankan  sistem 
konstitusi  dan  sistem  pemerintahan  yang  baru;  ba- 
gaimana menyingkirkan  para  pejabat  yang  pro- 
otoriterisme  dan  menggantinya  dengan  yang  de- 
mokratis;  bagaimana  mencabut  undang-undang  yang 
tidak  cocok  untuk  demokrasi;  bagaimana  meng- 
hapus  badan-badan  yang  otoriter  serta  bagaimana 
memantapkan  pola  hubungan  sipil-militer  yang 
profesional;  (2)  masalah-masalah  kontekstual  pada 
gelombang  ketiga  seperti  munculnya  pemberontak- 
an,  konfiik  komunal,  antagonisme  regional,  kemis- 
kinan,  ketimpangan  sosial  ekonomi,  inflasi,  utang 
luar  negeri,  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi  yang 
rendah;  (3)  setelah  demokrasi  terkonsolidasi  dan 
mencapai  stabilitas  tertentupun  masih  akan  meng- 
hadapi  masalah-masalah  sistemikyang  berasal  dari 
cara  kerja  sistem  demokrasi.  Hal  itu  misalnya:  ke- 
buntuan  dan  ketidakmampuan  mencapai  keputusan, 
mudah  terpengaruh  oleh  demagogi,  dan  dominasi 
oleh  mereka  yang  memiliki  kepentingan  ekonomi. 
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sampai  dengan  kekerasan  di  kalangan  apa- 
rat  maupun  masyarakat  yang  mengesankan 
kurang  ditegakkannya  supremasi  hukum. 

Sebagai  bangsa  yang  baru  berada  pada 
posisi  transisi  menuju  demokrasi  kiranya 
memang  masih  harus  banyak  belajar  dasar- 
dasar  teoretis  tentang  demokrasi  itu  sendiri 
dengan  segala  perangkatnya,  termasuk  sis- 
tem  pemerintahan  dan  mekanisme  perubah- 
an  Undang-Undang  Dasarnya.  Dalam  rang- 
ka  memahami  fenomena  diatas,  maka  bu- 
ku  yang  ditulis  oleh  Lijphart  (1999)  dapat 
dijadikan  acuan.  Buku  ini  terdiri  atas  17 
bab  meliputi  berbagai  hal  yang  berkaitan 
dengan  model  demokrasi,  sistem  kepartal- 
an,  sistem  pemilu,  sistem  pemerintahan  (ka- 
binet)  dengan  konsentrasi  kekuasaan  ek- 
sekutif  versus  pembagian  kekuasaan  ekse- 
kutif,  dan  hubungan  antara  eksekutif  de- 
ngan legislatif. 

Berkaitan  dengan  demokrasi  terdapat 
demokrasi  model  Barat  (mengandalkan  se- 
penuhnya  pada  suara  mayoritas),  dan  de- 
mokrasi model  konsensus  (mengandalkan 
model  negosiasi).  Demokrasi  model  mayori- 
tas-minoritas  biasanya  diterapkan  dalam 
sistem  konsentrasi  kekuasaan  eksekutif 
berada  di  dan  didominasi  oleh  satu  partai 
politik  dengan  sistem  dwi  partai,  penyusun- 
an  perwakilan  rakyat  menggunakan  sistem 
disproporsiorral.  Model  demokrasi  mayori- 
tas ini  biasanya  diterapkan  di  negara  ke- 
satuan  dengan  pemerintahan  yang  sen- 
tralistis  serta  lembaga  legislatif  satu  kamar, 
konstitusi  negara  tersebut  fleksibel,  dan  ti- 
dak  ada  Judicial  review  serta  bank  sentral 
yang  dikendalikan  oleh  eksekutif.  S.edang- 
kan  demokrasi  model  konsensus  (negosiasi) 
biasanya  diterapkan  pada  sistem  yang 
menganut  pembagian  kekuasaan  eksekutif 
dalam  bentuk  koalisi  partai-partai,  sistem 


pemerintahannya  menganut  desentralisasi, 
terdapat  keseimbangan  antara  kekuasaan 
eksekutif  dengan  legislatif,  badan  legisla- 
tifnya  menganut  sistem  dua  kamar,  ke- 
partaiannya  menganut  sistem  multi  partai, 
penyusunan  keanggotaan  lembaga  perwa- 
kilan rakyat  didasarkan  pada  sistem  pro- 
porsional,  konstitusinya  bersifat  rigid  {V.^- 
tat)  dan  masyarakatnya  bersifat  hetero- 
gen.  Model-model  demokrasi  ini  dibcihas 
oleh  Lijphart  pada  Bab  2  dan  Bab  3.  Oleh 
teoretikus  yang  lain  (Sir  Arthur  Lewis,  1  965) 
dikemukakan  bahwa  model  mayoritas-mi- 
noritas  ini  dianggapnya  tidak  demokratis 
karena  terjadinya  eksklusivisme.  Padahal 
demokrasi  yang  benar  seharusnyalah 
memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi 
siapapun  untuk  berpartisipasi  dalam*  pro- 
ses pengambilan  keputusan  secara  lang- 
sung  maupun  melalui  perwakilan.  Dalam 
pada  itu,  oleh  Lijphart  sendiri  dikemukakan 
pada  bagian  kesimpulan  bahwa  demokrasi 
model  konsensus  memiliki  kinerjayang  le- 
bih  baik  dalam  manajemen  ekonomi  makro 
daripada  model  demokrasi  mayoritas. 

Di  samping  membahas  dua  model  de- 
mokrasi, buku  ini  juga  dilengkapi  dengan 
pembahasan  tentang  elemen-elemen  de- 
mokrasi. Hal  itu  misalnya  sistem  kepartai- 
an,  meliputi  model  dwi-partai  dan  multi 
partai  (Bab  5).  Dalam  sistem  dwi-partai 
lazimnya  diterapkan  demokrasi  model 
mayoritas-minoritas,  sedangkan  dalam  sis- 
tem multi-partai,  biasanya  dianut  demo- 
krasi model  konsensus. 

Lijphart  juga  membahas  masalah  sis- 
tem kabinet,  baik  yang  bersifat  konsentra- 
si kekuasaan  di  tangan  eksekutif  maupun 
kekuasaan  eksekutif  yang  terbagi  (Bab  6). 
Kabinet  dengan  konsentrasi  kekuasaan  di 
tangan  eksekutif  umumnya  diterapkan  pa- 
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da  sistem  pemerintahan  Presidensiil,  se- 
dangkan  kabinet  yang  kekuasaan  ekseku- 
tifnya  terbagi  (koalisi)  biasanya  diterapkan 
dalam  sistem  pemerintahan  Parlementer. 
l\/1engenai  koalisi,  menurut  Lijphart  secara 
teoretis  dapat  terjadi  dalam  enam  jenis, 
yakni:  (1)  koalisi  di  antara  partai  pemenang 
utama  pemilu  bersama-sama  dengan 
pemenang  urutan  berikutnya  (minimal 
winning  coaiitionX  (2)  koalisi  antara  partai 
pemenang  utama  bersama-sama  de- 
ngan partai-partai  yang  perolehan  kur- 
sinya  terkecil,  terkecil  kedua  dan  sete- 
rusnya  (minimum  size  coaiitionX  (3)  koa- 
lisi berdasarkan  tawar-menawar  per- 
soalan  (bargaining  proposition  coaiitionX 
(4)  koalisi  berdasarkan  deretan  peme- 
nang; (5)  koalisi  pemenang  minimal  ter- 
kait  (minimal  connected  winningX  dan 
(6)  koalisi  berdasarkan  kemampuan  da- 
lam kebijakan  (policy  viable  coaiitionX 

Oleh  Lijphart  dibahas  pula  model  hu- 
bungan  antara  eksekutif  dengan  legislatif, 
meliputi  model  dominan  maupun  keseim- 
bangan  (Bab  7).  Dalam  sistem  pemerintah- 
an parlementer,  biasanya  kedudukan  ekse- 
kutif tergantung  pada  kepercayaan  legisla- 
tif dan  menteri  dapat  merangkap  menjadi 
anggota  DPR.  Sebaliknya,  pada  sistem  pe- 
merintahan Presidensiil,  eksekutif  tidak 
bergantung  pada  legislatif.  Meskipun  be- 
gitu  terdapat  pula  negara-negara  tertentu 
yang  tidak  menerapkan  salah  satu  sistem 
dan  prinsip-prinsip  tersebut  secara  kaku.^ 
Norwegia,  Jerman,  Israel  (tidak  sepenuh- 
nya  parlementer),  Colombia,  Venezuela, 
dan  Amerika  Serikat  misalnya  (meski  me- 


Sistem  pemerintahan  semi  Presidensiil  hanya 
dapat  ditentul<an  oleh  konstitusi  negara  yang  ber- 
sangkutan  dengan  menggabungkan  tiga  ha!  berikut: 
(1)  Presiden  dipilih  dalam  pemilihan  umum;  (2)  Pre- 
siden  memiliki  kekuasaan  yang  besar;  (3)  Perdaha 


nerapkan  sistem  Presidensiil),  tetapi  Pre- 
siden memiliki  hak  veto  terhadap  DPR. 

Ketika  kita  sedang  sibuk  membicara- 
kan  amandemen  UUD  1945,  buku  ini  pun 
menyuguhkan  kupasan  tentang  prosedur 
perubahan  UUD  (Bab  12).  Menurut  Lijphart 
ada  dua  macam  prosedur  perubahan  UUD 
(fleksibel  dan  ketat).  Pada  prosedur  yang 
ketat,  perubahan  terhadap  UUD  hanya  da- 
pat dilakukan  misalnya  oleh  suara  mayori- 
tas  khusus  di  lembaga  legislatif  nasional, 
atau  oleh  dua  kamar  legislatif,  ataupun 
oleh  suara  mayoritas  khusus  dari  legislatif 
propinsi  maupun  melalui  referendum.  Hal 
itu  misalnya  terjadi  di  Perancis,  Australia 
dan  Swis. 

Untuk  lebih  meiengkapi  pemahaman 
tentang  UUD  dan  prosedur  perubahannya 
kita  dapat  membaca  tulisan  Strong  (1 953). 
Sebab  dalam  buku  ini  antara  lain  dikemii- 
kakan  bahwa  maksud  dari  setiap  UUD  ada- 
lah  sebagai:  (1 )  keinginan  dari  warga  nega- 
ra untuk  mengamankan  hak-hak  mereka 
dari  ancaman  dan  pembatasan  dari  yang 
memerintah;  (2)  keinginan  dari  yang  me- 
merintah  agar  ditaati  oleh  rakyat  dalam 
mengatur  sistem  pemerintah;  (3)  keinginan 
dari  masyarakat  politik  baru  untuk  meng- 
amankan metode  dan  bentuk  pemerintah- 
an agar  dapat  bertahan;  (4)  keinginan  un- 
tuk mengamankan  secara  efektif  hak-hak 
dan  kepentingan  masyarakat  (Strong,  1  963: 
1  35-1  36).  Berkaitan  dengan  prosedur 
perubahan  UUD  yang  ketat  dapat  dilihat 
dalam  Strong  (1963:  1  52-155).  Sementara 
itu,  menurut  Thompson  (1  997:  8-9),  di  ba- 
nyak  negara,  pada  umumnya  amandemen 


Menteri  dan  para  menteri  memiliki  kekuasaan  ekse- 
kutif dan  dapat  bertahan  pada  jabatannya  hanya 
jika  dipercaya  oleh  parlemen  (Duverger.l  998:  142- 
149). 
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terhadap  UUD  cukup  ketat  dan  harus  me- 
lalui  prosedur  khusus.  Dalam  pada  itu,  me- 
nurut  Strong  (1963:  164-166),  di  Amerika 
Serikat  misalnya,  selama  sekitar  1  70  tahun 
hanya  terjadi  23  kali  amandemen  UUD, 
dan  perubahan  yang  dilakukan  itu  pun  ti- 
dak  bersifat  membongkar  seluruhnya. 

Meskipun  Lijphart  tidak  memasukkan 
Indonesia  sebagai  saiah  satu  daerah  stu- 
dinya  tentang  demokrasi,  isi  bukunya  ini 
penting  untuk  dibaca  oleh  para  akademisi 
maupun  praktisi  politik  termasuk  para  pe- 
jabat  negara  dalam  rangka  menambah 
khasanah  dan  alternatif  pemikiran  dalam 
penataan  sistem  politik  dan  pengelolaan 
kehidupan  bangsa  dan  negara.  Namun  pe- 
mahaman  tentang  hal-hal  yang  diuraikan 
dalam  buku  tersebut  kiranya  masih  harus 
dilengkapi  dengan  membaca  buku-buku 


lain  seperti  yang  disebut  dalam  kepusta- 
kaan  di  bawah  ini, 
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